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ABSTRAK

“TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT"
(PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS)
SEBAGAI SARANA ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA

(Tundjung Herning Sitabuana)

Menghadapi situasi di mana persaingan ekonomi global tidak lagi terjadi antar
negara melainkan antar pelaku ekonomi atau peruszhaan, malka perusahaan-
perusahaan Indonesia sebagai pelaku-pelaku ekonomi dituntut untuk berusaha
meningkatkan daya saing masing-masing baik di bidang permodalan, kemampuan atau
penguasaan teknologi maupun sumber daya manusia.

Keterbatasan di bidang kemampuan atau penguasaan teknologi pada
perusahaan yang bergerak di bidang industri dapat diatasi dengan cara memanfaatkan
teknologi yang dimiliki oleh pihak asing dengan melakukan alih teknologi yang antara
lain dapat dilakukan melalui sarana Technical Assistance Agreement (Perjanjian
Bantuan Teknis). '

Dalam implementasinya, penggunaan Technical Assistance Agreement
(Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana untuk mewujudkan alih teknologi tidak
dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya
beberapa faktor yang mempengaruhi yang bagi pihak Indonesia menjadi hambatan
datam mewujudian afih teknologi, yaitu faktor kontrak, faktor komposisi kepemilikan
saham dalam perusahaan dan faktor posisi sebagai pemilik teknologi. Di antara ketiga
faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor posisi sebagai pemilik
teknologi yang menyebabkan posisi tawar (bargaining position) pihak Indonesia
menjadi lemah, baik dalam pembuatan Basic Agreement (Joint Venture Agreement)
maupun Technical Assistance Agreement (Perfanjian Bantuan Teknis).

Pada perusahaan joint venture di mana pihak Indonesia menjadi pemegang
saham mayoritas, maka hal ini dapat menaikkan posisi tawar (bargaining position)
pihak Indonesia sehingga dapat mengimbangi kekuatan pihak asing sebagai pemilik
teknologi. Dalam hal demikian maka isi kedua kontrak tersebut lebih adil (seimbang)
bagi kedua belah pihak, sehingga harapan akan terwujudnya alih teknologi menjadi
lebih besar.

Untuk ity maka ketentuan mengenai pemilikan saham dalam perusahaan yang
didirikan dafam rangka penanaman modal asing yang mengatur mengenai adanya
keharusan peningkatan pemilikan saham bagi pihak Indonesia setelah jangka waktu
tertenty harus dilaksanakan secara konsisten. Di samping perlu segera dibuat
peraturan pelaksanaan atas berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur
alih teknologi agar dapat dijadikan pedoman bagi pihak Indonesia dalam pembuatan
kontrak alih teknologi. '
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ABSTRACT
“TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT"
(PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS)
AS THE INSTRUMENT FOR THE TRANSFER OF TECHNOLOGY IN INDONESIA

(Tundjung Herning Sitabuana)

Covering the situation where the global economic competition were not only
taking place between the state, but between the economic player or the company,

" then the Indonesian company as the economic player has considered to increase

their competencies both in the term of capital, the technological capability or the
technological mastery, or the human resources.

The limitation in the technological capability or the technological mastery on
the company which operate in the industry could be covered by using the
technology which have been used by the foreign parties by performed the transfer of
technology which in such could be present through the instrument of Technical
Assistance Agreement. ,

In its implementation, the using of Technical Assistance Agreement as the
instrument to realize the transfer of technology could not give the resuit as being
expected. These matter are caused by several factors influenced that for the
Indonesian parties become the barriers in realizing the transfer of technology, which
are the contract factors, the composition of stock ownership factors in the company,
and the position factors as the technology owners. The most influenced factors are
the position as the technology owner which weaken the bargaining position of the
Indonesian parties, both in the making of Basic Agreement (foint Venture
Agreement) or the Technical Assistance Agreement.

in the Joint Venture Company where the Indonesian parties become the
majority stock owner, it could increase the bargaining position of the Indonesian
parties so that it would balanced the foreign parties authority as the technoiogy
owner. in that terms, the content of both contracts could become fairer for each
party, so the expectation in transfer of technology realization was more realized.

According to that condition, the statement about the stock ownership in the
company which established in the terms of foreign investments which regulate the
necessity for the stock ownership increasing to the Indonesian parties after the
particutar period should be performed consistently. There is also necessary to made
the execution regulation for all the conmstitution which regulate the transfer of
technology, so it could become the guidance for the Indonesian parties in making the
contract for the transfer of technology.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Memasuki abad 2| tatnan kehidupan umat manusia mengalami perubahan
yang cepat dan mendasar karena terjadinya globalisasi yang disebabkan oleh
Revolusi Tiga T. Transportasi, Telekomunikasi dan Turisme.! Perkembangan

teknologi uimpoi-tasi telah melahirkan era the end of geography, karena pergerakan

_arus manusia dan barang menjadi sangat cepat dan ﬁerpindahan arus modal antar

kawasan atau antar negara menjadi semakin mudah. Investasi, baik riil maupun
portofolio, tidak tagi mengenal bendera nasional. la menerobos dan berpindah dari
suatu tempat ke tempat lain atay dari suatu negara ke negara lain yang lebih
menguntungkan. Perkembangan teknoiogi telekomunikasi melahirkan era thc end of
timelines, karena telah memungkinkan seseorang atau sekelompok orang dari satu
bélahan dunia dapat berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang dari
betahan dunia yang lain ﬁnpa hambatan waktu, transﬁormsi, akomodasi dan biaya

yang besar. Di samping itu keserempakan komunikasi melalui media televisi via

~ satelit telah memungkinkan sebuzh berita bisa diterima oleh seluruh umat manusia di

seluruh peniuru dunia. Sementara, perkembangan turisme telah menyebablan

! Dorojatun Kungjoro Jakd. seperti dikutip Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Marco P.

Sumampouw, “Globalisasl, Ancaman Atau Peluang®, Manajemen Dalam Era Globalisasi, Ed. Riant Nugroho
Dwidjowijoto dan Marco P. Sumampouw (jakarta : P.T. Elex Media Komputindo, 1997), hal. 153.
l .

s,
S

I BT e " -
-0 I
- g j { Ué:o Eﬁ ‘E{ LTy

— - P P . B R ok . Sda B R a2 I




2
terjadinya peningkatan arus pertukaran manusia yang mengikis hambatan-hambatan
sosial, budaya dan politik.

Dalam dunia yang seolah makin kecil dan tanpa batas ini, maka perubahan
yang terjadi pada suatu bangsa atau negara akan mempengaruhi bangsa atau negara
lain, dan muncul saling ketergantungan antara bangsa-bangsa atau negara-negara di
dunia.

Makna terakhir atau “bottom fine” giobalisasi tidak lain dari pada persaingan
atau “competition”, yang kadar dan intensitasnya ber_tar-'benar. berkualitas
internasional.? Dan persaingan pada era global ini telah beralih dari persaingan di
bidang politik' ke persaingan di bidang ekonomi, karena kebijakan-kebijakan politik
suatu negara makin lama makin terdesak ofeh keinginan pasar global yang
di.manifesmsikan dalam'organisasi global, seperti World Trade Organization (WTO),
serta munculnya regionalisasi kelompok-kelompok ekonomi baru di berbagai
kawasan yang mengintegrasikan beberapa negara-mehjadi satu, seperti NAFTA di
Amerika Utara, APEC di kawasan Asia Pasifik, EU di Eropa dan AFTA di Asia
Tenggera. "

Globalisasi ékonomi yang didasarkan pada ekonomi pasar telah memunculkan
persaingan ekonomi global. Tiap negara harus bersaing keras dalam usaha
mendapatian modal bagi pembangunannya. Sefain itu investasi yang dilakukan oleh

setiap negara harus menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar, baik pasar

2 Tanri Abeng, "Penerapan Mangjemen Modern di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global",
dalam ibid, hal. 99 - 100.
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domestik maupun pasar internasional, karena hanya produk-produk yang berkuafitas
tinggi dengan harga paliﬁg murzh yang laku di pasar. Dalam ekonomi global,
pengertian asal muasal suatu produk menjadi kabur karena mata rantai proses
produksinya berada di berbagai penjuru dunia. Para konsumen individual (individual
consumers)® ----yang setiap saat dapat berakses secara langsung ke jaringan informasi
global untuk mendapatkan informasi atas gaya hidup di seluruh dunia-— tidak lagi
mempersoalkan dari negara mana produk itu berasal. Sehingga dal#m kenyataan
persaingan ekonomi global tidak lagi terjadi antar negara melainkan antar pelaku
ekonomi atau perusahaan.*

Dalam suasana pergaulan antar negara yang makin terbuka ini, setiap negara
mau tidak mau harus mempersiapkan diri agar bisa berperan aktif dan tetp eksis
dalam era global.

-Demikian_ pula Negara Republik Indonesia, meskip_un sedang mengalami masa
kritis karena terjadinya krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 yang hlu, harus pula
mempersiapkan diri. Dalam hal ini .tidak hanya negara atau pemerintah yang harus
melakukannya, melainkan seluruh komponen bangsa ----termasuk para peiaku
ekonomi dan warga masyarakat pada umumnya-— harus bersatu padu dan bahu

membahu bersama pemerintah mempersiapkan diri menghadapi persaingan global.

3 istilah ini dipergunakan oleh Kenichi Ohmae dalam bukurnya yang berjudul “The End of The Nation
State, The Rise of Regional Economies™ (New York : The Free Press, 1995), hal. 5. Dan mempunyai
pengertian : konsumen yang bersifat individual yang berorientasi global yang di dalam menentiskan
pifihannya mempunyai kecenderungan untk melupakan prinsip nasicnalisme di bidang ekonomi, karena
mereka mempunyai prinsip baru yaitu hanya mengnginkan produk-produk terbaik dengan harga
yang murah, _

4 Lihat : Tanri Abeng, "Inti dan Implikasi Globalisasi®, Dari Meia Tanri Abeng : Managing Atay
Chaos ?, Tantangan Globalisasi Dan Ketidakpastian (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 5.
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Dengan perkataan lain, Indonesia sebagai sébuah incorporated.® Lebih-lebih dewasa

. ini Indonesi;l sedang melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang
memerlukan partisipasi dari seluruh komponen bangsa.

Agar mampu bersaing pada persaingan ekonomi global, maka tidak ada pilihan
bagi bangsa In&onesia selin berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan daya saing
nasional, baik di bidang permodalan, kemarﬂpuan atau penguasaan teknologi maupun
sumber daya manusia. Karena tersedianya sumber daya alam dan ketersediaan
angkatan kerja yang besar dengan upah yang murah tidak dapat lagi dijadikan jaminan
untuk mampu memenangkan persaingan ekonomi global. Globalisasi ekonomi telzh
mengubah pendekamh keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

' Di samping itu, pemerintah berkewajiban menciptafcan iklim yang kondusif
bagi terjadinya persaingan internal secara sehat dan jujur antar pelaku-pelaku
ekonomi _dbmestik dengan membuat régu!asi-regulasi yang memungkinkan
terlaksananya hal tersebut serta memberikan pertakuan yang adil pada semua pelaku
ekonomi domestik agar mereka tidak hanya menjadi jago kandang tgtapi mampu
bersaing di arena persaingan global.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan Indonesia sebagai pelaku-peiaku ekonomi
selain dituntut untuk mampu menangkap dan memanfaatkan iklim kondusif yang

diciptakan oleh pemerintzh, juga harus berusaha meningkatkan daya saing masing-

% Istifah ini dipergunakan oleh Tanri Abeng, “Memanajemeni Tantangan Global®, dalam ibid, hal. 42.
Dan mempunyai pengertian : dalam menghadapi era ketatnya pasar, pelaku-pelaku ekonomi, pemerintah
dan masyarzkar harus memodemisir atau mendominasi serta merevitalisasi makna senasib

sepenanggungan.
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masing, baik di bidang permodalan, kemarﬁpuan atau penguasaan teknologi maupun
sumber daya manusia, karena merekalah yang dalam kenyataannya harus berhadapan
dengan persaingan ekonomi global Dengan demlkzan setiap perusahaan harus dapat
mengantisipasi perubahan- perubahan yang terjadi dan bersilkap proaktlf dalam
beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Keunggulan perusahaan sebagai
pelaku ekonomi ---yang dapat dilihat dari kemampuan untuk menéelola bisnis
secara profesional-— sangat menentukan tingkat keunggufan Negara Republik
Indonesia.

Untuk m@ingkadfan daya saing, setiap perusahaan perlu melakukan efisiensi,
karena efisiensi merupakan basis ﬁerbentuknya daya saing. Ada berbagai cara yang
dapat ditempuh untuk mencapai efisiensi yaitu restrukturisasi badan-bq&an usaha,
pengembangan kepemimpinan dunia usaha dan pengembangan kemitraan.
Restrukturisasi badan-badan usaha tidak sekedar berupa perampingan organisasi
dan penggabungan, tetapi juga spesialisasi produk atau int bisnis (core business),
karena dengan demikian bisa ditemukan formula struktur permodalan, pemasaran
dan manajemen yang lebih ofisien sehingga suaty perusahaan menjadi lebih

kompetitif dan dapat bersaing secara efektf dalam persaingan ekonomi giobal.

Pengerﬁbahgan kepemimpinan dunia usaha perlu dilakukan karena perubahan-

perubahan mendasar yang terjadi dalam iingkungﬁn bisnis (business environment)

menghendaki manajer-manajer profesional yang mempunyai vision, values dan
courage. Sementara pengembangan kemitraan perlu difakukan karena Indonesia

harus tampil sebagai sebuah incorporated pada era global. Selain itu manajemen bisnis
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tidak hanya untuk shareholders (para pemegang.saham) saja, tetapi juga untuk
stakeholders (para pemegang saham dalam arti luas) yaitu keseluruhan institusi yang
berkaitan dengan perusahaan seperti pegawai, buruh dan ﬁasyaraiqt dimana
kegiatan perusahaan berlangsung.® | |

Bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri (manufaktur),
selain dituntut untuk melakukan upaya-upaya tersebut di muia, harus juga
meningkatkan daya saing di bidang kemampuan atau penguasaan teknologi.

ADalam bidang ekonomi, teknologi adalah penerapan atau aplikasi ilmu
pengetahuan untuk memproduksi barang atau jasa.” Sedangkan kemampuan atau
penguasaan teknologi yaitu kemampuan untdk ‘menggunakan teknologi secara
efektif® agar bisa dicapai efisiensi sehingga. dapat menghasilkan produk berkualitas
tinggi dengan harga yang murah dan mampu bersaing di pasar global.

Keterbatasan di bidang kemampuan atau penguasaan tekn_ologi
yang ada pada perus.:ahaan yang bergerak di bidang industri (manufaktur) dapat
diatasi dengan cara memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh pihak asing dengan
melakukan alih teknologi, yaitu "suatu proses penguasaan kemampuan teknolc;gi

dari luar negeri, yang dapat diurai dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

¢ Lihat : Tanri Abeng, op.cit., hal. 17-29.

T Maurice Mountain, "The Continuing Complexities of Technology Transfer”, National Security and
Technology Transfer, The Strotegic Dimension of East-West Trade, Eds. Gary K. Bertsch dan jJohn R. Mc.
Intyre (Colorado : Westview Press inc.,1983), p. 8. Seperti dikutip Khairandy, Franchise dan Kaitannya
Sebagai Sarana Alih Teknologi - Suatts Tinjauan Hukum, jurnal Hukum No. 7 Vol. 4-1997, hal. 113 -114.

' Martin Bell, Bruce Ross-Larson dan Larry Westphal, Assesing the Performance of Infant
Industries, Journal of Development Economic 16, September ~ Oktober 1984. Seperti dikutip The Kian
Wie, jusmaliani dan Sri Mulyani Indrawati, "Pengembangan Kemampuan Teknologi Industi Dan Alib
Teknologi Di Indonesia”, Prospek Ekonomi indonesia jangka Pendek : Sumber Daya, Teknologi Dan
Pembangunan, Ed. Mohammad Arsjad Anwar, Faisal H. Basri dan Mohamad thsan (lakarta : P.T. Gramedia
Pustaka Utama, 1995), hal. 197.
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[. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu;
2. Asimilasi dan difusi teknologi itu ke dalam perekonomian negara penerima
teknologi tersebut; dan

3. Pengembangan kemampuan indigenecous technology untuk inovasi.

Alih teknologi dapat ditakukan baik secara non-komersial maup‘un komersial.
Di dalam praktek hukum dikenal dua macam saluran yang dapat digunalan untuk
rmelakukan alih teknologi secara komersial, yaitu saluran langsung (direct ch;snnel)
dan Q!uran tidak langsung (indirect channel). Saluran langsung (direct channel)
biasanya digunakan dalam investasi asing langsung (foreign direct investment) yang
dj[akukan dengan cara pe;nbmtukan suatu perusahaan patungan (joint venture)
atau suatu anak perusahaan (subsidiary company) di mana di dalam kontrak
pembentukannya dicantumkan suatﬁ klausul tentang alih teknologi. Sedangkan
saluran tidak langsung (indirect channel) dilakukan dengan jalan membuat kontrak alih
teknologi secara terpisah. Salah satu bentuk kontrak yang dapat dijadikan sarana alih
teknologi adalah “Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Tekanis).

“Technical Assis.tance. Agreement” atau yang sering diterjemahkan dengan
“Perianjian Bantuan Teknis” merupakan suatu kesepakatan di antara para pihak yang
dituangian dalam bentuk agreement, di mana salah satu pihak membutuhlan jasa
ba?rtuan teknis (dalam arti yang seluas-luasnya) dari pihak lain, dan pihak fain tersebut
mempunyai kapasitas untuk memberikan bantuan teknis tersebut kepada pihak yang

membutuhkan @adi.'®

% Unitad Nations Centre on Transnational Corporation, Transnational Corporation and Technology

Transfer : Effects and Policy lssues (New York : United Nations, 1982), hal. . Seperti dikutip Khairandy,
op. cit.

. '* Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Prakrek, Buku Ke Empat (Bandung : P.T. Gtra
Aditya Baktdi, [997), hal. 96.
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Dalam praktek dikenal berbagai bentuk “Technical Assistance Agrccmcnt“

(Perjanjian Bantuan Teknis), antara lain Technical Assistance Agreement, Management

Agreement, Management and Technical Assistance. Agreement, Service Agreement,

Employment Agreement, Work Contract atau Cooporation Agreement. Hal ini sangat
, tergantung pada jenis jasa yang akan diberikan oleh pemberi bantuan teknis.'.'

Mengenai hal ini Michael B. mengatakan bahwa Technical Assistance

Agreement pada umumanya dapat dikategorikan dakam dua'-macam yaitu :'2 .

I. Supply of Technical Service

Is directed of transfering know how which is embodied in skilled and
specialized personals, and thus does not usually exist in a tangible form. The
services are rendered pursuant to the agreement by a range of people with
varying levels and types of skills, including researchers, enginers, technicians,
and prodection and method speciafist.

2. Supply of Technical Information

Usualfly tangible or disembodied know how is transfered in associations with
the technical services. This tangible technical information will usualfy consist
of a wide range of technical and business information.

Keberadaan “Technical Assi;tmce Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis)
sebagai suatu instrumen hukum (legal instrumen‘t) yang menjadi salahl satu sarana
alih teknologi di Indonesia dimungkinkan karena dianutnya asas kebebasan
berkontrak dalam hukum positif Indonesia sebagai salah satu asas dasar dalam hukum

kontrak Indonesia. Asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338

" Ibid. ) )
2 Michael B., Legal Arrangements for The Commercial Acquisition of Technology, Makalah pada

Seminar on Licensing and Technology Transfer Arrangement, WIPO, jakarta, 7 Maret 1990, hal. 5.
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ayat | KUH Perdata Indonesia ini menjadi prinsip kunci'® dalam mengembangkan

jenis-jenis kontrak yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistim hukum dan praktik

hukum di indonesia.

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diutarakan di muka, penelitian ini bermaksud

meneliti “Technical Assistance Agreement” (Perfanjian Bantuaﬁ Teknis) sebagai salah

satu sarana alih teknologi di Indonesia, Mengingat luasnya ruang lingkup "Technical

Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis), maka permasalahan yang akan

ditelit dajarﬁ penelitian ini dibatasi dan dirumuskan sebagai berikut :

Apakah penggunaan "Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis)
dapat menjamin terwujudnya alih teknologi di indonesia ?

Faktor-faktor apa sajakah yang periu diperhatikan agar "Technical Assistance
Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang. menjamin
terwujudnya alih tekmologi di Indonesia ?

Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses afih teknologi di
Indonesia melalui sarana "Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan
Teknis) ? )

Apakah upaya-upaya yang dilakukan agar “Technical Assistance Agreement”
(Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudrya

alih teknologi di Indonesia ?

'* Erman Radjagukguk, "Kontrak Internasional”, Makalah disampaikan pada ceramah Program

“Continuing Legal Education™ (CLE), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Ri,
Jakarta, 14 Mei 1994, hal. 2.
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C. Tujuan Penelitian
Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan ﬁm telah divtarakan di
muka, penelitian ini bertujuan : |

. untuk mengetahui penggunaan "Technical Assistance Agreemcﬁt" (Perjanjian
Bantuan Teknis) sebagai sarana alih teknologi di indonesia ;

2. untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar “Technical
Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarama yang
menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia ;

3. untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses alih teknologi
di Indonesia melalui sarana “Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan
Teknis) ;

4. untuk mengetzhui upaya-upaya yang difakukan dan menemukan alternatif solusi
agar “T@nEal Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi
sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia.

D. Kontribusi Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat b.;aik secara akademis
| maupun praktis sebagai berikut : -

(1) Manfaat akademis :
= Menambah khasanah (perbendaharaan) kepusﬁkaan mengenai alih teknologi

melalui sarana “Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis)

di lndonesié:




il

» Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai alih teknologi di

Indonesia, khususnya penelitian mengenai alih teknologi melalui sarana
"Technical Assistal'vce Agreement” (Perianiia[; Bantuan Teknis).

" Berguna bagi pengembangan llmu Hukum, khususnya Hukum Kontrak serta

Hukum Alih Teknologi.
(2) mt praktis :

* Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan,
alternatif masukan (input) baik di dalam pembuatan maupun penyempurnaan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan mengenai alih
teknologi;

* Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif

masukan (input) dalam pembuatan kontrak-kontrak alih teknologi, yang

sifatnya menguntungkan baik bagi perusahaan pada khususnya maupun
bangsa Indonesia -pada umumnya, dan dapat menjamin terwujudnya alih
Lo teknologi di Indonesia.
! _ E. Metode Penelitian
| | (1) Objek Penelitian

Ob}ek penelitan ini édalah kontrak-kontrak “Technical Assistance
Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis) dan peraturan perundang-undangan yang

| berkaitan dengan kontrak dan alih teknologi.
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(2) Metode Pendekatan
Pendekatan terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini
adabh pendekatan yuridis normatif (Jegaf research), yaitu pendekatan terhadap.
penstlwa hukum dengan menggunakan pisau analisis berupa asas-asas yang
terkandung dalam peraturan hukum tertentu. Sebagai penelitian yuridis normatif,
maka penelitian ini dilakulan m;lalui tahapan penelitian sebagai berikut :"

»  Tahap perama adalah melakukan inventarisasi norma-norma hukum tidak
tertulis dan norma-norma hukum tertulis berupa peraturan perundang-
undangaﬁ dan kebijakan-kebijakan-pemerintah yang beriaitan dengan kontrak
dan alih tel-molégi di indonesia.

= Tahap kedua, melakukan perelitian terhadap norma-norma hukum, baik
tertulis maupun tidak tertulis, yang 1;eiah diinventarisic tersebut, guna
menemukan asas-asas hukumn kontrak dan alih teknologi yang terkandung di
dalamnya. |

» Tahap ketiga adalah usaha untuk menemukan hukum in concreto yaitu norma
hukum yang bisa diterapkan di dalam pembuatan “Technical Assistance
Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis).

bi samping itu, untuk menunjang akurasi data dan mencari kejefasan
mengénai apa yang terkandung di dalam kontrak “Technical Assistance

AgreMt" (Perjanjian Bantuan Teknis) dan penggunaannya éébagai_ sarana alih

teknologi di indonesia, dilakukan pula penelitian yuridis sosiologis - {socio legal

' Ronny Hanitijo Soemitro, Metadologi_Penelitian Hukuim dan Ywrimetri (Jakarta : Ghalia
indonesia, 1994), hal 12 -22.
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" research) atau penilitan empiris.” Metode pendekatan yuridis sosiologis ini
bersifat kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian adalah "data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang
dapat diamati.'®
(3) Jenis dan Sumber Data
(2) Jenis Dara
jenis data yang dibutuhlan meliputi daa sekunder sebagai unsur
utama dan daca primer sebagai penunjang. Data sekunder yang dipergunakan
adalah data sekunder di bidang hukum, meliputi : |
{1) Bahan hukum primer, berupa:
() Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
(b) Ketetapan MPR RI ‘No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar
Haluan Negara 1999 - 2004;

() Kitab Undang-Undang Hukum Perdata indonesia;

(d) Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman Modal

Asing;

(¢) Undang-Undang Nomor i1 Tahun 1970 tentang Perubahan dan
Tambahan Undang-Undang Nomor [ Tahun 1.967 tentang
Penanaman Modal Asing;

{f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

5 Dalam penulisan tesis, penggunaan metode penelitian hukum empiris di samping metode
penefitian hukum normatif memberi bobot lebih pada penelitian yang . Lihar : CF.G.
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di_indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 (Bandung : Alumni, 1994},

6 Bogdan dan Taylor, seperti dikutip Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung
: CY Remadja Karya, 1989), hal. 3. Lihat juga: Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta
Ul - Press, 1982), hal. 32,

" hal. 142.
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(g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta,
sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Mﬁor 7 Tahun
1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
tentang Paten, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1982 sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1987;

(h) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor {3 Tahun 1997 tentang
Peﬁbahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang
Paten;

() Undang-Undang Nomor |9 Tahun 1992 tentang Merek,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1997 tentang Peruﬁahan Atas Undang-Undang nomor |9 .Tahun |
1992-tenta.ng Merek;

() Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

(k) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

() Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri;
(2) Bahan hukum sekunder, berupa makalah, hasit penelitian, literatur, tesis,
disertasi dan pidato pengukuhan guru besar yang berkaitan dengan

hukum kontrak dan alih teknologi.
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(3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensikdopedia dan bahan-bahan lain
yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer
dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Sedangkan data primer yang ingin diperoleh adalah berupa pendapat
atau informasi dari para pelaku usaha mengenai penggunaan “Technical
Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana untuk
mewujudkan alih teknologi di Indonesia, hambatan-hambatan yang ditemui
dalam proses alih teknologi melalui sarana “Technical Assistance Agreement”
(Perjanjian Bantuan Teknis) dan upaya-upaya yang dilakulan agar “Technical
Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang
menjamin terwujudnya alih 1_:eknologi di lndonaﬁ.
(b) Sumber Data
Untuk memperoleh data tersebut di atms, ditentukan sumber datx
sebagai berikut :
(1) Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
(2) Kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal;
@) Kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan intelektual Departemen
Keh.akiman c.;lan Hak Asasi Manusia;

- (4) Kantor dan Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional;

(5) Perusahaan-perusahaan Penanaman” Modal Asing yang bergerak di

bidang industri barang.
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(4) Lokasi Penelitian
jumiah Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia yang bergerak di
bidang industri barang besar sekali. Karena keterbatasan wakuu, tenaga dan biaya,
maka untuk memperoleh data primer tidak didasarkan pada pertimbangan
besarnya populasi, sehingga sampel dipilih secara purposive.” Oleh karena 'itu,
penelitian akan dilakukan pada § (lima) Perusahaan Penanaman Modal Asing yang
bergerak'di Bidang industri barang yang menggunakan “Technical Assistance
Agreement” (Perianiiaﬁ Bantuan Teknis) sebagai sarana untuk melakukan alih
teknologi.
Untuk melenglapi data yang diperoleh dari responden tersebut, diambil
juga pendapat atau informasi yang berasal dari informan di dalam instansi
pemerintzh yang terkait erat dengan program alih teknologi di Indonesia, yaitu :
(a) Sub Bagian i—lak atas Kekayaan Intelektual Biro Hukum dan Orgamsasn
Departemen Perdagangan dan Penndustnan,
(b) Bagian Hukum, Humas dan Ortala Badan Koordinasi dan Penanaman
Modal;
(¢) Sub Direktorat Pelayanan Hukum Direktorat Paten Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. |
(5) Teknik Penéumpulan Data
Untuk memperoleh dama tersebut di muka, digunakan teknik-teknik

pengumpulan data sebagai berikut :

7 Ronny Hanitijo Soemitro, op. dt., hal. 51.
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(a) Studi Dokumen/Kepustakaan
Studi ini ;1ilakukan lebih dahulu agar data dan pengetahuan yang diperoleh,
yang merupakan data sekunder, dapat di;aﬂikan dasar dan pegangan dalam
membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara.
{b) Wawancara
Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh meklui studi
dokumen/kepustakaan sebagaimana dikemukakan di atas, difakukan
wawancara dengan sejumliah r&spor}den dan informan yang terkait dengan
penggunaan “Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis)
sebagai sarama alih teknologi di Indonesia. Wawancara dilakukan secara
terarah (directive interview) .dan mendalam (depth interview) dengan
berpedoman pada daftar pertanyaan yang di;;ersiapkan lebih dahulu.'®
(6) Metode AnalisaData
- Data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen[kepustakaan
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hal ini sesuai dengan metode
pendekatan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada langkah-langkah _
spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualiatf."
7 Sedangkan data pﬁﬁa yang diperoleh dari penelitian lapangan, setelah
dilaiukan kategorisasi masalah atau .temuan, -selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan analisis domain untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang

bersifat umum dan relatf menyeluruh mengenai penggunaan kontrak "Technical

¥ Ibid , hal. 60 - 61.
'3 IBid., hal. 35.
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Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis); analisis taksonomis untuk
menefaah lebih rinci dan mendalam mengenai apa yang terkandung dalam
kontrak “Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis); analisis
komponensial untuk mengeﬁhui perbedaan-perbedaan yang ada pada kontrak
"Technical Assistance
Agreement" (Perjanjian ‘Bantuan Teknis) yang diteliti; dan analisis tema untuk
mencari "benang merah® di antara kontrak “Technical Assistance Agreement"
(Perjanjian Bantuan Teknis) yang diteliti.?
F. Kerangka Teoritik
Globalisasi ekonomi yang didasarkan pada ekonomi p@ di mana konsumen
tidak lagi mempersoalkan dari mana suatu produk berasal melajnkanl lebih meliﬁat
kualitas yang tinggi dan harga yang lebih murah dibandingkan kualitas dan harga
produk sejenis, telah mekahirkan persaingan yang semakin keras antara perusahaan-
perusahaan ya'ng bergerak di bidang industri. Persaingan antara perusahaan yang
semakin keras dan berkadar internasional ini menuntut setiap pauéhun untuk
meningkatian efisiensi, karena efisiensi merupakan basis terbentuknya daya saing.”
Untuk mencapai efisiensi agar bisa menghasilkan produk berkualitas tinggi
dengan harga murah sehingga bisa bersaing di pasar global, setiap perusahaan yang
bergerak di bidang industri dituntut untuk mempunyai kemampuan teknologi
(techmbgicai capability) atau penguasaan teknologi (techniofogical mastery), yaitu

kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif, yang hanya dapat dicapai

0 |ihat : Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatf, Dasar-Dasar dan Aplikasi-(Malang : YA3, 1990),
hal. 90 - {08. : ,
A Lihat : Tanri Abeng, op. cit.
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| melalui upaya teknologis '(tcchnologicai effort).2 Dengan demikian teknologi
memegang peranan penting pada era ekonomi pasar, karena dengan pemalaian

teknologi maju dapat dihasitkan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang

¢

lebih murah.

Teknologi terdiri dari kata "teknik" atau "technique” dari lata-kata Yunani
"technikos" yang berarti kesenian atau ketrampilan, dan “logos” yaitu ilmu atau  asas-
asas utama (fundamental principles). Karena itu teknologi sebenarnya lebih berarti
iimu di belakang ketrampilan atau asas-asas utama dari pada suatu ketrampitan.
Dalam Merriam Webster Dictionary, "technology” juga disamakan dengan “applied

science” atau "a technical method of schieving { sic !) a practical purpose”. Sehingga

khususnya dalam bidang ekonomi ‘“technology" berarti ‘“the application of

scientificknowledge to the production of industrial goods and the improvement of

service". Dan dalam arti ini B.N. Bhattasali mengatakan bahwa "the term technology in
the English language stands for the application of science to the industrial arts"®

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri, yang memiliki keterbatasan
dalam kemampuan teknologi (technological capability) atau penguasaan teknologi
(technological mastery) dapat memanfaatian teknologi yang dimiiili oleh pihak asing

! dengan melakulan alih teknologi.

2 Martin Bell, Bruce Ross - Larson dan Larry Westphal, op. dt.

B Sunaryati Hartono, "Pembahasan Kertas Kerja : Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya
dalam Peraturan Perundangan”, Seminar Aspek-Aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi, Badan
Pembinaan Hukum Nasional (Bandung : Binacipta, 1981}, hal. 189.
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.Menurut Un&ed Nations Centre on Transnational Corporation (UNCTC), alih
teknologi adalah suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar .negeri,

~ yang dapat diurai dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu ** -

I. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu;

2. Asimilasi dan difusi teknoldgi itu ke dalam perekonomian negara penerima
teknologi tersebut; dan

3. Pengembangan kemampuan indigeneous technology untuk inovasi.

Dengan berpegang kepada pengertian bahwa teknologi adakah suatu ilmu,
Melvin Kranzberg membedakan tiga fase dalam pengalihan teknologi pada level
internasionat yaitu :** '

* Fase Pertama berwujud pengalihan material (material transfer) yakni
pengalihan atau impor mesin-mesin, peralatan, bahan-bahan dan tata cara
atau teknik yang berhubungan dengan mesin-mesin dan bahan-bahan.
Penerima hanya merupakan konsumen sehingga tidak dapat
memproduksi pengetahuan yang bersangkutan.

» Fase berikut adalah fase pengalihan disain (design transfer). Pada fase
ini sudah terjadi penguasaan elemen-elemen disain seperti sudah dapat
memproduksi barang-barang yang bersangkutan, wala masih tetap
tergantung pada teknologi dari luar. :

» Fase terakhir adalah fase pengalihan kemampuan (capacity transfer).

Pada fase ini terjadi pengalihan ilmu dan pengetahuan serta keahlian
~ teknis. Yang terjadi pada fase ini bulan hanya penciptaan kemampuan
untuk memproduksi barang-barang sesuai dengan disain atau formula
yang diperolehnya, tetapi juga pencipman kemampuan untuk
mengembangkan produk itu sendiri, dan bahkan mengembangkan
kemampuan untuk mengadalan diversifikasi dalam produksi. Titik berat
dari fase ini terletak pada pengalihan ilmu pengetahuan dan keahlian
sehingga penerima dapat mengembangkan kermampuannya sendiri.

24 United Nations Centre on Transnational Corporation, Transnational Corporation and Technology
Tronsfer - Effects and Policy Issues (New York : United Nations, 1982), p. |. Seperti dikutip Khairandy,

op. at. . - ,
» Syamsudin Ukardi, "Permasalahan Pada Pengalihan Teknologi Datam Bidang Industri®, Seminar

Aspek-Aspek, op.cit., hal. 66— 67. _ \
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Menurut United Nations Centre on Transnational Corporation (UNCTC), alih

teknologi adalah suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar ‘negeri.

yang dapat diurai dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu **

. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu;
2. Asimilasi dan difusi teknologi itu ke dalam perekonomian negara penerima

teknologi tersebut; dan

3. Pengembangan kemampuan indigeneous technology untuk inovasi.

Dengan berpegang kepada pengertian bahwa teknologi adafah suatu ilmu,

‘Melvin.i(mnzber:g membedakan tiga fase dalam pengalihan teknologi pada level

mtemaSional yaitu ¥

Fase Pertama berwu;ud pengalihan material (material transfer) yakni
pengalihan atau impor mesin-mesin, peralatan, bahan-bahan dan tata cara
atau teknik yang berhubungan dengan mesin-mesin dan bahan-bahan.
Penerima hanya merupakan konsumen sehingga tidak dapat
memproduksi pengetahuan yang bersangkutan.

Fase berikut adalah fase pengalihan disain {design transfer). Pada fase
ini sudah terjadi penguasaan elemen-elemen disain seperti sudah dapat
memproduksi barang-barang yang bersangkutan, walau masih tetap
tergantung pada teknologi dari luar.

Fase terakhir adalah fase pengalihan kemampuan (capacity transfer). .

Pada fase ini terjadi pengalihan iimu dan pengetahuan serta keahlian

 teknis. Yang terjadi pada fase ini bukan ‘hanya penciptaan kemampuan

untuk memproduksi barang-barang sesuai dengan disain atau formula
yang diperolehnya, tetapi juga pencipman kemampuan untuk
mengembangkan produk itu. sendiri, dan bahkan mengembangkan
kemampuan untuk mengadakan diversifikasi dalam produksi. Titik berat
dari fase ini terletak pada pengalihan iimu pengetahuan dan keahfian
sehingga penerima dapat mengembanghkan kemampuannya sendiri.

% United Nations Centre on Transnational Corporation, Transaationat Corporation and Technology

Tronsfer : Effects and Policy Issues (New York : United Nat:ons, 1982), p. {. Seperti dikutip Khairandy,

op. cit. .

¥ Syamsudin Ukardi, "Permasalahan Pada Pengalihan Teknologi Dalam Bndang industri®, Seminar

Aspek-Aspek, op.dt., hal. 66~ 67.
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Alih teknologi dapat terjadi baik secara non-komersial maupun kom_ersiél. Di

dalam praktek hukum dikenal dua macam saluran yang dapat digunakan untuk
melakukan alih neknoloéi secara komersial, yaitu saluran langsung (direct chanef) dan
saluran tidak langsung (indirect chanel). Saluran langsung (direct chanel) biasanya
digunalan datam investasi asing langsung (foreign direct chanel) yang dilakukan dengan
cara pembentukan suatu perusahaan patungan (joint venture) atau suatu anak
- perusahaan (subsidiary company) di mana di dalam perjanjian pembentukannya

dicantumkan suatu klausul tentang alih teknologi. Sedangkan saluran tidak langsung

(indirect chanel) ditakukan dengan jalan membuat kontrak alih teknologi secara

terpisah. Saluran tidak tangsung ini bisa berupa pemberian lisensi (ficensing), waralaba

(franchising), komtrak manajemen (mdnagement contract), kontrak pemasaran

(marketing contract), kontrak jasa teknis (technical service contract), kontrak putar .

kunci (turnkey contract) dan sub-kontrak internasional (international sub-contracting).
Satah satu bentuk kontrak yang dapat dijadikan sarana aiih teknologi adalah *Technical
Assistance Agreérncnt“ ( Perianiiaﬁ Bantuan Teknis).

“Technical Assistance Agreement” atau yang sering diterjesﬁahkan dengan
"Perjanjian Bantuan Teknis* merupakan suatu kesepakatan di antara para pihak yang
dituangkan dalam bentuk agreement, di mana salah satu pihak membutuhkan jasa
bantuan tekﬁis (dalam arti yang seluas-tuasnya) dari pihak lain, dan pihak lain tersebut
mempunyai kapasitas untuk memberikan bantsan teknis tersebut kepada pihak yang

membutuhkan tadi.®®

* Fuady, op. dt.
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Sampai saat ini indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur
mengenai alih teknologi, oleh sebab itu kontrak-kontrak mengenai alih teknologi
tunduk pada hukum kontrak yang bertaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang
Hukum Perdata Buku lil tentang Perikatan.

Sesuai dengan pasal 1319 KUH perdata, maka kontrak-kontrak mengenai alih
teknolog1 tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang dimuat dalam BAB KESATU
dan BAB I(EDUA Buku Il KUH Perdata. BAB KESATU mengatur tentang perikatan-
perikatan pada umummya, sedangkan BAB KEDUA mengatur tentang perikatan-
perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh KUH Perdaa
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338, maka setiép subyek hukum dapat
mengadakan kontrak apa saja,” asal kontrak tersebut memenuhi persyaratan-
persyaratan sahnya suatu persetujuan yang ditentulan dalam Pasal {320
KUH Perdata.

Menurut Pasai 1320 KUH Perdata, untuk sahnya pérsetuiuan-persetuiuan
diperlukan empat syarat, yaitu :

(1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

(2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

(3) suatu hal tertentu ;

(4) suatu sebab yang halal.

¥ Menurut Rutten yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah “orang bebas,

membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isinya, berfakunrya dan syarat-syarat
perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak, dan bebas memilih Undang-Undang mana yang akan
dipakainya untuk perjanjian ftu". Lihat : Purwahid Patrik, Asas lkiikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian
(Semarang : Badan Penerbit UNDIP, ¢ th.), hal. 3.
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Di samping asas kebebasan berkontrak, ada beberapa asas hukum kontrak

lain, yang juga berfaku bagi para pihak dalam suatu kontrak, yaitu :

(H

@

3

Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Asas ini bisa disimpulkan dari Pasal 1338 ayat | KUH Perdata yang menegaskan
bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Berarti sejak dipenuhinya syarat sahnya
persetujuan, maka se]ak saat itu pula persetujuan itu mengikat bagi para pihak.
Asas Kesepakatan (Konsensualitas)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH perdata. Maksudnya, kontrak perjanjian
ini fahir dan mempunyai kekuatan mengikat karena persetujuan kehendak atau
konsensus semata-mata dari para pihak, tanpa harus diikut oléh perbuatan
hukum lain.

Asas ltilad Baik

Asas yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata ini sangat penting .

" dalam membuat suatu kontrak dan berhubungan langsung dengan perfindungan

@

hukum bagi para pihak bila suatu ketika terjadi sengketa di pengadilan. Yang
dimaksudkan dengan itikad baik yaitu bertindak sebagai pribadi yang baik.

Asas Kepatutan dan Kebiasaan

Asas yang diatur dalam pasal 1339 KUH Perdata ini harus diperhatikan dalam

pembuatan suatu kontrak. Ukuran dari kepatutan dan kebiasaan adalah

pergaulan iﬁaup masyaﬁkat di mana kontrak itu akan dilaksanakan. Apabila isi
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suatu kontrak dirasakan kurang patut atau tidak sesuai dengan kebiasaan
masyarakat maka hal tersebut mengakibatkan batainya kontrak tersebut.

(5) Asas Berlakunya Kontrak |
Sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata, suatu kontrak hanya
mengikat-bagi para pihak yang membuatnya, karena itu kontrak yang dibuat
tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ke tiga, kecuali kontrak

tersebut dibuat untuk kepmﬁngan pihak ke tiga.

Dalam hal “Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis).

dibuat oleh para pihak yang masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan, maka.
kontrak tersebut merupakan- kontrak internasional yang mntunya tunduk pada
aspek-aspek tertentu hukum perdata internasional. Di dalam kontrak internasional,
para pihak dihadapkan pada suatu masalah mengenai hukum mama yang akan
mengatur syarat-syarat di dalam persetujuan, karena masing-masing pihak tentu
mengharapkan dan lebih senang untuk memberiakukan hukum dari negaranya
dengan pertimbangan i@ sudah mengetahuinya dan mungkin akan sangat
menguntungkan. Berkaitan dengan hat ini, dalam suatu kontrak internasional harus

dimuat suatu klausul tentang “choice of law” atau “governing law” atau "applicable law’".

Selain itu para pihak dapat memilih forum tertentu sebagai tempat -

penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan
transaksi yang mereka buat Forum tersebut dapat berupa forum pengadilan atau
forum arbitrase. Oleh karena itu dalam suatu kontrak international harus dimuat pula

suatu klausul tentang “choice of forum”, sehingga apabila di kemudian hari timbul

errrem g F e e e AR <
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sengketa maka forum yang dipilih itulah yang bérwenang untuk mengadili sengketa
tersebut.

Pada umumnya setiap kontrak internasional mempunyai judl}l (baik judul yang
bersifat umum maupun judul yang mencerminkan isi kontrak) dan terdiri dari tiga
bagian yaitu bagian Perﬁpukaan, bagian Badan dan bagian Penutup. Pada bagian
Pembukaan terdapat dua unsur yaitu Komparisi dan Premise (Recital). Pada bagian
Badan yang mei;upakan isi kontrak yang sesungguhmrya selain terdiri dari idausula-
klausula yang lazim {(umum) dijumpai dalam kontrak internasional, blasan)a juga
terdapat klausula-khausula yang khas (khusu.;s) sesuai dengan jenis kontrak yang
bersangkutan yang tidak dapat diterapkan pada jenis kontrak yang lain. Klausula-
klausula yang lazim (umum) dijumpai dalam kontrak internasional adalah definisi,

substansi, hak dan kewajiban khusus, hak dan kewajiban umum, wanprestasi,

keadaan darurat, pemutusan perjanjian, pilihan hukum, penyelesaian sengketa dan

bahasa. Sedangkan klausula-Klausula yang khas (khusus) sesuai dengan jénis kontrak
alih teknologi yang akan diteliti adalah klausula pelaﬁh-an dan asistensi teknis, \dausula
improv%sasi, Idausuial konfidensialiﬁs, klausula efektivitas, klausula pelimpahan hak,
klausula jaminan kebenaran, klausula pengendalian mutu dan tanggung jawab produk,
klausula pelanggaran hak, kﬁusu!a batal demi hukum, Hau;ula jangka waktu
berlakunya kontrak, klausula pembayaran fee, lumpsum dan royalty, H#usula

perpajakan dan klausula penerima lisensi yang paling disukai. Sedangkan bagian

[
1
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Penutup terdiri dari ausula pengganti, alamat-alamat, klausula perubahan dan tanda
tangan.”®
Agar tujuan pembuatan "Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan
Teknis) dapat tercapai, maka dalam pembuatan kontrak “Technical Assistance
Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis) yang melibatkan pihak indonesia, di samping
l para pihak pérlu memperhatikan asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat sahnya
suatu kontrak berdasarkan hukum kontrak nasional, memuat unsur-unsur dan
Kausula-klausula yang biasa dimuat dalam suatu kontrak internasional (baik klausula-
) klﬁugula yang bersifat umum maupun klausula-klausula yang bersifat khusus), pihak
pembeli/penerima teknologi (transferee/technology recipient) perlu mewaspadai
praktek-praktek perdagangan restriktif yang dilakukan oleh pemilik/pemberi/
pemasok. teknologil (transferor/technology provider/tcdlﬁology supplier) melalui
pencantuman Kausula-klausula yang bermalsud membatasi kebebasan pembelif
penerima teknologi (transfereeftechnology fea'picnt) yang pada akhirnya menimbulkan
kerugian baik bagi pembeli/penerima teknologi (transfereeftechriology recipient) pada
khususnya, maupun bagi pembangunan ekonomi negara penerima yang
beusangiodan.
Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas serta mengingat bahwa asas
kebebasan berkontrak bukan tanpa batas, mala negara dapat turut campur tangan

untuk melindungi pihak yang lemah atau untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan-

% {jhat : Erman Radjagukguk, op. dit. hal. 16 - 19. Lihat juga : Oentoeng Soeropati, Hukum
Kekayaan Intelelctual dan Alih Teknologi (Salatiga : Fakuttas Hukum Universitas Satya Wacana, 1999), hal.
101-110.
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umum yang lebih luas.” Campur tangan ini dapat dilakukan melalui pembuatan
ﬁeratumn perundang;undangan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan alih
teknologi.

Sistematika PenuI@

Tesis ini terdiri dari empat Bab yang diawali déngan Bab | yang berjudui
"Pendahuluan’. Dafam Bab | ini akan diuraikan latar belakang permasalahan yang
mendorong dilakukannya penelitian, perumusan permasalahan yang dhnglét dari
kesenjangan yang muncul dalam proses alih teknologi di Indonesia, tujuan-tujuan
yang hendak dapas dalam pénelitian. kegunaan dan/atau manfaat yang diharapkan
dapat dihasillan dari penelitian, metode yang dipergunakan dalam penelitian,
kerangka teoritik yang berisi teori-teori yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis
dalam menganalisis data yang berhasil‘ditemukan. dan sistematika penulisan.

Berikutnya adalah Bab !l yang diberi judul 'Tinjzlluan Pusaka tentang
Alih Telmologl Melalui Sarana Technical Assistance Agreement (Perjanjian Bantuan
Tekn.is)'. .Pada Bab il ini dikemukakan teori-teori, konsep-konsep dan pengertian-
pengertian mengenai Alih Teknologi,-Metode Yang Dipergunalan dan Pengaturannya
di Indonesis; Aspek Hukum Kontrak dalam Technical Assistance Agreement
(Perjanjian Bantuan Tekriis); dan Technical Assistance Agreement (Pe‘rianjian' Bantuan
Teknis) sebagai sarana Alih Teknologi di Indonesia. Teori-teori, konsep-konsep dan
pengeruan—pengeman yang dikemukakan dalam Bab Il ini akan dipergunakan rsebagai

pisau analisis terhadap data yang berhasil ditemulan.

% Ibid., hal. 3.
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Selanjutnya adalah Bab {1l yang diberi judul “Hasi[ Penelitian dan Pembahasan".
Pada Bab il ini akan dikemukakan hasil-hasil penelitian mengenai alih teknologi di
Indonesia méﬁlui sarana "Technical Assistance 'Agreement" (Perjanjian Bantuan
Teknis); faktor-faktor yang perlu diperhatilan agar "Technical Assistance Agreement"”
(Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih
teknologi di Indonesia; hambatan-hambatan yang ditemui dakm penggunaan
“Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana alih
i:eknoiogi _di Indonesia; dan upaya-upaya yang_dilakukan agar "Technical Assistance
Agreement;’ (Pefjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang menjamin
terwujudnya alih teknologi di Indonesia; beserta pembahasannya.
Terakhir Bab IV yang diberi judul "Penutup”. é,ab ini berisi kesimpulan dan

rekomendasi (saran) yang terkait erat dengan permasalahan yang diteliti.
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BAB H
TINJAUAN PUSTAKA
TENTANG
ALIH TEKNOLOGI MELALUI SARANA "TECHNICAL ASSISTANCE

AGREEMENT" (PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS)

A. Alih Telmotogi,r Metode Yang Dipergt;nakan Dan Pengaturannya Di
indonesia
I. Teknologi dan-Kemampuan (Penguasaan) Teknologi Perusahaan Manufaktur .
- a. Teknologi dan Arti Pentingnya Bagi Perusahaan Manufaktur
I Pengerﬁan Teknologi

| Teknologi terdiri dari kata “teknik" atau “technique” dari lata-
kata Yunani "technikos" yang berarti kesenian atau ketrampilan, dan
“logos” yaitu ilmu atau asas-asas uama (fundamental principles). Karena.
- itu teknologi sebenarnya lebih berarti itmu di belakang ketrampilan atau

asas-asas utama dari pada suatu ketrampilan. Dalam Merriam Webster

Dictionary, “technology” juga disamakan dengan “applied science” atau °a

technical method of schieving (sic I} a practical purpose’. Sehingga
khususnya dalam bidang ekonomi "technology” berarti "the application of
scientific knowledge to the production of indrustrial goods and the

improvement of service”. Dan dalam arti inilah B.N. Bhattasali mengatakan

29
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bahwa “the term technology in the English language stands for the
application of science to the industrial arts".

Menurut Organizatioﬁ on Economic Cooperation and
Development (OECD) : “Technology means systematic knowledge for the
application of a process or for the rendering of a service, including any

integrally associated managerial and marketing techniques”?

Sementara Yusuf mengatakan bahwa "teknologi adalah suatu
pengetzhuan tersistematis untuk pembuatan suatu produk, yang akan
diaplikasikan pada suatu proses amu yang akan digunakan untuk
memberikan svatu jasa, dan kemampuan untuk menggunakan
pengetahuan tersebut".>.

Di samping itu menurut World Intellectual Property Rights

' Organization (WIPQ) :*

"Technology mean systematic knowledge for the manufacture of a

product, the application of a process or the rendering a service,

whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial
design, a utility model or a new plant variety, or in technical
information or skill, or in the services and the assistance of an

industrial plant or the management of an industrial or
commercial enterprise or its activities". -

| Sunaryati Hartono, *Pembahasan Kertas Kerja : Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam
Peraturan Perundangan®, Seminar Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi, BPHN (Bandung :
Binacipta, 1981), hal. 189,

2 OECD, North/South Technology (Paris,  1981). Seperti dikudp Ridwan Khairandy, "Praktk
Perdagangan Restriktif dalam Pengafihan Teknologi Melalui Perfanjian Lisensi Paten®, Kapita Sefekta Hak
Kekayaan Inelektual, Ed. Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nurjihad (Yogyakarta : Yayasan Klinik
HAKI dan Pusat Studi Hukum FH UlL, 2000), hal, 55-56.

3 Abdulgawi Ahmed Yusuf, “Transfer of Technology’, Intemational Law : Achievements and
Prospects, Gen. Ed. Mohammed Bedjaoui {London : Martinus Nijhoff Publishers, 1994), p. 691.

* Worid Intellectual Property Organization, Licensing Guide for Developing Countries (Genreve,
1997), p. 28. '
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Sedangkan United Nations Conference on Transnational
Corporations (UNCTC) mempergunakan istilah teknologi dalam dua
pengen:ian yaitu dalam pengernan senipit dan dalam pengerti-an luas.
Dalam arti sempit, teknologi adalah “techniéa.' knowledge or know how
that is knowledge related to the methods and techniques of production of
goods and services”® Dalam pengertian ini keahlian manusia yang
diperfukan untuk penerapan teknik-teknik itu dapat dianggap sebagai-
Mi.° Sedangkan secara luas teknologi meliputibarang-barang
modai yaitu alat-alat, mesin-mesin, dan sefuruh sistem produksi yang
boleh dikatakan sebagai teknologi berwujud.’

Dari beberapa pengertian teknologi  sebagaimana
dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi ltl.l dapat
berupa teknologi berwujud (alat-alat atau mesin-mesin), tetapi juga
teknologi tidak berwujud (technical information atau know how, scientific
' knowledge, pengetahuan bisnis atau organisasi).®

Di dalam tesis ini pengertian teknologi yang dipergunakan

adalah "teknologi sebagai pengetahuan untuk menciptakan dan

5 UNCTC, Transnational Corporations and Technology Transfer ; Effect and Policy Issues (New

York, 1987), hal. 1. Seperti dikutip Peter Mahmud Marzui, “Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-
Yransnational di Indonesia : Fungst Undang Undang Paten Dalam Pengalihan Teknologi

Perusahaan-Peruszhaan Transnational di Indonesta® (Disertasi, Program Pasca sarjana Universitas
Airlangga, Surabaya, 1993), hal. 25. :

¢ Marzuki, ibid., hal. 25-26.

7 UNCTC, dalam ibid., hal. 26.

8 Ljhat : Khairandy, op.cit., ha. 56-57.
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mempergunakan peralatan guna memproduksi barang-barang dan jasa-

H (R

jasa

2. lenis-jenis Teknologi
Dengan berpegang pada pengertian bahwa teknologi adalah
pengetahuan tentang pemakaian alat-alat dalam proses pembuatan
barang-barang, Pamuntjak menggolongkan teknologi dalam :"

(1) Teknologi Madya (seandainya alat-alat it tidak

" digerakkan dengan tenaga mesin, baik berbentuk motor
bakar maupun motor listrik, sehingga teknologi itu masih
berada dalam taraf wadisional) ;

(2) Teknologi Tepat-Guna atau appropriate technology (jika
dalam suatu proses industri peralatan tradisional digant
sebagian atau seluruhnya dengan peralaan yang
digerakian dengan mesin), yang oleh Schumacher (di
dalam buku “Smalf is Beautiful") dinamakan intermediate
technology ; .

(3) Technologi Maju atau advanced technology (yaitu teknologi
yang menggunakan proses dan peralatan yang canggih) ;

(4) High Technology (yaitu teknologi maju yang serba
otomatis serta memakai sistem komputer).

Sedangkan Kongres Persatuan limiawan Pasifik yang
diprakarsai LIPI dan diselenggarakan di Bali pada tanggal {8 - 22 juli
1977, membedakan teknologi dalam : (I)Teknologi maju (advanced

technology); (2)Teknologi madya (intermediate tachnology): (3) Teknologi

9 Pengertian ini diambil dari pengertian teknologi yang dipergunakan oleh Marzuki dalam diserta-
sinya, op. Gt.

1© Amir Pamuntjak, "Dasar Pokok Alih Teknologi®, Sistem Paten : Pedoman Praktek dan Alih
Teknologi, Amir Pamuntjak, dkk. (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1994}, hal. 7.
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- tradisional (traditional technology), tanpa memberikan penﬁeru‘an masing-
masing teknologi tersebut. !'

Sementara itu menurut Muhammadi :'*

(1) Teknologi Maju mempunyai karakteristtk padat modal,
produktivitas tinggi, input dari luar yang besar, dan baru
alan menyerap tenaga kerja setelah tumbuh menjadi
industri sekunder ;

(2) Teknologi Sederhana mempunyai karakteristk modal
refatif kecil, produktivitas relatif rendah, input dari luar
yang terbatas ;

(3) Teknologi Tepat Guna mempunyai karakteristik antara lain
modal yang relatif kecil sedapat mungkin mendayagunakan
sumber daya setempat, menciptakan kerja bagi penduduk
setempat, berskala kecil sehingga dapat dibeli dan dimiliki
oleh penduduk setempat, cukup fleksibel sehingga dapat
dimanfaatkan dan diadaptasikan dalam keadaan yang
berubah, mudah dipelihara dan dipergunakan penduduk
. setempat.

Dunniné membedakan teknologi menjadi teknotogi perﬁilikan
(proprietary technology) dan teknologi non-pemilikan (non-proprietary
technology). Teknologi pemilikan (proprietary technology) dimiliki oleh
.lembaga tertentu dan dialihkan lewat investasi langsung, lisensi paten,
perjanjian jasa teknik atau manuf-aktur, dan jasa konsultasi. Sedangkan
teknologi non kepemilikan (non-proprietary technology) meliputi hasil
pengetahu_:an baru yang dikandung dalam kebustzkaan teknis, tetapi juga :
" 1. Pembelian langsung perangkat keras atau jasa, seperti permesinan
dan peralatan bary, alat penguji, perangkat lunak komputer, dan jasa
konsultasi yang terkait ;

2. Kegiatan jasa teknis untuk menunjang penjualan hai-hal tersebut atau
untuk memperkenalkan produk baru ;

' Burhan Tsani, "Permasalahan Obyek Proses Alih Teknologi di Indonesia®, Mimbar Hukum
Universitas Gajah Mada, 1986, hal. 27. _

2 Muhammadi, Beberapa Pendapar tentang Alih Teknologi bagi Pembangunan Indonesia, Makalah
dalam Seminar tentang Pengalihan Teknologi di Indonesia, Departemen Perindustrian, 1978, hal. 2-4.
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3. Peragaan teknologi manajemen modern pada seminar, konferensi,
pameran, dan sebagainya ;

4. Banwan teknis kepada pemasok atau pelanggan tentang masalah-
masalah tertentu ; _

5. Pengamatan dan peniruan atas "teknologi non-pemifitan”."

Proprietary technology adalah teknologi yang mendapatian
perfindungan hukum, misalnya paten, desain produk industri, merek dan
rahasia dagang. Sedangian non-proprietary technology adalah teknologi
yang tidak mendapatian periindungan hukum. '

3. Hak-Hak Hukum Yang Terkait dengan Teknologi

Hak-hak hukum'® yang terkait dengan teknologi ada dua
macam yaitu Exclusive Industrial Property Rights dan know how.'¢

Industrial Property Rights atau Hak Milik Industri merupakan
bagian dari Inteflectual Property Rights (IPR) atau Hak ats Kekayaan
Intelektual (HaKl), dan bagian yang kin adalah Copy Rights atau Hak

| Cipta. Dengan mengingat hal tersebut dan juga karena :

Tidak ada satupun perjanjian internasional yang mendefinisikan

secara lenglap masing-masing kategori hak atas kekayaan
cendekiawi tersebut dan hukum nasional masing-masing

3 John H. Dunning , "I'echnoiogy, United States Investment and European Economic Growth’,
International investment , Ed. John H. Dunning (Harmondsworth : Penguin Books Ltd., 1972}, p. 395.
Seperti dikutip Oentoeng Soeropati, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi (Salatiga : Fakultas

‘Hukum Universitas Satya Wacana, 1999), hal. 86.

 Richard D. Robinson, The Internasional Transfer of Technology : Theory, Issues, Practices
(Cambridge : Baffinger Publishing Company, 1988}, p. 4. Seperti dikutip Ridwan Khairandy, " Franchise
dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi : Suatu Tinjauan Hukum®, jurnal Hukum No..7 Volume 4,
1997, hal. 113-114. .

"5 12 Gambiro menyebut *hak-hak hukum® ini dengan istilah "hak-hak khusus", yang terdiri dari
-hak khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan (statutory rights) seperti patent, utility, modeis
dan design, dan hak-hak khusus yang tidak berdasarkan peraaman perundang-undangan (non-statutory
rights) yang dapat berupa know how yang berwujud (tangidle) dan know how yang tidak berwujud
(intangible). Lihat : ita Gambiro, “Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dafam .Peraturan

Perundangan”, Seminar Aspek-aspek Hukum Dari Pengalihan Teknologi, op.cit., hal. I73..
6 "Michael B., Legal Arrangements for the Commerdial Acquisition of Technology, Makalah pada

Seminar on Licensing and Technology Transfer Arrangement, yang diselenggarakan WIPQ, Jakarta, 7-8

Maret 1990, hal. 5. Seperti dikutip Khairandy, ibid., hal. 116.
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negara juga berbeda-beda dalam merumuskannya. Misainya

negara A melindungi kekayaan cendekiawi tertentu dengan

hak cipta, negara B dengan paten, dan negara C dengan hak
. cipta sekaligus paten,"” ‘ '

maka dalam tinjauan pustaka ini Copy Rights atau Hak Cipta juga akan
dikémukakan. |
Sedangkan exclusive industrial property rights'® yang akan

dikemukakan hanya paten dan paten sederhana, desain industri, serta

-~

merek dagang dan merek jasa,"” karena dianggap ada kaitannya secara
fangsung dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sehubungan dengan exclusive industrial property rights ini
menurut Khairandy ada beberapa karakteristk utama yang perlu
diperhatikan, yaitu : |

a. Hak-hak tersebut akan diberilan bilamana telah memenuhi

persyaratan dan kondisi tertentu yang ditentukan oleh
- undang-undang (Statutory Rights) ;

b. Hak-hak itu dilindungi sebagai kekayaan (property) ; dan

¢. Hak-hak ity berkaitan dengan persoalan teknologi yang
sifamya khusus. Kekhususan itu berasal dari persyaratan
dan kondisi yang ditetapkan undang-undang sebagai
prasyarat bagi hak yang diberikan.”

Berikut ini hak-hak tersebut akan dikemukakan satu per satu.

" Juddy W. Goans, Protecting American fntellectual Property Aboard, Business America, October

27, 1986, p. 2-7. Seperti dikutip Soeropati, op. dit., hal. 3. '
18 Exdusive Industrial Property Rights adalah hak milik perindustrian yang memberikan hak eksklusif

kepada pemiliknya dalam jangka waktu yang ditentukan. '

¥ Sebagaimana diketahui bahwa menurut pasal | ayat 2 Konvensi Paris tentang Perfindungan HaKl
(yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan
Presiden Nomeor 24 Tahun 1979), selain paten (patents), paten sederhana (utility models), disain industri
{industrial designs), merek dagang (trademarks) dan merek jxsa (servicemarks), perfindungan hukum
kekayaan industri juga diberikan pada nama perusahaan (tradenames), indikasi sumber atau indikasi asal
(indications of source or apeliations of origin), dan persaingan curang {repression of unfair competition).

2 Yhairandy, op.cit., hal. 116.
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a. Hak Cipta
Menurut Pasal 2 ayat | Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1982 tentang Hak Cipta, sebagaiména telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Paten, dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (selanjutnya
disebut UU Hak Cipta),? Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta
maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya maupuh memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku,
Pasal || ayat | UU Hak Cipta menentulan bahwa ciptaan
'yang dilindungi Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra
dan seni yang me!ipdti karya:
a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya
tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis linnya ;
b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan
dengan cara diucapkan ;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan iimu
pengetzhuan ;.
d. ciptaan lage atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk

karawitan dan rekaman suara ;
e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim ;

3 Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedang membicarakan RUU tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.
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f. karya pertunjulan ;
lkarya siaran ;
seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan
yang berupa seni kerajinan tangan ;
arsitektur ;
peta ;
seni batik ;
fotografi;
. sinematografi ;
terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari
hasil pengalihwujudan.

7 om

P T

Hak Cipta atas ser.nua ciptaan tersebut di atas (kecuali
program komputer, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitian,
rekaman suara, karya pertunjukan, karya snaran fotografi dan
sinematograﬁ). berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
hingga 50 (lima puiuh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dan
apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka

hak cipta berhiku selama hidup Pencipta yang terfama dan

berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah Pencipta yang

terlama hidupnya itu meninggal dunia (Pasal 26 ayat | dan 2 UU Hak
Cipta).

Hak Cipta atas ciptzan yang berupa program komputer,
sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran
beriaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumian
(Pasal 27 ayat | UU Hak Cipta). Hak cipta atas ciptaan yang berupa
fotografi beriaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak perama kali

diumumbkan (Pasal 27 ayat 2 UU Hak Cipta). Hak Cipta atas karya
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susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 25

(dua puluh lima) whun sefak pertama kali dite:‘l;iﬂtan (Pasat 27 ayat
22 UU Hak Cipta).

Apabila dimiliki 2au dipegang oleh badan hukum maka

Hak Cipta atas ciptaan yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat | dan

Pasal 27 ayat | berlaku selama 50-(ima puluh) tahun sejak pertama

kali diumumkan. Sedangkan Hak Cipta yang dimaksud Pasai 27 ayat 2

dan 2a apabila dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, bérlaku

selama 25 (dua puluh lima) tahun (Pasal 27 ayat 3 UU Hak Cipta)

. Hak Mitik industrial

I. Paten dan Paten Sederhana

Menurut Pasal | ayat | jo. Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1989 tentang'Paten, sebagaimana telah diubah
dengaﬁ Undang-Undang Nomor 13 Tahun (997 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang
Paten (selanjutnya disebut UU Paten),” Paten adalah hak khusus
yang diberilkan oleh negara (atas dasar permintaan) kepada
penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya

tersebut atay memberikan persetujuan kepada orang lain untuk

2 Sama halnya dengan UU Hak Cipta, saat ini Dewan Perwakifan Rakyat Repubtik Indonesia
sedang membicarakan RUU tentang Perubahan Asas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997.
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melaisanakannya. Dengan demikian, hak paten adalah semacam
hak monopoli yang diberikan kepada pemiliknya untuk
mefaksanakan patennya dalam batas-batas yang ditentukan datam
undang-undang. Pemberian hak paten merupakan penghargaan
dari pemerintah kepada penemu dari teknologi baru.

| Berfainan dengan Hak Cipta yang dianggap lahir sejak

diselesailkannya suatu farya cipta, dan negara memberikan

pengakuan serta perlindungan hukum yang secara formal

| bérlangsung se;ak saat mngumummnﬁ, pengakuan dan

perlindungan hukum Paten hanya diberikan negara apabila

penemunya mengajukan perminaan dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengaturnya.”

Paten berkaitan dengan masalah penemuan, oleh karena

itu sesuai dengan ketentuan Pasal layat 2 UU Paten, paten itu

dapat diberikan terhadap penemuan baru dalam bentuk : (1) hasil
produksi; (2) proses produksi; (3) penyempurnaan dan
pengembangan hasil produksi yang telah ada; dan (4)
penyerﬁpumaan dan pengembangan proses produksi yané

telah ada

2 Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual, tidak
dipublikasikan, hal. 68. Seperti dikutip Ridwan Khairandy, dkk., Pengantar Hukum Dagang Indonesia |
(Yogyakarta : Gama Media, [999), hal. 256.
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Paten dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paten
(patent) dan paten sederhana (utility models). Sesuai dengan
ketentuan Pa;sal 2 ayat | UU Paten, paten (patent} adalah paten
yang diberikan terhadap penemuan yang memenuhi syarat
kebaruan {novelty), mengandung langkah inventif (irﬁentivc step),
dan dapat diterapkan dalam bidang industri (industrial
applicability). Sedangkan paten sederhana (utility models)
berdasarkan Pasal 6 ayat | UU Paten adatah paten yang diberikan
| terhadap setiap penemuan berupa Muk atau proses yang baru
dan memiliki kualitas penemuan yang sederhana tetapi
mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan larena bentui,
konfigurasi, konstruksi atau komponennya.

Jangka waleeu perfindungan hukum yang diberikan negara
kepada pemegang paten adalah selama 20 (dua pulub) @hun
~ terhitung sejak tanggél penerimaan permintaan paten (Pasal 9 UU
Paten). Sedangkan unwk paten sederhana, jangka waktu
perlindungan hukum yang diberiian negara kepada pemegangnya
adalzh selama 10 (sepuluh) mﬁun terhitung sejak w@nggal
diberikannya Surat Paten Sederhana
. Desain industri
Desain !ndustri adafah suamu kreasi tentang bentuk,

konfigurasi, atau komposisi garis atau warna a@u garis dan warna,

P o e B LIV M D Y s S



41
atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua
dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan
dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai
untuk menéhasi!kan suatu éroduk, barang, kc.l)moditas industri,
atau kerajinan tangan (Pasal | angka { UU Desain Industri).*

Kepada pendesain (yaitu seorang atau beberapa orang
yang menghasilkan desain industri yang baru, yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, kétertiban umum, agama, atau kesusilaan) dapat
diberikan, Hak Desain Industri, yaitu hak eksilusif yang diberikan
oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesaian atas hasil
kreasinya untuk sefama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau
memberikan  persetujuannya kep_ada pihz;k fain  untuk
melaksanakan hak tersebut (Pasal | angka 5 UU Desain Industri).
Terhadap Hlak Desain tndustri ini diberikan perlindungan untuk
jangla waktu |0 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal
penerimaan (Pasal 5 ayat | UU Desain industri);

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksidusif
untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya
dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya

memakai, membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau

% () Desain Industri yang dimaksudkan di sini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tzhun 2000
tentang Desain Industri. Sefanjutnya dalam tesis ini akan dipergunakan istitah UU Desain Industri.
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mengedarkan bamng yang diberi Hak Desain Industri (Pasal 9 ayat
| UU Desain Industri). |

3. Merek Dagang dan Merek fasa
| Menurut Pasal { ayat | Un&ang—Undang Nomor 9
Tahun 1992 tentang Merek, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor [4 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas
. Undang-Undang Nomor {9 Tahun 1992 tentang Merek
(selanjutnya disebut UU Merek).”” Merek adalah tanda yang
. berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki
daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang

atau fasa.

Merek ada dua macam yaitu Merek Dagang dan Merek
" Jasa. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa adalah
meref< yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara betéama-sama atau badan
hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal

2 jo. Pasal 1 ayat 2 dan 3 UU Merek).

% Sama halnya dengan UU Hak Cipta dan UU Paten, saat ini Dewan Perwakitan Rakyat Republik
Indonesia juga sedang membicarakan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1997. i
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Pemilik merek dapat mengajukan permintaan
pendafaran kepada Kantor Merek. Apabila permintaan
pendaftaran tersebut diterima, maka pemilik merek terdafar
tersebut mempunyai Hak atas Merek, yaitu hak khusus yang
diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar datam
Daftar Umum Merek untuk jangld waktu tertentu memalai
sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

' menggunakannya (Pasal 4 jo. Pasal 3 UU Merek).

Merek terdaftar mendapat perfindungan hukum untuk
jangka waktu sepuluh mhun dan berfaku surut sejak tanggal
penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan

(Pasal 7 UU Merek).

. Know How

|. Pengertian Know How

Know How dapat didefinisikan sebagai pengetahuan
teknis atau organisasi yang memiliki kekhasan dalambidang
industri atau komersial, baik perseorangan maupun perusahaan,
dan tidak merupakan milik umum (public domain). Know How

merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman ketrampilan
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praktis atau keahlian dan informasi untuk menjalanian manufaktur
atau segala bentuk prosedur dan proses suatu produk.®
. Jenis-jenis Know How |

Know How dapat berupa informasi atau data teknis dalam
bentuk gambar, disket atau migofilm, misalnya rencana
arsitektural bangunan pabrik, diagram perlengkapan pabrik, biue
print mesin, daftar suku cadang, petunjuk-petunjuk operasi mesin
atau untuk merakit komponen-komponen, daftar dan spesifikasi
| material, kalkulasi waktu bekerjanya mesin dan buruh, process flow
chart, petunjuk pengemésan dan penyimpanan, laporan-laporan
tentang aspek lingkungan dan stabilitas, dan job deskripsi personil;
demikian juga pengetahuan teknis dan manajerial yaﬁg diperoleh
dari pengalaman yang tersimpan dalam pikiran para ahii, yang
dapat dikomunikasikan kepada yang lain melalui banwan dan
pelayanan teknis atau manajerial, misainya demonsn-asifnasehat-
nasehat tentang manufacturing operation, training, yang semuanya

#u bertujuan untuk memecahkan suatu masalah di bidang industri,

pertanian dan perdagangan.”

% Nancy E. Muenchinger, *French Law on Property Transfer : An Overview’, Licensing
Agreement : Patent, Know-how, Trade Secret. and Software, eds. Kojo Yelpaala et al. {Deventer :

Kluwer, 1988), p. 87-88. Seperti dikutip Khairandy, Prakuk, op.dt., hal. 57-58 dan Franchise, op.cit., hal.

77|, B. Lumenta, Beberapa Aspek Hukum Lisensi Paten dalam Praktek, Makalah disampaikan pada
Program Pendidikan Khusus Konsultan Paten, Pusat Kajian Hak Milik intelektual, Fakultas Hukum
Universitas Tarumanegara, yang diselenggarakan di Jakarta 13 Mei - 19 Juni, hal, 2. Seperti dikutip
Khairandy, ibid., hal. 58, dan ibid., hal. 116-117. :
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Dari berbagai contoh know how di atas, Khairandy
mengklasifikasikan know how dalam dua jenis, yaitu :**

. Know how yang berwujud (tangible), misalnya
dokumen, foto, cetak biru (blueprint) dan microfifm.

2. Know how yang tidak berwujud (intangible), misalnya
keahlian seorang insinyur (dari pemilik teknologi)
yang dapat disampaikan kepada penerima teknologi,
seperti melalui penjelasan atau demonstrasi atau juga
pelatihan (training).

4. Harga Teknologi

Teknologi diternukan setelah melaiui proses panjang penelitian
dan. bengembangan (research and development) yang memakan banyalf.
waktu, tenaga dan pikiran serta membutuhkan biaya yang sangat 'besar.
Oleh karena itu, penemu atau pemilik teknologi alan sangat menjaga
kerahasiaan teknologi yang ditemukanatau dim.ilikinya, karena teknologi
mempun.yai nilai - ekonomi dan merupakan komoditi yang bisa
diperdagangk?n. Dengan 3mi@n teknologi ada harganya dan pihak lain
yang inéin mempergunakan teknologi- yang bersangkutan (yang bisa
diperoleh melaluirberbagai saluran dan bermacam cara) harus membayar
harga tersebut.

Harga teknologi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi
pemilik (pemberi) teknologi dan dari sisi pembeli (penerima) teknologi.
Dari sisi pemilik (pemberi) teknologi, jumiah yang diterima dari pembeli

(penerima) teknologi sebagai pembayaran harga atas teknologi yang

* Khairandy, Franchise , op.cit., hal. {17.
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dibelinya disebut compensation, consideration, income, price, remuneration
dan return. Sedangkan dari sisi pembeli {penerima) teknologi, jumiah yang
harus dibayarkan kepada pemilik (pemberi) telawlogi tersebut disebut
bayments, royalties, fees, service chorges, commissions dan costs.™

Mengenai harga teknologi ini akan dikemukakan lebih fanjut

_pada tinjauan pustaka mengenai kompensasi dalam alih teknologi.

5. Arti Penting Teknologi bagi Perusahaan Manufaktur

Banyak perusahaan -yang keberhasitannya ditentukan oleh
peran teknologi® karena persaingan pada sekior produksi telah
mendorong digunakannya teknologi mutakhir. Hahm bisa dilihat pada
perusahaan-perusahaan terutama di negara-negara maju, yang semakin
maju karena memiliki dan menggunakan tek;tologi mutakhir. Sementara
perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang tetap saja
terbelakang sehingga kalah dalam bersaing karena produknya bermutu
rendah tetapi harganya lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis
yang berasal dari luar, karena mash menggunakan teknologi renda. Oleh
karena ity industri di negara-negara sedang berkembang u‘daklpunya
pilihan lain selain dari harus mengikut dengan seksama suatu kemajuan

teknologi yang mutakhir, agar produksi industrinya dapat bersaing dengan

1993), hal. i4.

B WIPO, op.cit. p. 96. .
! . * Symamtoro, Problema Alih Teknologi’, Masalah Pengaturan Teknologi (Bandung : Ahsmani,
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barang-barang impor hasil produksi negara-negara maju, baik dalam mutu
maupun harga!

Dewasa ini, teknologi telah menjadi fakeor produksi’> yang
kelima selain empat faktor produksi yang selama ini dikenal secara
tradisional yaitu land, labour, capr:tal. dan enterprise.® Teknologi adalah
faktor'produks.i yang bersifat unik karena biasanya mempengaruhi hampir
semua faktor produksi yang lin, baik terhadap kuantitas maupun
kualitasnya. Kemajuan teknologi bisa, misalnya, meningkatkan. kuantitas

| sumber daya alam (land, kursif penulis) yang tersedia dengan
dimungkinkannya penemuan-penemuan sumber daya baru. Kemajuan
teknologi bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja {fabour, kursif penulis)
" ataupun barang modal (capital, kursif penulis) dengan “meningkatan
produktivitasniya. Oleh sebab itu suiit untuk memandang teknologi
sebagai suatu faktor tersendiri yang terpisah daﬁ fakto-r-faktor produksi
faint. Lebih-lebih kemajuan teknologi yang bisa bersifat : (a) labour saving,
(b) capital saving, (c) natural resources saving, dan (d) pengembangan

produk baru ini, dalam "kenyataan merupakan sumber keunggulan

3t Pamuntjak, op. cit., hal. 6.
2 {im Meng Seng, Industrialisation and Developing Countries (Kualalumpur : Modem Education
. Publishers, 1973), p. 88. Seperti dikutip Hartono, 6. dt., hal. 197 - 198. . Boediono yang menyatakan
bahwa fﬂmrproduksiwrdiridaritmagakerja,wzah (termasuk keadaan dan kekayaan alam), barang
modal dan kepengusahaan (entrepreneurship), ditambah dengan teknologi. Lihat : Boediono, Seri Sinopsis
Pengantar {Imu Ekonomi : Ekonomi Internasional (Edisi 1, Cetakan Kedelapanbelas; Yogyakarta : Penerbit
BPFE, 1995), hal. 58 dan 68.

# Yang diartikan dengan "enterprise®, bukanlah perusahaan tetapi managemen. Lihat : Hartono, op.
cit. , hal. 198,
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komparatif yang sangat penting.® Di sinilah letak arti penting teknologl
bagi perusahaan manuﬁkmr.

Dalam era globalisasi ekonomi yang pench dengan persaingan
atau kompetisi yang bersifat internasional, di mana pendekatan
keunggulan komparatif tekh berubah menjadi keunggulan kompetitf,
teknologi memifiki arti yang lebih penting lagi bagi per@aan
manufaktur, sehingga setiap perusahaan manufaktur harus berupaya
meningkatkan daya saing di bidang kemampuan atau penguasaan
tekno!ogu yaitu kemampuan untuk menggunakan neknolog: secara
efektif® sehingga bisa dlcap:u efisiensi dan dengan ‘demikian dapat
menghasilkan p;ro_duk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah
dari harga produk sejenis, dan laku di pasar global.

" b. Kemampuan (Penguasaan) Teknologi Perusahaan Manufaktur
1. Pengertian Kemampuan (Penguasaan) Teknologi
 Unmk miencapai efisiensi agar bisa menghasilkan produk
berkualitas tinggi dengan harga murah sehingga mampu bersaing di pasar
g!ol?al. seuap perusahaan yang bergerak di bidang industri (manufaktur)
. dituntut  untuk mempunyai kemampuan teknologl (technological

capability) atau penguasaan teknologi {technological mastery).

* Boediono, op. cit., L 869dm T,

3 Thee Kiat Wie, Jusmaliani dan Sri Mulyani Indrawati, “Pengembangan Kemampuan Teknologi
Industri dan Alib Teknologi di Indonesia®, Prospek Ekonomi Indonesia jangka Pendek : Sumber Daya,
Tgm&deembanm,Ed.Nd\ammastpdm Faisal H. Basri dan Mohamad lkisan

(Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 197.
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Kemampuan teknologi (technological capability} atau penguasaan
teknologi (technological mastery) adalah kemampuan untuk menggunakan
teknologi secara efekdif yang hanya dapat dicapai melalui .upaya teknologis
(technological effort). Upaya teknologis adalah usaha yang sungguh-~
sungguh untuk menggunakan informasi teknologi yang tersedia, serta
mengakumulasi-kan pengetahuan teknologi yang diperoleh untﬁk
memilih, membaurkan, dan menyesuaikan teknologi yang ada dan/atau
menciptakan ‘teknologi baru. Upaya teknologis taersebuf diperiukan
untuk : () menilai dan memitih teknologi; (b) memperol-eh dan
rﬁmia.lar*an proses produksi dan menghasilkan barang-barang; (©
mengelola perubahan dalam produk-produk, proses-proses produksi,
pengetzhuan prosedural dan organisatoris; dan (d) menciptakan teknologi
baru.* |
Dengan demikian, penguasaan teknologi bukan mengacu hanya
pada efisiensi teknis, tetapi juga meliput kemampuan untuk
menyesuaikan  teknologi sehingga cocok dengan kond-i_si lokal serta
kemampuan untuk menciptakan teknologi baru yang lebih baik.”
Hal tersebut juga dinyatakan dalam kajian Dahiman dan Westphal
yang membedakan émpat tahap urutan kmpuan WMi yang harus

dicapai untuk pengembangan proses-proses industrial tertentu, yaitu :**

% Martin Bell, Bruce Ross - Larson dan Larry Westphal, *Assessing the Performanec of Infant
Industries”, journal of Development Economics 16, September - Oktober 1984. Seperti dikutip Thee Kian
Wie, dkk., ibid., hal. 197.

I Thee Kian Wie, Jusmaliani dan Sri Mulyani indrawati, dalam ibid., hal 148.

% Cari Dahlman dan Larruy Larry Westphal, Technological Effort in Economic Development - An
interpretative Survey of Recent Research, World Bank Reprint Series No. 263, Washington D.C, 1982,
p. 105. Sepert dikutip Thee Kian Wie, dkk, bid., hal. 198.-
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(1) Rekayasa produksi (production engineering), yang mengacu
pada kemampuan untuk menjalankan pabrik-pabrik
yang ada.

(2) Pelaksanaan proyek (project execution), yang mengacu
pada kemampuan untuk membangun kapasitas produksi
yang baru.

(3) Pembuatan barang modal (capital goods manufacture), yang
mengacy pada kemampuan untuk menggunakan
pengetahuan yang dimiliki untuk membangun pabrik-
pabrik dan membuat pertengkapan mesin.

{4) Penelitian dan pengembangan atau fitbang (R & D), ya:tu
kemampuan untuk  mengadakan  kegiatan  yang

menghasitkan pengetahuan teknologi yang baru.

. Kemampuan teknologi - (technological  capability) atau
penguasaan teknologl (technological mastery) itu sendiri mengacu pada
teknologi produks: dan teknoiog: produk.

Menurut Wong :**

Teknologi proses produksi adalah teknologi yang digunakan
sebagai masukan {input) oleh suatu peruszhaan dan meliputi
sarana perangkat keras (pabrik, peralatan mesin) maupun
sistem dan pengetahuan mengenai pengoperasian dan
pengelolaan proses produksi suatu perusahaan. Dengan
demikian, maka penguasaan teknologi proses produksi adalah
kemampuan untuk membuat suatu barang tertentu pada suatu
tingkat biaya, mutu dan jadwal penyerahan tertentu.

Di kin pihak, kemampuan teknologi produk mengacu pada
teknologi ‘yang tertuang dalam keluaran (output) suatu
perusahaan, dan meliputi barang-barang atau- produk
intelektual, seperti perangkat lunak (scftware). Dengan
demikian kemampuan teknologi produk adalah kemampuan
untuk mengidentifikasikan, merinci, merancang, dan
mengembangkan suatu barang yang berharga bagi para
pembelinya.

 Wong. Seperti dikutip Thee Kian Wie, dkk., ibid.
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2. Tingkatan Kemampuan (Penguasaan} Teknologi Perusahaan Manufaktur
Kemampuan teknologi suatu perusahaan manufaktur dibedakan
menurut empat tingkat :*° |

(1) Kemampuan akuisitif, yaitu kemampuan suatu perusahaan
untuk mencari, menilai, mengadakan negosiasi dengan
pemasck teknologi, dan memperoleh teknologi yang
relevan, serta membangun dan memuiai fasilitas
produksinya.

(2) Kemampuan operasional, meliputi kemampuan akuisitif
ditambah dengan kemampuan untuk menjalankan proses
produksinya, termasuk perlenglapan mesinnya, secara
efisien.

(3) Kemampuan adaptif, adalah kemampuan penambahan
pengetahuan dan pencernaan teknologi yang telah digunakan
dan pula kemampuan untuk mengadakan perubahan atau
penyesuaian yang kecil pada teknologi proses produksi
(process technology) maupun teknologi produk (product
technology) yang lebih cocok dengan kondisi setempat
(iklim, iuas ruang, dan ketrampilan pekerja lokal) atau khas
masyarakat setempat. ' ‘

(4) Kemampuan inovasi adalah kemampuan untuk melaksanakan
kegiatan penelitian dan pengembangan (R & D activities) yang
dapat menghasilkan perubahan atau terobosan yang
fundamental dalam teknologi proses produksi yang
digunakan atau dalam produk yang dihasilkan.

2. Alih Teknologi dan Metode yang Dipergunakan
a. Pengertian Alih Teknologi
Menurut UNCTC, - alih teknologi adalzh suatu proses

penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri.*' Sedangkan United

% Chatri Sripaipan, "Constraints to Technology Development in 2 Rapidly Growing Economy : The
Case of Thailand®, TDRI Quarterly Review (September) 6-11, 1990, p. 7. Seperti dikutip Thee Kian Wie,
dik., ibid., hal. 198-199. '

4" UNCTC, Transnational Corporation and Technology Transfer : Effect and Palicy Issues (New
York : United Nations, 1982), p.1. Seperti dikutip Khairandy, op.cit. hal.117 dan op.cit., hal. 58, serta
Marzuki, op.cit., hal. 27.
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'Natf'ons Conference on Trade and Development (UNCT AD) mendefinisikan alih

teknologi sebagai “transfer of systematic knowiedge for the manufacturer of

* product, for the application of a process or for rendering of a service and does not
extend to the transactions involving the mere sale or mere !casclof goods".*?

Sesuai dengan pengertian teknoiogi yang dipergunaian dalam tesis

ini, maka alih neknok;gi diartikan sebagai "alih pengetahuan umtuk

menciptakan dan mempergunakan peralatan guna memproduksi barang-

barang dan jasa-jasa’, sebagaimana dipergunakan Marzuki dalam

disertasinya.®
b. Maksud dan Tujuan Alih Teknologi

Sampai saat ini indonesia belum memiliki undang-undang yang
secara khusus mengawr mengenai alih teknologi, sehingga belum ada
rumusan yang jelas dan terperinci mengenai maksud dilakukannya alih
teknologi dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses alih teknologi.

Untuk mengetahui maksud dilakuk:‘annya alih teknologi perlu dilihat'
pérkembangan terakhir yang muncul sebaga: akibat dari globalisasi ekonomi
yang mulai melanda dunia. Sebagaimana diketahui bahwa makna terakhir atau
"hottom line" daripada globalisasi ekonomi adalah persaingan ekonomi

global,* sehingga Indonesia harus berupaya meningkatkan daya s@u‘ng nasional

2 Marzuki, ibid.
“ Ibid., hal. 26-27.
“ Tanri Abeng, "Penerapan Manajemen Modern di Indonesia dafam Menghadapi Era Global’,

Manajemen Dalam Era Globalisasi, Ed. Riant Nugroho Dwijowijota dan Marco P, Sumampouw (Jakarta :
P.T. Elex Media Komputindo, 1997), hal. 99 - 100,
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apabila ingin tetap eksis dan menjadi pemenang dalam persaingan ekonomi
global ini.

Peningkatan daya saing dapat ditempuh melalui berbagai cara.
Menurut Ramelan :**

Dalam jangka pendek, peningkatan daya saing antara lain dapat

ditempuh dengan meningkatkan efisiensi perekonomian melalui

penghapusan berbagai hambatan yang menyebabkan ekonomi

biaya tinggi (high cost economy). Dalam jangka yang lebih panjang,

yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan,

diperiukan peningkatan produktivitas nasional secara terus
menerus. Paling tidak ada dua unsur utama yang berpengaruh pada

peningkatan produktivitas tersebut, yaitu penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi (iptek) serta pengembangan sumber

daya manusia.
Berarti penguasaan nelmoibgi merupakan salah satu unsur utama dan
mempunyai peran penting di dalam peningkatan daya saing nasional.

Dengan mengingat bahwa Indonesia memiliki keterbatasan di
bidang kemampuan atau penguasaan teknologi, maka dapat dikatakan bahwa
maksud dilakukannya alih teknologi adalah supaya bangsa Indonesia menifiki
kemampuan atau penguasaan teknologi yang berguna bagi peningkatan daya
saing nasional.

Sementara itu sesuai dengan obyek proses alih teknologi yaitu alih

teknologi, maka tujuan dilakukannya alih teknologi adalzh terwujudnya afih

teknologi di Indonesi.

4 Rahardi Ramelan, "Iptek, Industrialisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Landasan

Pembangunan Daya Saing Nasional dalam Era Globalisasi®, Menuju Indonesia Baru, Ed. Cardiyan HLLS.
(Jakarta : Persatuan Insinyur indonesia, 1999), hal. 174 - I75.




¢. Metode Yang Dipergunakan dalam Alih Teknologi
Dalam praktek dikenal dua macam metode yang dapat
dipergunakan dalam alih teknologi yaitu metode non komersial dan
komemiﬂ. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan satu per satu.
|. “Alih Teknologi secara Nt;n-Komefsial

Alih teknologi secara non-komersial dapat terjadi melalui
ketertibatan/keilutsertaan dalam suatu seminar atau workshop, mengikuti
kuliah, training, mengunjungi pameran, mendengarkan radio atau mefihat
te#evasi, mempelajari buku dan jumal.- mupun kerjasama antara dua

. pemerintah*® datam bentuk grants.”

Grants seringkali diberikan dengan maksud agar supaya nega'ra'
penerima grants dapat memperoleh teknologi yang tertentu, dan
yang tersedia di negara donor. Dalam memberikan grants ini negara
.pemberi grants sudah memperhitungkan teknologi man; yang tidak alan
merugikan ekonominya, apabila teknologi itu akan dialihkan kepada

' bangsa lain. Sebab itu biasanﬁ teknologi yang di-grants-kan ity biasanya
' teknologi yang sudah ddak terpakai lagi di negara pemberi grants, atau
teknologi yang dianggap berbahaya (karena mengakibatkan polusi), atau
teknologi yang sudah diketahui umuﬁ di sektor industri/per@znian yang

bersangkutan, atau teknologi yang apabila dialihkan akan menguntungkan

% Uhat : Sumantoro, op.cit., hal. 18 -21.
“ Disimpulkan dari : B.N. Bhattasali, Transfer of Technology Among the Developing Countries
(Tokyo : Asian Productivity Organization, 1972), p. 59. .
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per;iagangan luar negerinya (jadi sebagai batu loncatan untuk membuka
pasaran baru bagi hasil-hasil produksinya ).*

2. Alih Teknologi secara Komersial
. Alih teknologi secara komersial dapat terjadi melalui kerfasama
antara dua pemerintah dalam bentuk foans * maupun kerjasama antara
dua berusahaan. |

Alih teknologi secara komersial yang dilakukan oleh dua
perusahaan biésanya dengan mempergunakan contract for the transfer of
techndlogy atau technology contract.

Di dalam praktek hukum dikenal dua macam saluran yang dapat
digunakan untuk melakulan alih teknologi secara komersial, yaitu saluran
langsung (direct channel) dan saluran tidak langsung (indirect channel).

Saluran langsung (direci channel) biasanya diguﬁalen dalam
investasi asihg langsung (foreign direct investment) yang dilakukan dengan
cara pembentukan suatu perusahaan patungan (;'ofnt venture) atau suaw
anak perusahaan (subsidiary company) di mana di dalam kontrak
pembentukannya dicantumian suatu klausul tentang afih teknologi.
Sedangkan saluran tidak langsung (indirect channel) dilakukan dengan jalan

membuat kontrak alih teknologi secara terpisah.”

“ Hartono, op.cit., hal. 194.

© Menurut Hartono, fasilitas kredit luar negeri aau (Joans) dibertkan dengan pertimbangan-
pertimbangan yang sama dengan gronts, disertal pertimbangan, bahwa kemajuan ekonomi di negara
pmerimaakandapatmelmcaﬂcanperdaganganmmkeduanegamdan menstabilkan ekonomi dunia
{termasuk ekonomi negara pemberi kredic). Lihat : Hartono, ibid., hal. 195.

% Lihat : Soeropati, op.cit., hal. 98-99.
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Menurut UNCTC ada beberapa cara untuk melakukan alih
teknologi secara komerssial, yaitu (1) Foreign Direct Investment; (2) Joint
Venture; (3) License; (4) Franchising; (5) Management Contract; (6}
Marketing Contract; (7) Technical Service Contract; (8) Turn Key Contract;

dan (9) International Sub-Contracting.”

d. Jenis-jenis Kontrak Alih Teknologi
Dalam praktek yang sering digunakan adalah istilah Perjanjian Alih
Teknologi (Technology Transfer Agreement) atau perjanjian teknologi
(Technology Agreement), meskipun digunakan juga istilah "Kontrak Untuk Alih
Teknologi* (Contract for the Transfer of Technology). Akan tetapi sesungguhnya
tidak ada satupun kontrak yang diperuntukkan bagi pengalihan sepenuhriya
suatu teknologi. Bahkan ada kemungkinan suatu kontrak memakai judul lain
tetapi sifatnya adalzh Perjanjian AlihTeknologi, munglin juga dua kontrak
sama-sama diberi judul Perjanjian Alih Teknologi tetapi isinya berbeda satu
sama lain.”

Dalam kepustakaan hukum, kontrak yang mengandung gata Alih
Teknologi bisa dibedakan menurut obyeknya menjadi duz macam. Pertama,
kontrak dengan akibat (consequence) terjadinya peralihan teknologi (transfer

of technology). Kontrak semacam ini sesungguhnya sebatas memberikan

5t UNCTC, op.cit., h. 124, Lihat juga : Khairandy, Praktik, op.cit., hal. 60.

% D Kokkini- Latridou, "Contracts for the Transfer of Technology”, Credit and Guarantee
Financing, Transfer of Technology, Eds. C.S.A. Voskuil, Z. Parac. and JA. Wase (Dordrect/Boston/
Lancaster : Martinus Nijhoff Publishers, 1987), p. 265-298. Sepert dikutip Soercpati, op.dt., hal. 100, dan
Khairandy, ibid., hal. 60.
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menunjukkan sesuatu saja (show f;ow) misainya kontrak jua! beli mesin, arau
kontrak jasa instalasi, atau kontrak jasa teknik. Pihak yang satu mengetahui
bagaimana suatu teknologi bekerja cukup dengan memperhatilan produk-
produk atau jasa yang dijual. Kedua, kontrak dengan tujuan (aim) terjadinya
penguasaan teknologi (aquisition of technology). Koﬁtrak tersebut
ditaksanakan untuk memungkinkan pihak kin mengetahui sesuatu (know how)

misalnya kontrak bantuan teknik, atau kontrak pelatihan, atau kontrak

. penelitian.®
Sementara itu OECD membedakan pesanjian Alih Teksologi
menjadi dua berdasarkan caranya. Yang pertama adaizh perjanjian yang |
pengalihan teknologinya dilaksanakan dengan selali pengopmssan saja {one-
off operation), misalnya kontrak pembangunan proyek “putar kunci® (Turnkey
project), kontrak lisensi paten, kontrak pelatihan personi, kontrak bantuan
| teknik, manajemen atau pemasaran. Yang kedua, perjanjan yang pengalihan
teknologinya menciptakan hubungan yang tetap (permanent link) misalnya
kontrak pemeliharaan instalasi, kontrak b#ntuan teknis berkesinambungan
dan kontrak beli-kembali hasil produksi (buy back). Meskipun demikian dalam
perjanjian bisa juga diatur pengalihan teknologi dilakukan sekali saja, tetapi

jika dikemudian hari ada perubahan azau perkembangan teknologi bisa dibuat

perfanjian lagi.**

53 Soeropati, ibid.
% bid., dan Khairandy, Praktik, o.cit., hal. 60.
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Sedangkan UNCTC membedakan dua macam kontrak alih
teknotogi. Pef'tzma, pengalihan teknologi melalui Perfanjian Lisensi (Licensing
Agreement) misalnya kontrak lisensi untuk paten, merek dagang, waralaba.
Dalam kontrak fisensi yang diafihkan hanyalah hak untuk menggunakan
teknologi dalam waktu tertentu karena terjadinya semacam sewa-menyewa.
Kedua, pengalihan téknologi melalui Perjanjian Bantuan Teknis (Technical
Assistance Agreement) misalnya kontrak bantuan teknis untuk disain dan
enjinering. Dalam kontrak bantuan teknis yang dialihkan adalah ketrampilan
tertentu karena terjadinya semacam jual-beli. Pembedaan dua macam
kontrak tersebut juga didasarkan pada tujuan kontrak, h_ak dan _kew«tjib;:m
para pihak, ketentuan-ketentuan (hubungan kontrakwal), syarat (am-éara)
pembayaran atau bentuk teknologinya. Akan tetapi tampaknya sulit untuk

membedakan apakah yang dialihkan dalam kontrak bantuan teknis adalah

suatut "show-how” atau "know-how". Perbedaan utama kedua kategori tersebut

terletak pada fakta, bahwa kontrak fisensi adalah suatu hak yang difindungi,
sedangkan kontrak-kontrak yang berkaitan dengan bantuan teknik
mempunyai karakteristik perjanjian juai-befi.**
Tahap-Tahap Alih Teknologi

Menurut UNCTC, alih teknologi adalah suatu proses penguasaan
kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai dalam 3 (tiga)

tahapan, yaitu :*

S5 Soeropati, ibid., hal. 101.
% Khairandy, ibid., hal. 58.
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|. 'Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa
tertentu ;

2. Asimilasi dan difusi teknologi itu ke dalam perekonomian negara
penerima teknologi tersebut; dan

3. Pengembangan kemampuan indegeneous technology untuk
inovasi.

Senada dengan itu, B.N. Bhattasali sebagaimana dikutip oleh

Sunaryati Hartono, menyatakan bahwa :

~ Alih teknologi bukan hanya sekedar pemindahan, tetapi terutama
teknologi yang tadinya asing haruslah diadaptasikan ke dalam
lingkungan yang baru, dan kemudian harus terjadi asimilasi serta
inovasi sedemikian rupa hingga teknologi asing itu akhimya menjadi
budaya bangsa yang menerima teknologi tersebut.” .

Sementara Melvin Kranzberg, dengan berpegang pada pengertian
bahwa teknologi adalah suatu ilmu, membedakan tiga fase dalam pengalitan
teknologi pada leve! internasional, yaitu :*

o Fase Pertama berwujud pengalihan material (material transfer)
yakni pengalihan atau impor mesin-mesin, peralatan, bahan-
bahan dan tata cara atau teknik yang berhubungan dengan
mesin-mesin dan bahan-bahan. Penerima hanya merupakan
konsumen sehingga tidak dapat memproduksi pengetahuan yang
bersangkutan. :

e Fase berikut adalah fase pengalihan desain (design transfer). Pada
fase ini sudah terjadi penguasaan elemen-elemen desain seperti
sudah dapat memproduksi barang-barang yang bersangkutan,
walau masih tetap tergamtung pada teknologi dari luar. _

o Fase terakhir adalah fase pengalihan kemampuan (capacity
transfer). Pada fase ini terjadi pengalihan mu dan pengetahuan
serta keahlian teknis. Yang terjadi pada fase ini bukan hanya
penciptazn kemampuan untuk memproduksi barang-barang
sesuai dengan desain atau formula yang diperoiehnya, tetapi juga
penciptaan kemampuan untuk mengembangkan produk itu

7 Hartono, op.cit., hal. 190

58 Melvin Kranzberg, Acquisition of Technology by Developing Countries, Makalzh pada Seminar
“Technology and Social Change", New Dethi, 1975. Seperti dasip Syamsudin Ukardi, "Permasalahan Pada
Pengalihan Teknologi Dalam Bidang Industri®, Aspek-aspek Hulkum, 0p.dit., hal. 66-67, dan Tsani, op.dit.,
hal. 26-27.
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sendiri, dan bahkan mengembangkan kemampuan untuk
mengadakan diversifikasi dalam produksi. Titk berat dari fase ini
terletak pada pengalihan ilmu pengetahun dan keahlian sehingga
penerima dapat mengembangkan kemampuannya sendiri.

f. Pihak-pitiak Yang Terlibat Dalam Alih Teknologi

Menurut Sumantoro, dalam proses alih teknologi ada 5 (lima) pihak

yang terkait, yaitu :*°

Raal ol i s

‘Pemilik teknologi sebagai pihak yang memberi teknologi ;

Negara pemilik teknologi ;
Penerima teknologi ;

" Negara penerima teknologi ;

Lembaga-lembaga internasional/PBB.

Selanjutnya, Sumantoro memerindi 'para pihak dalam perjanjian lisensi, yang

" menurut penulis bisa dianggap sebagai para pihak yang terfibat dalam alih

teknologi, mengingat perjanjian lisensi juga merupakan perjanfian alih

teknologi.

_ Para pihak itu ialah :*

a. Yang terlibat secara langsung, adalah :

(i) Pemberi teknologi, yang dapat terdiri atas :
» pemilik paten atau hak-hak atas teknologi yang lain,
e pemilik bersama (co-owner) atas paten atau hak-hak atas
teknologi yang lain, _
.e penerima lisensi, dalam hubungan dengan sub-lisensi.
(i) Penerima teknologi, yang dapat meliputi individu atau
badan hulum yang mempunyai kapasitas untuk mempunyai
dan mendapatkan hak sebagai penerima lisensi.

b. Yang terlibat secara tidak langsung, yang mencakup merela yang

lkarena tugasnya, fungsinya atau wewenangnya menjadi
tersangkut dalam proses ataupun pelaksanaan perjanfian lisensi.
Misalnya : (i) BKPM, sehubungan dengan perjanjian fisensi yang
mencakup P.T. PMA, (ii) Dirjen Pajak, sehubungan dengan

¥ Sumantoro, op.cit., hal. 22.

€ fbid., hal. 59-60.
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masalah pembayaran royalty, (iif) instansi yang bertugas
melaksanakan pendaftaran, apabila nantinya ada, dan (iv) lain-
lainnya. :

g. Kompensasi dalam Alih Teknologi

I. Jenis-jenis Kompensasi

Hal yang | paling kompleks dan penting untuk dinegosiasikan
antara pihak yang akan mentransfer/pemilik/pemberi/pemasok teknologi
(transferorftechnology provider{ technology supplier) dengan pihak yang akan
menerima/membeli tekn-t)logi (transferesftechnclogy recipient) adakh
masalah harga (price or the cost) dari hak milik perindustrian yang akan
dialihkan. Penentuan price or the cost ini tergantung pada beberapa faktor
termasuk sifat dari hak milik industrialnya dan kekuatan tawar menawar
(bargaining power) dari pihak-pihak yang berunding.

Biasanya p;ihak yang akan mentransfer teknologi akan membuat
penilaian secara hati-hati terhadap : (a) nilai atau kebutuhan tertentu: (b)
alternatif teknologi yang dapat dipergunakan; (c) prospek kemajuan-
kemajuan yang diperolek dari pemanfaatan teknologi; {d) kemungkinan-
kemungkinan keuntungan yang diperoleh pihak penerima alih teknologi.
Pihak yang akan mentransfer teknologi ini juga membuat proyeksi secara
detail dari produksi dan keuntungan yang diperoleh dari pihak penerima
teknologi.

Sedangkan pihak penerima teknologi akan menilai pembayaran

toral yang kemungkinan dibuat bagi teknologi tertentu, dan juga




&
keuntungan-keuntungan dari perusahaan dalam satu periode waktu. Pihak
penerima teknologi juga mengevaluasi pembayaran tersebut dalam
Iaitaz;nya dengan harga dan teknologi alt;ernaﬁf. |

Salah satu kesulitan yang sefalu muncul dalam penentuan harga
dari suatu teknologi adalih pemilihan terminologi yang tepat yang dapat
menjelaskan konsep price or the cost dengan elemen-elemennya.

Harga teknologi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi
pemilik/pemberi/pemasok teknologi dan dani sisi pembeli/penerima
teknologi. Dari sisi pemilik/pemberi/pemasok teknologi jumiah yang
diterima dari pembeli/penerima teknologi sebagai pembayaran harga atas
teknologi yang dibelinya disebut compensation, consideration, income,
price, remuneration dan return. Sedangkan dari sisi peﬁ*nbeli!penerima
teknologi, jumlah yang harus dibayarian képada pemilik/pemberi/
pemasok teknologi tersebut disebut payments, royalties, fees, service
charges, commissions dan costs.

Yang dianggap sebagai kompensasi keuangan secara langsung
(direct monetary compensation) dapat dikategorikan dalam tiga bentuk,
yaitu :

() lumpsum payment, yaitu suatu pembayaran selaligus dengan cara
dihitung lebih dahulu (precatculated) ;
(b) Royaities, yaitu suatu pembayaran "ter-ﬁasca hitung" (post calculated),

yang harus dilakukan sebagai fungsi dari manfaat ekonomi atau hasil.
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(c) Fees, yaitu pembayaran sebagai kompensasi atas jasa dan bantuan
teknik yang diberikan oleh tenaga ahii profesional.®'

Menurut Perris, "royafty adalaﬁ imbalan jasa dari penggunaan
atau hak menggunakan intefictual property”.** Sedangkan Undang-Undang
Nomor |7 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 t.entang Pajak Penghasilan, memberikan pengertian
yang lebih juas. Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat | huruf h UU tersebut
royalty mencakup tiga penéertian, yaitu :

(1) Imbalar; untuk penggunaan hak atas harta tak berwujud, misalnya hak
pengarang, paten, merek dagang, formula atau rahasia perusahaan;

(2) Imbalan untuk penggunaan hak atas harta berwujud, misalnya hak
atas alat-alat industri, kémersial dan ilmu pengetahuan;

(3) Imbalan untuk penggunaan informasi yaitu informasi yang belum
diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum'dipatenkan.
Sedangkan mengenai technical fee menurut Pertis adaiah "salah satu jenis
royalty yang kaitannya tidak langsung dengan pemakaian teknologinya, tapi
adalah .berhubungan dengan penggunaan know how  untuk

mengoperasikan teknologi tersebut”.”?

@ Lihat : WIPO, op.cit., p. 148.
82 A Perris, “Pembahasan Kertas Kerja : Masalah Pengalihan Teknolog1 Dalam Penanaman Modal",

Seminar Aspek-Aspek Hukum, op.cit., hal. 41.

S Iid., hal. 42.
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2. Cara-Cara Pembayaran Kompensasi

Cara-cara pembayaran royalti (kompensasi, kursif penulis) yang
serfngkali digunakan : (i) umpsum payrﬁent; (i) instalment payment; (iii)
fixed annual payment; (iv) runn‘ing royalties; : (a) presentage basic, (b) fixed
sum per unit sold; (V) minimum royalti (sfc I} payment; (vi) maximum royalti
(sic 1) payment; (vii) payment paid up clause.**

‘ Running royalties (royalti berjalan) diformulasikan sebagai Tarif
Royalti (royaity rate) X- dasar royald (royalty base). Tarif royalu
diungkapkzn datam persentase tertentu, sedangkan dasar royaiti dapat
berbentuk unit produksi, penjualan atau laba. Dasar royalti yang paling
sering dijumpai adalah nilai bersih penjualan )ﬂﬁg pada prinsipnya berarti
harga jual produk yang dihasilkan di bawah lisensi dikurangi pajak
penjualan, rabat atau potongan hinnya.**

Royaltl dapat juga ditetapkan dengan nilai tertentu untuk seluruh
masa komrak, sehmgga disebut fixed royalty rate. Selain itu, tarif royalti
juga dapat ditetapkan berubah-mbah selama jangka waktu kontrak,
sehingga disebut variable royalty rate.*

Suatu pembayaran royalti tahunan yang minimal (royaiti
minimum tahunan) adalah untuk menjamin agar pemegang lisensi

akan memelihara sesuatu tingkat produksi yang minimal. Hal ini biasanya

% Sumantoro, op.cit., hal. 69.
* Pamuntjak, op.cit., hal. 165.

% fbid.
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terjadi dalam praktek bila menyangkut lisensi eksklusif. Jika pemegang
lisensi gagal memenuhi royalti minimum maka mungkin akan berakibat
hitangnya eksklusivitas.”’

Royalti bayar penuh (paid up) adalah royalti total yang harus
dibayar selama periode kontrak dengan kapasitas pabrik (design capacity)
tertentu. Royalti bayar penuh ini digunakan sebagai dasar ketika ongkos
lisensi dibayar datam angsuran.*®

h. Hambatan-hambatan dalam Alih Teknologi
' Pihak yang membutuhkan teknologi (technology acquirer) di negara-
negara berkembang sering menghadapt hambatan yang serius dafam
berurusan dengan piﬁak yang menguasai teknologi (technology holder) di
negara-negara maju. Menurut Soeropati, pada dasarmya hambatan tersebut
dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :**
1. Yang muncul karena ketidaksempurmaan pasar bagi teknologi.
Sebagian besar teknologi dikuasai oleh segelindr perusahaan di
negara-negara maju sehingga yang menggejala adalah ekspor
teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara
berkembang. Sebagian kecil teknologi memang dihasitkan oleh
para penemu di negara-negara berkembang tetapi impor

teknologi dari negara-negara berkembang ke negara-negara
maju tidakiah signifikan; ' :

47 jbid., hal. 106.

] bid. .

5 Soeropati, op.cit., hal. 88-89. (f. Sumantoro, op. dt., hal. 26 - 27, yang menyatakan bahwa selain
ketiga hambatan tersebut, masih ada iagi hambatan keempat yaitu hambatan sumber keuangan karéna
tingginya biaya teknologi bagi negara berkembang, terutama dalam menemukan faktor-fakror yang
menentukan harga yang layak. Dan, keempat hambatan tersebut masih umum sifatnya, sebab secara rind
dmdmmmmmmmmmmmmmtwmm:
ketergantungan teknologi pada negara maju; kurangrya informasi dan alih teknologi di negara
" berkembang; lemahnya kemampuan negosiasi alih teknotogi dan belum mantapnya perangkat peraturan
pmn@g*uﬁmmgnmgmrms&ﬁmkndoﬂmmkmnm%@ddmke@ﬂndh

g e— e o o e, | 1 e TR o T e RER R



)

2. Yang disebabkan oleh kekurangan pengalaman dan ketrampilan

3.

dari perusahaan dan lembaga di negara-negara berkembang
dafam membuat pengaturan legal untuk penguasaan teknologi.
Perancangan kontrak (contract drafting) di bidang alih teknologi
kurang dikuasai oleh ahli hukum di negara-negara berkembang
karena merupakan suatu kesenian hukum yang memeriukan
pelatihan dan pemahaman khusus; dan

Yang berupa sikap pemerintah baik penguasa fegislatif ataupun
administratif di negara-negara maju maupun berkembang. Sikap
demikian mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan tata cara
nasional yang dirancang untuk mendorong arus teknologi ke
dan penguasaan teknologi oleh negara-negara berkembang.

Hambatan-hambatan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh

Soeropati sebagai berikut :™

{. Terjadinya konsentrasi sumber teknologi dan keengganan

2.

3.

pemilik teknologi untuk mengalihlan teknologi;

Adanya ketergantungan teknologi dan ekoromi untuk
memperoleh teknologi dari fuar negert;

Kurangnya informasi dan pengalaman di negara-negara
berkembang di bidang teknologi;

Kelangkaan sumber daya finansial dan mahalnya biaya

- teknotogi;

Keuntungan tak Iangsung pemberi teknologi dari pasokan
masulan terkait teknologi dan dari masulan pengendah
teknologi;

Tidak memadainya kerangka legal bagi transaksi alih teknologi ;
Kurangnya ketrampilan dan informasi tentang gatra hukum
transaksi alih teknologi;

Tidak memadainya kontrol pemerintah dan kurangnya
pemahaman tentang gatra komersiai dari alih teknologi.

i. Tolok Ukur (Kriteria) Keberhasilan Alih Teknologi

Sejalan dengan pengertian alih teknologi yang dipergunakan dalam

tesis ini yaitu alibh pengetahuan untuk menciptakan dan mempergunakan

peralatan guna memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, maka tolok ukur

™ Seeropati, ibid., hal. 89-93.
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(kriteria) yang dipakai untuk menentukan terwujud tidaknya alih teknologi,
yang dipergunakan dalam tesis ini, adalah tingkat penguasaan teknologi.
Dengan demikian alih teknologi dikatakan terwujud apabila paéa pihak
penerima teknologi (trans-)%reé)/technology recipient) sudah dapat meméhami
‘dan menguasai sepenuhnya teknologi yang dialihkan tersebut dan kemudian
mampu mengembanglkan lebih fanjut sehingga berhasil menciptakan
{menemukan) teknologi batl" Dan hal ini hanya dapat dicapai apabila dalam
teknologi yang dialihkan tersebut termasuk know how. Oleh karena itu, dalam
perjanjian alih teknologi tersebut harus dimuat ketentuan tentang pemberian
know how, atau perjanjian alih teknologi tersebut ditkuti dengan perjanjian
lisensi know how.™
Dengan mengingat bahwa penyerahan dokumen tentang know how
meskipun lengkap tapi tidak cukup memadai tanpa adanya pelatihan dan
pengamatan terhadap teknik manufaktur, maka untuk bisa menggunakan;
teknologi yang penggunaannya dilisensikan tersebut, dalam perjanjian alih
teknologi juga perlu dimuat ketentuan mengenai pemberian bantuan teknis

(technical assistance) dan pelatihan (training).”

7 Oleh Melvin Kranzberg, tingkat penguasaan teknologi tersebut disebut capacity transfer yang
merupakan fase ketiga dalam pengafihan teknologi pada level internasional. Lihat : Syamsudin Ukardi,
op.cit. :

7 | ihat : Khairandy, Praktik, op.cit., hal. 61 - 62.

7 Mengena hal ini Erman Radjagukguk mengatakan bahwa “untuk terjadinya alih teknologi (dalam
rangka penanaman modal asing) it yang perlu dimuat di dalam perjanjian adalah antara lain mengenai
patent, training, technical assistance dan R & D section”. Lihat : Hermansah, “Peranan Perjanjlan Lisensi
Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya Dengan Pengembangan Industrialisasi* (Tesis Magister,
Program Pasca Sarjana limu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang , 1999), hal. 188.
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3. Pengaturan Alih Teknologi di Indonesia

Sampai saat ini indonesia befum mempunyai undang-undajng yang
secara khusus mengatur mengenai alih tekriologi. Ketentuan yang berkaitan
|

dengan alih teknologi dapat dijumpai dalam berbagai undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 tentang Perlmanamén

Modal Asing (PMA) di mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b teknologi

masuk dalam kategori modal yang dibawa oleh investor asing, alih t}aknologi
- |

|
pada perusahaan modal asing diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa :

|
Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan
dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas {atihan dan pendidilan dl dalam
dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara
Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur uenaga-uenaga warga
negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesna

Ketentuan mengenai alih teknologi juga dapat ditemulan dalz‘lm Pasal

16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
e

yang menyatakan : {

(2) Apabila perangkat teknoclogi industri yang d:periukan tidak

. tersedia atau tidak cukup tersedia di dalam negeri, pemennuh
membantu pemilihan perangkat teknologi industri dari luar negeri
yang diperiukan dan mengatur pengalihannya ke dalam negen

(3) Pemilihan dan pengalihan teknologi industri dari luar negen ‘yang
bersifat strategis dan diperfukan bagi pengembangan industri di
dalam negeri, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemenmzh

|

|

Sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum dibuat.

Selain kedua undang-undang tersebut, alih teknologi juga diatur dalam
berbagai unda_ng—undang mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual, yaitu (Huu
Paten (Pasal 76 sampai dengan Pasal 80); (2) UU Merek (Pasal 44 sampai

dengan Pasal 50); (3) UU Desain Industri (Pasal 33 sampai dengan Pasal 36);
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(4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang/UU Rahasia

Dagang (Pasal 6 sampai dengan Pasai 9); di mana ditentukan bahwa alih

teknologi dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi.

Untuk lebih jelasnya berikut ini pasal-pasal yang mengatur mengenai afih

teknologi tersebut alan dikemulakan satu persatu.

L.

Pasal 76 Ul Paten :

(1) Pemegang Paten berhak memberi lisensi kepada orang lain berdasarian
surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Kecuali jika diperjanjikan fain, maka lingkup lsensi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana
dimalcsud Pasal 17, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan
dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 44 UU Merek :

- (}) Pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada orang lain

dengan perjanjian untuk menggunakan mereknya baik ‘untuk sebagian
atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk di dalam satu kelas.

(2) Perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia kecuali jika diperjanjikan fain, untuk jangla wakw yang tdak
lebih hma dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang
bersangkutan.

Pasal 33 UU Desain Industri:

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain
berdasarkan perjanjian lisensi umtuk melaksanakan semua perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 6 UU Rahasia Dagang :

Pemegang hak Rahasia Dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain

berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.
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Menurut ketentuan Pasal 79 UU Paten, Perjanjian Lisensi Paten Wajib
dicatatkan pada Kiantor Paten sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara
pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Sehin itu datam Pasal 44 UU Merek juga ditentukan bahwa
Peqaman Lisensi Merek wajib dicatatkan pada Kantor Merek sesuai dengan .
syarat-syarat dan tata cara permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang diatur

dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Pasal 80 UU Paten dan Pasal 50 UU

-~ Merek dinyatakan bahwa ketentuan lebih fanjut mengenai perfanjian lisensi

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sampai sekarang berbagai
Peraturan Pemerintah tersebut di atas belum ada sehingga pasal-pasal yang
mengatur mengenai perjanjian lisensi Paten atau Merek belum berlaku efektif
(belum dapat dilaksanakan). Sementara itu, pemerintah sudah membuat RUU
Paten dan RUU Merek dan sedang dibahas oieh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

Mengex;ai perjanjian fisensi Desain Industri dan Rahasia Dagang,
menurut Pasal 35 ayat |, UU Desain industri dan Pasal 8 ayat | UU Rahasia
Dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Menurut Pasal 36 ayat 3 UU Desain Industri dan Pasal 9 ayat 3 UU Rahasia
Dagang, ketentuan perjanjian lisensi alan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Presiden. Saat ini Keputusan Presiden tersebut sedang dipersiapkan.

R e
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B. Aspek Hukum Kontrak Dalam "Technical Assistance Agreement” (Perjanjian

Bantuan Teknis)

Aspek Hukum Kontrak Nasional

a. Pengertian Kontrak

Perkataan "kontrak" adalah terjemahan dari "contract" yang
mempunyai pengertian yang sama dengan “perjanjian” atau "persetujuan”
yang merupakan terjemahan dari "&greemem"." Di dalam Burgerlijk Wetboek _
(BW), kontrak disebut "overeenkomst’, yang artinya di dalam bahasa
Indonesia adatah perjanjian, kontrak, persetujuan.”
| Kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang
menimbulian kemmjiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal
tertentu™ Sedanglan perjanjian, menurut Pasal 1313 KU Perdata, adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih. Atau ménurut Subekti, "suatu perianjian
adalah suatu peristiwva di mana seorang berian‘ji untuk melaksz;tnakan suatu
ha".”

Dalam praktek, perkataan kontrak dan perjanjian dipergunakan

secara berbeda. Apabila perjanjian yang diadakan oleh para pihak berbentuk

™ Lihat : john M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris - Indonesiz (Reproduksi dari edisi

Amerika yang berjudul *An English - Indonesian Dictionary”), Cetakan ke Xll, (akarta : P.T. Gramedia,
Maret 1994), hal. 19 dan 144.

™ Lihat : S. Wojowasito, Kamus Umum Indonesia - Belanda (jakarta : Penerbit Ichtiar Baru - Van

Hoeve, 1985), hal. 476. Lihat juga : Marjanne Termorshuizen, Caroline Supriyanto - Breur dan Hilty
Djchani - Lapian, Kamus Hukum Belanda - Indonesia (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999), hal. 294.

 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (Fifth Edition; St. Paul Minnesota’: West

Publishing Co., 1979), p. 291-292.

77" Subekti, Hukum Perianjian, Cetakan ke i} (Jakarta : P.T. Intermasa, 1991), hal. 1.
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tertulis disebut kontrak, sedangkan yang tidak tertulis disebut perjanjian. Hal
ini sesuai dengan apa yang dilkatakan Radjagukguk bahwa “suatu kontrak
pada dasarnya adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan-

keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersilnya, dan -

‘ bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggung jawabnya

dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.”® Karena “Technical Assistence
Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) adalah perjanjian berbentuk tertulis
maka untuk selanjutnya akan dipergunakan istilah "kontrak®. | N ‘

* Masalah kontrak diatur di dalam Buku It KUH Perdata yang terd iri
dari dua bagian, yaitu bagian umufn dan bagian khusus.‘Bagian umum (Bab
Kesatu sampai dengan Bab Keempat) mengatur tentang perikatan-perikatan
pada umumiiya, perikatan-perikatan yang fahir dari perjanjian atau kontrak,
perikatan-perikatan yang lahir karena undang-undang, dan tentang hapusnya
perikatan. Sedangkan bagian khusus (Bab Kelima sampai dengan .Bab

Kedelapanbelas) mengatur tentang perjanjiari—perianjian khusus yang disebut

' perjanjian bernama, seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.

. Asas-asas Hukum Kontrak

Dalam membuat kontrak, di samping harus memperhatikan
ketentuan-ketentuan yang berlaku, juga harus memperhatikan asas-asas yang

terdapat dalam hukum kontrak pada umumnya. Asas-asas tersebut adalah :

B Erman Radjagukguk, Kontrak Internasional, Makalah disampaikan pada ceramah program
*Continuing Legal Education” (CLE), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman R,
Jakarta, 14 Mei 1994, hal.l. _ ‘

e e GRS © e s ren m|s i i ST .



73
f. Asas Kebebasan Berkontrak
VAsas kebebasan berkontrak (contracts vrijheid atau partij
autonomie) yang di dalam pustaka-pustaka berbahasa Inggris disebut
“Freedom of Contract" atau “Liberty of Contract” atau “Party Autonomy”,
yang sebenamya adatah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas
yang dipelopori oleh Adam Smith, merupakan asas yang sifathya
universal, artinya berfaku juga pada hukum perjanjian di regara-negara
lain.” Asas kebebasan berkontrak ini juga dianut oleh hukum kontrak
Indonesia (Pasal 1338 KUH Perdata).* |
Sesuai dengan asas keBebasan berkontrak yang dianut oleh KUH
Perdata sebagaimana ditentukan dafam Pasal 1338, maka setiap subyek
hukum bebas mengadakan kontrak menurut kehendaknya sendm, baik
terhadap kontrak yang sudah diatur dalam undaﬁg-undang, maupun yang
belum ada pengaturannya. Dengan asas kebebasan berkontrak ini berarti
Buku 1l KUH Perdata menganut sistem terbula. Dan oleh karena itu,
maka Hukum Perilkatan, yang diatur dalam Buku i KUH Perdata
merupakan hukum pelengkap, artinya orang boleh memakai peraturan-
peraturan yang ada dalam Buku ill, boleh tdak. Kalau perjanjian yang

dibuat oleh orang-orang itu tidak diatur sendiri dalam perfanjian itw,

? Sutan Remy Siahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagt Para Pihak
dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia_(Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 17-18.

% Manuwut Purwahid Pamrik, asas ini merupakan tiang dari Hukum Perdata, khususnya Hukum
Perikatan Buku Il K.U.H. Perdata, Artinya Kebebasan Berkontrak adalah pokok di mana bangunan Hukum
Perdata itu berdiri. Lihat ; Purwahid Patrik, Asas licikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian (Semarang :

‘. Badan Penerbit UNDIP, t.th.), hal. 3.
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maka Buku l_l! akan dipakai. Tetapi apabila orang-orang sudah mengatur
sendiri isi dan akibat perjanjian maka Buku Ui boleh dikesampingkan.®'

Menurut Rutten, yang dimaksud dengan asas kebebasan
berkontrak adalah "orang bebas, membuat atau tidak membuat, bebas
menentukan isi, beriakunya dan syarat-syarat perjanjian, déngan bentuk
tertentu atau tidak, dan bebas memilih undang-undang mana yang alan

. dipakainya untuk perjanjian itu".*

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum kontrak indonesia
meliputi ruang lingkup sebagai berikut :** |

{I) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. -

(2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa i ingin

membuat perjanjian.
(3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dani

perfanjian yang akan dibuatriya.

{4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.

(5) . Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

(6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan
undang-undang yang bersifat opsional (aarvulfend, optional).

Asas kebebasan berkontrak menjadi begitu penting karena
digupa@ sebagai prmsnp kunci dalam mengembangkan b.erbagai jenis
perjanjian yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum dan
praktik hukum di Indonesia, contoh : perfanjian p;tu.ngan, perjanjian

bantuan teknis dan sebagainya. Sebaliknya asas kebebasan berkontrak

' Patrik, op. cit., hat. 2.

% { EH, Rutten, Handleiding tot de be - oefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, derde
deel, Verbintenissenrecht, tweede stk (Zwolle : W.EJ. Tjeenk Willink, 1952), hal. 28. Seperti dikutip
Patrik, ibid., hal. 3.

8 Sahdeini, op. cit., hal. 47.
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bukan tanpa batas. Sudah lama negara Qmpur @angan dalam kebebasan
berkontrak, untuk melindungi pihak yang lemah atau untuk mencapai
tujuan-tujuan kepentingan umum yang lebih fuas.* |

Selain ini ada beber#pa pembatasan yang diberikan oleh pasal-
pasal KUH Perdata terhadap asas kebebasan berkontrak yang membuat
asas ini merupakan asas yang tidak tak terbatas. Pembatasan-pembatasan |
tersebut adafah :* |

(1) Ketentuan Pasal 1320 ayat | yang menentukan bahwa kontrak tidak
sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat-dari para
pihak yang membuatnya, mengandung arti bahwa asas kebebasan
berkontrak dibatasi oleh asas konsensuafisme.

(2) Dari pasal 1320 ayat 2 dapat pufa disimpulkan bahwa kebebasan
orang untuk membuat kontrak dibatasi oleh kecakapannya untuk
membuat kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-
undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak
mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak. Menurut Pasal
1330, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakian di bawah
pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat kontrak.

(3) Pasal 1320 ayat 4 jo. 1337 menentukan bahwa para pihak tidak
bebas untuk membuat kontrak yang menyangkut causa yang dilarang
oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau

- bertentangan dengan ketertiban umum..

(4) Pasal 1332 memberikan arah mengenai kebebasan pihak untuk

membuat kontrak sepamjang yang menyangkut obyek perjanjian.

8 | ihat : Radjagukguk, op. cit., hal. 2-3. |
Tindakan negara yang mempakanampurmgmterhadapisiperjarqianymgditxmoteh para

pthak, untuk melindungi pihak yang lemah antara lain dapat dilihat pada Pasal 3 Perawuran Pemerintzh
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perfindungan Upah, yang menentkan bahwa “pengusaha dalam
menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-aki dan buruh wanita untuk
pekerjaan yang sama nilainya”. Sedangkan tindakan negara untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan
wmum yang lebih luas, antara lain dapat difihat pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989

_ tentang Paten (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun [997) yang menentukan

bahwa “perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang fangsung maupun tidak lengsung dapat
menimbutkan aldbat yang merugikan ~perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang
menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada
umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya'.

® | ihat : Sjahdeini, op. cit., hal. 4B - 49.
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Menurut Pasal 1332 tersebut adalah tdak bebas untuk
memperianjikan setiap barang apapun. Menurut pasal tersebut hanya
barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat
dijadikan obyek kontrak
(5) Pasal 1338 ayat 3 menentukan tentang berlakunya "asas iktikad baik"
_ datam melaksanakan kontrak. Berlakunya asas itikad baik ini bukan
saja mempunyai daya kerja pada waktu kontrak dilaksanakan, tetapi
juga sudah mulai bekerja pada waktu kontrak itu dibuat. Artinya,
bahwa kontrak yang dibuat dengan berlandasian iktikad buruk,
misainya atas dasar penipuan, maka kontrak itu tidak sah. Dengan
- demikian asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan
_ suatu pihak dalam membuat konwrak tidak dapat diwujudkan
| ' sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh iktikad baiknya.

2. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat | dan 2 KUH Perdat,

pada dasarnya setiap kontrak adalah mengikat sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuamya; tidak boleh dirobah dengan jalan dan

cara apapun, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak.* Kekuatan

mengikat kontrak ini dimulai sejak saat dipenuhinya syarat sahnya
kontrak,* berarti sejak saat itu pihak-pihak harus memenuhi apa yang
telah dijanjikan.”

Meng'ikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhad:;p

perjanjian tersebut berakibat hukum sama dengan melangﬁar undang-

undang.”

% purwahid Patrik, Asas ltikad Baik Dan Kepatutan Sebagai Dasar Unwk Merevisi isi Perjanjian,

! makalah disampaikan pada Lokakarya Hukum Ekonomi tentang Perbandingan Hukum Perjanjian, yang
diselenggarakan atas kerjasama Kantor Menko EKKU dan Wasbang, Fakuitas Hukum Universites Indonesia
| dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 9 Desember 1993, hal. 1.
‘ ¥ uafir Sumardi, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional (Bandung : P.T.
Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 42.

® Rutten, op. cit.. Sepert dikutip Patrik, op. cit.

* Sumardi, op. cit.
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Demi kepastian hukum, pacta sunt servanda tidak dapat berubah
kecuali kalau ada risikc perdagangan yang meruéakan "act of God"
(keadaan memaks2) atau kalau kerugian ftu ditanggung oleh salah satu

pihak.*

. Asas Kesepakatan (Konsensualitas)

Asas Kesepalatan (Konsensualitas) dapat disimpulkan dari Pasal
1338 KUH Perdata. Maksud dari asas ini adalah bahwa untuk f@hirnya
suatu kontrak cukﬁp dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal

pokok dari kontrak tersebut, maka pada saat itu pula kontrak sudah sah

“atau fahir dan mempunyai kekuatan mengikat tanpa harus diikut oleh

perbuatan hukum !ain, kecuali kontrak yang bersifat formal." Artinya
kontrak itu selesai karena persetujz.:an kehendak atau konsensus semata-
mata.”™

Asas kesepakatan (konsehsuafitas) merupakan asas yang universal
yang terdapat dalam KUH Per&ata, dan konsensus merupakan syarat
mutiak bagi lahimya kontrak dalam hukum kontrak modern.”

Radjagukguk menamakan asas kesepakatan (Konsensudlitas) ini
sebagai “prinsip penawaran dan penerimaan® yang mirip dengan prinsip

"offer and acceptance” dalam sistem hukum Anglo Saxon.™ Tetapi dalam

* Patrik, op. cit.

% Sumardi, op. at., hal. 41.

7 Rutten, op. Gt.

% Sumardi, op. cit.

# Radjagukguk, op. cit.. hal. 4.
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praktek, proses terjadinya kesepakatan tidaklah sesederhana yang
. digambarkan dalam kata-kata "pénawaran” dan ‘penerimaan” belaka.
Mungkin saja kita menjumpai adanya “penawaran" dan "penerimaan” dan
dengan begitu saja kita mengkonstatik (sicf) telah terjadi kesepakatan.
Namun hal itu hanya terjadi dalam kontrak-kontrak yang sangat

sederhana sifatnya. Dalam kontrak-kontrak bisnis yang kompleks, yang

diliputi oleh pebagai masakh, khususnya tentang resiko, baik di bidang
komersial maupun yang bersifat yuridis, yang melibatkan pihak-pihak
yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, proses terjadinya
kagpakztan tidak hanya terbatas pada adanya “pemwax;n“ dan

"oenerimaan’ sya. Kedua belah pihak, sebelum terjadinya suatu

kesepakatan, dibebani oleh kewajiban-kewajiban yang seimbang. Proses
| : "penawaran” dan "penerimaan” diliputi oleh “the obligaﬁon to exercise due
deligence” dan “the obﬁéaﬁm to provide adequate information” oleh para
pihak.” |
I 4. Asas lktikad Baik
Asas ikdkad baik Wt penting dalam membuat suatu perjanjian.
Yang dimaksud dengan iktikad baik di sini adalah bertindak sebagai

pribadi yang baik.* Pihak yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan

dengan dasar iktikad baik, walaupun tidak disebutkan dalam kontrak

% Kartini Muljadi, "Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan

Hukum Kontrak Nasional”, Perterauan limiah Tentang Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Bisnls Di
Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman (Jakarta, 1994), hal. 20 - 21.
% Sumardi, op. cit. .
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yang bersangkutan, dapat meyakini bahwa tindakannya tersebut akan
dilindungi oleh hukum.”

Menurut Pasal 1338 KUH Perdatz., persetujuan harus
ditaksanakan dengan iktikad baik. Ketentuan ini pada umumnya diartikan
bahwa iktikad baik ftu harus ada pada saat dilaksanakannya kontrak.

| Padahal suatu kontrak merupakan suatu rangkaian dari proses hubungan
timbal balik yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya,
_sehingga saat pelaksanaan suatu koatrak tidak bisa dipisahkan dari
periode  negosiasi  yang mendahuluinya dan saat pembuatan/
~ penandatanganan kontrak. Maka dari ltu _ikeikad baik ﬁdak hanya
disyamtkan'ada pada saat pelaksanaan, melainkan juga pada saat
pembuatan/penandatanganan dan bahkan pada saat negosiasi yang
mendahului difahirkannya suatu kontrak. Ada atau tidaknya iktikad baik,
terutama pada saat ditandatanganinya dan lebih-lebih pada periode yang
mendahrului fahirnya suatu kontrak, tdak dapat ditepaskan dari jawaban
atas pertanyaan apakah pihak yang satu b-enar-beﬁar melakukan “the
obligation to exercise due deligence” dan apalkah pihak yang fain tetah.
melakukan “the obligation to provide adequate information”. Dengan

demikian, asas iktikad baik adatah fondasi dari hukum kontrak kita.™

" Radjagukguk, op. cit., hal. 5.
% Mufjadi, op. cit., hal. 21.
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Menurut Prodjodikoro, ‘“asas iktikad  baik berbeda dengan
7 kepatutan, iktikad baik pada hakekatnya terletak dalam diri orang yang
bersangkutan, dan merupakan unsur subyekdf, sedangkan kepatutan
rnerubakan unsur obyektif yang pada pokoknya tergantung dari keadaan
perjanjian™.”
5. Asas Kepatutan dan Kebiasaan
Asas kepatutan dan kebiasaan harus diperhatikan dalam membuat
suatu kontrak. Sebagai ukuran dari kepatutan dan kebiasaan adalah
pergaulan hidup masyarakat di mana kontrak itu akan dilaksanakan.
Suatu kontfak apabila isinya dirasakan kurang patut atau bertentangan
dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, maka dapat
mengakibatian batalnya kontrak tersebut. Karena ftu, baik kepatutan
maupun kebiasun sifatnya juga mengikat. Hal ini sesuai dengan makna
yang terkandung dalam pasal 1339 KUH Perdata yang menegaskan
bahwa ‘"perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang diatur
secara tegas di dalamnya, tetapi ﬁiuga terhadap hal-hal yang menurut
sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".'™
6. Asas Berlakunya Kontrak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, maka suatu

kontrak hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Oleh sebab

® Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian (Bandung : Penerbit Sumur, 1979), hal. B7.
Seperti dikutip Patrik, op. dit., h. 3.
1% Sumardi, op. cit., hal. 42.
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itu, kontrak yang dibuat tidak boleh merugikan atau menguntungkan
pihak ketiga, kecuali apabila kontrak tersebut dibuat untuk kepentingan
pihak ketiga.
"¢ Syarat-syarat Sahnya Suatu Kontrak
Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya
suatu kont:.‘ak. para pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
l. Sepakat mereka yang mengikatian dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halai.'"
Keempat syarat tersebut akan diuraikan satu persatu di bawah ini.
|. Sepakat Merela Yang Mengikatkan Dirinya
Suatu kontrak baru dapat dikatakan sah apabila para pihak yang
mengadakan kontrak telah mencapai kata sepakat atau persesuaian
kehendak mengenai hal-hal pokok dari konﬁk yang diadakan itu.
Artinyza apa yang dikehendaki oleh pihék yang satu, juga dikehendaki oleh
pihak yang lain.
Sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdaw, tiada sepakat yang sah
apabila sépakat itu diberikan secara kekhilafan, atau diperolehnya dengan

paksaan atau penipuan.

'™ Ketiga syarat pertama sama dengan yang dianut oleh common law system, yaitu mutuadl assent,
capacity, dan subject matter. Sedangkan syarat keempat bukanlah sebab yang dibolehkan, melainkan
consideration yaitu prestasi dan Konmra prestasi yang disanggupkan oleh masing-masing pihak. Lihat : Peter
Mahmud Marzuki, *Kontrak dan Pelaksanaannya’, makalah, t.th., hal. 14-15. Lihat juga : "The Law of
Contracts®, The Colfier, Quick and Easy Guide to LAW, Jesse S. Raphael (First Edition; New York : Collier

" Books, 1962), hd. 12.
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Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khitaf tentang hal-hal
pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari
barang yang menjadi obyex kontrak, émupun mengenai orang dengan
siapa diadakan kontrak itu.'” Dengan perkataan kin, kekhilafan dapat
mengenai obyek yang diberjaniikan atau mengenai orang yang
merupakan pihak fawan dafam kontrak itu.'® Mengenai hal ini diatur
dalam Pasal 1322 KUH Perdata.
Paksaan dapat berupa paksaan secara fisik maupun mental kepada
yang membuat perjanjian.'®* Mengenai hal iﬁi diatur di dalam Pasal 1324
KUH Perdata.-
Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja
memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai

dengan tipu musfihat untuk membujuk pihak lawan agar memberikan

persetujuannya.’™ Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1328 KUH

Perdata.
Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Mengrut Pasal 1329 KUH Perdata, para pihak yang membuat
perikatan harus cakap menurut hukum. Tetapi undang-undang tidak

menetapkan siapa saja yang dinyatakan mempunyai kecakapan untuk

12 Arje S. Hutagalung, Hukum Perjanjian Di Indonesia : Masalah-Masalah Praktis dalam Pembuatan
Perjanjian Bisnis, Komponen Pelatihan Hukum, ELIPS PROJECT, Nopember - Desember 1993, hal. 3.

1% Marniki, op. cit., hal. 15.

14 fbid. Tetapi Menurut Hutagalung, op. cit., paksamadalahhmya(tambaimdmpmuis)paksaan
rohani atau paksaan jiwa terhadap orang yang membuat suatu perjanjian. :

1% | ihat : Marzuki, op. cit. dan Hutagalung, iid., hal. 3-4.
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membuat perikatan. Di dalam Pasal 1330 KUH Perdata bahkan
ditetapkan mereka yang tidak cakap untuk membuat perikatan, yaitu :
(1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah
pengampuan; (3) orang-orang pérempuan yang berada dalam ikatan
perkawinén. Ketentuan terakhir tersebut {nomor 3) oleh Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dianggap tidak berlaku lagi.

Mériurut Pasal 330 KUH Perdata, orang-orang yang beium
dewasa adalah merela yang belum mencapai umur genap dua puluh satu
tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sedangkan mereka yang
ditaruh di bawah péng‘ampuan, sesuai dengan Pasal 433 KUH Perdata,
adalah setiap ;rang dewasa (berarti telah genap berumur dua puluh satu
tahun) tetapi karena boros, dengu, sakit otak atau mata gelap'® dianggap
tidak mampu bertindak secara hukum. |

| Dengan demikian, secara a contrario, mereka yang tidak termasuk
ke dalam Pasal 1330 mempunyai kecakapan untuk membuat
perjanjian.'?’
Suatu Hal Tertem':u

Syarat ke tiga sahnya suatu kontrak adalah adanya objek tertentu.
Dalam hal ini, apa yang diperjanjikan harus jelas dan mungkin untuk
ditaksanakan,'® termasuk hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika

timbul suatu persefisihan.'”

19 Oleh Marzuki, ibid, hal. 15-16, dinamakan “faktor mental yang terbelakang (retardatio mentalis)".

'°7 thid.
"% Ibid.

'® Hutagalung, op. cit., hal. 4.




4. Suatu Sebab Yang Halal
Suatu sebab yang halal, yang oleh Marzuki dinamakan "sebab yang
dibolehkan“,- sebenarnya merupakan "apa yang diinginkan oleh para
pihak® yang tidak lain daripada isi perjanjian itu sendiri. Sebab yang
dibolehkan artinya perjanjian itu harus mengandung isi yang tdak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban
umum.'' '

Syarat pertama. dan kedua, sebagaimana diutarakan di muka
disebut §yarat subyektif. Apabila suatu kontrak tidak memenuhi salah satu
dari kedua syarat tersebut, konsekuensi hukumnya adalah kontrak tersebut
dapat dimintakan panbam}mﬁya (vernietigbaar). Sedangkan syarat ketiga dan
keempat disebut syarat obyektif. Apabila suatu kontrak melanggar salah satu
dari kedua syarat tersebut, konsekuensi hukumnya adalah kontrak itu batal
demi hukum (van rechtwegenie;ig).

Apabila syarat-syarat sahnya kontrak sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah dipenuhi, kontrak itu sudah dapat
dikatakan sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH
Perdata, kontrak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan

undang-undang.

Mengenai bagaimana formalitas suatu kontrak, KUH Perdata tidak

mensyaratkan bahwa kontrak harus dilakukan dalam bentuk terulis.

"9 Marzuki, op. dt.

[ —— . . © et g e e e R 1§ e S o e e R T T vy



85
Kontrak dapat dilakukan secara lisan a@u tertulis, dengan suatu akte di
bawah tangan atau akte otentik. Meskipun untuk kontrak—kontzfak tertentu
disyaratkan harus tertulis bahkan harus déngan akte otentik yang dibuat di

' hadapan notaris, misalnya Pasal 1682 tentang Hibah.

Dalam praktek, pada umumnya para pihak dalam suatu perjanjian
menginginkan perjanjian mereka dibuat dalam bentuk tertulis, baik dalam
bentuk akre di bawah tanéan, akte yang dilegalisir oleh notaris maupun akte
notariel (akte otentik) untuk memperkuat dan mengamankan. kedudulan
mereka.apabila terjadi sengketa, lebih-lebih dalam transaksi bisnis yang
berskala besar.'" |

Berikut ini adalah tinjauan singkat terhadap bentuk-bentuk
perjanjian tertulis menu;ut Hutagalung ;'

i. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak
yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat
para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan
mengikat pihak ketiga. Dengan kata fain, jilka perjanjian tersebut
disangkal oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu
pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan
bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa
keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan
tidak dapat dibenarian.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan
para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen
semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan
para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidakiah
mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun
pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus
membuktikan penyanghkalannya.

"' {ihat : fhid., hal. | dan 16. Dan Hutagalung, op. Git., hal. 5.
"2 Hutagalung, ibid., hal. 5-7.
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3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk
akte notariel. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang
sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak
ketiga. Suatu akta notariel yaitu akta yang dibuat oleh dan di
hadapan notaris merupakan bukti prima facie mengenai fakt,
yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akt
tersebut, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum
yang mempunyai kewenangan untuk memberi kesaksian atau
melegalisir suatu fakta. fika isi dari aicta semacam itu disangkal
di suatu pengadilan, maka pengadilan harus menghormat dan
mengakui isi akta notariel, kecuali jila pihak yang menyangkal
dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah
diganti atau bahwa hal tersebut bukanfah yang disetujui oleh
para pihak, pembuktian mana sangat berat.

d. Berakhimya Kontrak

Pasal 1233 KUH Perdata menentukan "bahwa tiap-tiap perikatan
dilzhirkan baik karena persetujuan maupun lca;jena undang-undang”, maka
berakhirnya semua perikatan yang terjadi dalam kontrak tersebut akan
menjadi salah satu sebab berakhirnya kontrak yang bersangkutan.

Selain itu menurut Pasal {381 KUH Perdata, suatu kontrak dapat
berakhir karena : {l) pembayaran, (2) penamrﬁn pembayaran tunai
diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, (3) pembaharuan utang,
(4) perjumpazn utang awu kompensasi, (5) percampuran utng,
(6) pembebasan utangnya, (7) musnahnya barang yahg terutang,
(8) kebatalan atau pembatalan, (9) berlakunya suatu syarat batal, yang'diatur
dalam bab kesatu KUH Perdata, dan (10) lewatnya waktu (daluwarsa).

| Sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata., maka kontrak
dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, tetapi harus dengan

keputusan pengadifan. Hal ini dapat terjadi dalam suatu kontrak timbal balik,
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di mana apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka pihak

yang kain dapat meminta pembatalan kontrak tersebut pada pengadilan. Oleh

karena Pasal 1266 dan 1267 KUM Perdaa adaah ketentan yang berlaku

dalam hal para pihak tidak menentukan sebaliknya, maka para pihak dapat

mengesampingkan kedua pasal tersebut dan memberiakukan kétentuan-

ketentuan yang dipetjanjilan. Selain itu kedua pasal tersebut merupakan

~ kaidah ketertiban umum Indonesia, karenanya Pasal 1266 dan 1267 KUH
" Perdata tidak beriaku dalam perjanjian yang menggunakan hukum af;ing.“’

. Selain itu berdasarkan sebab-sebab sebagaimana diutarakan di
muka, suatu konwrak juga dapat berakhir berdasarkan sebab-sebab benkut
ini : (a) jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut telah
berakhir, (b) adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian
tersebut, (c) ditentukan oleh undang—undang, misainya perjanjian a-kan
berakhir dengan meninggainya salah satu pihak peserta perjanjian
tersebut,"™ (d) adanya putusan hakim, dan (e) tujuan yang dimaksud dalam
perianjian tefah tércapai.' ¥

2. Aspek Hukumn Kontrak lnternasional
2. Pe_ngertian Kontrak internasional
Kontrak Internasional adalah kontrak yang memperiihatkan unsur-

unsur asing (foreign element, unsur luar negeri),'"® sebab kontrak tersebut

" {ihat : MHutagalung, ibid., hal. 10 dan 17.

M4 {jhat ; Pasal 1318, 1603 (j) dan 1646 KUH Perdata.

M5 Sumardi, op. cit., hal. 43 - 44.

U6 Sudargo Gautama, “Kontrak Internasional”, dalam Pertemuan Hemiah, op. dt.. hal. 65. Lihat juga :
Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional : Himpu nan Ceramah dan Prasaran (Bandung : Alumni,

1976), hal. 1.
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terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda,
atau terfadi mﬁm pihak-pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang sama
tetapi pelaksanaannya (baik sebagian maupun secara kesefuruhan) di negara
fain.'"” Berarti ai sini terkait lebih dari satu sistem hukum. Sehingga akan
muncul persoalan berkaitan dengan hukum mana yang akan diterapkan dan
forum mana yang berwenang rﬁengadili apabila muncui sengketa di antara
para pihak.

b. Unsur-unsur Kontrak Internasionat
Pada umumanya setiap kontrak internasional mempunyai judul (baik
judul yang bersifat umum maupun judul yang bersifat khusus) dan terdiri dari
tiga bagian yaitu bagian Pembulaan, bagian Badan dan bagian Penutup.'*
' Berikut ini bagian-bagian kontrak tersebut akan diuraikah satu per sat.
| {. Pembukaan Kontrak'” |
Dalam bagian Pembukaan Kontrak terdapat dua unsur, yaitu :
a.. Komparisi
Komparisi adalah bagian yang menyebutianpara . pihak yang
melakukan kortrak dan mereka berhak untuk bertindak, dalam arti

para pihak mempunyai kewenangan untuk bertindak.'” Dalam hal ini

N7 Joko Priyono, Aspek-Aspek Hukum Intemnasional Dalam Kontrak Dagang Imternasional,
Makalah, ¢ th., hal. |.

118 { ihat : Radjagukguk, op. dit., hal.16. Lihat juga : Soeropati, op. cit., hal.101-102

"9 Radjegukguk, ibid.

12 ¢f Effendi Peranginangin, Tehnik Membuat Komparisi (Jakarta : "ESA" Study Club, hal. {, yang
menyatakan bahwa * komparisi adalah bagian dari akta notaris yang memuat keterangan mengenai orang
{orang) yang menghadap dan yang dari rangkaian katakatanya dapat diketahui apakah penghadap
mempunya kecakapan (rechtsbekwaam) dan berwenang (rechtsbevoegh) melakukan perbuatan yang
dinyatakan dalam kata®.
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perlu diingat, bahwa kewenangan (bevoegheid) berbeda dengan
kemampuan (bekwaamheid). Setiap orang yang tidak termasuk dalm
rumusan Pasal 1330 KUH Perdata, d'ianggap mampu untuk melakukan
perbuatan hukum, termasuk membuat perjanjian. Akan tetapi tidak
semua orang yang mampu membuat perjanjian, berwenang untuk
membuat perjanjian. Masalah kewenangan ini berkaitan dengan
perjanjian yang dibuat oleh Ba@ hukum, baik badan hukum publik
maupun swasta. Untuk badan hukum publik perlu dirujuk Hukum
Administrasi Negara. Sedangkan untuk badan hukum swast periu
ditihat dalam Anggaran Dasarnya al.;:akzh pejabat yang ditunjuk untuk
melakukan perjanjian memang di dalam Anggaran Dasar tersebut
mempunyai kewenangan untuk itu.'”' Anak di bawah umur tidak
dapat menjadi pihak dalam kontrak.

b. Premise/Recital
Bagian ini berisi pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dan
alasan membuat i;.ontrak tersebut.
2. Badan Kontrak
Badan kontrak merupakan isi kontrak yang sesungguhnya, yang terdiri
dari:
a. Klausula-klausula Yang Bersifat Umum (yang lazim dijumpai dalam

kontrak internasional) :'%

2t Marzuld, op. ct., hal. 17.
12 Radjagukguk, op. dt., hal. 16 - [8.
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Definisi

Dalam setiap kontrak bisanya dimuat suatu klausula mengenai
definisi atas istlah-istilah yang dipakai dalam kontrak yang
bersangkutan, untuk menghindarkan pérselisihan penafsiran atas
suatu terminologi yang dipakai di dalam kont;r'ak. Di samping i-tu
definisi juga berguna untuk menyingkat kalimat dan pasal-pasal.
Substansi

Berisi maksud para pihak mengadakan kontrak.

Hak dan Kewajiban Khusus |

Kiausuﬁ ini berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para
pihak, tergantung kepada jenis kontrak yang dibuat.

Hak dan Kewa‘jiban Umum

Klausula ini selalu ada dafam setiap kontrak. Isi‘nya misainya para
pihak akan melaksanakan kontrak dengan iktikad baik.
Wanprestasi

Dalam setiap kontrak pasti ada kiausula mengenai ingkar }#nii
(wanprestasi/default) yang dapat dijadikan dasar bagi pihak lain
untuk memutuskan I;oritrak.

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah
"serformance” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai
pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak

yang telah mengikatkaﬁ diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai
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dengan’ ‘term" dan “condition" sebagaimana disebutlan datam
kontrak yang bersangkutan.'” Menurut Pasal {234 KUH Perdata,
ada tiga jenis prestasi, yait : (1) memberikan sesuaty; (2) berbuat
sesuaty; dan (3) tidak berbuat sesuatu.

Pada dasamya para pihak yang telah mengikatkan diri dalam
kontrak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Apabila sakh
saty pihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan
karena keadaan memaksa, maka ia dianggap telah melakukan
| inglkar janji (wanprestasi/defauit) dan karenanya bertanggung
- _ jawab aﬁs segala kerugian yang timbul. Ada tiga bentuk ingkar
janji (wanprestasi/default), yaitu : {!) tidak memenuhi prestasi
- sama sekali; (2) terlambat memenuhi prestasi; dan (3) memenuhi
prestasi secara tidak baik.”!
Tindakan ingkar janii (wanpfmsi/defauft) membawa konsekuensi
hukum terhadap ﬁmbu!ny;a hak pada pihak yang dirugikaﬁ untuk
menuntut pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi/default)
memberikan ganti biaya, rugi dan bunga (Pasal 1236 dan !239
KUH Perdata).
Gand rugi terdiri dari biaya yang telah dikeluarkan,- kerugian

yang diderita dan kehilangan keuntungan yang sedianya dapat

23 Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Bandung : P.T. Citra Aditya
Bakti, 1999), hal. 87. .
1%+ Sesiawan, Pokok-Pokok Perikatan (Bandung : Binacipta, 1979), hal. 18.
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. dinikmatinya (Pasal 1246 KUH Perdata). Menurut Pasal 1247 dan

1248 KUH Perdata, biaya, rugi dan bunga yang dapat dituntut
adalah biaya, rugi dan bunga' yang dapat diperkirakan atau
diharapkan pada waktu kountrak dibuat, serta biaya, rugi dan bunga
yang merupalan akibat langsung dari pelanggaran kontrak.

Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, undang-undang
memberikan pemecahannya dengan lembaga “penetapan lalai”

(ingebrekestelling). Penetapan hlai'® adalah pesan’ dari kreditur

' kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat

kapankah selambat-lambatmya ia mengharapkan pemenuhan
prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti,

pada saat manakah debitur dalam keadaan inglar janji, manakala ia

- tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalzh debitur harus

menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak
dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan llai adalah syarat untuk

menetapkan terjadinya ingkar janji.""

. Keadaan Darurat

Klausula keadaan darurat (keadaan memaksa/overmacht/force

majeure) yang memuat hal-hal tertentu di luar kemampuan para

'3 Dalam prakt

ek penetapan lalai disebut somasi (ndonesia), sommatje (Belanda), sommation atau

notice of defoult (Inggris), mahnung (Jerman dan Swiss), einmohnung (Austria), mise en demeure (Perandis).
Uihat : Fuady, op. cit., hal. 88 - 89.
"% Setiawan, op. cit., hal. |9
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pihak sehingga tidak bisa melaksanakan isi kontrak, selalu ada
dalam setiap kontrak.

Agar supaya dapat dikatakan tentang suatu "keadaan memaksa"
(overmacht atau force majeure), élainnya bahwa keadaan itu, "di
Juar kekuaszannya® si berhutang dan "memaksa’, keadaan yang
telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat
diketahui pada waktu perfanjian dibuat, setidak-tidaknya tidak

127

dipikul risikonya oleh si bgrhutang. Dengan demikian unsur-
unsur keadaan memaksa adalah peristiwa yang tidak terbayangian
dan peristiwa tersebut tidak tertanggungkan akibatnya, sehingga
salah satu pihak tidak dapat melaksanakan isi kontrak.

Keadaan memaksa dapat bersifat mutlak (absoluut), yaitu dalam
halnya sama sekali tidak mungkin {agi melaksanakan Mnjﬁnﬁ
(misalnya barangnya sudah hapus karena bencana alam), tetapi ada
juga yang bersifat ak-mutak (relatief), yaitu berupa suatu keadaan
di mana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan
pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari pihaknya,
misalnya harga barang yang masih harus didatangkan oleh si
penjual sekonyong-sekonyong membubung sangat tnggi atau
dengan tiba-tiba olleh pemerintah dikeluarkan suatu peraturan

yang melarang dengan ancaman hukuman untuk mengeluarkan

'77 Subekti, Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata (Jakarta : P.T. Intermasa, 1975), hal. {25,
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suatu macam barang dari sﬁatu daerah, yang menyebabkan si
berhutang tidak dapat mengirimkan barangnya .kepada si
berpiutang.”” Apabila terjadi keadaan memaksa, maka pihak
yang di Juar kemampuannya tidak dapat melaksanakan isi

- kontrak, tidak dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji
(wanprestasi/default), oleh karena itu kepadanya dibebaskan
pembayaran ganti biaya, rugi dan bunga. |

7. Pemutusan Perjanjian

' Dengan '_terjadinya ingkar janji (wanprestasi/defauit), maka salah
satu pihak (pihak yang difugikan) dapat mebhkukan pemutusan
perjanjian.

Apabila dalam kontrak di;'aerinci aiasaﬁ-alasan sehingga salah satu

- pihak atau kedua belah pihak dapat rﬁemutuskan kontrak, maka
dalam hal ini tidak semua wanprestasi dapat menyebabkan salah
satu pihak memutuskan kontraknya, tetapi hanya wanprestasi
Vseperti yang disebutkan dalam kontrak saja.'”

8. Pilihan Hukum
Kontrak Iﬁternasional adalah kontrak yang memperlihatkan uﬁsur—
unsur asing (foreign element, unsur-unsur fuar negeri)'”® berarti di
sini terkait lebih dari satu sistem hukum. Oleh karena i, dalam

kontrak internasionat ini selalu dicantumkan Kklausula pilihan

'# Subekti, op. cit., hal. 125 - 126.
¥ Fuady, op. cit., hal. 93.
B0 Gautama, Kontrak Intermasional, op. cit., hal. 6% - 70.

T T T e e P T



25

hukum (choice of iaw atau applicable law atau governing law) yang
menentukan hukum mana yang berlaku atas kontrak tersebut.
Sesuai dengan ketentuan Pasai 1338 KUH Perdata, pada
prinsipiya hukum yang berlaku dalam kontrak internasional adakah
hukum yang dipifih sendiri oleh para pihak.

Pada dasarmnya para pihak bebas untuk mefakukan pilihan hukum

dengan mengingat beberapa pembatasan, yaitu : (l) tidak .

bertentangan dengan ketertiban umum; (2) pifihan hukum @k
' mengenai hukum yang bersifat memaksa; dan (3) pilihan hukum
hanya dalam bidang perjanjian saja, kecuali périaniian_ kerja."™
| Sedangkan menurut Gautama, kebebasan untuk melakukan pifihan
hukum itu dibatasi oleh :'?

(1) para pihak hanya memilih hukum dari negara-negara
bersangkutan yang menjadi negara mereka;

(2) para pihak diperbolehkan untuk memilih hukum dari
negara lhin yang terkenal mempunyai satu standard
tertentu mengenai bidang hukum perjanjian bersangkutan
itu; dan

(3) pilihan hukum yang dilakukan tidak dapat melanggar
ketertiban umum yang beriaku di indonesia untuk
hubungan-hubungan internasional bersangkutan itu.

Menurut Khairandy, pilihan hukum itu sendiri dapat dilakukan

eey, 133

dengan beberapa cara, yaitu :

13 Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawshir Thantowi, Pengantar Hukum Perdata
Internasional Indonesia ( Yogyakarta : Gama Media, 1999}, hal. 108 - 109,

32 Gautama, Kontrak Intemasional, dalam op. t., hal. 69 - 70.

'3 Khairandy, dkk., op. git., hal. 108-111.
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(1) Pitihan Hukum Secara Tegas
Pada pilihan hukum secara tegas ini para pihak yang
mengadakan kontrak secara tegas dan jelas menentulan
hukum negara mana yang mereka pilih. Hal ini biasanya
muncul dalam iausula governing law atau applicable law.
(2) Pilihan Hukum Secara Diam-Diam
Pilihan hukum secara diam-diam bisa disimputkan dari
maksud, atau ketentuan-ketentuan, dan fakta-fakta yang
terdapat dalam kontrak tersebut.'* Misalnya, jika para
pihak memilih domisili pada Kantor Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, Indonesia, maka dapat disimpullan bahwa

para pihak secara diam-diam menghendaki berlakunya -

hukum Indonesia.'®

(3) Pilihan Hukum Secara Dianggap
Pilihan hukum secara ini dianggap hanya merupakan pre
asumption iuris, suatu rechtsvermoeden. Hakim menerima
telah terjadi suatu pifihan hukum berdasarkan dugaan
belaka-l%

(4) Pilihan Hukum Secara Hipotesis

" Di sini tidak ada kemauan dari para pihak untuk memilih
sedikitpun. Hakimigh yang melakukan pilihan hukum
tersebut.

Hakim bekerja dengan fiksi : seandainya para pihak telah

memikirkan hukum yang dipergunakan, hukum manakah
yang dipilih mereka dengan cara sebaik-baiknya. jadi,
sebenarnya tidak ada pifihan hukum dari para pihak, justu
hakimiah yang memilih hukum tersebut.'™’
9. Penyelesaian Sengketa
Masalah ltain yang mungkin timbul dafam sengketa bisnis
internasional, selain masalah hukum yang akan diterapkan, adalah

masalah forum mana yang berwenang untuk mengadili sengketa

tersebut. Hal ini muncul, karena suaty kegiatan bisnis internasional

¥ Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Hukum Yang Hidup (Bandung : Alumni, 1983),
hal. 177. Lihat juga : Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, Sendi-Sendi Hukum Perdata Intemasi-

onal : Suazu Orientasi (jakarta : C.V. Rajawali, 1989), hal. 29. :
% Sydargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional (Bandung : Bina Cipta, 1987),

hat. 178.
1% Ibid., hal. 169.
'3 Ibid., hal. 180 - 181.
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dapat melibatkan banyak yurisdiksi, dan masing-masing yurisdiksi
yang terkait dalam kontrak bisnis internasional tersebut dapat
mengklaim yurisdiksinya sebagai yurisdiksi yang.berwenang atas
sengketa itu, atau bahkan atas suatu sengketa dapat digugat pada
lebih dari satu pengadilan.'®
Untuk menghindari muncuinya banyak yurisdiksi dalam menangani
suatu sengketa bisnis internasional, mala para pihak dalam
membuat kontrak internasionat dapat mencantumkan klausula

- pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction clause) atau pilihan forum
(choice of forum clause). Forum tersebut dapat berupa forum
pengadilan atau forum arbitrase. |
Menurut Convention on the Choice of Court I.965, pilihan forum
terbuka untuk perkara perdata atau dagang yang mempunyai sifat
internasional,"™® dan para pihak mempunyai kebebasan untuk
memilih forum p;angadilan jika kelak timbul perselisihan mengenai
perjanjiah yang dibuat di artara mereka.

Yang harus diingat oleh para pihak adaiah bahwa pilihan forum
harus ditakukan pada forum yang ada kaitannya dengan kontrak
tersebut. Sefain itu, Kkausula choice of law dan choice of forum
seharusnya merupakan hasil negosiasi antara para pihak, serta

adanya bargaining

138 | eanora Bakarbessy, "Klausula Pifihan Hukum (Choice of Law) Dan Piihan Forum (Choice of
Forum) Dalam Transaksi Bisnis Internasional”, Yuridika, Vol. 14 No. |, Januari - Februari 1999, hal. 39.
" Khairandy dkk., op. cit., hal. 146.
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position yang seimbang dan diaktualisasikan dalam konwrak.
Dengan demikian, apabila terjadi sengketa mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan pelaksanaan kontrak tersebut, maka hukum
yahg dipakai adalah hukum yang dipilih oleh para_pihak sesuai
dengan  klausula pilihan hukum (choice of law clause) dan
lembaga/forum yang berwenang mengadili adalah lembaga/forum
yang dipilih oleh para pihak sesuat klausula pilihan forum (choice of
forum cl@sc) yang terdapat datam kontrak.'

Sementara itu, pilihan yurisciiksi arbitrase telah diakui dan diatur
dalam Konvensi New York Tai.mn 1958 te‘ntangI Pengakuan dan
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri (Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards)."!
10.Bahasa
Hampir seluruh kontrak bisnis internasional menggunakan Bahasa
Inggris sebagai bahasa resmi. Walaupun ada terjemahan ke dalam
bahasa kin, tetapi apabila terjadi sengketa, maka yang diakui

adalah teks berbahasa inggris.

9 Lihat : ibid., hal. 31 dan 40. ‘

4 Khairandy dkk., op. it., hal. 148. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvenst
tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, Oleh karena itu sepert halnya negara-
negara lain yang terikat pada konvensi tersebut, badan-badan peradilan di Indonesia harus pula
menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili suatu sengketa di mana para pihak telah menentukan
arbitrase sebagai pilihan yurisdiksi mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menentukan bahwa
Pengadifan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat di dalam perjanjian
arbirase.




b. Klausula-Klausufa Yang Bersifat Khusus'#?

Sesuai dengan judul tesis ipi, maka yang dimaksud dengan kausula-

klausula yang bersifat khusus, adalah Kausula-kiausula yang bersifat

khas (spesifik), yang berlaku secara khusus untuk jenis kontrak yang

berkaitan dengan alih teknologi.

Kiausula-ldausula tersebut adalah :

t. Klausula Pelatihan dan Asistensi Teknis

- Dalam Perjanjian Alih Teknologi selalu terdapat klausula é;alaﬁhan
' dan Asistensi Teknis.

Dengan Iausula ini selama jangka waktu _tertenfu penerima
teknologi diberi kesempatan untuk memanfaatian keshlian dan
ketrampikan teknisi dari pihak pemberi teknologi dengan imbalan
upah yang ditentukan. Di samping itu penerima teknologi berhak
menerima instruksi dan‘informasi khusus dari telmnisi mengenai
pengoperasian  peralatan, opérasionalisasi kegiatan pabrik,
perawatan dan pemeliharaan permesinan dan sebagainya. "

2, Klausula Improvisasi
Klausula Improvisasi adalah klausula yang membebankan
kewajiban terhadap penerima teknologi untuk memberitahulan
segala perbaikan (improvement) teknologi yang dilakukannya

selama masa berfakunya Perjanjian Alih Teknologi."

12 Soeropati, op. at., hal. 101 - 110,

43 Soeropati, op. at., hat. 104-105.
M4 Ibid.




3. Klausula Konfidensialitas

Kawsula Konfidensialitas adafah kausuia yang membebankan
kewajiban kepada penerima teknologi urituk menjaga kerahasiaan
informasi teknologi yang telah diberikan oleh pemberi

teknotogi.

. Klausula Efektivitas

Dengan adanya ldausula efektvitas dépat ditentukan sifat alih

teknologi yang diperjanjikan, apakah alih telmologi #tu bersifat

non-eksklsif atau eksidusi, Alih telnologi bersifat non-eksklusif
jika pemberi teknologi menunjuk beberapa penerima teknologi.
Sedangkan alih teknologi bersifat ekskusif apabita dalam perjanjian
lisensi teknologi memberikan hak kepada pemberi lisensi untuk
mengesampingkan pihak manapun sehin. penerima lisensi dalam

penggunaan teknologi yang dilisensilan.'

. Kilausula Pelimpahan Hak

Klausula ini  mengatur tentang boleh tidaknya pelimpahan hak
(assignment) dari penerima teknologi kepada pihak lain, Tanpa
a&anya Kausula yang membolehkan pelimpahan teknologi mala
pihak penerima teknologi tidak boleh melimpahkan teknologi yang

diterimanya kepada pihak ketiga."”

4 Ibid., hat. 105-106.
“ fhid., hal. 106. / .
147 fbld. r "'\\“\
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Klausula Jaminan Kebenaran

Klausula ini mengatur tentang ada tidaknya jaminan kebenaran
(warranty) bahwa teknologi yang dialihkan mempunyai manfaat
komersial, aau bahwa hak patennya masih berlaku, atau bahwa
tidak ada pelanggaran terhadap paten pihak yang lain.'*®

Klausula Pengendalian Mutu dan Tanggung Jawab Produk

Klausula ini membebankan kewajiban pada penerima teknologi

untuk menerapkan suatu standard lusalitas tertentu dalam upaya

- untuk melindungi reputasi pemberi teknologi dan mencegah

fa'jadinya kiaim atas pertanggungjawaban produk.'®

Klausuia Pelanggaran Hak

Kiausula ini mengatur tentang pihak mana yang harus menggugat
jika ada pelanggaran hak ( infringement) yang dilisensikan oleh
pibak ‘ketigz'll. Dengan mengingat sifat eksklusivitas Perjanjian Alih
Teknologi maka pihak pemberi atau pihak penerima teknologi

atau kedua pihak bersama-sama dapat diberi hak untuk

150

mengajukan gugatan ke pengadilan.

' Klausula Batal Demi Hukum

Klausufa ini mengatur konsekuensi yang timbuf dari dibatalkannya

demni hukum suatu Perjanjian Alih Teknologi, misalnya penerima

8 (bid., hal. 107

"7 Ibid., hal. 107-108.

- 59 Ibid., hal. 108.
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teknologi tidak lagi wajib membayar royalty kepada pemberi

teknologi."”*

. Klausula Jangka Waktu Berlakunya Kontrak

Kiausula ini mengatur jangka waktu berlakunya kontrak afih
teknologi. Biasanya kontrak alih teknologi mulai berlaku sejak saat
dilaksanakannya kontrak oleh para pihak. Kadang-kadang terjadi
penundaan dalam pelaksanaan kontrak, tetapi suatu kontrak akan
terus berlaku sepanjang berlakunya kontrak. '

Klausula Pembayaran .Fee, Lur@sum dan Royalty

Dalam klausufa ini diatur besarmya dan cara 'pefnbayaran' imbalan
dari penerima teknologi kepada pemberi teknologi baik )qhg
berupa fee, lumpsum atau royaity.'>

Klausula Perpajakan

Dalam klausula ini diatur pihak mana yang harus bertanggung
jawab atas pembayaran pajak apa.’™

Klausula Penerima Lisensi Yang Paling Disukai

Penerima lisensi yang lebih dulu sering menghendaki agar pemberi

lisensi memberi perlakuan yang lebih baik dari perlakuan apapun

yang diberikan kepada penerima lisensi yang berikutnya. Mengenai

15! fbid.

52 Ibid., hal. 108-109.

33 Ibid., hal. {09.
' Ibid., hal. 110.
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hal ini dapat dicantumkan dalam kontrak apabila disepakati cleh
kedua pihak."

3. Penutup; Kontrak'>

a. Klausula Pengganti

Klausula ini memuat pernyataan bahwa dengan adanya kontrak

tersebut, kontrak atau perjanjian yang terdahulu dinyatakan tiﬁak
berlaku lagi. Klausula ini sangat berguna apabila terjadi sengketa.
b. Alamat-Alamat'”’ |
Klausula ini berisi alamat-alamat yang harus dituju apabila salah satu
pihak mengirimkan Asurat atau peringatan sehubungan dengan
pelaksanaan kontrak
c. Klausula Perubahan
Klausula ini Serisi pernyataan tentang boleh tidaknya &ilakukan
perubahan atas kontrak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar
dapat difakukan perubahan.
d. Tanda Tangan
Kontrak diakhiri dengan tanda tangan para pihak.
Berdasarkan apa yang telah divmralan di muka, mzka dai;m
pembuatan suatu kontrak bisnis internasional (dalam hal ini kontrak alih

teknologi) yang melibatkan pihak Indonesia, di samping harus memperhatkan

55 Ibid.
1% Radjagukguk, op. cit, hal. 18- 19,
's? Dalam kontrak-kontrak bisnis biasanya disebut dengan "klausula pemberitahuan® {notice).
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asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat sahnya suatu kontrak berdasarkan
hukum kontrak nasional, memuat unsur-unsur atau Ilausula-klausula yang
biasa dimuat dalam suatu kontrak internasional (baik klausula-klausula yang
bersifat umum maupun klausula-ldausula ﬁng bersifat khusus), juga harus
memperhatikan farangan praktek perdagangan restrikif yang akan
dikemukakan di bawah ini, agar tujuan yang ingin dicapai melalui perﬁbuatan
kontrak tersebut dapat benar-benar terwujud.
¢. larangan Praktek Perdagangan Restriktif (Res;trictivg Business Practices)

Di dalam prakeek, arus alih teknologi berjalan sangat bebas, baik
melalui fasilitas penanaman modal asing maupun melalui berbagai perjanjian
bisnis lainnya seperti .Iiccnce agreement, technical assistance agreement, joint
operation agreement, turn key agreement dan sebagainya. Tidak diketahui

secara pasti berapa banyak dan berapa ragam teknologi yang masuk ke

Indonesia, yang pasti arus alih teknologi itu sangat besar dan tampaknya akan

terus mengalir anpa henti.’® Dan dari faktor-faktor yang mefatarbelakangi
-mengapa pemilik. teknologi mau mengalihkan teknologi yang dimilikinya,
motifriya adalah profit.”*’

| Untuk mendukung motif profit pemilik teknologi dan unfuk

menghindari kemungkinan timbulnya kerugian bagi pemilik teknologi, maka

pemilik teknologi berusaha mengamantan kepentingannya itu dengan jalan

menambahkan ketentuan-ketentuan yang membatasi gerak penerima

158 | sha : T. Mulya Lubis, *Ah Teknologi : Antara Harapan dan Kenyataan”, Hukum dan Ekonomi,
Beberapa Pilthan Masalah, T, Mutya Lubis (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal. 120.

!5 Khairandy, Praktik, op. cit., hal. 63.
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teknologi, di dalam kontrak alih teknologi. Ketentuan-ketentuan yang
memuat pembatasan-pembatasan di dalam kontrak afih teknologi itu disebut
Mausuls restrictive business practices (RBP) atau praktek perdagangan
restrikaf. |
Praktek perdagangan restriktif adalah penyalahgunaan kedudukan
dari suatu pihak untuk menekan pihak lain, dalam mengeiar keuntungan
material yang maksimal.'® Lebih jelasnya, praktek perdagangan restriktif
merupakan tindalan atau perilaku pemsamn yang melaiui penyalahgunaan
atau pengambifalihan posisi dominan kekuatan pasar, zﬁanbamsi akses ke
pasar atau dengan sengajz membatasi persaingan, sehingga berdampak negatif
pada perdagangan internasional, khususnya pada perdagangan dan
pembangunan ekonomi negara-negara berkembang melalui perjanjian tertulis
at;au tidak tertulis di antara mereka, yang berdampak negatif sama.'*'
| Klausuia-klausula perdagangan restriktif yang sering terdapat di
dalam berbagai kontrak alih telmologi melalui lisensi sekarang ini (yang juga
dapat dimuat dalam kontrak-kontrak mengenai alih teknologi yang tain, kursif
penutis), di antaranya adalah :'** |

I. Exclusive Grant Back Provisions
Klausul ini mensyaratkan penerima teknologi untuk memberikan

hasit inovasi yang dilakukan atas teknologi tersebut kepada

pemilik teknologi secara cuma-cuma;

0 Sunaryari Hartono, Masalish Kontrak Dalam Alih Teknologi, BPHN, 1984, hal. 14. Seperti
dikutip Hermansah, op. ait., hal. 77. ’

' {inited Nations Conference on Restrictive Business Practices, Multilaterally Agreed Equiteble
Principles for the Control of Restrictive Business Practices, TOT/RBP/CONE/ID of May 2, 1980, Sepert
dikutip Khairandy datam o cit., hal. 64.

"2 ibid., hal, 65 - 66.
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. Challenges to Validity

Klausu! ini melarang penerima teknologi untuk mempersoatian
apakah paten atau hak-hak perlindungan lainnya terhadap
penemuan yang berkaitan dengan alih teknologi it masih
beriaku atau tdak;

. Exclusive Dedling

Klausul ini melarang penerima teknologi mengadakan perjanjian
sejenis dengan pihak lain;

. Restriction on Rasearch

Pembatasan untuk mengadakan riset yang ditujukan untuk
menyerap atau mengadakan modifikasi terhadap teknologi yang
dialihkan;

. Rastriction on Use of Personaf

Dengan klausul pembatasan penggunaan tenaga kerja ini
penerima teknologi diharuskan memakai tenaga kerja yang
ditentulan oleh pemilik teknologi;

. Price Fixing .

Kiausul ini mengatur ketentuan harga produksi oleh pemilik
teknologi;

. Restriction on Adaptation

Klausul ini memuat pembatasan terhadap modifikasi teknologi
pada penerima. Klausul ini melarang penerima untuk
memodifikasi atau mengadaptasi teknologi yang bersangkutan
dengan kebutuhan yang nyata di lingkungan pihak penerima
teknoiogi;

. Exclusive Sales or Representation Agreement

Klausul ini memuat perjanjian-perjanjian penjualan atau agen

- tunggal dengan pemilik teknologi;
A Tying Arrangement '

Klausul ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat
penerima teknologi, misalnya keharusan menerima inovasi
teknologi tersebut atau penemuan baru dari pemilik teknologi di
kemudian hari, dan keharusan pembelian bahan baku,

10. Export Restriction

Klausui ini memuat larangan pada penerima teknologi untuk
mengekspor produksi yang dihasifkan dari teknologi yang
diafihkan;

'I1. Payment and other Obligations after Expiration of Industrial

Property Right

Klausul ini mengatur pembayaran royalt atau kewajiban-
kewajiban kin dari penerima teknologi setelah habisnya waktu
perfindungan hak milik perindustrian; )
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12. Restriction after Expiration of Arrangement
Klausul ini memuat pembatasan setelah berakhirnya jangka
waktu kontrak. Di sini dimuat larangan untuk menggunakan
teknologi setelah berakhimya jangka waktu kontrak, kecuali
bilamana teknologi tersebut masib dilindungi oleh hukum atau
belum menjadi milik umum (public domain);

{3. Pembatasan volume, ruang lingkup maupun kapasitas produksi;

14. Syarat memberikan saham pada pemilik teknologi atau
partisipasi pemilik teknologi dalam manajemen perusahaan.

Adanya klausul RBP dalam kontrak fisensi yang demikian ini jelas
sangat merugikan, ti-dak hanya bagi penerima teknologi, tetapi kepentingan-
kepentingan negara berkembang, sehingga meniadakan manfaat-manfaat yang
semula diharapkan dapat diperoleh melalui pemakaian teknologi tersebut. 13

Berkaitan dengan masalah praktek perdagangan restr'iktif ini, maka
dalam rancangan ketent;uan-ketentuan tingkah laku dalam alih teknblogi
internasional (Draft lnternaﬁonq! Code of Conduct on Transfer of Technology)
yang berhasil dirumuskan oleh UNCTAD,' antara lain dimuat pengaturan

.berupa :'®°

|. Larangan praktek pembatasan-pembatasan kebebasan dalam

berbisnis (restrictive business practices) yang dimuat dalam

kontrak alih teknologi;

' | B. Lumenta, Pengaturan Masalah Alih Teknologi : Suatu Tinjauan Komparatif, Makalah,
Amroos Law Consultant, Jakarta, 1991, hal. |. Seperti dikutip Khairandy, Prakzik, ibid., hal. 67.

' UNCTAD merupakan organ utama Majelis tUmum PBB yang menggarap kebijaksanaan
perdagangan dan pembangunan. Tugas utamanya adalah memajukan perdagangan internasional, khususnya
yang ditakukan negara-negara berkembang, dengan tujuan mempercepat pembangunan ekonominya. Lihat
: Basic Facts About The United Nations, Department of Public Information, United Nations, (New York,
1992), hal. 105, Seperti dikutip Dikdik M. Sodik, Bunga Rampai Hukum Internasional (Bandung : P2U -
LPM UNISBA, Bandung, 2000), hal. 35. Tugas utama UNCTAD ini berkaitan dengan upaya PBB untuk
membentuk Tata Ekonomi Internasionat Baru (New Intemational Economic Order) yang diamanatkan oleh
Resolusi Majefis Umum PB8 No. 3201 QCUX) Tahun 1974, dengan maksud mengurangi kesenjangan
dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di berbagai bidang antara negara-negara industri
maju dan negara-negara berkembang.

185 Wolfgang Fikentscher, “The Code of Conduct on the Transfer of Technology : A Comment”,

Legal Problems Codes of Conduct for Multinational Enterprise (Vol. | Kluwer-Deventer/The Netherlands,
1980), hal. 190 - 191. Sepert dikutip Sodik, ibid. ‘ .
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2. Hak dan kewajiban para pihak baik pada tahap perundingan
maupun tahap pelaksanaan kontrak alih teknologi tersebut;
3. Hukum yang berlaku dan prosedur penyelesaian sengketa alih
teknologi.
Dalam Pasal 4 Rancangan TOT Code disebutkan 14 (empat belas)
klausul yang harus dihindari dan dilarang dimuat dalam transaksi alib
teknotogi, yaitu :

Exclusive grant back provision, chailenges to-validity, exclusive dealing,
restriction on research, restriction on use of personal, price fixing
restriction on adaptation, exclusive sales or representation

arrangements, tying agreements, export restrictions, patent pool or
cross licensing agreements and other arrangements, restriction on
publicity, payments and other obligations after axpiration of industrial
_ property rights, dan restriction after expiration of arangement.’®
Untuk mengatasi praktek perdagangan restrikif, PBB
menyelenggarakan United Nations Conference on Restrictive Business Practices,
yang dalam sidang yang kedua tanggal 22 April 1986 menyetujui suatu
dokumen peﬁting, yaitu Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and
Rules for the Control of Restrictive Business Parctices, yang kemudian dimuat
dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 35/65 tanggal 5 Desember 1980.
Ketentuan-ketentuan yang melarang praktek perdagangan restriktf
dalam kontrak alih teknologi sebenarnya bertujuan mencegah praktek
monopoli, khususnya kontrak lisensi yang sangat merugikan penerima

teknologi dan perekonomian negara-negara berkembang.

i Khairandy, op. cit., hal. 68
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‘tarangan praktek perdagangan restriktif ini juga mendapat perhatian
dari Pemerintah Indonesia, terbukti dengan dituangkannya hal tersebut dalam
UU Paten, UU Merek, UU Desain Industri dan UU Rahasia Dagang.

Menurut Pasal 78 ayat | UU Paten dan Pasal 48 ayat | UU Merek,
"oerjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak |
l;ngsung dapat m@knbullcan akibat yang merugikan éerekonomian Indonesia
atas memuat pembatasan yang menghamﬁzt kemampuan bangsa-lndonesia
dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang
berkaitan' dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khsusunya'. |

Demikian juga, menurut Pasal 36 ayatl UU Desain Industri dan
Pasal 9 éyat I UU Rahasia Dagang, "perjanjian lisensi dilarang memuat
k:atentuan yang dapat menimbuikan akibat yang merugikan perekonorian
Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha
tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku'.

Ditakukannya perubahan atas UU Paten dan UU Merek; juga
diu-ndangkannya UU Desain Industri dan UU Rahasia Dagang merupakan
konsekuensi keikutsertaan indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia
(World Trade Organization) yang ditandai éengan ikut menandatangani
Agreement Establishing The World Trade Organization yang kemudian disahkan

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
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Sesuai dengan Pasal 40 Agreement on TRIP's" yang pada dasarnya
berisi pengakuan negara-negara anggota GATT mengenai adanya praktek-
praktek anti persaingan dalam perjanjian ksensi hak atas kekayaan intelektual
(HAKI) yang akan mengganggu perdagangan in_temasionai dan merintangi
proses alih teknologi dan penyebaran teknologi, maka negara-negara anggota
GATT diperbotehkan mencakup secara rinci di dalam perundang-undangan
nasionalnya persyaratan lisensi tertentu yang berakibat kepada
penyalahgunaan hak atas kekayaan slektual, yang kelak mempengarubi
persaing:in sehat. Dengan demikian semuz negara anggota GATT diharuskar;
mempunyai undang-undang tentang alih teknologi yang memuat secara rinci
jenis-jenis praktek perdagangan restrikeif yang ditarang.

Sayang sekali, baik datam UU Paten, UU Merek, UU Desain
industri maupun UU Rahasia Dagang, tidak disebutkan secara rinci jenis-jenis
klausula yang mengandung praktek perdagangan restriktf yang dilarang
dimuat dalam perjanjian fisensi.

Pada saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, yang memuat pengaturan mengenai perjanjian dan kegiatan yang

7 Agreement on TRIP's (Agreement on Trade Related Aspecrs of inteflectual Propesrty Rights,
including Trade in Countarfeit Goods) atau Persettjuan Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan
intelelcual adalah salah satu persetujuan yang dijadikan lampiran dari dan sebagai bagian dari Persefujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Karena telah menandatangani dan mengesahkan Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, berarti Indonesia terikar pada Agreemert on TRIP's.
Kom&uﬂw!@nshhmnm@wm@@ﬁm%mdinﬁ&mﬂdmgmsmw
ymgbai&nsecralnternm.l(mmamﬂahdﬂd(ukmmbafmnpadaUUandanUUMerdc.
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dilarang, tetapi menurut ketentuan Pasal 50 undang-undang yang sama,
farangan tersebut tidak berlaku terhadap perjanjian yang berkaitan dengan

hak atas kekayaan intelektual.

C. “Technical Assistance Agreement* (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai
Sarana Alih Telmologi Di Indonesia
}. Pengertian "Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis)
Menurut Fuady, "Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan
Telmis) adalah suatu kesepakatan di amﬁra para pihak yang dituangkan dalam
bentuk agreement, di mana salah satu pihak membutuhlan jasa bantuan. teknis
(dalam arti yang seluas-luasnya) dari pihak lain, dan pihak lin tersebut
mempunyai kapasitas untuk ﬁembeﬁhn bantuan teknis tersebut kepada pihak
yang membutuhkan tadi.'*?
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan adanya beberapa
unsur dalam "Technical Assistance Agreement” (Pe-q’aniian Bantuan Teknis), ygitu :
a. Adanya kesepakatan di antara para pihak;
b; Kesepakatan m@m dituangkan dalam bentuk agreement;
c. Adanya pihak yang membutuhkan jasa barﬁ:uan teknis (dalam art
yang seluas-luasnya) dari pihak fain;
d. Adanya pihak lai‘n yang mempunyai kapasitas untuk mermberikan

bantuan teknis kepada pihak yang membutuhkan

1 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku Keempat (Bandung : P.T. Citra
Aditya Baksi, 1997), hal. 96. .
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Menumt hemat penulis, keempat unsur tersebut masih belum lengkap,

sehingga pada pengertian "Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan
Teknis) tersebut di atas perlu ditambahkan unsur pembayaran yang harus
dilakukan oleh pikak yang membutuhkan bantuan teknis kepada pihak yang
memberikan bantuan teknis sebagai balas jasa (imbalan) atas bantuan teknis yang

telah diberikan.

- Unsur-Unsur "Technical Assistanice Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis)

Untuk mengetahui aspek-aspek yang terkandung di dalam unsur-unsur

"Technical Assistance Agreément" (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagaimana

‘ diutarakan di muka, berikut ini unsur—unsdr tersebut alan dikemukakan satu

persatu.
‘2. Adanya kesepakatan di antara para pihak.
Unsur ini mengandung pengértian bahwa "Technical Assistance Agreement"
_ (Perjanjian Bantuan Teknis) merupakan hasil kesepakatan antara pihak yang
membutuhkan (pererima) jasa bantuan teknis dengan pihak yang
memberikan (pemberi) bantuan teknis. Berarti apa yang dikehendaki pihak
yang satu, dikehgndaki juga oleh pihak yang Ilain. Dengan adanya
kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjahjian, perjanjian
tersebut baru dapat dikatakan sah. Hal. ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa salah satu syarat
sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang

mengikatkan diri.
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. Kesepakatan tersebut dituangian dalam bentuk agreement.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa “Technical Assistance Agreement”

{Perjanjian Bantuan Teknis) adaiah suatu pér]'anjian tertulis.

. Adanya pihak yang membutuhkan jasa bantuan teknis (dalam art yang

seluas-luasnya).

“Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan 'feknis) dibuat boleh
para pihak yaitu pihak yang membutuhkan (penerima) bantian teknis dan
pihak yang memberikan (pemberi) bantuan teknis. Sesuai dengan ketentuan
Pasal 1320 KUH Perdat, maka agar "Technical Assistance Agreement”
(Perjanjian Bantuan Teknis) yang dibuat itu' sah, para pihak yang
membuatnya harus cakap menurut hukum. Setiap orang dianggap cakap

untuk membuat perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyataian tdak

cakap membuat perjanjian.'®

. Adanya pihak lain yanglmempunyai kapasitas untuk memberikan bantuan

teknis kepada pihak yang membutuhkan.

Sebagai salah satu pihak dalam pembuatan "Technical Assistance Agreement”
(Perjanjian Bantuan Teknis), maka pihak yang membeﬁkan {pemberi)
bantuan teknis kepada pihak yang membutuhlan (peneﬁn'za) bantuan teknis
juga harus mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian sebagaimana
disyaratkan oleh undang-undang, agar "Technical Assistance Agreement’

(Perjanjian Bantuan Teknis) yang dibuat tersebut sah menurut hukum.

1$? Pasal 1329 KUH Perdaia
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Apabila para pihak tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perfanjian,

maka "Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis) yang
dibuat dapat dimintakan pembatalan. |

e. Adanya pembayaran yang harus dilakukaﬁ oleh pihak yang membutuhkan

bantuan teknis kepada pihak yang memberikan bantuan teknis sebaéaibalas

jasa (imbalan) atas bantuan teknis yang telah diberikan.

~ Sebagai balas jasa (imbalan) atas bantuan teknis yang telah diberilan, maka

pihak yang merﬁberikan bantuan teknis berhak atas pembayaran dalam
jumiah fértentu dari pihak yang membutuhkan bantuan teknis. Pembayaran
| dalam jumiah tertentu ini bisa difihat dari dua sisi. Dari sisi pemberi bahtuan
teknis bisa dinamakan kompensasi, konsiderasi, income, harga, remunerasi
dan return. Sedangkan dari sisi pihak yang memi:utuhkan bantuan teknis,
jumiah tertentu yang harus dibayarkan itu dinamakan payment, royatties, fees,
service charges, commission dan cosfs. Mef;genai hal ini telah diuraikan secara
panjang lebar dalam pembahasan mengenai harga teknologi dan kompensasi
dalam alih teknologi di muka.
3. Subjek dan Objek dalam "Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan
Teknis)
Subyek hukum adalah pihak-pihak yang mengadakan (melakukan)

hubungan hukum.'™ Dengan demikian di dalam "Technicaf Assistance Agreement”

'™ |hat : Satjipto Rahardjo, limu Hukum (Bandung : P.T. Gitra Aditya Balai, 1996}, hal. 40.
Cf Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suats Pengantar (Edisi Keempat, Cetakan
Kedua, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1999), hal. 67, yang mengatakan bahwa *subyek hukum adalah
segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum®.
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(Perjanjian Bantuan Teknis), yang menjadi subyek hukum adalah pihak yang
membutuhkan {penerima) bantuan teknis dan pihak yang memberikan
(pemberi) bantuan teknis, karena kedua pihak itulah yang mengadakan
(melakukan) hubungan hukum berupa pemberian bantuan teknis yang
dituangkan dalam bentuk “Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan
Teknis).

Objek hukum adalah sasaran Aaﬁ jalinan h.ubungan hukum yang
dilakukan oleh para pihak,'" dan fungsi obyek dalam suatu proses adalah
merupakan sasaran atau tujuan yané ingin dicapai.”” Sebagai salah satu sarama
alih teknologi, maka objek yang sekaligus merupakan tujuan yang hendak dicapai
dari pembuatan "Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis)
adalah miudm alih teknologi di Indonesia.

. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam "Technical Assistance Agreement’
(Perjanjian Bantuan Teknis)

Hak pemberi bantuan teknis akan merupalan kewajiban bagi
penerima banman teknis. Sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi
bantuan teknis akan merupakan hak bagi penerima bantuan teknis. Dalam
tinjauan pust;iia ini akan dikemukakan kewajiban dari pemberi bantuan teknis
dan penerima bantuan teknis, yang sekaligus akan n'ierupakan hak dari penerima

bantuan teknis dan pemberi bantuan teknis.

Tt Rahardio, Ibid.
"2 Tsani, op. cit., hal. 25.
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Kewajiban pemberi bantuan teknis adalah memberikan bantuan teknis
kepada penerima bantuan teknis sesuai dengan apa yang telah diperjanijikan di
dalam "Tedmicql Assistance Agreement" (Perjarﬁian Bantuan Teknis). Sédan'gkan
kewajiban penerima bantuan teknis adalah membayar sejumiah uang tertentu
yang telah disepakati bersama kepada pemberi bantuan teknis sebagai balas jasa
(imbalan) atas bantuan teknis yang telah diberikan.
Di samping kewajiban‘ pokok tersebut, maka kepada kedua pihak
(baik pemberi maupun penerima bantuan teknis) dapat juga dibebankan
kewaiiban-kewaiiban lain, baik kewajiban yang diatur datam undang-undang
maupun kewajiban yang disepalati bersama oleh kedua pihak dan dimuat di '
dalam kontrak.
; Sazt Lahirnya "Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis)
Kesepakﬁtan 3dal:;.h unsur mutak dalam suatu kontrak. Sesuai dengan
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk lahirnya suatu kontrak cukup dengan
dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari kontrak tersebut, dan pada
saat it kontr"ak sudah sah atau lahir dan mempunyai kekuatan mengikat tanpa
harus diikuti oleh perbuatan hukurm fain. Asas konsensualitas ini merupakan asas
yang universal dan merupakan syarat mutlak bagi Rhirnya perjanjian daiam

hukum perjanjian modern.'”

73 |ihat ; Sumardi, ep. cit., hal. 4} dan 54
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Sesuai dengan apa yang dikemukakan di atas, maka "Technical
Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis) lahir pada saat dicapainya kata
sepakat antara pihak yang membutuhian (pénerima) bantuan teknis dengan
pihak yang memberikan (pemberi) bantuan teknis mengenai hal-hal pokok dari
kontrak tersebut. |
. Masa Berlakunya ‘T echmcal Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis)
Masa berlakunya “Technical Assistance Agreement” (Perjanjian Bantuan
Teknis) adatah lamanya waktu diberikannya bantuan tekni;s dan pihak yang

memberikan (pemberi) bantuan teknis kepada pihak yang memburhian

(penerima) bantuan teknis bantuan teknis. {amanya waktu diberikannya bantuan

teknis ini perlu disepakati lebih dulu oleh para pihak dan dimuat di dalam
kontrak.N |

Di samping ity _para pihak juga bisa bersepakat mengenal
perpanjangan masa berlakunya bantuan teknis apabila dianggap perlu, dan
selama masa berfakunya bantuan teknis masing-masing pihak ﬁdak mempuiyai
hak untuk menghentikan atau membatalkan kontak di lu:'tr ketentuan-
ketentuan yang dimuat dalam kontrak.
. Dasar Hukum Penggunaan "Technical Assistance Agreemént"-(?eriﬁniian Bantuan
Teknis) di Indonesia

F;ingga saat ini Indonesia belum me_miﬁki undang-undang yang secara
khusus mengatur mengenai alih teknologi, oleh karena itu kontrak-kontrak

mengenai alih teknelogi tunduk pada hukum kontrak yang berlaku di Indonesia,
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yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku il tentang Perikatan. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdat, maka kontrak-kontrak mengenai
alih teknologi tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang dimuat dalam BAB
KESATU dan BAB KEDUA Buku Ilf KUH Perdata. BAB KESATU mengatur
tentang perikatan-perikatan pada umumnya, sedangkan BAB KEDUA mengatur

tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh KUH

Perdata sebagaimana ditentulan dalam Pasal 1338, maka setiap subyek hukum
dapat mengadakan kontrak apa saja, asal kontrak tersebut memenuhi syarat-
syarat sahnya suatu kontrak yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka keberadaan
dan penggunaan bentuk “Technical Assistance Agreement® (Perjanjian Bantuan
Teknis) di Indonsﬁ mempunyai dasar hukum yaitu asas kebebasan berkontrak

yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.




BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah difakukan studi dokumen dan penelitian lapangan, maka disajikan hasil

penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

" A. Hasil Penelitian

Profil Perusahaan
Untuk memperoleh data yang diperlulan digencanakan dilakukan

penelitian pada lima perusahaan. Mengingat tidak ada data mengenai perusahaan

jrang menggunakéh kontrak “Technical Assistance Agreement"/Perjanjian Bantuan

Teknis (selanjutnya disebut TAA/PBT), maka telah dikirimian permohonan ijin
penelitian dan daftar pertanyaan (yang akan dijadikan pedoman dalam meiakukan
wawancara pada penefitian lapangan) kepada dua puluh perusahaan yang
lokasinya tersebar di lima propinsi di Pulau Jawa, tetapi hanya fima perusahaan
yang memberikan ijin penelitian. Dari fima perusahaan tersebut ternyata hanya
dua perusahaan yang memiliki kontrak TAA/PBT, sehingga pada akhirny;
penelitian fapangan hanya ditakukan pada kedua perusahaan tersebut. Berikut ini
akan dikemulalan profil kedua perusahaan tersebut. Sesuai kesepakatan dengan
manajemen kedua perusahaan maka nama-nama  perusahaan diungkapkan

dengan simbot huruf.
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. PT.PQ

P.T. PQ adalah sebuah perusahaan PMA berbentuk usaha patungan

(joint venture) antara Q, Ltd. (perusahaan Jepang); R, Ltd. (perusahaan

Jepang); P.T. S (perusahaan Indonesia) dan C.V. T (perusahaan Indonesia),
yang didirikan pada tahun 1972 dan berkedudukan di jJawa Tengah. Pabrik
P.T. PQ mulai beroperasi pada tahun 1973.
Bidang usaha P.T. PQ adakh perakitan, pembuatan dan penjualan
~ small diesel engine "Q" dan power tiller "HI". '
Saat ini saham P.T. PQ dimiliki oleh fapanese Parties sebanyak 67 %
(enam puluh tujuh persen) dan Indonesian Porties sebanyak 33 % (tiga puluh

tiga persen).

. P.T. ABC

Ketka didirikan pada tahun 1984, P.T. ABC adalah sebuah
perusahaan PMDN yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dan bergerak di bidang industri pembuatan brake system for automobile.

Pada tahun 1987, P.T. ABC berubah menjadi perusahaan. PMA
berbentuk usaha patungan (joint venture) karena masuknya para pemegang
saham baru yaitu WX Co., Ltd. (sebuah perusahaan Jepang) dan P.T. YZ
(sebuah perusahaan Indonesia). Pada tahun 1992 lokasi proyek P.T. ABC
dipindahkan ke Propinsi Jawa Barat.

Saat ini saham P.T. ABC dimiliki oleh Japanese Parties sebanyak

40 % (empat puluh persen) dan Indonesian Parties sebanyak 60 % (enam

puluh persen).
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Bidang usaha P.T. ABC adalah pembuatan, perakitan dan penjualan
brake system for automobile, brake system for motor cycle, brake system for off

the road, brake system components, engine components dan alumunium casting

product.

Tabel |. Perusahaan Lokasi Penelitian

Nama Lokasi Status | Kegiatan/Bidang Sarana Alib
Perusahaan Usaha Telmologi :
I. P.T.PQ" | Propinsi | P.MA | Industri small - Technical Assis-
_ . Jawa {Joint diesel engine dan tance Agreement j
: Tengah | Venture) | power tiller (Perjanjian Ban- l
tuan Teknis) i
| - Trademark and
' Tradename License
Agreement (Per-
janjian Lisensi
Trademark dan
Tradename)
2. PT.ABC | Propinsi | P.M.A | Industribrake sys- | Technical Assistance
. Jawa (Joint | tem for automobile, | Agreement (Perjan-

Barat Venture) | brake system for jian Bartuan Teknis) l
motor cycle, brake ;
system for off the

| road, brake systemi
components,
engine components
dan afumunium
casting product

Sumber : Hasil Penelitian, 2000 ~ 2001
2. Alih Teknologi di Indonesia melalui sarana “Technical Assistance Agreement"
(Perjanjian Bantuan Teknis)

Di muka telah diutarakan bahwa P.T. PQ adalah sebuah perusahaan

P.M.A. berbentuk usaha patungan (joint venture) antara Q, Ltd. (perusahaan
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jepang); R, Ltd. (perusahaan jepang); P.T. S (perusahaan indonesia) dan CV. T

(perusahaan lndoﬁesia) yang didirikan pada tahun 1972 dan berkedudukan di
Propinsi jawa Tengah.

Menurut Article } Basx Agreement {Joint Yenture Agreement) yang dibuat
oleh para pihak pada thun 1971, tjuan didirikannya P.T. PQ adalzh untuk
melakukan :

(1) Assembling, manufacturing and selling “Q" brand Small Diesel Engine,

Power Tifler, Form Tractor and other Agricultural Machinery, and
attachments, implements accessories, parts thereof and any other
agricutural machinery which is not produced by Q and for which Q
recommends or agreed with P.T. PQ to handle. _

(2) Purchase andfor import of materials, component parts, spareparts
andfor necessary machinery, equipment and tools in connection as
specified in sub article | - (1), which are not inciuded in the
assembling/manufacturing program of P.T. PQ.

(3) Any or other lines of business related to the above sub articte | - (1)
and 1 - (2)." ' :

Sesuai dengan ketentuan Article 15 Basic Agreement (joint Venture
Agreement) yang menyatalan bahwa “Q shalf supply P.T. PQ with the technical
assistance in accordance with the separate Technical Assistance Agreement to be
concluded Q and P.T. PQ, dated ...", maka pada tahun 1972 itu juga, P.T. PQ
dan Q@ membuat dan menandatangani kontrak TAA/PBT,dengan mana P.T. PQ
diberi lisensi untuk merakit, membuat dan menjua! smalfl diese! engine *Q" dalam
berbagai model dan untuk ity Q memberikan informasi-informasi teknis untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.”

yang di
kedua,

! Sesual kesepakatan dengan Bagian Legal Matter P.T. PQ, maka kutipan atas isi kontrak-kontrak
mddxnta&ﬁdil&ukmdmgmmemnai@nmpaxmdmgmﬁmbdhxﬂ.

2 Paria penelitian lapangan yang dilakukan di P.T. PQ hanya ditemukan kontrak TAA/PBT yang
oleh karena itu tidak dapat ditakukan studi dokumen atas kontrak TANFBT pertama.
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Di samping itu, pada tahun 1972 tersebut antara P.T PQ dan Q juga
dibuat dan drtandatangam Perjanjian Lisensi Trademark dan Tradename, 'dengan
mana Q memberi grant kepada P.T. PQ bei'upa lisensi non-eksidusif untuk
menggunakan nama badan wsaha "Q° tracl;ename {nama dagang) "Q" dan
trademark “Q" dalam hubungannya dengan usaha yang sebenarnya dilaksanakan di
Indonesia sesuai dengan Perjanjian joint Yenture dan produk yang &ibuﬁt dengan
TAA/PBT. Lisensi ini sifamya pribadi, tidak dapat dibagi dan dipindahtangankan
dan tidak térmasuk hak untuk memberi sub lisensi. Pemberian lisensi milik (nama
badan usaha "Q", tradename/nama dagang 'Q" dan trademark "Q') hanya terbatas
pada wilayah !ndonesia saja (Pasﬁl 2 ayat | dan 2 Perjanjian Lisensi Trademark dan
Tradename).

Pembuatan TAA/PBT dan Peri;njian Lisensi Trademark dan Tradename
tersebut merupakan satu paket dengan pembuatan Basic Agreement (Joint Venture
Agreement) untuk memenuhi persyaratan pendirian P.T. PQ, dan ketiga kontrak
tersebut dibuat oleh para pihak dajam bentuk akta di bawah tangan.’

Terhadap pemberian lisensi untuk menggunakan nama badan usaha,
trademark dan tradename sebagaimana diutaralan di muka, P.T. PQ
berkewaiiban mc::mbayar royaity. Mengenai pembayaran royalty ini, menurut
ketentuan Pasal 3 Perjanjian Lisensi, harus dimasukkan ke dalam royalty yang

ditetapkan di dalam Pasal 7 TAA/PBT.

3 Hasil wawancara dengan Bagian Lega! Matter P.T. PQ pada tanggal 30 Okeober 2000, 20

Pebruari 2001 dan 6 Maret 2001.
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Pabrik P.T. PQ mulai beroperasi pada tahun 1973. Semua mesin-mesin

finishing dan bahan mentah (raw materiaf) um:uk pembuatan small diesel engine
berupa cetakan yang belum dipasang dibeli P.T. PQ dari Q. Sebagian mesin
finishing dipasang di P.T. PQ dan sebagian lagi dipasang di subkontraktor-
sui';konwaktor vang lokasinya tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Sesuai
dengan ketentuan Article |16 Basic Agreement (Joint Venture Agreement) yang
menyatakan bahwa "any material, component parts, spare parts, machinery and
equipment to be imported ffom japan, necessary to P.T. PQ, shall be purchased
from Q through R at competitive reasonable prices”, maka bahan mentah (raw
materidl) untuk pembuatﬁn smafl diesel engine berupa cetakan yang belum
dipasang tersebut dibuat th subkontraktor-subkontraktor Q d.i Jepang, setelah
jadi disalurkan (dikirim) ke P.T. PQ di indonesia melaiui R Di P.T. PQ dan
_subkontraktor-subkontraktor di indonesia, bahan mentah (raw material) untuk
pembuatan diesef engine berupa cetakan yahg belum dipasang tersebut ‘diproses
dengan mesin finishing (dihaluskan, diberi lubang untuk mur dan dipresisikan

kembali), kemudian masuk production fine untuk dirakit menjadi small diesel

engine. Dalam proses ini juga dipergunakan beberapa komponen lokal yang

dibuat oleh subkontraktor-subkontraktor P.T. PQ.*
Hasil produksi yang berupa small diesel engine yang telah diberi merek

"Q" sesuai dengan Perjanjian Lisensi Trademark dan Tradename sebagaimana

* Ibid.
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diutarakan di muka, selanjutnya didistribusikan untuk dijual melalui Authorized
Degler.

Mengenai produksi berupa Power. Tiller (traktor tangan), pembuatan
bahan mentah {raw material) yang berupa cetakan yang belurn dipasang dilakukan
oleh subkontraktor-subkontraktor P.T. PQ yang lokasinya tersebar di berbagai
tempat di Indonesia, berdasarkan design yang dibuat oieh P.T. PQ. Setelah jadi
maka bahan mentah (raw material) tersebut dikirim ke P.T. PQ untuk menjalani
finishing sehingga rﬁenjadi body Power Tiller (traktor tangan). Peralatan finishing
yang diperguhakan dibeli di Indonesia secara bebas. Selanjutnya di atas body
Power Tilter (traktor tangan) ini dipasang small diesef engine (yang dibuat oleh P.T.
PQ berdasarkan lisensi dari Q sebagaimana diutarakan di muka) agar bisa
digerakkan. Hasil produksi berupa Power Tiller (traktor tangan) ini diberi merek
"HI* yang merupakan merek terdaftar atas nama P.T. PQ. Penjualannya juga
dilzkulan oleh Authorized Dealer sebagaimana dikemukakan di atas.’

Pada tahun [5;82. TAA/PBT pertama antara P.T. PQ dan Q berakhir.
Dan pada tahun itu juga P.T. PQ dan Q membuat dan menandatangani TAA/PBT
ke dua, karer;a P.T. PQ ingin selanjutnya dan seterusnya membuat dan menjual
small diese! engine "Q" dan untuk itu masih memeriukan infqrmasi dari Q. Dalam
kontrak yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan tersebut disepakat
bahwa Q memberi P.T. PQ hak khusus untuk menggunakan patent dan

informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual produk, dan untuk itu Q

* Ibid
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akan memberikan bantuan teknis pada P.T. PQ. Sementara itu P.T. PQ
berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan oleh Q serta
berkewajiban membayar royaity. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 2 (1), 4 (1), 4
(2, 4 (3), 5 (1) dan 7 (1) TAA/PBT kedua.’®

Berdasarkan hak khusus untuk menggunakan patent dan informasi
untuk membuat, menggunakan dan menjual produk di wilayah indonesia yang
diberikan oleh Q kepada P.T. PQ sebagaimana diutarakan di muka, P.T. PQ
terus melakukan kegiatannya untuk merakit, membuat dan menjual smalf diesel
engine dengah menggunakan merek "Q". Dan seperti biasanya, bahan mentah
(raw material) untuk pembuatan small diesel engine berupa cetakan yang belum
dipasang masih dibeli dari Q. Bahan mentah (raw material) tefsebut juga masih
dibuat oleh subkomkeor—subko;'ltmktor Q di Jepang dan disalurkan oleh R ke
P.T. PQ. P.T. PQ mehkukan finishing dengan mesin-mesin finishing yang sudah
ada kemudian masuk production line untuk dirakit menjadi small diesel engine. Di
sini beberapa komponen lokal juga masih dipergunakan. Selanjutnya smalf diesel
engine yang diberi merek "Q" ini siap dipasarkan melalui Authorized Dealer.
Sementara itu perakimn, pembuatan dan penjualan Power Tiller (traktor tangan)
beﬁnerek "HI* masih berjalan sepert telah diuta;alan di muka.”

Sejak sekitar tzhun 1997 - 1998 pabrik yang dimiliki oleh Q di jepang

sudah tidak ada karena sudah direlokasi di Indonesia (tepatnya Propinsi jawa

¢ Pﬂpﬁd ini akan dikemukakan dalam hasil penelitian mengenai faktor kontrak.
7 Hasil wawancara, op. cit.
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tersebut pada P.T. PQ, sedangkan bahan mentab (row material) untuk.

pembuatan small diesel engine berupa cetakan yan
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akan melimpahlan order

g belum dipasang masih

dilakukan oleh subkontraktor-subkontraktor Q di jepang dan dikirimkan ke P.T.

PQ di Indonesia mefalui R.®

Untuk meninglatkan kualitas tenaga kerja, P.T. PQ mengirim tenaga

kerjia ke Jepang untuk mengikuti training, baik

sendiri di piabrik dan kantornya, maupun yang di

diselenggarakan oleh Q
ggarakan oleh pihak hin

yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Q. Pada mudanya hal ini dilakuian

satu (1) mhun sekali, kemudian ketika terjadi krisis

neter di Indonesia pada

tahun 1997 jumizh tenaga kerja yang dikirim untuk mengikuti training berkurang,

bahkan pada tahun 1998 dan 1999 sama sekali tidak ada tenaga kerja yang dildrim

untuk mengikuti training di jepang. Pada whun 2000,

P.T. PQ mengirim tenaga

kerja ke Jepang untuk belajar komputerisasi. Di samping itu ada juga tenaga kerja

yang dikirim untuk mengikuti training yang disele

nggarakan oleh lembaga

manajemen lokal. Tujuan mengikuti training agar pengetahuan tenaga keqa yang

bersangkutan meningikat, séhingga bifa timbul kesulitan (trouble) tenaga keria '

yang bersangkutan lebih mengenal solusinya dan lebih percaya diri.’

Selain pengiriﬁmn tenaga kerip ke lepang s

di atas, Q juga mengirim insinyur-insinyurnya ke P.T

* ibid.
? Ibid.

ebagaimana dikemukakan

, PQ untuk memberikan

e SRR
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training guna menjamin terlaksananya perakitan danfatau pembuatan produk
secara lancar dan efektif oleh P.T. PQ, berdasarkan Service Agreement yang
dibuat bersamaan dengan kontrak TAA/PBT kedua. Sejak tahun 1982 sampai
dengan tahun 1997, sudah beberapa kali Q mengirim teknisi ke P.T. PQ, tetapi
sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang hal ini tidak dilakukan fgi, sehingga di
P.T. PQ tidak ada lagi teknisi asing."’

Pengiriman tenaga kerja P.T. PQ ke Jepang untuk m_engikutj training dan
pengiriman insinyur Q ke P.T. PQ untuk memberilan training sebagaimana
dikemukakan di atas merupakan wujud bantuan teknis yang diberikan oleh Q
(Pasal 4 ayat 4 dan 5 kontrak TAA/PBT kedua). |

Apabila ada kasus di lapangan, misainya ada complain dari konsumen
bahwa produk P.T. PQ mudah rusak maka Bagian Workshop and Inovation akan
mengadakan penelitian, tetapi hasil dan solusi yang direncanakan alan dilakulan
harus diaporkan dan dimintakan persetujuan lebih dahulu pada Q. Sedangkan
perawatan dan perbaikan fasilitas manufaktur dilakukan seﬁdiri oleh teknisi P.T.
PQ yang termasuk dalam Bagian Workshop and Inovation tersebut.!

Saat ini kapasitas produksi small diesel engine P.T. PQ mencapai 40.000
(empat puluh ribu) unit per tahun dengan ratio komponen fokal sebesar 30 %
(tiga puiuh- persen). Pada tahun 2000, P.T. PQ berhasii memproduksi

106 (seratus enam) model smali diesel engine bermerek "Q" dan jebih dari 60 %

® bid.
" bid.
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{enam puluh persennya)-nya atau sebanyak 79 (tujuh puluh sembi!an) model di
ekspor, sedang sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) model dipasarkan di dalam
negeri. Pasar elspor yang telah dirints sejak tahun 1997, pada saat ini telah
menyebar di {4 (empat belas) negara diantaranya Filipina, jepang, Australia,
Sritanica, Taiwan; Singapura, Ho'ngkong dan Thailand. Sedang kapasitas produksi
power tiller (traktor 'tangan) saat ini mencapai 2.500 (dua ribu lima ratus) unit per
tahun dan 100 % (seratus persen) menggunakan komponen lokal. Hasil produksi
"berupa power tiller (traktor tangan) bermerek "HI" ini seluruhnya dipasarkan di
datam negeri; Untuk itu, P.T. PQ mempunyai distribution network sebanyak 26
(dua puluh enam) main deafer dan 350 (tiga ratus lima puluh) retaifer di indonesia.
Selain itu untuk memb.erik"m service pada konsumen, di .seIuruh Indonesia sudah
ada 3!5 (tiga ratus lima belas) wqushop yang menyediakan after sales service
untuk mesin diesel Q. Sefain ftu P.T. PQ saat ini mempunyai 158 (seratus lima
puluh -delapan) subkontraktor yang lokasinya tersebar di beberapa tempat di
Pulau jawa. dan pekerjaannya adalah melakukan pembuatan komponen-
komponen lokal serta merakit smail diesel engine dan power tiller berdasarkan
kontrak kerjasama dengan P.T. PQ.”
Perusahaan kedim yang menjadi lokasi penelitian adalah P.T. ABC.
Sesuai dengan Surat Persetujuan Tetap PMDN ya;lg dikeluarian oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1985, P.T. ABC yang didirikan

pada tzhun 1984 dan berkedudukan di Daerah Khusus lbukota Jakarta adalah

2 Syara Merdeka, | Februari 2001, dilengkapi dengan hasil wawancara, ibid.
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sebuah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak di
bidang industri pembuatan brake s}stem for automobile dengan kapasitas dasar
400.000 (empat ratus ribu) set per tahun.
Sebagai akibat dari penjualan sebagian saham P.T. ABC kepada WX Co.
Ltd. (s;abuah perusahaan Jepang), maka sesuai dengan Surat Persetujuan Presiden
Rl bulan juli 1987, P.T. ABC berﬁbah status menjadi perusahaan Penanaman
Modal Asing (PMA). Dalam Lampiran Surat Pemberitahuan Ketua BKPM tentang
Persetujuan Presiden atas PMA disebutian :
¢ Bidang usaha P.T. ABC : industri ﬁembuatan Brake System for Autorﬁobile;
e Jenis barang produksi P.T. ABC : Brake System for Automobile;
e Kapasitas dasar: - 400.000 (empat ratus ribu) set; |
- I (satu) set brake system terdiri dari 4 (empat) buah rem;
e Pemasaran: - Dalam Negeri : 80 %
- Ekspor :20%
¢ Rencana penyerapan/ penggunaan tenaga kerja :
- Tenaga kerja Indonesia : 500 orang
- Tenaga kerja asing . 20 orang
Setelah mendapatkan persetﬂjuan Presiden, pada bulan Oktober 1987
dibuat Joint Venture Agreement dalam bentuk akta otentik oleh Notaris di Jakarta.

Dari Joint Venture Agreement ini dapat diketahui bahwa P.T. ABC yang telah

berubah status menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan

perusahaan berbentuk usaha patungan (joint venture) antara P.T. ABC ; WX Co.

Ltd., dan P.T. YZ (sebuah perusahaan Indonesia), yang didirikan dengan tujuan
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untuk bersama-sama menjalankan bisnis "manufacturing, assembling and scelling
brake systemns and their components for commercial vehicles, automobiles and motor
cycles”. Dan sejak saat ity semua fasikitas manufaktur dan bahan mentah (raw
material) berupa cetakan yang belum dipasang untuk pembuatan brake system for
automobile dibeli dan didatangian dari WX Ca Ltd" Setelah tiba di Indonesia,
P.T. ABC melakukan manufacturing atas raw material tersebut, yang meliputi
pengeriaan machining, heat treatment, finishing dan assembling.'"* Dalam proses
manufacturing ini juga digunakan berbagéi komponen lokal.

P.T. ABC melakukan monufacturing brake system for automobile
berdasarkan pesanan dari customer Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), dan
pada setiap set brake system tersebut diberi {terdapat} cetakan huruf (logo[fnftiaf)
"ABC" dan huruf tertenty yang diminta oleh customcr ATPM.. Menurut Yice
President Director P.T. ABC, cetakan huruf (logofinitial} "ABC" temei;ut bulan
merek karena P.T. ABC tidak memiliki merek terdaftar, yang merupakan merek
adalah cetakan huruf tertentu yang diminta oleh customer ATPM."

'Kesulian menembus pasar ekspor yang dikuasai oleh brake system hasil
produksi WX vang terpercaya tinggi kualiasnya, telah mendorong P.T. ABC
membuat kontrak TAA/PBT dengan WX dalam bentuk aka di bawah tangan.

Datam lontrak yang dibuat pada tahun 1992 yang merupakan bagian pelengkap

'3 Hasil wawancara dengan Kepala Personnef and General Affairs Department, merangkap Kepala

Factory 3 P.T. ABC pada tanggal 22 Maret 2001.

" Pengertian manufacturing ini terdapat dalam Lampiran Surat Persetujuan Tetap PMDN yang

dikeluarkan BKPM pada tahun 1985.

'S Hasil wawancara dengan Vice President Director P.T. ABC pada tanggal 12 fanuari 2001.
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Joint Venture Agreement tersebut disepakati bahwa WX memberikan kepada P.T.
ABC suatu hak non-eksklusif yang tidak dapat ditransfer dan lisensi, tanpa hak
untuk memberikan sub lisensi, untuk membuat, merakit dan menjual produk-
produk dan untuk membuat, merakit dan menjual fasilitas-fasilitas manufaktur
dalam Miayah Indonesia berdasarkan hak-hak milik industrial dan dengan
menggunakan know how. Dan untuk itu WX akan memberikan bantuan teknis
pada P.T. ABC. Sementara, P.T. ABC berkewajiban merahasiakan kriow how dan
in{or.masi teknik lainnya yang dibertkan WX serta berkewajiban membayar
royalty. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 2 (1), 3(1),3(2),3@).6(l)dan 13(1)
TAA/PBT tersebut.

Dengan dibuatnya kontrak TAA/PBT ini, maka huruf (fogo/initial) yang
dicetak pada brake system for automobile hasil produksi P.T. ABC tidak lagi "ABC"
melainkan "ABC-WX" ditambgﬁ dengan cetakan huruf (logofinitial yang diminta
oleh customer ATPM. Sementara bahan mentah (raw material) untuk pembuatan
brake system for automobile tersebut masih dibeli dan didatangkan dari WX P.T.
ABC hanya menangani proses manufacturing.'®,

Bersamaan dengan dibuatnya TAA/PBT tersebut fuga dibuat "Agreement
for Dispatching Technicians" (Perjanjian Pengiriman Teknisi-Teknisi) dan
"Agreement for Accepting Trainees" (Perjanjian Penerimaan Trainee-Trainee).
Berdasarkan kedua kontrak tersebut terakhir, setiap rahun (sam'pai sekarang)

P.T. ABC mengirim tenaga kerja untuk mengikuti training di pabrik WX di

'¢ Hasit wawancara dengan Vice President Director P.T. ABC, op. dit.
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Jepang, di samping itu di P.T. ABC juga ada beberapa téknisi Jepang yang
memberikan bimbingan teknik kepada tenaga kerja P.T. ABC.

Pada tahun 1992 ttu juga, P.T. ABC melakukan periuasan penanaman
modal asing. Karena itu dirasa perlu memindahian (mengubah) lolasi proyek ke
Propinsi Jawa Barat. Hal ini telah mendapat persetujuan dari pemerintah yaitu
dengan keluarnya Surat Persetujuan Ketua BKPM tentang Perluasan PMA pada
tahun 1993, yang sekaligus merupakan Surat Persetujuan Perubahan Lokasi
Proyek dari DKl Jakarta ke Propinsi Jawa Barat. Sejak saat itu bidang usaha P.T.
ABC bertambah dengan :

I. Brake System for Motor Cycle dengan kapasitas dasar 520.000 (lima

ratus dua puluh ribu) set setahun, dan

2. Brake System for Off The Road dengan kapasitas dasar 120.000

(sémtus dua puluh ribu) set setahun; |
dengan pemasaran direncanakan (00 % (seratus persen) di dalam negeri.
Sebagaimana pembuatan brgke system forl automobife yang bahan mentah (raw
material) nya dibeli dan didatangkan dari WX, maka pada pembuatan brake
system for motorcycle dan brake system for off the road ini, bahan mentah (raw
material) nya juga dibeli dan didatangkan dari WX P.T. ABC tinggal menangani
ptioses manufacturing-nya saja yang meliputi pengeriaan machining, heat

treatment, finishing dan assembling. Pada brake system for motor cycle dan brake
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system for off the road ini juga diberi (terdapat) cetakan huruf (logofinitial) "ABC-
wx ditaﬁnbah dengan cetakan huruf {logo/initial) yang diminta customer ATPM."

Menurut Vice President Director P.T. ABC, sejak- tahun {995 P.T. ABC
telah melakukan sendiri seluruh proses produksi ketiga jenis barang tersebut
(yaitu brake system for automobile, brake system for motor cycle dan brake system
for off the road), mulai dari peleburan (untuk membuat bahan mentah/raw
material berupa cetakan) sampai dengan perakitan {assembling).”®

Tahun 1996, P.T. ABC kembali melakukan periuasan penanaman modal
asing. Hal ini telah mendapat persetujuan dari pemerintah dengan keluarnya
. Surat Persetujuan Meninvest/Ketua BKPM tentang Perfuasan PMA tahun 1996.
Berdasarkan Surat Persetujuan tersebut maka bidang usaha P.T. ABC bertambah
lagi karena jenis barang yang diproduksi juga bertambah, yaitu :

1. Brake System Components, dengan kapasitas dasar 28.000 (dua puluh

defapan ribu) ton setahun,

2. Engine Components, dengar; kapasitas dasar 5.000 (ima ribu) ton

setahun, |

3. Alumunium Casting Products dengan kapasifas dasar 500 (ima ratus)

ton setahun,
dan rencananya ketiganya akan dipasarkan 80 % (&elapan puluh persen) di dalam

negeri dan 20 % (dua puluh persen) ekspor.

7 Ibid.
B Ibid.
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Pembuatan ketiga jenis barang tersebut di atas mulai dari peleburan

{(untuk membuat bahan menﬁh/raw material berupa cetakan) sampai dengan

finishing sudah dilakukan sendiri oleh P.T. ABC. Untuk alumunium casting product,

maka teknologi pembuatannya merupakan hasil penemuan P.T. ABC. Di samping
itu design nya juga dibuat sendiri oleh P.T. ABC."” Pada kedua jenis barang yang
disebutian pada nomor | dan 2 juga diberi (terdapat) cetakan huruf (fogo/initiaf)

"ABC-WX" ditambah cetakan huruf (logo/initial') yang diminta customer pemesan.

Sedangkan pada alumunium casting products diberi (terdapat) huruf (fogofinitial)

“WX" ditambah cetakan huruf (logofinitial) yang diminta customer pemesan.

Bentuk hasil produksi P.T. ABC ada 3 (tiga) macam, yaitu :

i) Oﬂ'gind Equipment Manufacturing (OEM) |
Yang dimaksud adalah barang yang dipesan dalam bentuk sudéh jadi (sudzh
dirakit), misalnya brake system for automobile; kemudian customer pemesan
yaitu ATPM mengintegrasikannya dalam pembuatan mobil.

2) Original Equipment Spareparts (OES)

Yang dimaksud adalah barang yang dipesan berupa spareparts (onderdil-
onderdil). Customer yang memesan adalah non ATPM.

3) After Market (AFM)

Yang dimaksud dengan After Market (AFM) adalah pemesanan berupa

spareparts (onderdil-onderdil) atau Original Equipment Spareparts (OES) yang

" ibid.
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dalam pembuatannya difakukan modifikasi. Dalam pembuatan After Market
(AFM) ini mulai dari design, ukuran, bentuk sampai dengan warnanya sama
dengan spareparts (onderdil-onderdil) asli atau Original Equipment Spareparts
(OES), temPi'ssuai dengan permintaan customer pemesan bahan dasarnya
berbeda. Maksud customer memesan After Market (AFM) agar harga

" spareparts (onderdil-onderdil) tersebut dapat ditekan. Customer yang
memesan adalah non ATPM.

Menurut keterangan Kepala Factory |, barang-barang After Market (AFM) ini
keamanan (safety) nya tidak berbeda dengan Original Equipment Spareparts
(OES), tetapi masa pemakaiannya mungkin berbeda dengan spareparts (onderdil-
onderdif) asti atau Original Equipment Spareparts (OES).” |

Saat ini P.T. ABC m?.miliki 3 (tiga) factory yang masing-masing
menjafankan pekerjaan berbeda, yaitu :

{} Factory | : menjalankan proses machining, heat treatment &an

finishing.

2) Factory 2 :memproduksi a;umuniurp casting products.

3) Factory 3 :melakukan pekerjaan perakitan (assembling).

Perawatan dan perbaikan terhadap fasilitas-fasifitas manufaktur yang
dimiliki P.T. ABC dilakukan oleh Technical Department. P.T. ABC tidak memiliki
Research and Development Department. Apabita ada complain dari konsumen alan

diberitahukan kepada customer pemesan, selanjutnya Technical Department

™ tasil wawancara dengan Kepala Factory | P.T. ABC pada tanggal 21 Maret 2001.
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bersama-sama dengan customer pemesan akan meneliti barang yang mendapat

complain tersebut sampai ditemukan penyebabnya. Di samping itu, Technical

Department juga yang menangani apabila ada pesanan dari customer. Biasanya

customer datang membawa suatu barang kemudian memina P.T. ABC untuk

membuatkan barang seperti itu. Dalam hal ini Technical Depertment akan meneliti

apakah pabrik P.T. ABC dapat membuat barang tersebut atau tidak, apabila

dapat maka akan dibuat design dan cetakannya.”

Hasil penelitian mengenai "alih teknologi di Indonesia melalui sarana

TAA/PBT" sebagaimana diutarakan di muka dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penelitian mengenai Alih Teknologi di Indonesia melalui sarana

TAA/PBT

No Keterangan

P.T.PQ

P.T. ABC

| | Kegiatan (Bidang)
Usaha

Perakitan, pembtatan
dan penjualan :

- Smali diesel engine; dan
- power tiller (traktor

tangan);
mulai tahun 1973 (ketika
pabrik mulai beroperasi)
sampai saat ini (tahun
2000}

Pembuatan, perakitan dan

penjualan :

- brake system for automobile
(mulai tahun 1987);

- brake system for motor cycle
(mulai tahun 1992);

- brake system for off the road
{mulai tahun 1992);

- brake system components
{mutai tahun 1996);

- engine components (mulai
tahun {996);

- alumunium casting product
(mulai tahun 1996).

2 | Lokasi Pabrik

Propinsi Jawa Tengah

- Tahun 1987 : Daerah Khusus
ibukota jakarta. :

- Mulai tahun 1992 pindah

- Propinsi Jawa Barat

op. cit.

% Masil wawancara dengan Kepala Personnel and General Affairs merangkap Kepala Factory 3,
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Sarana Alth Tek- | - Kontrak TAA/PBT | Kontrak TAA/PBT (tahun 1992)
nologi (tahun 1972);
- Kontrak Trademark
and Tradename License
Agreement (tahun
1972);
- Kontrak TAA/PBT i
(tahun 1982).
Fasilitas Manu- - Mesin finishing dan Fasilitas manufaktur untuk pem-
faktur production fine berasal | buatan dan perakitan brake
(dibeli) dari Q, Ltd. systems serta untuk pembuatan
(partner asing dalam brake system components dan
perusahaan) engine components berasal
- Fasilitas manufaktur (dibeli} dari WX, Co., Ltd. (part-
untuk pembuatan dan | ner asing dalam perusahaan).
perakitan power tiller | Sedangkan fasilitas manufaktur
(traktor tangan) ber- untuk pembuatan alumunium
asal (dibeli) dari Q, casting product dibuat sendiri
{1d., sedangkan mesin | oleh P.T. ABC
finishing-nya dibeli di
Indonesia secara bebas
Bahan mentah - Muiai tahun 973 - Mulai tahun {987 sampai
(raw materiaf) samnpal saat ini (tahun dengan tahun 1994 bahan
2001), bahan mentah mentah (raw material) untuk
(raw materiaf) untuk pembuatan brake system for
pembuatan small diesel |  automobile, brake system for
engine berupa cetakan motor cycle dan brake system
yang belum dipasang for off the road, berupa cetak-
dibeli dari Q, f1d. an yang belum dipasang dibeli
{partner asing dalam dari WX Co., Ltd. (partrier
perusahaan). asing dalam perusahaan).
- Mulai tahun 1973 - Sejak tahun 1995 bahan
sarnpai saat ini {tahun mentah (raw materiaf) untuk
2001) bahan mentah pembuatan brake systems
{raw material) untuk tersebut dibuat sendiri oleh
pembuatan power titler P.T. ABC.
(traktor tangan) dibuat | - Bahan mentah (raw materiaf)
sendiri oleh P.T. PQ. untuk pembuatan broke sys-
tem components, engine com-
ponents dan alumunium cas-
ting product dibuat sendiri
oleh P.T. ABC.
Merek - Merek yang diperguna- | Merek yang dipergunakan
kan small diesef engine | semua hasil produksi P.T. ABC
adalah "Q" yang meru- | adalah cetakan huruf tertentu
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pakan merek yang di- | yang diminta cleh customer
miliki ofeh Q, Ltd. di pemesan.
manz lisensi pengguna-
annya oleh P.T. PQ
dilakukan melalui Tra-
demark and Tradename
License Agreement yang
dibuat tahun 1972.
- Merek yang diperguna-
kan power tiller (trak-
tor tangan} adatah "H("
yang dimiliki oleh P.T.
PQ sendiri.
7 | Kapasitas Pro- | - Small diesel engine : - Brake System for Automobile :
duksi ' 40.000 unit per tahun; 400.000 set per tahun;
- Power tiller : 2,500 unit | - Brake System for Motor Cycle :
per tahun. 520.000 set per tahun;
- Brake System for Off The
Road : 120.000 set per tahun;
- Brake System Components :
28.000 set per tahun;
- Engine Components : 5.000
ton per tahun; dan
- Alumunium Casting Product :
500 ton per tahun.

8 | Pemasaran - Small diesel engine : 75 | - Broke System for Automobite :
9 ekspor dan 25 % 20 % ekspor dan 80 9% dalam
dalam negeri . negeri

- Power tilfer: 100 % - Breke System for Motor Cycle

dalam negeri dan Brake System for Off The
Road : 100 % dalam negeri
- Broke System Components,

Engine Components dan
Alumunium Casting Product :
20 9 ekspor dan 80 % dalam
negeri

9 | Perawatan dan Dilakukan oleh Bagian Dilakukan oleh Technical

perbaikan fasifitas | Workshop and Inovation | Department
manufaktur

10 | Penangananter- | Apabila ada cimplain dari | Apabila ada complain dari ken-

hadap complain | konsumen maka Bagian | sumen akan diberitahukan ke-

yang berasal dari | Workshop ond Inovation | pada customer pemesan, selan-

kensumen akan mengadakan pene- | jutnya Technical Department
litian. Tetapi hasil dan bersama-sama dengan customer

a1 R
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solusi yang direncanakan
akan dilakukan harus
dilaporian dan diminta-
kan persetujuan lebih
dahulu pada Q, Ltd.
(partner asing dalam
perusahaan)

pemesan akan meneliti barang
yang mendapat complain ter-
sebut sampai ditemukan penye-
babnya.

it | jumlah pabrik
yang dirniliki

P.T. PQ memiliki satu
pabrik (terletak di Pro-
pinsi jawa Tengah} yang
melakukan finishing dan
assembling small diesel
engine, serta power tiller.
Di samping itu P.T. PQ
memiliki beberapa sub-
kontraktor di indonesia
yang bertugas melaku-
kan finishing dan agssem-
bling small diesel engine,
serta pembuatan'bahan
mentah (raw material}
power tiller.

P.T. ABC memiliki tiga pabrik

yaitu :

- Factory 1 : menjalankan pro-
ses machining, heat treqtment
dan finishing,

- Factory 2 : memproduksi alu-
munium casting product,

- Factory 3 : melakukan peker-
jaan perakitan (assembfing).
Ketiganya terletak di Propinsi di

Jawa Barat

Sumber : Hasil Penelitian, 2000 - 2001

3. Faktor-faktor yang perlu diperhatkan agar “Technical Assistance Agreement”

(Perjanjian Bantuan Teknis) ciapat menjamin terwujudnya alih teknologi di

Indonesia

a. Faktor Kontrak

Unsur-unsur atau klausula-klausula yang terdapat dalam kontrak

TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q dan kontrak TAA/PBT antara P.T.

ABC dengan WX dapat dilihat pada Tabel 3: 72

2 Hasil Studi Dokurmen di P.T. PQ pada tanggal 31 Oktober 2000 dan P.T. ABC pada tanggal 12

Januari 2001 dan 21 Maret 2001.
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Unsur-unsur/ | Kontrak TAA/PBT antara P.T. | Kontrak TAA/PBT antara P.T.
No Klausula- PQ dengan Q ABC dengan WX
klausula :
! Pembukaan
Kontrak
a. Komparisi | "Perjanjian ini dibuat dan dima- | Persetujuan ini dibuat dan
sukkan ke dalam ... 1982 oleh | berfaku pada hari ini tanggal
Q, LTD, yang sepenuhnya di- ... 1992 oleh dan antara WX,
organisir dan berada di bawah | LTD., sebuah perusahaan
Undang-Undang Jepang, dengan | yang dikelola dan dibentuk
kantor pusatnya yang berkedu- | berdasarkan Hukum jepang
dukan di ... Jepang (yang selan- | dan memiliki kantor pusatnya
jutnya disebut Q), dan P.T. PQ, | di ..., Jepang (dalam hal ini
yang diorganisir dan berada di | disebut sebagai "WX'), P.T.
bawah Undang-Undang indone- | ABC, sebuah perusahaan yang
sia, yang kantor pusatnya ber- dikelola dan dibentuk
kedudukan di ... Indonesia . | berdasarkan Hukum Republik
(yang selanjutnya disebut P.T. Indonesia dan memidliki kantor
PQY* pusatnya di ..., jawa Barat
(dalam hat ini disebut sebagai
"ABC).
b. Premise/ | "Bahwasanya, Mengingat,
Recital Q telah ikut serta dalam Pe- (1) WX melakukan bisnis
rjanjian Bantuan Teknis ter- pembuatan dan penjualan,
_tanggal ... 197} dengan P.T. diantara berbagai macam
PQ, dengan mara P.T. PQ produk lainnya, kompo-
telah membuat dan menjual nen-komponen tertentu
mesin diesel-mesin diesel kecil untuk mobil, sepeda
Qmodel..., ..., ...y vy .- N motor dan produk-pro-
1 .... Model-model tersebut di duk daya, dan melalui
atas telah ditukar dergan .. pengataman telah meng-
ey -erp dAO ... untuk pem- akumulasi datam bisnis
buatan dan pen;uaian sebenar- pembuatan dan penjualan,

nya oleh P.T. PQ), dan di sam-
ping model-model tersebut di

atas, juga P.T. PQ tefah memu- know how, standar-stan-
lai membuat dan menjual dar kualitas dan metode-
- model-modet ... vy eerr metode pemasaran ber-

. dan.. seiama ber!akunya kaitan dengan komponen-
Peqanpan Bantuan Teknis. komponen tersebut;
Pertama: (2) ABC berharap untuk
Perjanjian pertama berakhir membuat dan rmenjual
tanggal ... 1982, tetapi P.T. produk-produk (seperti
PQ ingin selanjutrya dan sete- yang ditentukan di bawah)

memiliki hak mifik indus- |
trial tertenty, pembuatan
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rusnya membuat dan menjual
mesin-mesin diesel kecil Q.
Karena itu Q dan P.T. PQ
terus menerus membuat dan
menjual model-model berseri
... dan ... Q telah mendisain,
mengembangkan dan mema-
sarkan dan memiliki informasi
penting yang berhubungan
dengan produk-produk yang
selanjutnya akan disebutkan.
Q ingin memberi P.T. PQ hak
dan ijin khusus yang tak dapat

dipindahtangankan untuk me-

nggunakan informasi tertentu.
dalam pembuatan, pengguna-
an, pemasaran dan penjualan
yang selanjutnya akan disebut-
kan. P.T. PQ ingin membuat,
merakit, memasarkan danfatau
menjual produk-produk yang
selanjutnya akan disebutkan,
dan ingin menerima semua
informast Q tersebut serta
pelayanan untuk mendapat hak
dan ijin untuk menggunakan
informasi tersebut untuk mem-
buat, merakit, menggunakan

dan menjual preduk-produk

yang selanjutnya akan diperindi.
Maka dari pada itu, dengan
mempertimbangkan dasar-
dasar pemikiran dan perjanjian
bersama yang akan dibuat di
sini semua pihak dalam hal ini
dengan menyetujui hal-hal
berikut ini".

| ) WX dipersiapkan untuk

di Republik Indonesia;

menyerahkan dan ABC
mengambil fisensi untuk
membuat produk-produk
tersebut sesuai dengan
syarat-syarat dan per-
timbangan-pertimbangan
yang muncuf.

Oleh karena itu, dengan ini

sepakat sebagai berikut.

Badan

Kontrak

2. Klausula-
klausula
Yang
Bersifat
Umum
|. Definisi

Pasal |, Definisi -
Sebagaimana yang digunakan di
sini, istitah-istilah yang akan di-

Paszal |. Definisi
Dalam persetujuan ini kata-
kata dan kalimat-lajimat
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pakai di sini mempunyai arti

sebagai berikut ini: -

(1) Produk
Istilah “produk’ berarti
modelmodel berikut ini
yang telah dibuat dan dirakit
dengan menggunakan
ciptaan-ciptaan dan infor-
masi Q sebagai yang akan
dimuat berikut ini :
A) Model ... H)Model...
B) Model ... 1) Model ...
C)Model ... [} Model...
D)Model ... K) Model ...
E) Model ... L) Model ...
F) Model ... M) Modsi ...
G)Model ... N) Modei ...

(2) Informasi '
istifah “informasi* berart
milik tak nyata yang
dimiliki Q yang berhu-
bungan dengan produk,
termasuk tetapi-tidak
terbatas pada gambar dan
spesifikasi untuk pembu-
atan dan perakitan, meto-
de dan teknik-telmik
untuk membuat dan
merakit. Istilah ini ter-
masuk semua data yang
ada dan semua perbaikan
yang akan datang, pene-
muan dan modifikasi yang
dikembangkan atau di-
peroleh tanpa harus dira-

- hasiakan kepada Q sela-

ma masa perjanjian ini.

(3) Patent
Istilah “patent” berarti dan
termasuk semua permo-
honan patent Q yang
sudah atau akan diajukan,
sebelum atau sesudah
tanggal berlakunya ijin ini,
dan patent apapun yang

berikut akan memiliki arti
sebagai berikut :

1.1. Produk berarti
komponen-komponen
tertentu untuk mobil,
‘sepeda motor atau
produk daya, termasuk
komponen-komponen
untuk perbaikan atau
penggantian, model-
model dan type-type
spesifik dari kompo-
nen-komponen yang
diputuskan dari waktu
ke waktu berdasarkan
persetujuan tertulis
yang disepakati para
pihak;

1.2. Komponen berarti
bagian komponen
produk tersebut dan
termasuk komponen-
komponen produk
untuk perbaikan atau
penggantiam;

1.3. Komponen domestik
berarti komponen-
komponen yang dibuat
atau diperoleh di
wilayah tersebut
(seperti ditentukan di
bawah);

|.4. Teritori berarti wila-
yzh yang berada di
bawah administrasi
Pemerintah Republik
Indonesia;

1.5. Know how berarti
setiap dan semua in-
formasi teknik, Know
how, data dan penge-
tahuan yang berkaitan
dengan produk-produk
tersebut (kecuali untuk
hak-hak milik industrial
seperti yang ditentu-
kan di bawah), terma-
suk tetapi tidak dibata-
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akan dikeluarkan yang

berhubungan dengan
produk.

(4 Teritori

Istilah "teritori” berarti
Indonesia.

{(5) Penjualan Bersih produk

Istilah “penjualan bersih
produk” berarti harga
bersih faktur untuk distri-
butor dan/atau dealer
P.T. PQ untuk penjualan
oleh P.T. PQ kepada
distributor danfatau
dealer produk, tapi tidak
termasuk pajak apapun
dan biaya transport.

(6) Afiliasi

istilah "afiliasi" berkenaan
dengan pihak yang ditu-
njuk berart badan usaha,
partnership atau bentuk
usaha {ain melalui mana
pemitik saham voting
yang terbesar atau indi-
kasi kepemilikan lainnya
diawasi oleh dan berada
di bawah pengawasan
yang sama dengan satu
pihak.

si untiuk desain-desain,
gambar-gambar, stan-
dar-standar dan spesi-
fikasi-spesifikasi, di
mana WX dari waktu
ke waktu memiliki atau
berhak memberikan
lisensi kepada ABC
dan yang periu bagi ()
pembuatan, perakitan
dan penjualan produk,
(2) konstruksi dan
pelaksanean rencana
urtuk pembuatan pro-
duk-produk tersebut
{dari order melalui
pefigapalan) dan (3)
pembuatan, perakitan,
instalast dan operasio-
nalisasi fasilitas-fasilitas
manufaktur (seperti
yang ditentukan di
bawah}; dan semua
bahan-bahan dan
dokumen-dokumen,
apakah orisinil atat
diproduksi kembali
safinan dari padanya, isi
dan informasi tersebut,
Know how, data atau
pengetahuan.

I.6. Fasilitas-fasilitas
manufaktur berarti figs,
alat-alat, dies, mesin
dan perlengkapan yang
dipergunakan ABC
untuk pembuatan,
perakitan, testing,
pengawasan, pemeli-
haraan atau pelayanan
produk-produk yang
secara lokal tidak ter-
masuKk figs, alat-alat,
dies dan peralatan lain-
nya yang digunakan
dalam pembuatan
komponen.

1.7. Hak Milik Industrial
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artinya setiap dan
semua paten, merek
dagang, merek jasa,
hak cipta, desain dan
hak-hak milik industrial
fainmya, yang dari
waktu ke waktu WX
memiliki atayu berhak
untuk memberikan
lisensi kepada ABC
berkaitan dengan pro-
duk-produk tersebut
atau fasilitas-fasilitas
manufaktur tersebut.

2. Substansi

Pasal 2. Grant
(1} Disesuaikan dengan syarat

| Pasal 2. Pemberian Lisensi

2.1. WX dengan ini membe-

dan kondisi yang ada, rikan kepada ABC suatu
dengan ini Q memberi P.T. hak non-eksidusif yang
PQ hak khusus (selanjutnya tidak dapat ditransfer
*hak™) untuk menggunakan dan fisensi, tanpa hak
patent dan informasi untuk untuk memberikan sub
membuat, menggunakan lisensi, untuk membuat,
dan menjual produk di merakit dan menjual -
teritor selama masa per- produk-produk dan
fanjian ini. untuk membuat, merakit
dan menjual fasifitas-
fasilitas manufaktur
dalam wilayah berdasar-
kan hak-hak milik indus-
trial dan dengan meng-
gunakan know haw,
tunduk pada ketentuan-
- ketentuan dari perse-
tujuan ink.
3. Hak dan | Pasal 2. Grant Pasal 2. Pemberian Lisensi
Kewajib- | (1} “.. denganini Qmemberi | 2.1.WX dengan ini
an Khu- P.T. PQ hak khusus : memberikan kepada ABC
sus (selanjutrya "hak”) untuk suatu hak non-aksklusif
menggunakan patent dan yang tidak dapat ditrans-
informasi untuk membuat, fer dan fisensi, tanpahak
menggunakan dan menjual untuk memberikar sub
produk di teritori selama lisensi untuk membuat,
masa perjanjian ind ..." merakit dan menjuat pro-
Pasal 4. Bantuan Teknis duk-produk dan untuk
(1) Q akan memberitahu pengt- membuat, merakit dan

rirnan dan sepenuhnya

menijual fasilitas- fasilitas
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menyediakan informasi yang
diminta P.T.PQ untuk
membuat, menggunakan
dan menjual produk ..."

(2) informasi tertulis termasuk,
tetapi tidak terbatas pada
hal-hat tersebut di bawah ini

(3) informasi yang dimuat di
Pasal 4 perjanjian ini adalah
yang terbaru ..."

{(4) Seterimanya permohonan
tertulis dari P. T, PQ, Q
setuju untuk menerima
insimyur-insinyur P.T. PQ
datam jumiah tertentu
untuk memperoleh training
dalam waktu tertentu di
pabrik dan kantor Q ..."

(5) .. Q harus mengirimkan
insinyur-insinyur ... akan
memberi nasehat secukup-
nya untuk P.T. PQ untuk
menjamin terlaksananya
perakitan dan/atau pembu-
atan produk secara fancar
dan efektif oleh P.T. PQ .."

Pasal 5. Larangan Pembocor-

an Rahasia Kepada
Pihak Ketiga

{1y P.T. PQ setuju bahwa infor-
masi apa saja yang diberi Q
di sini akan dirahasiakan..."

Pasal 7 . Pembayaran

Sebagai pertimbangan untuk dan informasi teknik hain-
grant khusus, informasi dan nya dari pihak lain seperti
bantuan teknis yang oteh Q yang telah diketahui ber-
akan disebutkan di sini, P.T. dasarkan persetujuan ini,
PQ setuju untuk memberikan hanya untuk tujuan-tujuan
pembayaran royalty sebagai persetujuan ini, dan tidak
berikut : ..." akan, baik selama masa
Pasal 8. Laporan dan Pemba- - barlakunya persetujuan ini
Yaran atau sesudahnya, mem-
P.T.PQ harus menyerahkan buat diketahui, membo-
perryataan yang menunjukkan corkan atau mengkomuni-
jumiah dan penjualan bersih kasikan setiap know how
produk yang dijual P.T.PQ - atau informasi teknik lain-
dan produk yang digunakan nya dengan setiap cara

manufaktur dalam wilayah
berdasarkan hak-hak milik
industrial dan dengan
menggunakan know how,
tunduk pada ketentuan-
ketentuan dari persetu-
juan ini.

Pasal 3. Bantuan Teknik

WX akan menyediakan ban-

tuan-bantuan teknik sebagai

~ berikut, kepada ABC, ber-
kaitan dengan pembuatan,
perakitan dan penjualan
oleh ABC atas produk-pro-
duk tersebut di dalarm wila-
yah yang bersangkutan :

3.1. Ketentuan mengenai
know how,..."

3.2, Melengkapi petunjuk-
petunjuk yang berkait-
an dengan metode
operasi dari fasifitas-
fasilitas manufaktur

3.3. Bimbingan teknik de-
ngan cara mengirim
personil teknik WX
kepada ABC ..."

3.4. Pelatihan teknik untuk
insinyur ABC di sebuah
pabrik atau pabrik-
pabrik WX ...°

Pasal 6. Menjaga Kerahasiaan
-6{. Tiap pihak dengan ini akan
menggunakan know how
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untuk keperiuan sendiri, atau
yang dirakit menjadi sistem
yang lebih besar dan yang
semacamnya sebelum peniju-
alan seperti yang dirumuskan
pasal 7 (4} dalam perjanjian ini
dan menyerahkan royalties
sefama tiap tahun fiskal ter-
dahulu kepada Q dalam
waktu 60 hari setalah peluna-
san rekening pada tanggal 3!
Desemnber setiap tahun dan
mengirimkan jumiah royalty
paling lambat dibayarkan
sebelum akhir Maret tiap
tahun.
Pasal 10. inspeksi
(1) Q selama masa perjanjian
ini harus berhak melakukan
inspeksi berkala terhadap
fasilitas pabrik dan pembu-
kuan serta catatan P.T. PQ
untuk memastikan apakah
P.T.PQ mematuhi Pasal 5
dan Pasal 8 perjanjian ini
dan apakah P.T.PQ setuju
untuk memenuhi kewajiban
seperti itu.
(2) P.T.PQ setuju untuk me-
masukkan peraturan sefenis

atau apapun namanya
kepada setiap orang.
Pasal 9. Pengawasan Kualitas
9.1. Sesuai dengan standard
yang ditentukan oleh ABC
dalam rangka memenuhi
persyaratan-persyaratan
WX, ABC akan melaku-
kan pengawasan secara
wajar atas kualitas pro-
duk-produk tersebut dan
" komponen-komponen
domestik tersebut, dan
_ tetap menjaga standard
kualitas yang tinggi.
Pasal 12. Laporan dan Reka-
~ man (Catatan)
{2.1. Dalam waktu 15 hari
setelah berakhimya
~ setiap | tahun periode
yang berakhir pada
- tanggal terakhir Desem-
ber setiap tahun (Roya-
Ity Period) dan setiap
kwartal kalender, ABC
setiap tahun akan
menyerahkan kepada
WX laporan tertulis
mengenai pembuatan,
penjualan dan inventa-

ke dalam sub-kontraknya risasi produk dan kom-
yang memberi wewenang ponen, termasuk jenis
kepada Q untuk mengins- dan jumlah komponen
peksi fasilitas dan catatan domestik yang dibuat
serta pembukuan sub- dan/atau diperoleh,
kontrak seperti yang dinya- dalam setiap bulan sefa-
takan di atas. ma periode royaity dan
Pasat 11. Kualitas Produk suatu pernyataan tet-
P.T.PQ harus membuat pro-- tulis tentang kalkulasi
duk sesuai dengan kualitas royalty menurut klausul
standard dan bahan yang 13. Laporan dan per-
ditentukan atau disetujui oleh nyataan tersebut akan
Q. Q harus berhak mengins- dimuat dalam bentuk
peksi pabrik, peralatan dan laporan seperti yang
teknik pembuatan P.T.PQ, WX minta setiap saat.
dan atas permintaannya 12.2. Selama masa persetuju-
berhak menerima dengan an ini, ABC akan mem-
cuma-cuma gambar produk persiapkan catatan-
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secara terperinci dan/atau
sample produk yang dibuat
oleh P.T.PQ. Q harus
memberithu P.T.PQ segala.
ketidaksesuaian terhadap
kualitas atau ketentuan-keten-
tuan dan P.T.PQ setelah
menerima pemberitahuan itu
harus segera mengoreksinya
untuk memuaskan Q. Demi-
kian juga P.T.PQ harus
membuat sub-kontraknya

- mematuhi peraturan ini.

catatan rekening yang
akurat dan benar,
statemen-statemen
keuangan dan catatan-
catatan yang
menunjukkan semua
informasi yang periu
untuk persiapan laporan
dan statemen di atas
(rekaman/catatan) dan
atas permintaan WX,
ABC akan mengijinkan
WX, agen atau akuntan-
akuntanmnya yang memi-
liki akses, atas hal-hal
yang berkaitan dengan
transaksi yang dimaksud
dalam persetujuan ini,
atas catatan-catatan
rekening, statemen-
statemen keuangan dan
rekaman keuangan dan
akan menyingkap
sernua ini kepada WX,
agen atau akuntan-
akuntannya dan akan
membuat semua
penjelasan-penjelasan
seperti yang diminta
WX, agen atau akuntan-
nya. Catatan-catatan,
statemen dan rekaman-
rekaman tersebut akan
disimpan oleh ABC
untuk jangka waktu 5
tahun sesudah tanggal
persiapan ABC.

Pasal {3. Consideration

13.1. Mengingat hak-hak dan
lisensi-lisensi untuk
pembuatan, perakitan
dan penjualan produk-
produk tersebut berda-
sarkan Hak Milik Indus-
trial, kow how dan ban-
tuan teknik yang dilisen-
sikan dan ditetapkan
oleh WX, untuk setiap
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masa royalti meialui

persyaratan persetujuan
ini, ABC akan memba-
yar kepada WX suatu
royaiti dalam jumlah
yang sama untuk 30 %
dari nilai penjualan
produk ..."
4. Hak dan
Kewajib- | Tidak ada Tidak ada
an Umum
5. Wanpres- | Pasal {4. Pemutusan Awal Pasal 19. Berakhimya Perse-
tasi (1) Pihak manapun boleh Tujuan
mengakiri perjaniian ini jika | 19.1. Jika pihak-pihak gagal
ada penyimpangan atau melaksanakan kewajib-
kelalaian pokok oleh pihak an menurut persetujuan
lainnya terhadap syarat dan ini dan tidak menutup
kondisi tersebut di sini kegagalan tersebut
dengan meimberi peringatan dalam waktu 60 bani
tertutis kepada pihak lainnya berikut permberitahuan
- mengenal penyimpangan oleh pihak yang lain
atau kelalaian yang menim- yang meminta pihak
bulkan alasan dan keinginan yang gagal untuk meng-
untuk memutuskan perjan- hilangkan kegagalan ter-
jtan ini, dan fika dalam sebut, kemudian pihak
waktu 90 hari setelah diteri- yang memberitahu
marya peringatan tersebut, dapat mengakhiri per-
pihak yang lalai tidak meng- setujuan ini dengan
ambit tindakan terhadap . memberikan pemberi-
kelalaian atau penyimpang- tahian tertulis kepada
an tersebut, maka pihak pihak yang gagal ter-
yang tidak lalai boleh me- sebut, kalu persetujuan
mutuskan perjanjiar ini..." ini akan berakhir sejak
tanggal pengiriman
pemberitzhuan tersebut
dan pihak yang gagal
tersebut akan memba-
yar kepada pihak lain
setiap dan semua
ongkos, kerugian dan
biaya yang diderita oleh
pihak fain dalam kaitan-
nya dengan kegagalan
tersebut.
6. Keadaan | Pasal {5. Force Majeure Pasal 22. Force Majeure
Darurat (1) Tidak ada pihak yang ber- 22.1. Pihak-pihak tidak akan
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tanggung jawab kepada
pihak kainnya karena kega-
galan atau penundaan
pelaksanaan kewajibannya
daiam perjaniian ini pada
saat dan jika kegagalan atau
penundaan ity disebabkan
karema kerusakan, huru
hara sipil, perang, permu-

bertanggungjawab atas
keterfambatan atau ke-
lalaian dalam melaksa-
nakan kewajibanaya di-
karenakan sebab atau
sebab-sebab yang tidak
dapat disalahkan kepa-
danya, seperti bencana
alam, perang, pembe-

suhan antara kedua bangsa, rontakan, epidemik

U, hukum atau peraturan sengketa, revolusi,

pemerintah, embargo, tin- kerusuhan, pembatasan

dakan pemerintah atau per- pemerintah atau per-

wakitancya, Hukum Tuhan, buatan Tuhan. jika

badai, kebakaran, kecelaka- pihak-pihak terhalang

an, pemogokan, sabotase, oleh sebab atau sebab-

peledakan atau kemungkin- sebab tersebut untuk

an-kemungkinan lain yang melaksanakan kewaji-

berada di luar kemampuan bannya berdasarkan

layak pihak yang teribat. persetujuan ini, pihak
(2) Jika pihak manapun dibuat tersebut dengan segera

tidak mampu, selurvhnya alan memberitahu

atau sebagian, oleh force pihak hin mengenai

majéure untuk metaksana- akibat tersebut;

kan kewajibannya dalam 22.2. Datamn hal sebab atau

perjanjian ini, selain dari- sebab-sebab telah ber-

pada kewajiban untuk langsung selama peri-

membayar, dan fika pihak ode 6 bulan, salah satu

ini memberi tahu dan pihak dapat mengakhiri

memberi keterangan leng- persetujuan ini dengan

kap tentang force majeure pemberitahuan tertufis

sacara tertulls atau melalui kepada pihak lain.

tefegram kepada pihak ’

lainnya dalam waktu yang

dianggap layak setelah

terjadinya force majeure

yang dimaksud, maka

kewajiban pikak pemberi-

tahu, asalkan kewajiban itu

dipengaruhi oleh force

majeure tersebut, boleh

ditunda selama masa keti-

dakmampuan karena

adarya force majeure,

tetapi tidak boleh tebsh lama

dari itu, dan penyebab

ketidakmampuan itu seda-

pat mungkin dipulihkan
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dalam waktu yang layak. Jika
diminta oleh pihak peneri-
ma pemberitahuan, pihak
yang memberitahu harus
menyerahkan keterangan
atas sumpah mengenai
fakta-fakta yang dipercaya
merupakan force majeure
kepada pihak yang diberi-
tahu. Tetapi fika pelaksana-
an ketetapan dalam perjan-
jian ini seluruhnya tertunda
selama 6 (enam) bulan,
pihak manapun dalam per-
janfian inf boleh memutus-
kan perjanjian ini dengan

memberi pemberitahuan
tertulis kepada pihak lain
sekurang-kurangnya tiga (3)
bulan sebelum pemutusan.

7. Pemutus- | Pasal 14. Pemutusan Awal Pasal |19. Berakhirmya Perse-

an Kon- | (1) Pihak manapun boleh tujuan
trak mengakhiri perjanjian ini fika | 19.1.Jika pihak-pihak gagal
ada penyimpangan atau metaksanakan kewajiban
kelalaian pokok oleh pihak menurut persetujuan ini
lainnya terhadap syarat dan berikut pemberitahuan
kondisi tersebut di sini oleh pihak lain yang
dengan memberi peringatan meminta pihak yang
tertulis kepada pihak lainrya gagal untuk menghifang-
mengenai penyimpangan kan kegagalan tersebut,
atau kelalaian yang menim- kemudian pihak yang
bulkan alasan dan keinginan memberitahu dapat
untuk memutuskan perfan- mengakhiri persetujuan
jian ini, dan jika dalam ini dengan memberikan
waktu 90 hari setelah diteri- pemberitahuan tertulis
manya peringatan tersebid, kepada pihak yang gagal
pihak yang latai tidak meng- tersebut, lalu persetuju-
ambil tindakan terhadap an ini akan berakhir sejak
kelalaian atau penyimpang- tanggal pengiriman pem-
an tersebut, maka pihak beritahuan tersebut dan
yang tidak falai boleh me- pihak yang gagal tersebut
mutuskan perjanjian int. akan membayar kepada
(2) Kecuali fika disetujui secara pihak lain setiap dan

tertulis oleh kedua pihak di sermua ongkos, kerugian
sini, perjanjian ini otomeatis dan biaya yang diderita
akan berakhir jika terjadi oleh pihaklain dalam
hai-hal berikut ini : kaitannya dengan kega-




a. Pengangkatan wali atau
penerima semua atau
sebagian aktiva oleh
pihak manapun,

b. Ada pihak bangkrut;

c. Penyerahan sebagian
besar aktiva oleh pihak
manapun bagi keuntung-

: an para kreditor;

d. Penambahan aktiva
penting oleh pihak
madnapun;

e. Pengambilaiihan usaha

" atau aktiva penting oleh
pthak manapun;

f. Pembubaran atau likui-
dasi oleh pihak manapun.

Jika ada pihak yang terlibat

dalam salah satu peristiwa

seperti yang disebutkan dari

() sampai (f) tersebut di

atas, maka pihak itu harus

memberitahu pihak-pihak
lainnya dengan segera
melalui kawat mengenai
kejadian.itu.

(3)Meskipun ada pemberitahu-
an, Q berhak memutuskan
perjanjian ini setelah saham
Q di P.T.PQ menijadi nol,
apapun sebabnya.

(4)Pemutusan perjanjian ini
tanpa prasangka terhadap
hak pthak manapun kepada
pihak lainnya berkenaan
dengan penyimpangan syarat
dan kondisi perjanjian ini
sebelummya. Sekalipun
dernikian, apabila perjanjian
ini diputuskan sebelum
tanggal berakhirnya karena
alasan apapun, P.T.PQ
berhak membuat dan men-
jual produk menurut pemba-
yaran royalty yang dirumus-
kan di sini jika P.T.PQ memi-
fiki inventaris atau pembu-
atan produk yang sedang

| Pasal 20. Akibat Berakhimya

galan tersebut.

i9.2. jika pihak :

(1) Mentransfer seluruh atau
satu komponen penting
dari bisnis atau asetnya,

(2) Dilikuidasi,

(3) Merger dengan perusaha-
an lain,

(4) Bangkrut, menghentikan
pembayaran, mengajukan
atau telah mengajukan
suatu petisi mencari keri-
nganan menurut hukum
kepailitan, atau penerima
atau trustet telah ditunjuk
untuk propertinya, kemu-
dian pihak lain dapat
mengirim pemberitahuan
tertulis kepada pihak di
atas bahwa persetujuan
ini diakhiri, lalu persetu-
juzn ini akan berakhir
pada tanggal pengiriman
pemberitahuan tersebut.

Perjanjian
20.1. Dalam hal berakhirnya
atau habis masa beria-
kunya persetujuan ini
karena sebab apapun,
20.1.1. ABC dengan se-
gera zkan
mengembalikan
kepada WX
sermua doku-
men khusus
dan barang ber-
wujud yang di-
sediakan oleh
WX berlaitan
dengan perse-
tujuan ini dan
milik WX, dan
ABC akan
menjaga infor-
masi yang dite-
rima olek ABC,
dafam hal ini
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berlangsurig pada saat pemu-
tusan perjanjian ini.

(5) Tidak ada hal-hai dalam pasal
ini yang akan membebaskan
P.T.PQ dari pembayaran
royalty seperti tertufis dalam
Pasal 7 kepada Q.

(6)Atas pemutusan perjanjian ini
oleh pihak manapun karena
atasan apapun, P.T.PQ harus
segera mengembalikan
kepada Q semua catatan
phisik dan tertulis serta
reproduksinya yang berisi
informasi yang diberikan Q
kepada P.T.PQ.

20.1.2. ABC tidak akan

20.1.3. ABC tidak akan

20.1.4.

rahasia dan
konfidensial
tunduk pada
klausuia 6.5;

melanjutkan
penggunaan
merek dagang
WX termasuk
"merek bertan-
da", beriaitan
dengan bisnis
yang difakukan
oleh ABC.
Merek bertan-
da yang didaf-
tarkan ABC
akan dianggap
telah diberikan
kepada WX
dengan ber-
akhirrya atau
habis masa
berlakunya per-
setujuan terse-
but, dan ABC
akan mengam-
bil setiap tinda-
kan yang diang-
gap perlu untuk
merubah nama
yang didaftar-
kan-

melanjutkan
penggunaan
know how yang
diberikan oleh
WX berdasar-
kan persetujuan
ini; dan :
WX memiliki
hak untuk
membeli,
dengan suatu
harga yang
wajar yang
telah disetujui

e o
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oleh WX dan
ABC, semua
produk-produk
yang telah dise-
diakan oleh »
ABC dan sisa
yang tidak ter-
jual, dan ABC
setuju untuk

20.2. Jika WX tidak melaku-

kan pembelian seperti
yang diatur dalam iau-
sufa 20.1.4. di atas
datam periode waktu
yang wajar, dengan
tetap mengacu pada
kiausaia 20.1., ABC
dapat mengatur pro~
duk-produk di wilayah
yang ABC sediakan
pada saat berakhirnya
persetujuan ini, diten-
tukan bahwa disposisi
tersebut akan dibuat
sesuai dengan syarat-
syarat dan kondisi yang
dapat berfaku.

20.3. Berakhirny=a atau habis -

masa berlakunya perse-
tujuan ini tidak akan
mengurangi hak yang
akan ditambah kepada
setiap pihak sebelum
berakhirnya atau habis
masa berlakunya perse-
tujuan ini.

20.4. Tak satupun dalam per-

setujuan ini akan ditaf-
sirkan seperti melarang
ABC secara bebas
menempatkan kompo-
nen-Komponen manti-
faktur dan/atau yang
dipercieh ABC, setelah
berakhirmya persetujuan
ini.

e
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8. Piihan Pasal 18. Undang-Undang dan | Pasal 24. Hukum yang Menga-
Hukum Bahasa yang beriaku tur

"Perjanjian ini harus ditafsickan |  Syarat-syarat persetujuan

sesuai dengan dan tunduk dan pelaisanaannya akan

kepada Undang-Undang diatur dan ditafsirkan sesuai
Jepang, dan .." dengan Hukum jepang.
9. Penyele- | Pasat 9. Arbitrasi Pasal 28. Arbitrase
saian Semua pertikaian, pertentang- | Semua sengketa, kontrover-
Sengketa an atau perselisthan yang si atau perbedaan-perbeda-
‘ mungkin timbul diantara an yang mungkin muncul di
pihak-pihak atas atau yang antara pihak-pthak berkai-

berkenaan dengan perjanjian - tan atau berhubungan
ini dan juga pelanggarannya, dengan persetujuan ini akan
yang tidak dapat diselesaikan diselesaikan ofeh Arbitrase.
. secara darnai melalui perun- Arbitrase akan difakukan
dingan akhirnya harus disele- oleh Indanesia Commercial
saikan dengan arbitrase {(per- Arbitration Association di
wasitan), Tempat arbitrase | fakarta, Indonesia, sesuai
‘adalah tempat tinggal respon- |  dengan ketentuan asosiasi

den (yang dituntut), kecuali arbitrase, jika tergugatnya
jika ditentukan ternpat kin ABC, dan arbitrase akan
oleh kedua pihak. Jika yang dilakukan ofeh Japan Com-

dituntut adalah pihak indone- mercial Arbitration Associ
sia, arbitrase harus dilaksana- ation di Tokyo, jepang,

kan di Dewan Perwasitan sesuai dengan ketentuan
Nasional indonesia dengan asoslasi arbitrase komersial
Undang-Undang Prosedur jika tergugatnya WX
Perwasitan yang berlaku di Keputusan yang diberikan

sini. Jika yang dituntut adalah oleh arbitrase adalah final
pihak jepang, arbitrase harus dan mengikat para pihak.
dilaksanakan di Japan Com-
mercial Arbitration Associa-
tion dengan Undang-Undang
Perwasitan Komersial yang
beriaku di sana. Keputusan
wasit adalah final dan meng-
ikat kedua pihak.

10. Bahasa | Pasal I8, Undang-Undang dan | Pasal 27. Bahasa Resmi
Bahasa yang bertaku Persetujuan ini dibuat dalam
"..., dan versi perjanjian yang bahasa Inggris dan setiap

berbahasa inggris dianggap terjemahan ke dalam bahasa

sebagai ash". lain tidak akan dianggap
sebagai konstruksi dan
interpretas] sah dari perse-

tujuan ini.
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b. Klausula-
klausula
Yang
Bersifat
Khusus
[. Klausula | Pasal 4. Bantuan Teknis Pasal 3. Bantuan Teknik
Pelatihan | (1) Q akan memberitahu pengi- WX akan menyediakan ban-
dan Asis- riman dan sepenuhnya tuan-bantuan teknik sebagai
tensi menyediakan informasi yang |  berikut, kepada ABC, ber-
Teknis diminta P.T., PQ untuk kaitan dengan pembuatan,
membuat, menggunakan perakitan dan penjualan
dan menjual produk atas oleh ABC atas produk-pro-
dasar kerja yang saling duk tersebut di dalam wila-
menguntungkan setelah yah yang bersangkutan :
menerima initial payment 3.1. Ketentuan mengenai
yang dimuat dalam pasal 7 know how,..."
perjanijian ini. Tetapi infor- | 3.2. Melengkapi petunjuk-
masi tersebut hanya boleh petunjuk yang berkaitan
diberitahukan bagi kepen- dengan metode operasi
tingan teknis P.T. PQ. dari fasilitas-fasilitas
(2) Informasi tertulis termasuk, manufaktur
tapi tidak terbatas pada hal- | 3.3. Bimbingan teknik dengan
hal tersebut di bawah ini cara mengirim personil
yang ditulis dalam bahasa teknik WX kepada ABC
Jepang sesuai dengan yang sesuai dengan “Agree-
digunakan di Q. tetapi kete- ment for Dispatching of
rangan metode pembuatan Technicians" secara ter-
seperti percetakan dan pisah yang berlaku antara
pengecoran materi atau WX dan ABC.
bahan tidak disertakan. 3.4. Pelatihan teknik untuk
. 7. e insinyur ABC di sebuah
2. 8 . pabrik atau pabrik-pabrik
3. 9. . WX sesuai dengan
4, 10. "Agreement for Accepting
5. . ... of Trainees" secara ter-
B N pisah yang berlaku antara
(3) Informasi yang dimuat wX dan ABC.
dalam pasal 4 perjanjian ini
adalah yang terbaru pada

tanggal berfakunya perjan-
jian ini, dan Q akan meleng-
kapi P.T. PQ dengan doku-
men berisikan pembaruan-
pembaruan yang ada jika Q
merasa perfu memberi
informasi tambahan kepada
P.T. PQ untuk membantu
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membuat, menggunakan
dan menjual produk.

(4) Seterimanya permohaonan

tertulis dari P.T.PQ, Q
setuju untuk menerima
insinyur-insinyur P.T.PQ
dalam jumlah tertentu
untuk memperoleh training
dalam waktu tertentu di
pabrik dan kantor Q. Jika
P.T.PQ mengajukan permo-
honan demikian dan dirasa
periu oleh Q, maka Q harus
menerima dan memberikan
training gratis kepada se-
jumiah trainee di pabrik Q
dalam masa yang dianggap
cukup oleh Q. Sekurang-
kurangnya 3 bulan sebelum
keberangkatan trainee itu,
P.T.PQ harus memberitahu
Q untuk nama, jabatan,
riwayat hidup dan hai-hal

yang perlu ditraining serta

tanggal kedatangan trainee
tersebut. Biaya perjalanan
p-p., biaya pemondokan dan
ongkos hidup trainee terse-
but ditanggung oleh P.T.
PQ. Jika dan bilamana se-
orang trainee yang dikirim
oleh P.T.PQ dianggap Q
tidak cocok untuk training
itu, Q akan merekomendasi
P.T.PQ untuk mengirim
trainee lain untuk meng-
gantikan trainee tersebut.

(5) lika pengiriman insinyur

Jepang yang dirasakan periu
untuk perakitan atau pem-
buatan produk disetujui
oleh P.T.PQdan Q, Q
harus mengirimkan insi-
nyur-insimyur yang dipilih Q
atas biaya P.T.PQ selama 3
tahun setelah tanggal ber-
lakunya perjanjian ini. Pengi-
riman insinyur Jepang yang
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dimaksud di sini akan dilak-
sanakan sesuai dengan sya-
rat dan kondisi perjanjian
service yang akan dmmpul-
" kan secara terpisah.
Insinyur-insinyur tersebut
akan memberi nasehat
secukupnya kepada P.T.PQ
untuk menjamin terlaksana-
niya perakitan dan/atau
pernbuatan produk secara
lancar dan efektif oleh P.T.
PQ. Kedua pihak harus ber-
bicara secara baik-baik jika
pengiriman insinyur jepang
diminta setelah 4 tahun
mulai dari tanggaf berlaku-

nya perfanjian ini.

2. Klausula
Improvi-
sasi

Pasal 2. Grant

(3) Q barus memiliki hak untuk
mengubah danfatau memo-
difikasi produk urtuk mem-
perbaiki produk jika dirasa
periu dari segi pembuatan
dan penjualan. Q harus
segera menyediakan infor-
masi lengkap mengenai
perubahan-perubahan ter-
sebut dan/atau indikasi yang
memungkinkan P.T.PQ
untuk menggunakan infor-

Pasal 8. Perubahan Desain
8.1. Setlap perubahan yang

ABC, dan perubahan

masi dan petunjuk untuk 8.2. jika ABC ingin membuat
pembuatannya. perubahandesain produk
Pasal 6. Grant Untuk Perbaikan atas inisiatifnya sendiri,
P.T.PQ suatu permintaan perse-
Jika P.T.PQ menganggap tujuan tertulis akan di-
tepat dan perfu bagi keun- sampatkan oleh ABC
tungan kedua belah pihak di kepada WX dalam suatu
sini, P.T.PQ boleh dengan bentuk yang ditunjukkan
segera membeberkan, mengi- oleh WX bersama
rimkan dan menyediakan dengan contoh dan
informasi, ciptaan atau per- gambar produk-produk
baikan dalam hal produk yang yang diubah tersebut.
dikembangkan dan diterima " Perubahan desain yang
ofeh P.T.PQ selama masa diminta dapat dijalankan
perjanjian ini kepada Q. hanya setelah adanya
Sesuai dengan persetujuan persetujuan tertulis yang

dilakukan WX dalam
desain atau pembuatan
atau proses perakitan
produk tersebut akan
diberitahukan sebelum-
nya oleh WX kepada

tersebut akan diterima
oleh ABC tanpa penun-
daan setelah pemberita-
huan tersebut diterima.

R ..‘,,_,wﬂ‘r_‘r_wr,_m...‘. [
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dan kondisi yang harus dise-

. tujui oleh kedua belah pihak,
Q akan memiliki hak dan
fisensi yang tidak dapat dica-
but, bebas royaity, non-eks-
kiusif dan tidak dapat di-
pindahtangankan, untuk
menggunakan informasi,
diptaan dan perbaikan untuk
tujuan apapun selama masa
perjanjian ini, kecuali di
teritori.

telzh diperoleh dari WX.

‘ 3. Klausula
Konfiden-
sialitas

Pasal 5. {Larangan Pembacoran

).

@

Rahasia Kepada Pihak

Ketiga
P_T.PQ setuju bahwa infor-
masi apa saja yang diberi Q
di sini akan dirahastaian,
dan P.T.PQ setuju, tidak
hanya selama beriakunya
perjanjian ini tetapi juga
selanjutnya, bahwa P.T.PQ
tidak akan membeberkan
informasi itu kepada pihak
lain, atau membiarkan pega-
wai, agen atau perwakilan-
nya membocorkan rahasia
itu kecuali bila dirasa periu
bagi pelaksanaan kerja P.T.
PQ di bawah perjanjian ini,
seperti misalnya dibocorkan
kepada subkontraktor yang
harus berjanji kepada P.T.
PQ untuk merahasiakan
informasi ini. Inipun harus
mendapat ifin tertulis
dari Q.
P.T. PQ harus mengambil
tindakan-tindakan yang
diperfukan untuk menjamin
bahwa semua personil P.T.
PQ dan semua yang ada di
bawah pengawasannya yang
diberitahu mengenai per-
janjian ini, atau siapapun
yang dapat mengetahui
perjanjian ini akan meraha-

Pasal 6. Menjaga Kerahasiaan
6.1.

6.2.

6.3.

" atau mengkomunikasi-

Tiap pihak dengan ini
akan menggunakan know
how dan informasi
teknik lainnya dari pihak
fain seperti yang telah
diketahui berdasarkan
persetujuan ini, hanya
untuk tujuan persetujuan
ini, dan tidak akan, baik
selama masa beriakunya
persetujuan ini atau
sesudahnya, membuat
diketahui, membocorkan

kan setiap know how
atau informasi teknik
lainnya dengan setiap
cara atau apapun nama-
nya kepada setiap orang.
Setiap pihak dengan ini
akan melakukan tindakan
pencegahan untuk men-
jaga rahasia know how
tersebut dan informasi
teknik lainnya dan hal-hal
yang konfidensial serta
membatasi penggunaan
daripadanya seperti yang
ditetapkan dalam klau-
sula iri.

Setiap pthak dengan ini
dapat menyingkap know
how dan setiap informasi

teknik lainnya yang dite-
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siakan perjanfian ini dan
terikat oleh syarat-syarat
perjanjian ini dan juga
melarang menggunakan
atau membeberkan perjan-
jfan ini tanpa wewe-nang.
~ P.T.PQ harus menja-min
supaya pegawainya tidak
.melakukan hal-hal semacam
itu. Bab ini tidak berfaku
bagi informasi yang akan
dikemukakan Q secara
tertulis.

6.4.

6.5.

- merakit atau menjual

* sesual dengan persetu-

{ainnya, setiap pihak

 penyingkapan know how

tapkan oleh pihak lain
kepada direktur, staf dan
karyawan lainnya atau
perusahaan-perusahaan
yang bekerjasama
dengannya yang penying-
kapannya memang periu
untuk tujuan bagi direk-
tur, staf dan laryawan
lainnya urtuk membtiat,

produk-produk tersebut

juan ini.

Sebelum melakukan
penyingkapan menurut
klausula 6.3. di atas, jika
diminta oleh setiap pihak

dengan ini akan mem-
peroleh dari setiap
direktur, staf dan karya-
wan lainfya atau peru-
sahaan-perusahaan yang
bekerjasama yang

dan informasi teknik
boleh dibuat, suatu per-
setujuan tertulis untuk
memperiakukan semua
know how dan informasi
teknik lainnya sebagai
rahasia dan konfidensial
dan untuk membatasi’
penggunaan daripadanya
dengan cara yang dite-
tapkan dalam kausuia
ini.

Tak ada yang ditentukan
datarn klausula 6 ini akan
ditafsirkan sebagal perm-
batasan, atau mencipta-
kan setiap tanggung
jawab untuk penyingia-
pan, komunikasi atau
penggunaan informasi
oleh ABC, yang:

6.5.1. Menjadi milik
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- selain produk-produk ter-

umum,
6.5.2. Telah dimiliki
ABC pada waktu
penyingkapan
kepada ABC aoleh
setiap pihak lain
dan tidak diper-
oleh dari pihak
lain tersebut, atau
6.5.3. dengan hak
penuh diperoleh
oleh ABC dengan
dasar non-konfi-
densial dari pihak
: ke tiga yang
-.  memiliki hak
untuk menying-
kap hal tersebut
kepada ABC.
Pasal 7. Pembatasan Penggu-
naan Informasi
ABC tidak akan
menggunakan atau menye-
babkan atau mengijinkan
untuk digunakan oleh tiap
pihak ketiga know how,
Hak Mifik industriai atau
informasi teknik lainnya
yang ditetapkan atal dilisen-
sikan dalam pembuatan atau
perakitan produk-produk

sebut. Bagaimanapun juga
ditetapkan, bahwa ini tidak
berlaku bagi setiap infor-
masi, yang diindikasikan
dalarn gambar-gambar,
spesifikasi-spesifikasi dan
lain-lain, berkaitan dengan

" gerakan-gerakn fungsional
untuk digunakn secara luas
bagi pembuatan atau pera-
kitan setiap produk-produk
selain dari pada produk-
produk tersebut.

4. Klausula
Efektivi-

Pasal 2. Grant
(1) Disesuaikan dengan syarat

Pasal 2. Pemberizan Lisensi

2.1. lika dan bilamana WX
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tas dan kondisi yang ada, bermaksud untuk mem-
dengan ini Q memberi P.T, berikan kepada pihak
PQ hak khusus (selanjutnya ketiga setiap lisensi
*hak') untuk menggunakan . untuk membuat, merakit
patent dan informasi untuk atau menjual produk-
membuat, menggunakan produk tersebut dalam
dan menjual produk di wilayah ini, WX sebe-
teritori selama masa per- lumnya harus berkonsul-
janjian ini. ... Q tidak boleh tasi dengan ABC tentang
berjanji dengan individu pemberian lisensi ter-
atau perusahaan kain untuk sebut.
memberikan grant untuk
membuat produk”.

5. Klausula Pasal 22. Pengangkatan Pasal 21. Penyerahan
Pelimpah- Kecuali jika ditentukan di 21.1. Kecuali ditertukan lain,
an Hak sini, perjanjian ini dan hak- tak satupun pihak akan

hak serta kewajiban di dalam menyerahkan, meng-

perjanjian ini tidak boleh alihkan atau menempat-

diserahkan oleh pihak mana- kan dengan cara lain

pun kepada pihak ketiga persetujuan ini baik

tanpa persetujuan tertulis secara keseluruhan atau

dari pihak lain. sebagian atau setiap hak

' atau kewajiban kepada

setiap orang, firma atau
korporasi tanpa perse-
tujuan tertulis sebelum-
nya dari pihak fain.

6.Klausula .

Jaminan Tidak ada. Tidak ada
Kebenaran

7. Klausula Pasal | 1. Kualitas Produk Pasatl 9. Pengawasan Kualitas
Pengendali P.T. PQ harus membuat 9.1. Sesuai dengan standard
an Mutu produk sesuai dengan yang ditentukan oleh
dan Tang- kualitas standard dan bahan * ABC dalam rangka
gung yang ditentukan atau dise- rmemenuhi persyaratan-
Jawab tujui oleh Q."Q harus berhak persyaratan WX, ABC
Produk menginspeksi pabrik, per- akan melakukan penga-

alatan dan teknik pembuatan wasan secara wajar atas
P.T.PQ, dan atas permifnta- kualitas produk-produk
annya berhak menerima tersebut dan komponen-
dengan curmna-cuma gambar komponen domestik,
produk secara terperinci dan tetap menjaga stan-
dan/atau sample produk yang dard kuzlitas yang tinggi.

dibuat oleh P.T.PQ. Q harus

9.2. Atas permintaan WX

A b e e 2 T T ST I
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memberitahu P.T.PQ segala
ketidaksesuaian terhadap
kualitas atau ketentuan-
ketentuan dan P.T.PQ

juga P.T.PQ harus membuat
sub-kontraknya mematuht

peraturan ini.

untuk dilakukan peme-

riksaan oleh WX, ABC

akan menyampaikan
kepada WX laporan ter-
tuds daiam bentuk yang
ditunjukikan oleh WX,
disertai dengan sejumiah
komponen domestik
yang secara spesifik dite-
tapkan oleh WX

Ketika ABC berniat

untuk menggunakan

yang pertama kali setiap
jenis komponen-kompo-
nen domestik, ABC akan
memberitahu WX
dengan menetapkan
sejumiah komponen-
komponen domestik
tersebut seperti yang
diminta oleh WX untuk
dilakukan pemeriksaan
oleh WX sebelum ABC
menggunakan kompo-
nen-komponen tersebut
dalam pembuatan atau
perakitan produk ini.

9.4. lika dianggap periu oleh
WX atau atas permin-
taan ABC, WX akan
memberi ABC laporan
tertulis yang menggam-
barkan hasil pemeriksaan
komponen-komponen
domestik tersebut.

9.5. Jika jenis komponen
domestik gagal untuk
melewati pemeriksaan
oleh WX, atas pemberi-
tahuan WX terhadap
akibat tersebut, ABC
akan menunda penggu-
naan jenis komponen
domestik tersebut dalam
pembuatan, perakitan
atau penjualan produk-
produk tersebut dan dis-
posisi jenis komponen-

9.3.

e T T
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9.6.

komponen domestilk
tersebut dalam setiap
cara dan, dalam peng-
gantian jenis komponen-
kompenen domestik
tersebut akan menggu-
nakan komponen-kon-
ponen yang disediakan
atau yang ditunjukkan
oleh WX, hingga diper-
oleh persetujuan tertulis
dari WX,

Sernua biaya pengepak-
an, angkutan dan biaya-
biaya kinnya dalam me-
nyediakan komponen-
komponen domestik
untuk pemeriksaan akan
ditanggung oleh ABC.
Biaya-biaya pemeriksaan
dan laporan yang diberi-
kan sesuai dengan kiau-
sula 9.4, di atas, akan
ditanggung oleh WXC

" WX tidak akan diminta
~ untuk mengembalikan

9.7.

kepada ABC komponen-
komponen domestik
yang diserahkan oleh
ABC untuk ditakukan
ABC akan mengijinkan
personil WX, atau agen-
nya untuk memeriksa
produk-produk tersebut,
komponen-komponen
domestik, proses pem-
buatan atau perakitan
atau fasilitas-fasilitas
mmanufaktur yang dimiliki
atau digunakan oleh
ABC, jika dirninta ofeh
WX setiap saat dan telah
sesuai bagi ABC, Dalam
kejadian tersebut AEC
akan bekerjasama secara
penuh kepada WX atau

_agennya.
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8. Klausula
Pelangga-
ran Hak

Tidak ada

Pasai [{. Pelanggaran
LT

" tahu secara tertulis

1.2,

_atau adanya permyataan

Datam hal ABC menge-
tahui adanya pelangga-
ran atayu penggunaan
secara tlegal Hak Milik
Indistrial, atau adanya
pemaisuan produk atau
fasilitas-fasilitas manu-
faktur, dibuat atau
ditakulan ofeh orang,
firma atau korporasi,

atau tindakan yang
mempermasalahkan
atau menentang kepen-
tingan WX atas setiap
Hak Milik Industrial
yang dibuat atau dilaku-
kan oleh orang, firma
atau korporasi, ABC
akan segera memberi-

kepada WX

Dalam hal WX meng-
anggap perlu untuk -
mengambil tindakan
untuk memberikan per-
lindungan terhadap
adanya pelanggaran Hak
Milik Industrial, WX
dapat, dan ABC atas
permintaan WX dan
atas biaya WX akan
mengambil seduruh tin-
dakan tersebut yang
dianggap periu untuk
menjamin perfindungan
tersebut.

9. Klausula
Batal
Demi
Hukum

Tidak ada

{0. Klausula

Jangka
Woaktu Ber-

Pasal {3. Masa Perjanjian

(1} Perjanjian ini mudai berlaku

pada tanggal ... 1982 dan

Pasal 18. Awal dan Masa Ber-

Persetujuan ini akan berfaku

lakunya Kontrak

B e T e L
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lakunya berakhir pada peringatan ke | efektif pada hari pertama
Kontrak 10 sejak tanggal berlakunya yang telah tertulis di atas

perjanjian ini (selanjutnya dan akan terus berfaku sela-
disebut “tanggal berakhir”). ma periode {ima (5) tahun.

(2) Perjanjian ini tidak akan Persetujuan ini akan secara
beriaku dan tidak satu otomatis diperbaharui dan
pihakpun dalam cara apa- berlanjut dart tahun ke
pun bertanggung jawab atau | tahun kecuali pihak-pihak
berkewajiban terhadap memberi pemberitahuan
pihak fainnya dalam perjan- tertulis untuk mengakhiri
jian ini, jika dalam waktu 6 persetujuan ini minimal tiga
bulan setelah persetujuan (3) bulan sebelum berakhir-
dan pengesahan perjanjian nya periode lima (5) tahun
ini, bilamana dan jika perlu, atau periode pembaharuan
perfanjian ini tidak diperoleh | selanjutnya.
dari baik pemerintah jepang
maupun pemerintah Indo-
nesia, kecuali jika ada per-
setujuan tertulis dari kedua
befah pihak.

(3) Bilamana salah satu pihak
tidak memberitahu secara
tertulis keinginannya untuk
mengakhiri perjanjian ini
kepada pihak lainnya satu
(1) tahun sebelum berakhir-
nya perjanjian iri, perjanfian
ini otomatis akan diperpan-
jang satu (1) tahun.

4) Inventaris P.T.PQ atau
pembuatan produk (yang
artinya termasuk kontrak
dan order yang sudah dite-
rima) yang sedang berfang-
sung pada tanggal berakhir-
nya perjanjian ini akan dima-
suldan ke dalam perhitung-
an pembayaran akhir royalty
untuk dibayarkan sesuai
dengan syarat dan kondisi -
perjanjian ini.

11. Klausula Pasal 7. Pembayaran Pasat | 3. Consideration
Pembaya- | (1) Sebagai pertimbangan untuk | 13.1. Mengingat hak-hak dan
ran Fee, grants khusus, informasi dan lisensi-lisensi untuk

 Lumpsum bantuan teknis yang oleh Q pembuatan, perakitan
dan Ro- akan disebutkan di sini, P.T. dan penjualan produk-
yalty PQ setuju untuk memberi- produk tersebut berda-

e
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kan pembayaran royaity

sebagai berikut :

a. initial Payment
P.T.PQ harus membayar
initial payment sebesar
Y.4.500.00/model sete-
tah dipotong pajak di
Indonesia. Pembayaran
ini harus segera ditaksa-
nakan setelah masa
berfakunya perjanjian ini.

b. Running Royaity
Sefama masa perjanjian
int P.T.PQ harus mem-
bayar running royalty
kepada Q. Besarnya
royafty sebagai berilast :
- | (satu) persen dari

Penjualan Bersih
Produk

@) ... jumiah royalty untuk di-

bayarkan kepada Q tidak
boleh dikurangi oleh atau
melaiui P.T.PQ diberilan
kepada pembeli produk
yang keuangannya menarik
P.T.PQ dan yang sebaliknya
tertarik secara finansial
kepada P.T.PQ yang harga
penjualan bersihnya lebih
rendah dari harga penjualan
bersih kepada pembeli lain
atau penggunaan produk
oleh P.T.PQ sendiri.

() Jumiah royalty untuk diba-

yarkan kepada Q tidak = -
boleh dikurangi cleh atau
mefalui praktek P.T.PQ
memberikan harga sedemi-
kian sehingga harga produk
tidak dapat ditentukan atau
tidak dapat dipisahkan dari
harga total termasuk per-
lengkapan lain atau jasa, dan
datam keadaan tersebut
royalty diperhitungkan atas
dasar harga tertinggi yang
diterima oleh P.T.PQ bagi

sarkan Hak Milik Indus-
trial, know how dan
bantuan teknik yang
difisensikan dan ditetap-
kan oleh WX, untuk
setiap masa royaity
melalui persyaratan
persetujuan ini, ABC
akan membayar kepada
WX suatu royaity dalam
jusrdah yang sama untuk
3 9 (tiga persen) dari
nitai penjualan produk.
Untuk maksud klausula
ini, "nilai penjuatan”
berarti nifai faktur ABC
dari seluruh produk
yang dibuat dan dijual
oleh ABC dilurangi (i)
kewajiban import, pafak
penjualan dan pajak
pertambahan rifai, (i)
biaya pengemasan,
transport dan asuransi,
(#ii) kredit mengenai
pengembalian barang,
{iv} discount perdagang-
an, dan {v) total nifat
faktur komponen-kom-
ponen yang disediakan
oleh WX untuk ABC.

13.2. Kecuali ditentukan
sebalikyya, metalui sya-
rat persetujuan ini pem-
bayaran semua royalty
akan dihitung setaelah
waktu berakhirmya -
setiap masa royalty dan
dibayar dalam waktu 30
{tiga puluh) hari setelah
waktu berakhirnya
masa royalty.

13.3. Tingkat royaity dapat
diubah selama masa
disebutkan jika WX dan
ABC menetapkan tefah
menyetujul perubahan
tersebut secara tertulis.

T o B i
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)

©)

(6}

modet produk yang sama
dalam masa produk yang
sama.

Hak Q untuk menerima
royalty akan bertambah
pada waktu P.T.PQ mengi-
rim produk dari pabrik
dan/atau gudangnya untuk
dijual kepada pembelinya,
atau memiliki produk untuk
digunakan sendiri, atau
merakit produk ke sistem
yang lebih besar atau sema-
camiya sebelumn penjualan.
jumiah royalties (dikurangi
pajak yang tidak disebutkan
sumbernya dalam Pasal 7.7
di bawah ini) untuk dibayar-
kan kepada Q dengan
syarat-syarat dan kondisi
yang harus dibayar dengan
Yen sesuai dengan nilai -
tukar di Jakarta ketika
pemnbayaran dilakukan.
Pembayaran harus diserah-
kan kepada Q melalui bank-
nya yang akan disebutkan
oleh Q waktu menulis
kepada P.T.PQ.

P.T.PQ setuju untuk
mempercleh semua ijin
yang diperkenankan dari
yang berwenang serta ber-
kompeten di Indonesia
untuk mengijinkan Remi-
ttance Royalty atau penggan-
tian lain untuk dibayarkan
kepada Q. jika P.T.PQ gagal
untuk memperoieh ijin ter-
sebut, tidak berarti bahwa
P.T. PQ dibebaskan dari
pembayaran royaity dalam
Pasal 7,

(7) Semua pembayaran kepada

Q sebagaimana yang dise-
butkan di atas dapat dipo-
tong pajak tersembunyi

Pasal 14. Syarat-syarat Pem-
bayaran

Semua pembayaran oleh
ABC kepada WX akan dila-
kukan dengan Yen Jepang
dan ditransfer ke rekening
WX di ..., No. Rekening ...
atau rekening lain bila WX
secara tertulis memberikan
instruksi setiap saat, Tingkat
konwersi dari mata uang lain
ke dalam Yen Jepang akan
merupakan nilal pertukaran
akhir dari tingkat pembelian
transfer telegrapik yang
beriaku pada tanggal pem-
bayaran sebelumnya di Bank
Penukaran Mata Uang Asing
di jepang, Semua biaya dan
beban-beban lainnya yang
dibebankan berkaitan
dengan pembayaran ter-
sebut, kecuali semua pajak
dan biaya pemerintah lain-
nya seperti yang ditentukan
dalarn klausula 17, akan di-
tanggung dan dibayar oleh
ABC. ABC setuju bahwa
setiap keteriambatan pem-
bayaran akan dikenakan
biaya 6 96 (enam persen)
per tahun yang dihitung atas
dasar 365 hari per tahun,
Penerimaan oleh WX dari
satiap pembayaran yang
ditawarkan tidak akan
rerupakan penerimaan |
WX dari setiap rekening,
jadwal atau jumlah di mana
pembayaran tersebut di-
dasarkan.

sesuai dengan hukumn yang
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beriaku di Indonesia, dan
P.T.PQ harus menyerahkan
semua pajak tersebut
kepada Q.
(8) Kedua pihak di sini harus

memutuskan tambahan

- inftial payment untuk tamba-
han model-model baru
dengan perubahan utama
pada disain dan pembuatan-
nya dibandingkan dengan
model asli, kecuali bagi
model-model yang tertulis
dalam Pasal 2 (4). Setiap kali
melalui konsultasi bersama
dengan perjanjian baru yang
berhubungan dengan ini.
Jika sulit menentukan apa-
kah pengenalan model baru
tertentu harus tunduk pada
peraturan Pasal 2 (4) atau
Pasal 7 (8) ini, kedua pthak
harus berdiskusi untuk
mendapatkan pemecahan
yang tepat, tetapi keputusan
akhir harus dibuat Q jika
persetujuan bersama tidak

dicapai.
12. Klausula | Dalam kontrak TAA/PBT kedua | Pasal |7. Pajak dan Biaya-
Perpaja- | antara P.T.PQdan Qtidak ada biaya lainnya
kan klausula yang secara khusus 17.1. Kecuali ditentukan
mengatur masalah perpajakan. sebaliknya dalam perse-
Mengenai masalah perpajakan tujuan ini, semua pajak
sedikit disinggung dalam Pasal 7 dan biaya-biaya peme-
ayat f, 5dan7. rintah lainnya dari
apapun berkaitan
dengan atau akibat dari

persetujuan ini atau
persetujuan lainnya
yang dimaksud akan
ditanggung dan dibayar,
sejauh pihak yang di-
maksud secara hukum
dapat melakukan
begitu, (i) oleh WX bila
biaya-biaya tersebut
ditentukan menurut
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hukum jepang dan (i}
oleh ABC bila biaya-
biaya tersebut ditentu-
kan menurut hukum
Indonesia.

1 7.2. Dalam hal ABC diminta
berdasarkan hukum
Indonesia untuk memo-
tong dari setiap pemba-
yaran yang dibuat untuk
WX setiap pajak penda-
patan yang mungkin
diadakan terhadap WX,
ABC berhak sesuai
dengan Klausul 17 ter-
sebut, untuk memotong
pajak tersebut, ditetap-

kan bahwa ABC segera
akan membeti WX
tanda terima asli pem-
bayaran pajak yang
_membuktikan pemba-
yaran tersebut kepada
pihak yang berwenang.
13. Klausula
Penerima
Lisensi Tidak ada Tidak ada
Yang '
Disukai
Penutup
Kontrak
a Klausula Pasal 24, Perjanjian Sefuruhnya | Pasal 26. Pengaturan Akhir
Penggarti | Syarat-syarat dan kondisi-kon-, Persetujuan ini membatal-
disi yang dimuat di sini mem- kan dan menghapus semua
bentuk keseluruhan perjanjian persetujuan sebelumnya
antara pihak-pihak di sini dan atau pengertian antara para
menggantikan semua komu- pihak apakah lisan atau
nikasi yang terdahulu, baik tertulis.
secara lisan maupun tertulis,
antara kedua pihak, dan semua

persetujuan atau pengaturan
semacam itu dengan ini diba-
talkan, dan tidak ada penga-
turan atau pengertian yang

berbeda ataupun yang sama

- e e e TR
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akan mengikat pthak manapun
di sini kecuali jika dituiis dan

ditandatangani oleh petugas
atau wakil yang layak dari
kedua pihalk.
b. Alamat- Pasal 20. Pemberitahuan Pasal 23. Pemberitahuan
alamat Semua korespondensi, 23.]1.Semua pemberitahuan,
- pemberitahuan, komunikasi permintaan, tuntutan
dan dokumen-dokumen lain atau komunikasi lainnya
yang diminta untuk diberikan yang ditujukan kepada
di sini harus tertulis dan para pihak pada alamat
dianggap layak jika dikirim masing-masing dinyata-
melalud pos udara tercatat, kan di bawah ini akan
perangko sudah dibayar, dan dianggap sepatutnya
dialamatkan kepada pihak- telah diberikan atau
pihak berikut ini : _ dibuat untuk si alamat,
untuk Q : seperti yang 23.1.1. lika diberikan
sudah dise- melalui surat,
butkan 23.1.2, jika diserahkan
untuk P.T.PQ : seperti yang dengan tangan,
sudah dise- - pada saat
butkan penyerahan,
Masing-masing pthak mem- 23.1.3. Jika diberikan
beritahukan perubahan atay dibuat
alamat kepada pihak lain melalui facsi-
dengan cara yang sudah mile, ketika di-
disebutkan di atas. kirimkan,
Alamat :
Kepada WX:
... Japan.
Facsimile : ...
Kepada ABC :
..., Jawa Barat,
Indonesia
Facsimile : ...
23.2. Salah satu pihak
dengan ini dapat
merubah alamat atau
nomor facsimile
dengan memberita-
hukan kepada pifak
lain.
¢ Klausula Pasal 16. Perubahan dan Pemu- | Pasal 25, Perubahan dan
Perubahan tusan Tambahan

(1) Tidak ada perubahan, kete-

25.1. Persetujuan ini tidak
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rangan mendatang, janji
atau persetujuan yang ber-
hubungan dengan masalah
pokok perjanjian ini yang
dapat mengikat pihak-pihak
kecuali jika dinyatakan
secara tertulis dan ditanda-
tangant oleh wakil mereka
yang diberi wewenang.

(2) Jika ada kata-kata, keteta-
pan atau bagian perjanjian
ini yang ditahan atau dinya-
takan hampa, tidak berlaku
atau tidak dapat difaksana-
kan karena suatu alasan

yang dinyatakan oleh penga-
dilan atau wewenang peme-

rintah, penahanan atau per-

ryataan itu tidak akan mem-

pengaruhi ungkapan, kete-

dapat diganti, diubah
atau ditambah, kecuali
dengan persetujuan ter-
. tulis dari para pihak.
25.2. Tidak sahriya setiap
ketentuan dari persetu-
juan ini sesuai dengan
hukum yang beriaku
tidak akan mempenga-
ruhi keabsahan keten-
tuan-ketentuan lain,
tetapi persetujuan int
hanus ditafsirkan seolah-
olzh tidak mengandung
ketentuan-ketentuan
yang tidak sah, kecuali
ketentuan-ketentuan
tidak sah tersebut meli-
puti suatu bagian inte-
gral dari persetujuan ini

tapan atau pasal lain perjan- dan tidak terpisahkan
jian ini yang akan beriaku dari ketentuan-keten-
penuh dan tetap harus tuan kin dalam persetu-
difaksanakan sesuai dengan juan ini, dalam kasus ini
syarat dan kondisi, dan pihak-pihak yang terii-
akibat penahanan atau bat harus menyetujui
pernyataan itu hanya ter- “sebuah ketentuan alter-
" batas pada teritori atau natif yang sah dan
yuridiksi di mana syarat dan sesama mungkin dengan
kondisi itu dibuat. ketentuan aslinya.

' Ketentuan yang sama
tersebut akan berlaku
pada penggantian seba-
gian dari, atau perubah-
an atau tambahan dari
persetujuan ini.

d. Tanda Kortrak TAA/PBT kedua antara | Kontrak TAA/PBT antara P.T.
Tangan P.T.PQ dan Q ditandatangani ABC dengan WX ditandata-
oleh President Director masing- | ngani oleh President Director
masing perusahaan. masing-masing perusahaan

Sumnber : Hasil Penefitian, 2000 - 2001
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b. Faktor Komposisi Kepemilikan Saham dalam Perusahaan

Pada saat pendirian (1972), jumlah saham P.T. PQ adaiah 1.000
(seribu) lembar dengan nilai nominal 1.000 US $ (seribu doltar Amerika) setiap
saham, dan menurut Article 4 (1) Basic Agreemeni (foint Venture Agreement)
komposisi kepemilikannya adalah : (1) P.T. S : 21 % (dua puluh satu persen),
(2) CV. T : 19 % (sembifan belas persen), (3) Q, [d. : 35 % (tiga puluh lima
persen), dan (4) R, Ltd. : 25 % (dua puiuh lima persen).
Dengan demikian perbandingan komposisi k;epemﬁikan saham dalam P.T. PQ
antara Indohesian Partie:sv dan Japanese Parties adai#h 40 % (em_pat puluh
persen) berbanding 60 % (enam puluh persen).
| Sesuai dengan ketentuan Article 6 (l) Basic Agreement (Joint Venture
Agreement), manajemen P.T. PQ dilakukan oleh sebuah Board of Directors yang
terti:liri dari 5 (lima) orang Directors masing-masing diangkat dari 4 (empat)

pemegang saham tersebut di atas, yaitu :

I.LPT.S : | (satu) orang Director,
2.CV.T : | (satu) orang Director,
3. Q, Ld. : 2 (dua) orang Director,

4. R, Ltd. : | (satu) orang Director,
di mana 2 (dua) orang dari 5 (lima) orang Directors tersebut, yang masing-
masing diangkat dari Indonesion Parties dan Japanese Parties, akan bertindak

sebagai Working Directors atau Executive Directors yang akan menjalankan dan

~ mengelola P.T. PQ sehari-hari.
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Selanjutnya menurut ketentuan Article 6 (2) Basic Agreement (Joint
Venture Agreement) tersebut, dari ke 5 (lima) Directors tersebut akan diangkat
seorang President Director dan seorang Yice President Director dari Japanese
Parties, dan seorang YVice President Director dari Indonesion Parties. President
Director tersebut akan menjadi Chairman of th.; Board of Directors, yang akan
menjadi ketua seluruh Meeting of the Board of Directors.

Menurut Bagian Legal Matter P.T. PQ, yang bertindak sebagai Working
Directors atau Executive Directors adalah President Director dari Japanese Parties
mewakili Q, Ltd. dan Vice President Director dari Indonesian Parties mewakili
P.T.S2

Pada tahun 1983 ada penambahan 400 (empat ratus) lembar saham
yang dibeli oleh Japanese Parties sebanyak 220 {(dua ratus dua puluh) lembar
dan Indonesian Parties sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, sehingga
jumiah saham seluruhnya menjadi §400 (seﬁbu empat ratus) lembar. Dengan
adanya penambahan jumiah saham ini, maka perbandingan komposisi
kepemiilikan saham dalam P.T. PQ antara Indonesian Parties dan Japanese
Parties menjadi 45 % (empat puluh lima persen) berbanding 55 % (iima puluh
lima persen). Jumiah saham dan komposisi kepemilikan saham tersebut tetap

berada pada posisi sebagaimana dikemukakan di atas sampai dengan tahun

B {acil wawancara dengan Bagian Legal Matter P.T. PQ, op. dit.
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1992, Dan mangzjemen P.T, PQ tetap dilal‘mkan oleh Board of Directors dengan
struktur organisasi sebagaimana diutarakan di muka.™
Pada tahun 1993 ada penambahan saham lagi sebanyak 506 (lima ratus |
enam) lembar dan seluruhnya dibeli oleh Japanese Parties. Dengan demikian
jumiah saham menjadi 1906 (seribu sembilan ratus enam) lembar, dengan
perbandingan komposisi kepemilikan saham antara Indonesian Parties dengan
Mée Parties menjadi 33 % (tiga puluh tiga persen) berbanding 67 % (eham
puluh tjuh persen). Manajemen P.T. PQ tetap dilakukan oleh sebuah Board of
Directors, tetapi berdasar!mn_ kephtusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
diselenggarakan pada tahun [993, struktur organisasi. Board of Directors
berubah menjadi sebagai berlkut : | |
| |. Satu orang President Director mewakili japaﬁcse Parties (berasal dari
Q)
2. Tiga orang Vice President Directors (yaitu sétu mewakili Japanese
Parties dan dua mewakili Indonesian Parties (yang masing-masing
berasal dari R, S dan T), dan
3 En:;m Directors,yaitu lima Directors mewakdil Japanese Parties (Q)
dan satuy Director mewakili Indonesian Parties yang terdiri dari :
a. Director of Production Department,

'b. Director of Marketing Department,

 Uasil wawancara dengan Bagian Legal Matter P.T. PQ, ibid.
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c. Director of Finance Department,
d. Director of Production Controf Department,
. Director of Purchasing Department,
f. Director of General and Pe'rsonnd Department.
Tiga orang Vice President Directors tersebut tidak itait aktif menjalankan dan -
mengelola P.T. PQ sehari-hari (non-daily directors), dan hanya daﬁng ke P.T.
- PQ setahun sekali kt;ﬁka diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). - -

Saat ini Director 2 sampai dengan e dijabat oleh orang-orang yang
berasal dari Q, dan Director  diangkat dari karyawan P.T. PQ. Sedangian
bagian-bagian yang berada di bawah masing-masing 8eparnemen sebagaimana
ditarakan di atas terdiri dari laryawan-karyawan P.T. PQ, termasuk kepala
masing-masing bagian. Jumlah saham dan kombosisi kepemilikannya, serta
struktur organisasi Board of Directors tersebut tetap seperd it sampai saat ini.”

Di bawah ini akan dii_(emukakan struktur organisasi P.T, PQ saatini.

B Hacil wawancara dengan Bagian Legal Matter P.T. PQ, ibid.
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RAGAAN ! : STRUKTUR ORGANISASI P.T. PQ

Production Degpt.

_! Quality Assurance l

Work Shop & Inovation
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Enginearing
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President

Finance Dept.
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Control Dept.
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Finance
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Computer

Prod. Plan & Control
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Sumber : P.T. PQ, 2000
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Pada mulanya P.T. ABC adalak sebuah Perusahaan PMDN yang
memiliki 2 (dua) orang pemegang saham yaitu Tuan DEF dan Tuan GH. Pada
tahun 1987, P.T. ABC berubah menjadi sebuah Perusahaan PMA berbentuk
usaha patungan (joint venture) karena masulya para pemegang saham baru
yaitu WX Co. Ltd. (sebuah perusahaan Jepang) dan P.T. YZ (sebuah perusahaan
indonesia).

Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar P.T. ABC yang telah -diubah™
disebutkan bahwa saham P.T. ABC berjumiah 4.125 (empat ribu serawus dua
puluh lima) lembar yang dibagi dalam 1.650 (seribu enam ratus lima puluh)
lembar Sfaha:n seri‘A. |.445 (seribu empat ratus empat puluh fima) lembar
saham seri B dan 1.030 (seribu tiga puluh) lembar saham seri C, dan masing-- i
masing saham (baik seri A, B maupun C) berharga Rp. 1.000.000.- (satu juta .
rupiah), dengan kompmﬁi kepemilikan saham sebagai berikut :

1} Tuan DEF {(P.T. ABC) : 825 (delapan ratus dua puluh lima} lembar saham
seri A,

2) Tuan GH (P.T. ABC) : 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham
seri A,

3) PT.Y Z - 1445 (seribu empat ratus empat puluh lima) lembar saham seri

B, dan

* Perubahan Pasal 4 Ang%ran Dasar P.T. ABC ini difakukan dalam RUPS Luar biasa yang
diselengearakan aras perintah Article 2.3. Joint Yenture Agreement yang menyatakan, bahwa “On the Closing
Date : (&) ABC Shali Convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders to amend its entire
Articdes of Association to reflect all the agreements, terms and conditions herein set forth in the form
substantially as contained in Exhibit VIit hereto, inter afia, the amendment of Articles | of the Articles of
Association of ABC to amend ABC's name into "P.T. ABC” or such other name a the Ministry of tstice of
the Republic of Indonesia and the New Participants may approve, and the amendment of paragraph | to 3
of Artidle 4 of the Artides of Assodiation of ABC™. .
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4) WX Co.ltd.  : 1030 (seribu tiga puluh) lembar saham seri C,

Dengan perkataan lain, Tuan DEF memiliki saham sebanyak 20 9% (dua
ulth persen), Tuan GH menmiliki saham sebanyak 20 % (dua puluh persen),
P.T. YZ memiliki saham sebanyak 35 % (tga pulub lima persen) dan WX Co.
ftd. memilild saham sebanyak 25 % (dua pulutt lima persen).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar P.T. ABC yang telah
diubah, yang menetapkan bahwa manajemen dilakukan oleh suatu Direksi (di
bawa;h pengawasan Dewan Komisaris) yang terdiri dari tiga anggota, yaitu : (1)
satu orang Presiden Dnektur yang diangiat dari calon-calon yang diajukan oleh
(para) pemegang saham seri C; (2) satu orang Wakil Presiden Direktur, yang
diangkat dari calon—alon yang didjulan oleh (para) pemegang saham seri A
bersama-sama; dan (3) satn orang Direktur, yang diangkat dari calon-calon
yang diajukanr oleh (para) pemegang saham seri B; maks pada tahun 1987
Direksi P.T. ABC terdiri dari :

(1) Presiden Direktur (berasal dari WX),

(2) ‘Wakit Presiden Direktur (Tuan DEF),

(3) Direktur (berasal dari P.T. YZ).
Pada whun 1989 terjadi jual beli saham antara Tuan GH (pemegang saham seri
A) dengan P.T. YZ, di mana Tuan GH menjual 825 (defapan ratus dua puluh
lima} lembar saham sen A yang dimilikinya kepada P.T. YZ, sehingga komposisi

kepemilikan saham P.T. ABC (sejak tahun 1989) adalah :
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(1) Tuan DEF : 825 (delapan ratus dua puluh ima) lembar saham seri A, atau
sebanyak 20 9% {(dua pulﬁh persen);

(2) P.T.Y Z; 825 (delapan ratus dua puluﬁ lima) lembar saham seri A dan
1445 (seribu empat ratus empat puluh lima) fembar saham seri B, atau
seluruhnya sebanyak 55 % (lima} puluh lima persen;

(3)- WX Co. Ltd. : 1030 (seribu tiga puluh) lembar saham seri C atau sebanyak
25 % (dua puluh fima persen).

Komposisi kepemilikan saham ini tidak berubah sampai dengan tahun {994,

Pada tahun l9§5 terjadi lagi jual beli saham yaitu antara Tuan DEF
dengan PT KLMN (sebuah perusahaan Indonesia), di mana Tuan DEF menjﬁal

825 (delapan ratus dua puluti kma) lembar saham seri A yang dimilikinya.

kepada PT KLMN. Selain itu juga terjadi jual befi saham antara P.T. YZ dengan

WX Co. Ltd., d.i mana P.T YZ menjual {032 (seribu tiga puluti dua) lembar

saham seri B yang dimilikinya kepada WX Co. Ltd. Sehingga komposisi

kepemilikan saham P.T. ABC (sejak tahun [995) menjadi : |

(1) P.T. KLMIN : 825 (delapan ratus dua puluh lima )lembar saham seri A, atau
sebanyak 20 % (dua puluh persen);

(2) P.T YZ : 413 (empat ratus tiga belas) lembar saham seri B dan 825
(delapan ratus dua puluh lima) lembar sah:im seri A, atau seluruhnya

sebanyak 30 % (tiga puluh persen); dan

T T T AR
1 H



131

(3) WX Co. Ltd. : 1032 (seribu tiga puiuh dua) iembar saham seri B dan (030
(seribu tiga puluh) lembar saham seri C, atau seluruhnya sebanyak 50 %
(lima puluh persen).

Terakhir, pada tahun 1998 terjadi jual beli saham antara WX Co. Ltd. dengan

P.T. YZ di mana WX. Co. Ltd. menjual 413 (empat ratus tiga befas) lembar

saham seri B yang dimilikinya kepada P.T. YZ, sehingga komposisi kepeniilikan

saham P.T. ABC seia_k tahun 1998 adalah :

) P.T.KLMN : 825 (delapan ratus dua puluh lima) iembar saham seri A, atau '.
sebanyﬁk 20 % (dua puluh |.Jersen);

2) P.T.Y Z: 826 (delapan ratus dua puluh enam) lembar saham seri B dan
825 (delapan ratus dua puluh fima) lembar saham seri A, atau sefuruhnya
sebanyak 40 % (empaf puluh persen);

3) WX Co. Ltd. : 619 {(enam ratus sembilan belas) lembar saham seri. B dan
1030 {seribu ﬁga puluh) lembar saham seri C, atau selufuhnya sebanyak 40
% (empat puluh pe_rs.en).

Sampai. dengan mhun. 2001 struktur organisasi 'Direksi dan
persyaratan pengangkatannya tidak berubah. Struktur Organisasi PT ABC
sejak | Pebruari 2001 adalah sebagai berikut :

1) Satu orang Presiden Direktur (bemsai dari WX sébagai pemegang saham

seri C dan B),

2) Satu orang Wakil Presiden Direktur (bémsai dari P.T. YZ sebagai

pemegang saham seri A dan B),
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3) Sat oréng Direktur (berasal dari P.T. YZ sebagai pemegang saham seri B

dan A).

Di bawah ini ‘akan dikemukakan struktur organisasi P.T. ABC

terhitung mulai tanggal | Pebruari 2001,

RAGAAN 2 : STRUKTUR ORGANISASI P.T. ABC |

President
Director

—~Vice President

Director

Sumber : P.T. ABC, 2001

Finance

| Personnel & General

Affairs

Quality Assurance &
Quality Control

anas&Pnﬁwﬂod
Planning Control

Production Order
Control

Factory |

Factory 2

Factory3

Technical

Marketing & Export

Hasil penelitian mengenai “faktor komposisi kepemilikan saham

dalam perusahaan” sebagaimana diutarakan di muka dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4 : Hasit Penelitian mengenai Faktor Komposisi Kepemilikan Saham

dalam Perusahaan
No Nama Komposisi Kepemilikan Struktur Organisasi Board of
Perusahaan | Saham Dalam Perusahaan Directors (Direksi)
i PT.PQ | Tahun {972: Sesuai dengan Art. 6 (1) BA

- Indonesian Parties : 40 %6 (JVA), struktur organisasi
(terdiri dari P.T. S: 21 9% | Board of Directors P.T. PQ

dan CV. T: 19 %); adalah :
- Jopanese Parties : 60 %6 - President Director (rewa-
{terdiri dari Q, Ltd. : 359 | kili Q, lzd},
dan R, Ltd. : 25 %) - 2 {dua) Vice President Direc-
tor (mewakili R, Ltd. dan
. PT.S),
- 2 (dua) Director (mewakili

Q, Ltd. danC V. T).
Menurut Ast. 6 (2) BA (VA),
President Director dan Yice
President Director dari indone-
sian Parties bertindak sebagai
Working Directors (Executive
Director).

Tahun 1983: Sesuai dengan Art. 6 (1) BA

- Indonesian Parties : 45 %; (JVA), struktur organisas

- Japanese Parties : 55 %. Board of Directors P.T. PQ

adalah :

- President Director (mewa-
kili Q, L1d.),

- 2 {dua) Vice President Direc-

- tor (mewakili R, Ltd. dan
PT.S). -

- 2 (dua) Director (mewakili
Q, Ltd. dan CV. T).

Menurut Art. 6 (2) BA (VA),

President Director dan Vice

President Director dari Indone-

sian Parties bertindak sebagai

Working Directors (Executive

- Director). '

Tahun 1993 s/d saat ini : Sesuai dengan Keputusan

- Indonesian Parties : 33 96, | RUPS tahun {993, struktur

- Japanese Parties : 67 %. organisasi Board of Directors

P.T. PQadalah:

- President Director {mewa-
kili Q, Lrd.), ‘
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- 3 (tiga) Vice President
Director {mewakili R, Ltd. ;
P.T.SdanCV.T),

- 6 {(enam) Director (5 me-
wakili Q, Ltd. dan | mewa-
kili Indonesian Parties).

Tiga Vice President Director

tersebut tidak ikut aktif

menjalankan dan mengelcla

P.T. PQ sehari-hari (non-daily

directors). :

P.T.ABC

Tahun 1987 :
- Tuan DEF: 20 9% (825

Sesuai dengan Pasal 9 AD
P.T. ABC yang telah diubah,

saham seri A); ‘ struktur organisasi Direksi
- Tuan GH : 20 % (825 P.T.ABC:
saham seri A); - Presiden Direktur : berasat
- P.T.YZ:35% (1445 dari WX Co., Ltd. (sebagai
saham seri B); pemegang saham seri C);
« WX Co., lrd. : 25 9 {1030 | - Wakil Presiden Direktur:
saham seri C); Tuan DEF (sebagai
Perbandingan Indonesian pemegang saham seri A);
Parties dengan japanese - Direktur : berasal dari P.T.
Parties adalah 75 96 : 25 % YZ (sebagai pemegang
saham seri B).
Tahun 1989: . Sesuai dengan Pasal 9 AD
- Tuan DEF: 20 % (825 P.T. ABC yang telah diubah,
saham seri A); struktur organisasi Direksi
- P.T.YZ:55% (825 P.T.ABC:
saham seri A dan 1445 - Presiden Direktur : berasal
saham seri B), dari WX Co., Ltd. {sebagai
- WX Co., [1d. : 259 (1030 | pemegang saham seri C);
saham seri C). - Wakil Presiden Direktur:
Perbandingan Indonesian Tuan DEF (sebagai
Parties dengan Japanese pemegang saham seri A},
Parties adalah 75 96 : 25 %. | - Direktur : berasal dari P.T.
YZ (sebagai pemegang
saham seri B}.
Tahun 1995: Sesuai dengan Pasal 9 AD
- P.T.KLMN : 20 % (815 P.T. ABC yang telah diubah,
saham seri A); struktur organisasi Direksi
-PT.YZ:30% (825 P.T.ABC:
saham seri A dan 413 - Presiden Direktur : berasal
saham seri B}, dari WX Co., Ltd. (sebagai
- WX Co., Ltd. : 5096 (1032 permegang saham seri C);
saham seri B dan 1030 - Wakit Presiden Direktur :
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saham seri C). Tuan DEF (sebagai peme-
Perbandingan Indonesian gang saham seri A);
Parties dengan japanese - Direktur : berasal dari P.T.
Parties adalah 50 96 : 50 96 YZ (sebagai pemegang
' saham seri B).
Tahun 1998 : Sesuai dengan Pasal 9 AD
i - P.T. KEMN : 20 96 (825 P.T. ABC yang telah diubah,
saham seri A); struktur organisasi Direksi
- P.T.YZ: 40 % (825 P.T.ABC:
. saham seri A dan 826 - Presiden Direktur : berasal
! szham seri B); dari WX Co., Ltd. (sebagai
E - WX Co., Ltd. : 40 % (619 pemegang saham seri C);
sahamn seri B dan 1030 - Wakil Presiden Direktur :
; . saham seri C). Tuan DEF {sebagai
i Perbandingan Indonesian pemegang saham seri A);
| Parties dengan fapanese - Direktur : berasal dari P.T.
Parties adalah 60 96 : 40 %. YZ (sebagai pemegang
saham seri B).

Sumber : Hasil Penelitian, 2000 - 200!

4. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penggunaan “Technical Assistance
Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana zlih teknologi di Indonesia” -

Sebagai sebuah perusahaan patungan (joint venture) P.T. PQ tdak

menemui hambatan apapun dalam penggunaan TAA/PBT sebagai sarana alih
teknologi,' mulai dari pemilihan dan peroiehan teknologi, pembuatan kontrak
| TAA/PBT sampai dengan implementasi kontrak tersebut.

Teknologi perakitan, pembuatan dar; penjualan small diesel engine
diperoleh dari Q sebagai konsekuensi dari dibuatnya usaha patungan (joint
venture) yang salah satu tujuannya adalah melakukan perakiﬁn, pembuatan dan

penjuaian small diesel engine merek "Q".

¥ Hasil wawancara dengan Bagian Legal Matter P.T. PQ, op. cit., dan dengan Vice President
Director P.Y. ABC, op. dit.
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Sementara kontrak TAA/PBT sudah ditentukan oleh Q dan bentuknya
sudah standar. Kontrak tersebut diberikan pada P.T. PQ untuk dipelajari,
kemudién langsung jadi. Tidak ada pembicara;an panjang dan beda pendapat
mengenai hal ini. Bagi P.T. PQ sem.iin', yang penting adalah kontrak tersebut tidak
bertentangan dengan kelayakan kontrak pada umumnya dan menyesuaikan
dengan kondisi-kondisi yang ada pada P.T. PQ. Demikian juga dalam implementasi
kontrak TAA/PBT tersebut tidak ditemui hambatan apapun &an tidak pernah
terjgdi konflik, karena hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dan
hal-haf Rin telah diatur secara tegas dalam kontrak tersebut.
~ Selain iy, P.T. PQ memperoleh keuntungan dari penggunaan TAA/PBT
ini, yaitu adanya tambahan produksi bagi P.T. PQ sebagai limpahan dari produksi
pabrik Q di Jepang, meskipun ;idak banyak, dan sesuai dengan p&aﬁan untuk
ekspor. Hal ini terjadi karena pabrik Q di jepang sudah tutup sehingga kalau ada
pesanan Q ai<an mengorderkan pesanan tersebut kepada P.T: PQ disertai bahan
mentah (raw material) sejumlah unit yang dipesan, kemudian P.T. PQ akan .
merakit dan memprodulsi small diesel engine dari bahan mentah (raw material)
tersebut ditambah komponen lokal. Setelah jadi bisa d‘ikirién ke Kantor Pusat Ql di
Jepang atau ke alamat pemesan, tergantung permintaan Q.
Sementara itu motivasi yang mendorong dibuatnya perusahaan patungan
(joint venture) dengan WX gdalah karena P.T. ABC ingin mengua;ai teknologi

pembi:amn dan perakitan brake system dan komponen-komponen brake system
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untuk kendaraan umum, mobil dan sepeda motor, dengan kualitas yang bagus dan
laku dijual di pasar inmb@. WX dipilih karena sudah dikenal di dunia Sebaéai
pembuat brake systems yang berkualitss bagus. Sebelum melakulan usaha
patungan (joint venture) dengan WX, brake system yang dihasilkan ofeh P.T.
ABC tidak laku dijual di pasar internasional yang sudah dikuasai brake systems
buatan WX.

P.T. ABC tidak mengalami kesuitan daflam pemilihan dan_perolehan
teknologl pembuatan dan perakitan brake system dan komponen-komponen brake
system untuk kendaraan umum, mobil dan sepeda motor. Sebab sebagai
konsekuensi dari dibuatnya usaha patungan (joint vEnturc) tersebut, malka WX
memberikan lisensi penggunaan teknologi yang dimifikinya kepada P.T. ABC.
Karena bgrkeinginan dapat menguasai teknologi tersebut maka P.T. ABC
membuat kontrak TAA/PBT dengan WX,

Dalam pembuatan kontrak TAA/PBT dengan WX, P.T. ABC mengalami
‘kesulitan karena kekurangan tenaga (sumber daya manusia} yang benar-benar
menguasai hukum kontrak (baik nasional maupun internasional) dan memiliki
kemampuan melakukan negosiasi, serta tidak ada pen;amfan perundang-undangan
dari pemerintah yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam pembuatan
kontrak alih teknologi tersebut.

Meskipun demikian P.T. ABC tidak menemui hambatan dalam

implementasi komnk TAA/PBT tersebut. Semua konflik yang terjadi di antara ke

P T . . e e g g e e S SR T
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dua belah pihak (P.T. ABC dan WX selalu dapat diselesaikan melalui negosiasi di

antara mereka. Bahkan penggunaan kontrak TAA/PBT tersebut telah memberikan

berbagai keuntungan bagi P.T. ABC, yaitu :

1) Dari segi bisnis, 2da suatu jaminan (garansi) bahwa P.T. ABC memproduksi
barang-barang (braké system dan kompénen-kowponen brake system untuk
kendaraan umum, mobi dan sepeda Motor) yang berkﬁalitas. Dalam bisnis hal
ini merupakan goodwill;

2) Dari segi';eknis, ada suatu faminan (garansi) larena yang diajak berkerjasama
adalah seht‘zah perusahaan yang terkenal dengan hasil produksi yang
berkmliﬁs: dan

3) Dari segi yuridis, deﬁga;'l dibuatnya kontrak TAA/PBT maka WX tidak akan
bertindak sewenang-wenang terhadap P.T. ABC, karena segala sesuatunya
(termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak) telsh tertulis dengan jelas di
dalam kontrak, dan WX mempunyai kewajiban untuk memberikan pelatihan
teknis (dengan demikian tentu akan 'm'emberikan know how dan informasi
teknis Iainnya) dalam rangka_aiih teknologi.

Hasii- penelitian mengenai "hambatan-hambatan ’)rang ditemui dalam
penggunaan TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi di Indonesia" sebagaimana

‘diutarakan di muka dapat dilihat pada Tabel 5.




189

Tabel 5: Hasil Penelitan mengenai hambatan-hambatan yang ditemnui dalam
penggunaan TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi di Indonesia

No Nama

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penggunaan
TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi di Indonesia

Perusahaan
Pemilikan dan Pembuatan Kontrak Implementasi
Perolehan Teknologi TAA/PBT Kontrak TAA/PBT
I P.T.PQ Tidak ada hambatan | Tidak ada hambatan | Tidak ada ham-
batan
2 | P.T.ABC | Tidakada hambatan | |. Kekurangan SDM

yang menguasal Tidak ada ham-
hukum kontrak batan

nasional dan inter-
nasional yang me-
miliki kemampuan
untuk melakukan
negosiasi;

2. Tidak ada pera-
turan perundang-
undangan yang
dapat dijadikan pe-
doman atau acuan
datam pembuatan
kontrak TAA/PBT

Sumber : Hasil Penelitian, 2000 - 2001

Tabel 6 : Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan kontrak TAA/

PBT sebagai sarana alih teknologi
No | Nama Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan kontrak
perusahaan | TAA/PBT sebagal sarana alih teknologi
1 PT.PQ Dengan ditutupnya pabrik Q di jepang, P.T. PQ memperoleh
tambahan produksi (sebagai limpahan dari produksi pabrik Q di
Jeparg)
2 |PT.ABC 1. Dari segi bisnis :

Ada suatu jaminan bahwa P.T. ABC memproduksi broke
systems, brake system components dan engine components yang
berkualitas (== goodwill).

2. Dari segi teknis :
Ada suatu jaminan karena yang digjak bekerjasama adalah
sebuah perusahaan yang terkenal dengan hasil produksi
berkualitas.




Sumnber : Hasil Penelitian, 2000 - 2001
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3. Dari segi yuridis :
Dengan dibuatnya kontrak TAA/PBT, maka WX Co., Ltd. tidak
akan bertindak sewenang-wenang terhadap P.T. ABC karena

. segala sesuatunya (termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak)
telah diatur dengan jelas di dalam kontrak, dan WX Co., Ltd.
berkewajiban memberikan pelatihan teknis (dengan demikian
akan memberikan know how dan informasi teknis !amnya) dalam
rangka alih teknclogi.

5. Upaya-upaya yang dilakukan agar "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian

Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi
di Indonesia

Di muka telah diutarakan bahwa P.T. ABC mengalami ﬁambamn dan
Kesulitan dalam pembuatan kontrak TAA/PBT karena kurangnya tenaga (sumber
dﬁya manusia) yang menguasai hukum kontrak (baik nasional maupun
internasional) dan memiliki kemampuan melakukan negosiasi, serta tidak z-tdanya
peraturan Mndang-undangan dari pemerintah yang dapat dijadikan pedoman
atau acuan dalam pembuatan kontrak alih teknologi.
| Untuk mengatasi hambatan dan kesulitan tersebut, P.T. ABC berupaya
mencari dan mempelajari b(;rbagai peraturan perundang-undangan yang ada

kaitannya dengan alih teknologi serta kontrak-kontrak alih teknologi yang dimiliki

 oleh perusahaan-perusahaan kin yang dapat me mback-up P.T. ABC.”®

Hasil penelitian mengenai "upaya-upaya yang dilakukan agar TAA/PBT
dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia"

sebagajmaha diutarakan di muka dapat difihat pada Tabel 7.

* Ibid.
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Tabel 7: Hasil Penelitian mengenai up-aya-upaya yang dilakukan agar TAA/PBT
dapat menjadi saran2 yang menjamin terwujudnya alih teknologi di
Indonesia

No Nama Upaya-upaya yang dilakukan agar TAA/PBT dapat menjadi
Perusahaan | sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologt di Indonesia

| |PT.PQ Tidak ada (karena tidak menemui hambatan)

2 P.T. ABC |. Mencari dan mempelajari berbagai peraturan perundang-
undangan yang ada kaitanmya dengan afih teknologi;

2. Mencari dan mempelajari kontrak-kontrak alih teknologi
yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain.
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B. Pembahasan
I.. Alih Teknologi di Indonesia melalui sarana "Technicaf Assistance Agreement”
(Perjanjian Bantuan Teknis)

Dari hasil penelitian sebagaimana diwtarakan di muka dapat diketahui
bahwa kegiatan usaha P.T. PQ adalah pembuatan, perakitan dan penjualan small
diesel engine "Q*, serta pembuatan dan penjualan power tiffer (traktor tangan)
"HI". Semua fasilitas manufaktur (mesin finishing dan production line) dan bahan
mentah (raw material) berupa cetakan yang belum dipasang untuk pembuatan
small diesel engine *Q" dibeli dari Q dan dikirimian ke PT. PQ oleh R
Sefanjutnya P.T. PQ melakukan finishing (dialuskan, diberi lubang untuk mur dan
dipresisikan kembali) atas raw material tersebut kemudian dimasukkan ke dalam
production line untuk dirakit menjadi small diesel engine. ’

Sampai. saat ini kegiatan usaha P.T. PQ tetap seperti apa yahg
dikemukakan di atas, m&skipqn telah dua kali dibuat kontrak TAA/PBT dengan
Q, dengan mana P.T. PQ diberi oleh Q hak khusus untuk menggunakan patent
dan informasi untuk membuat, menggunakan dan meniu_al smali diesel engine "Q",
dan bantuan teknis baik dengan cara mengirim insinyur-insinyur P.T. PQ ke
jépang' untuk mengikuti training maupun dengan cara mendatangkan insinyur-
insinyur Q untuk memberikan bimbingan dalam rangka menjamin ﬁrtham
perakitan dan/atau pembuatan smafl diesel engine secara lancai berdasarkan

Service Agreement yang dibuat pada tahun 1982. Kewajiban Q memberikan
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bantuan teknis ini diatur dalam Pasal 4 ayat 4 dan 5 kontrak TAA/PBT kedua
antara P.T. PQ dengan Q.

Dalam pada itu kegiatan usaha P.T. ABC sejak tahun 1987 sampai
dengan tahun 1992 adalah pembuatan, perakitzﬁ dan penjualan brake system for

automobile. Semua fasilias manufaktur yang dipergunakan untuk pembuatan dan

gerak‘rtan brake system for automobiie serta bahan mentah (raw materiaf) berupa

. cetakan yang belum dipasang uhtuk pembuatan brake system for automobile,

dibeli dan didatangkan dari WX. Pada tahun 1992 P.T. ABC melakukan perluasan
kegiatan usaha dengan menambah kegiatan usaha berupa pembuatan dan
perakitan brake system for motor ¢ycle dan brake system for oﬁ‘ the road, di mana

fasilitas manufaktur dan bahan mentah (raw material) masik dibeli dan

. didatangkan dari WX.

Pada tahun 1992 itu juga, P.T. ABC membuat kontrak TANPET
dengan WX,' dengan mana WX memberikan kepada P.T. ABC suatu hak non
eksklusif yang tidak dapat ditransfer dan lisensi, @npa hak memberikan sub
fisensi, untuk membuat, me%akit Aan menjual brake systems, serta untuk

membuat, merakit dan menjual fasilitas-fasilitas manufaktur dalam \.;vilayah

" Indonesia, berdasarkan hak-hak milik industrial dan dengan menggunakan know

how. Untuk itu WX akan memberilan bantuan teknis pada P.T. ABC baik
berupa training maupun bimbingan teknis. Kewajiban WX memberikan bantuan

teknis ini diatur dalam Pasal 3 ayat 3 dan 4 kontrak TAA/PBT antra P.T. ABC

dengan WX
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Berdasarkan Agreement for Dispatching chhm'cians dan Agreement for
Accepting Trainess yang dibuat bersamaan dengan dibuatitya TAA/PBT pada tahun
1992, maia bantuan teknis ditakulan dengan cara mengirim tenaga kerja P.T.
ABC untuk mengikuti tzaining di pabrik WX di Jepang, di samping itu di P.T. ABC

juga ada beberapa teknisi jepang yang memberikan bimbingan teknis kepada

-tenaga kerja P.T. ABC.

Sejak tahun 1995 P.T. ABC sudah dapat me.lalmk#n sendiri proses
produksi brake system for automobile, brake system for motor ¢ycle dan brake
system for off the road, mulai dari peleburan (untuk membuat bahan meqtahlraw
material berupa cetakan) sampai dengan perakitan (assembiing). Ketika kegiatan
usaha diperluas lagi (tahun [996) dengan produksi brake system componénts,
engine components dan alumunium casting products, maka peleburan dilakukan
seadiri oleh P.T. ABC. Bahkan teknologi pembuatan alumunium casting products
merupakan teknologi yang ditemukan oleh P.T. ABC. Selain itu design, cetakan
dan fasilitas manufaktur untuk pembuatan alumunium casting products juga dibuat
sendiri oleh P.T. ABC.

Tetapi pembuatan, perakitan dan penjualan fasilitas-fasilitas manufaktur
yang juga diperjanjikan dalam kontrak TAA/PBT tersebut sampai saat ini befum
di!aksamk;*an. Semua fasiliasmanufaktur yang dipergunakan untuk memproduksi
brake systems brak.e systems components dan engine components dibeli dari WX

Kewajiban yang dibebank;m kepada pem.iiik teknologi (Q) dan WX)

urtuk memberikan bantuan teknis kepada penerima teknologi (P.T. PQ dan P.T.
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ABC) sebagaimana diutarakan dimula diatur di dalam Pasal 12 UU PMA yang
mencerminkan keinginan pemerintah atas terwujudnya alih teknologi pada

perusahaan PMA, yang menyatakan :

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggaralan
danfatau menyediakan fasilitas-fasilitas laghan dan pendidikan di dalam
dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarzh bagi warga negara
Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga
negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

Sejalan dengan Dunning yang membedakan teknologi menjadi
teknologi pemilikan (proprietary technology) dan teknologi non-pemilikan (non-
proprietary tehnology), di mana teknologi yang disebut pertama dimilikd oleh atau
dikuasai secara khusus oleh lembaga tertentu, dan dialihkan fewat investasi
fangsung, lisensi paten, perjanjian jasa teknik atau manufaktur, dan jasa konsultasi;
sedangkan teknologi yang disei:ut kedua meliputi hasil pengetahuan baru yang
dilandung dalam kepustakaan teknis tetapi juga :

|. Pembelian langsung perangkat keras atau jasa, seperu permesinan
dan peralatan bary, alat penguji, perangkat lunak komputer, dan jasa
konsultasi yang terkait,

2. Kegiatan jasa teknis untuk menunjang penjualan hal-hal tersebut
atau untuk memperkenalkan produk baru,

3, Peragaan teknologi manajemen modern pada seminar, konferensi,
pameran dan sebagainya,

4. Bantuan teknis berupa pemasok atau pelanggan tentang masalah-
masalah tertentu,

5. Pengamatan dan peniruan atas “teknologi non-pemilikan®,”

B |ohn H. Dunning, "Technology. United States Investment and European Economic Growth",
international Investment, Ed. John H. Dunning {Harmondsword : Penguin Rooks ttd., 1972), p. 395.
Seperti dikutip Oentoeng Soeropati, Hukum Kelkayaan Inteleltuat dan Alih Teknologi (Salatiga : Fakultas

Hukum Universitas Satya Wacana, 1999), hal. B6.
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maka teknologi pembuatan dan perakitan small diesel engine "Q" yang
pemalaiannya dilisensikan oleh Q kepada P.T. PQ; dgn tekﬁologi pembuatn ‘dan
perakitan brake system for automobile, brake sysiem for motor cycle, brake system
for off the road, brake system components dan engine components yang
pemakaiannya ditisensikan oleh WX kepada P.T. ABC dapat digolongkan ‘ke
dalam teknologi pemilikan (proprietary technology) karena kedua teknologi
tersebut dimiliki oleh atau dikuasai secara khusus oleh Q, Ltd. dan WX Co. Ltd.
selain itu kedua te;cnologi tersebut dialihkan lewa;: lisensi paten yang terkandung
di dalam TAA/PBT. |

Menurut Wong, teknologi dapat'dibedakan menjadi teknologi proses -

produksi dan teknologi produk. -

Teknologi proses produksi adalah teknologi yang digunakan sebagai
masukan (input) oleh suatu perusahaan dan meliputi sarana perangkat
keras (pabrik, peralaan mesin) maupun sistem dan pengetahuan
mengenai proses pengoperasian dan pengelofaan proses produksi suatu
perusahaan. Dengan demikian, maka penguasaan teknologi proses
produksi adaflah kemampuan untuk membuat suatu barang tertentu
pada suatu tingkat biaya, mutu dan jadwal penyerahan tertentu.

Di lain pihak, kemampuan teknologi produk mengacu pada teknologi
yang tertuang dalam keluaran (output) suatu perusahaan, dan meliputi
barang-barang atau produk intelektual, seperti perangkat lunak
(software). Dengan demikian kemampuan tej(noiogi produk adalah
kemampuan untuk mengidentifilasikan, merinci, merancang dan
mengembangkan suatu barang yang berharga bagi para pembelinya.”

* Wong. Seperti dikutip Thee Kian Wie, jusmaliani dan Sri Mulyani Indrawati, *Pengembangan
Kemampuan Teknologi Industri dan Alih Teknologi di Indonesia”, Prospek Ekonomi_indonesia langka
Pendek : Sumber Daya. Teknologi dan Pembangunan, Ed. Mohammad Arsjad Anwar, Faisal H. Basri dan
Mohamad fkhsan (Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 197. |
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Berpijak pada pendapat Wong yang membedakan teknologi menjadi
teknologi proses produksi dan teknologi produkl sebagaimana diutarakan di atas,
maka teknologi pembuatan dan perakitan small diesel engine yang dilisensikan
“oleh Q kepada P.T. PQ serta teknologi pembuatan dan perakitan brake system
for automobile, brake system for motor cycle, brake system for off the road, brake
systemn components dan engine components yang dilisensikan oleh WX kepada P.T.
ABC adalah teknologi proses produksi. Karena kedua teknologi tersebut
merupakan teknologi yang digunakan sebagai masukan (input) baik oleh P.T. PQ
maupun P.T. ABC dan meliputi sarana perangkat keras (pabrik, peralamn.
mesin/fasilitas manufaktur) maupun know how dan informasi teknik lainnya
mengenai pengoperasian dan pengelofaan proses produksi pada P.T. PQ dan
P.T. ABC,
Dengan diperolehnya lisensi pemakaian teknologi proses produksi
untuk pembuatan dan perakitan small diesel engine dan bantuan teknis dari Q,
_P.T. PQ mempunyai kemampuan untuk membuat small diesef engine berdasarkan
suatu tingkat biaya, mutu dan jadwal penyerahan tertentu. Demikian pula,
dengan diperolehnya lisensi pemakaian teknologi proses produksi untuk
pembuatan dan perakitan brake system for automobile, brake system for _motor
cycle, b:;ake system for off the road, brake systerﬁ components dan engine
components dan bantuan teknis dari WX, P.T. ABC mempunyai kemampuan

untuk membuat brake system for automobile, brake system for motor cycle, brake
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system for off the road, brake system components dan engine components

-berdasarian suatu tingkat biaya, mutu dan jadwal penyerahan tertentu.

Untuk mengémhui sampai tahap apa kemampuan teknologi yang telah
dicapai tfaik oleh P.T. PQ maupun P.T. ABC, di bawah ini alan diutaraican kajian
Dahiman dan Westphal yang membedakan empat tahaplurumn kemampuan
teknologi yang harus dicapai untuk pengembangan proses-proses industri
tertentu, yaitu :*'

(1) Rekayasa produksi (preduction engineering), yang mengacu pada
kemampuan untuk menjalankan pabrik-pabrik yang ada.

(2) Pelaksanaan proyek (project execution), yang mengacu pada
kemampuan untuk membangun kapasitas produksi yang baru.

- (3) Pembuatan barang modal (capital goods manufacture), yang
mengacu pada kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang
dimiliki untuk membangun pabrik-pabrik dan membuat
perlengkapan mesin.

o (4) Penelitian dan pengembangan atau litbang (R & D), yaitu

| . kemampuan utnuk mengadakan kegiatan yang menghasdkan

pengetzhuan teknologl yang baru.

Berdasarkan empat tahap urutan kemampuan teknologi yang harus
- dicapai untuk pengembangan proses-proses industrial tertenty yang diutarakan
Dahiman dan Westphal sebagaimana dikemukakan di étas, maka kemampuan
L P.T. PQ untuk membuat dan merakit small diese engine baru sampai tahap
rekayasa produksi (production cngincen'ng), mengingat selama ini P.T. PQ baru

mempunyai kemampuan untuk menjafankan pabriknya yang lokasinya berada di

Propinsi jawa Tengah.

3 Cart Dahiman dan Larruy Westphal, ‘Technological Effort in Economic_Development - An
Interpretative Survey of Recent Research, World Bank Reprint Series No. 263 (Washington D.C), 1992, p.
105. Seperti dikutip Thee Kian Wie, dkk., bid., hal. 198,
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Sedangkan P.T. ABC telah berhasil mencapai tahiap relayasa produksi

(production engineering), pelaksanaan proyek (project exeartion), pembuztan
barang modal (capital goods manufacture) serta penelmn dan pengembangan (R

& D), karena P.T. ABC mempunyai :

() Kemampuan uatuk menjalankan pabrik yang sudah ada (yang pada

@)

3

@

tahun 1992 lokasinya dipindahkan dari DK! Jakarta ke Propinsi jawa
Barat);

Kemamptan membangun kapasitas produksi yang baru, yaitu
dengan dilakukannya periuasan kegiatan usaha pada ﬁhun 1992 dan
1996, sehingga P.T. ABC yang semula kegiatan usahanya hanya

pembuatan dan perakitan brake system for automobile, sekarang ini

telah bertambah dengan pembuatan dan perakitan brake system for

motor cycle, brake system for off the road, braoke system components,
engine components dan alumnunium casting product;

Kémampuan untuk menggunakan pengetahuan yang dimikiki untuk
merﬁbangun pabrik atau Fectory |, 2 dan 3, serta kemampuan
umk membuat fasilitas manufakmr. {mesin-mesin) yang
dipergunakan untuk pernbuatan chamunium casting product; dan
Kemampuan mengadakan penelitian dan pengembangan (R & D)
atas ﬁummim casiing pro;iuct. yang dipesan oleh customer,

" sehingga P.T. ABC berhast menemukan teknologi pembuatan

alumunium casting preduct, sekaligus berhasil membuat design dan

cetakannya. Kegiatan penelitian dan pengembangan (R & D

i e e e T o442 s e S e e T S e [P -
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activities) ini dilakukan oleh Technical Department, karena P.T. ABC
tidak mempunyai R & D Department.

Sementara itu Sripaipan membedakan kemampuan teknologi suatu
perusahaan manufaktur dalam empat tingkat, yaitu :”

(1) Kemampuan akuisitif, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk
mencari, manifai, mengadakan negosiasi dngan pemasok teknologi,
dan memperoleh teknologi yang relevan, serta membangun dan
memulai fasilitas produksinya.

., (2) Kemampuan operasional, meliputi kemampuzan akuisitif ditambah

! dengan - kemampuan untuk menjalankan proses produksinya,

termasuk perlengkapan mesinnya, secara efisien.

(3) Kemampuan adaptf, adalash kemampuan penambahan

" pengetahuan dan pencernaan teknologi yang telah digunalan dan

! pula kemampuan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian

| yang kecil pada teknologi proses produksi {process technology)
maupun teknologi produk (product technology) yang lebih cocok
dengan kondisi setempat (idim, luas ruang dan ketrampilan
pekeria lolal) atau khas masyaralat setempat.

(4) Kemampuan. inovasi, adalah kemampuan untuk melaksanakan
kegiatan penelitian dan pengembangan (R& D activities) yang dapat
menghasilkan perubahan atau terobosan yang fundamental dalam
teknologi proses produksi yang digunalkan atau dalam produk yang
dihasilkan.

Berdasarifan pendapat Sripaipan tersebut dapat dikatakan bahwa P.T.
m telah mer;'ipunyai kemampuan untuk menjalankan proses produksi dan
perfengkapan mesin secara efisien. Tetapi kemampuan akﬁisitif, kemampuan
adaptif dan kemampuan inovasi P.T. PQ masih rendah. Pada hasil penelitian telah
dikemulkakan bahwa pembuatan TAA/PBT dan Perfanjian Lisensi Trademark dan

Tradename adalah satu paket dengan pembuatan Basic Agreement (foint Veniture

R Chatri Sripaipan, “Constraints to Technology Development in a Rapidly Growing Economy :
The Case of Thatand", TDRI Quarterly Review (September) 6 - | [, 1990, p. 7. Seperti dikutip Thee Kian
Wie, dik., ibid. hal. 198 - 1999,
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Agreement) untuk memenuhi persyaratan pendirian P.T. PQ. Sehingga dalam hal

ini P.T. PQ tidak periu mencari, menilai dan mengadakan negosiasi dengan

_ pemasok teknologi, karena teknologi yang relevan yaitu teknologi pembuatan

dan perakitan (teknologi proses produksi) small diesel engine berasal dari Q
{partner asing dalam menjalankan usaha patungan). Dalam menjalankan proses
produksinya, P.T. PQ tidak pernah mengadakan perubahan pada _teknologi
proses produksi yang digunakannya. Selain itu, kegiatan penelitian yang ldi.lajlkuka'n
oleh Bagian Workshop and Inovtion apabila ada complain dari konsumen tidak
dapat dikatakan sebagai kegiatan penelitian dan pengembangan (R & D activties)
yang sebenarnya yang dapat menghasilkan perubahan atau terobosan yang
fundamental dalam teknologi proses produksi yang digunakan P.T. PQ, karena
hasil dan solusi _yang direncanakan akan dilakukan harus dilaporkan dan
dimintakan persetujuar; lebih dahuiu pada Q.

Dibandingkzn dengan P.T. PQ, P.T. ABC mempunyai ‘kemampuan
akuisitif yang tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa sebagai sebuah perusahaan
PMA berbentuk usaha patungan (joint venture) pada mulanya sudah
mémproduksi {membuat dan merakit) brake system for automnobile, tetapi karena
ingin - memasuki pasar ekspor yang dikuasai b.rake system produk WX yang
berkuali'tas tinggi maka P.T. ABC berusaha mengadakaﬁ negosiasi dengan WX
agar dapat lebih menguasai teknologi éros&s produksi brake system for
automobile. Usaha tersebut berhasil yang ditandai dengan dibuatnya TAA/PBT,

dengan mana WX memberikan suatu hak non-eksklusif yang tidak dapat
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ditransfer dan lisensi, tanpa hak untuk memberikan sub-lisensi, untuk membuat,
merakit dan menjual produk-produk dan untuk membuat, merakit dan menjual
fasilitas-fasilitas manufaktur dalam wilayah Indonesia berdasarkan hak-hak milik
industrial dan dengan menggunakan know how. Selain itu PT ABC juga giat.
mefakukan negosiasi dengan WX sehingga berhasil melakukan perluasan kegiatan
usaha yaitu pembuatan dan perakiﬁn brake system for motor cycie, brake system
for off the road, brake system components, dan engine components di mana
teknologinya juga diperoleh dari WX Keberhasilan tersebut diik.uﬁ dengan
membangun dan memulai fasilitas produksi, hingga pada saat ini P.T. ABC
memiliki t;ga factory. |
Di samping itu, P.T. ABC juga mempunyai kemampuan operasional
~yang tinggi, yang melipui kemampuan akuisitif dan kemampuan untuk
menjalankan proses produksinya, termasuk fasilitas manufakeur, secara efisien.
Sedangkan kemampuan adaptif P.T. ABC rendah, karena berbagai kegiatan yang
memeriukan kemampuan adaptif dilakukan oleh partner asing (WX).
Sebagaimana dikemukaian dalam hasil penelitian, bahwa P.T. ABC tidak memiliki
Research” and Development Department, dan penelitian yang dilakukan oleh
Technical Department bersama-sama dengan customer pemesan hanya dilakukan
untuk menemukan penyebab kerusakan barang berdasarkan comp-lain konsumen.
Sedangkan kemampuan inovasi P.T. ABC masih rendah, karena belum

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiaan penelitan dan

p e < S e e
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pengembangan (R & D activities) yang dapat menghasilkan perubahan atau
terobosan yang fundamental pada teknologi proses produksi yang dipergunalan.

Dengan berpegang pada pendapat Melvin Kranzberg yang membedakan
tiga fase dalam pengalihan teknologi pada level internasional, yaitu o

- Fase Pertama berwujud pengalihan material (material transfer) yakni
pengalihan atau impor mesin-mesin, peralatan, bahan-bahan dan tata
cara atau teknik yang berhubungan dengan mesin-mesin atau bahan-
bahan. Penerima hanya merupakan konsumen sehingga tidak dapat
memproduksi pengetahuan yang bersangkutan.

- Fase berikut adakah fase pengalihan desain (design transfer). Pada fase
ini sudah terjadi penguasaan elemen-elemen desain seperti sudah
dapat memproduksi barang-barang yang bersangkutan, waku masih
tetap tergantung pada teknologi dari luar. '

- Fase terakhir adalah fase pengalihan kemampuan {(capacity transfer).
Pada fase ini terjadi pengalihan ilmu dan pengetahuan serta keahlian
teknis. Yang terjadi pada fase ini bukan hanya penciptaan
kemampuan untuk memproduksi barang-barang sesuai dengan
desain atay formula yang diperolehnya, tetapi juga pencip@an
kemampuan untuk mengembangkan produk itu sendiri, dan bahkan
mengembangkan kemampuan untuk mengadakan diversifikasi dalam
produksi. Titik berat dari fase ini terletak pada pengalihan ilmu
pengetahuan dan keahlian sehingga penerima dapat mengembangkan
kemampuannya sendiri,

maka alih teknologi yang dilakukan oleh P.T. PQ baru sampai pada fase pertama
atau fase pengalihan material (material transfer) karena semua fasilitas manufaktur
(mesin finishing dan production line) serta bahan mentah (raw material) untuk
pembuatan small diesel engine, teknologi dan design-nya berasal dari Q (partner
asing dalam perusahaan). Sedangkan P.T. ABC sudah sampai pada fase ke;iga

atau fase pengalihan kemampuan (capacity transfer), karena P.T. ABC, sudah

® Melvin Kranzberg, Acquisition of Technologi by Developing Countries, makalah pada Seminar
“Technology and Social Charge”, New Dethi, 1975. Seperti dikutip Syamsudin Ukardi, *Permasalahan Pada
Pengalihian Teknologi Dalam Bidang Industri®, Aspek-Aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi, BPHN
(Bandung : Binacipta, 1981), hal. 66 - 67. .
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mampu memproduksi barang (mulai dari peleburan sampai dengan perakitan)
dalam bentx;k Original Equipment Manufacturing/OEM (yaitu brake system for
automobile, brake system for motor cycle dan brake system for off the road), Original
Equipment Spareparts/OES  (yaitu brake system components dan engine
components), After Market/AFM (yaitu spareparts atau onderdil yang sudah
dilakukan modifilasi dalam pembuatannya) dan alumunium casting products
(dengan tekriologi, design dan fasilitas manufaktur yang ditemukan, dimiliki dan
dibuat sendiﬁ).'D@g#n lain perkataan, P.T ABC sudah mempunyai kemampuan
untuk mempergunakan peralatan guna memproduksi brake systems, brake system
components dan engine components. Tetapi P.T. ABC belum mempunyai
kemampuan untuk menciptakan peralatan guna memperoduksi barang-barang
tersebut.

‘Sesual dengan pendapat latridou™ yang membedakan konwrak alih
teknologi menjadi dua yaitu kontrak dengan akibat (consequence) terjadinya
peralihan teknologi dan kéntrak dengan tujuan (aim) terjadinya penguasaan
teknologi, maka kontrak TAA/PBT antara P.T. PQ dengan Q dan koatrak
TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dapat digolongkan ke dalam kongak
dengan tujuan (gim) terjadinya penguasaan teknologi. Tetapi dengan melihat
bahwa P.T.' PQ baru sampai pﬁda fase pengalihan material (material transfer),

maka yang terjadi pada P.T. PQ hanya pengalihan show how saja, meskipun

* D). Kokkint laridou, * Contracts for the Transfer of Technology”, Credit and Guarantee
Financing. Transfer of Technology, Eds. C.S.A. Voskuil, Z. Parac and J.A. Wase (Dordrecht/Boston/Lancaster
_ : Martinus Nijhoff Publishers, 1987), p. 265-298. Seperti dikutip Soeropati, op. cit., hal. 100.
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kontrak TAA/PBT tersebut berkesinambungan (ada kontrak pertama dan kedua).
Sedangkan yang terjadi pada P.T. ABC adalah pengalihan know how, karena sejak
ﬁhun 1995 P.T. ABC sudah mampu melakukan sendiri proses produksi mulai-
dari peleburan sampai perakitan.

2. Faktor-faktor yang .perlu diperhatikan agar “Technical Assistance Agreement
(Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjamin terwujudnya alih teknologi di
Indongéia
a. Faktor Konﬁ'ak

Setelah dilakukan studi dokumen, maka unsur-unsur atau klausufa-
Kausula baik yang terdapat dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ
dengan Q maupun yang terdapat dalam kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC
deﬁgan WX berikut ini akan dibahas satu persatu.

l. Pembukaan Kontrak
a Kompans«

Komparisi adalah bagian yang mehyebutkan antara para pihak
yang melakukan kontrak dan mereka berhak untuk bertindak, dalam
arti para pihak mempunyai kewenangan untuk bertindak.® Masalah
kerenangan ini berkaitan dengan perianjian yang dibuat oleh Badan

Hukum, baik badan hukum publik maupun swasta.*

* Erman Radjagukguk, *Kontrak Internasional’, makalah disampaikan pada ceramah program
*Continuing Legal Education® (CLE), Badan Pengkajian Hukum Nasional, Departemen Kehakiman R..,
(Jakarta, 1994), hal. 2 - 15. :

% Peter Mahmud Marzuki, "Kontrak dan Pelaksanaannya”, makalah, tth., hal. 17.
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Sebagaimana diketahui bahwa PT adalah suatu badan hukum,
PT sebagai suatu badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana |
| hainya manusia. Badan hukum tidak memitiki daya pikir, kehendak dan
kesadaran sendiri. Oleh karenanya, ia tidak dapat melakukan
perbuatan-perbuatan hukum sendiri. la harus bertindak dengan
perantaraan orang biasa (natuurlijke personen), akan tetapi orang
tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas
tanggung jawab badan hukum. Ketentuan-ketentuan yang memuat
p;f'nyataaﬁ konstitutif badan hukum dapat ditemukan dalam anggaran
.dasar dan/atay peraturan perundang-undangan yang menunjukkan
orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas
permnggunga‘m. jawab badan hukux:n. Orang-orang tersebut disebut
sebagai organ badan hukum yang merupakan suatu esensialia
organisasi itu.”’ Dengan demikian, PT sebaga} badan hukum dalam
melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa

_adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi.”®

Pada komparisi kedua kontrak TAAPBT yang diteliti, yang
disebudan sebagai para pihak yang bertindak adalah nama PT. Sesuai

dengan aﬁa yang telah dikemukakan di atas, maka meskipun kontrak

7 Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Persercan, Perkumpulan, Koperasi,

Yayasan Wakaf (Bandung : Alumni, 1986), hal. |7.
3 Bambang Kesowo, Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang

Nomor | Tahun {995", Newsletter, 23 (Desember, 1995), hal. [.
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kedua tersebut dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan®, dalam
komparisinya seharusnya disebutkan nama anggota direksi yang
mempunyai kewenangan bertindak mewakili perusahaan, bukan
nama-nama perusahaan yang saling mengikatkan diri.

b. Premise/Recital
Premise/Recital merupakan bagian Pembuiaan Kontrak yang
berisi pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dan alasan
membuat kontrak tersebut.®
Sesuai dengan pengertian tersebut di atas, maka
premise/recital pada kedua kontrak TAAPBT yang ditelit
sebagaimana dikemukakan pada hasil penelitian, telah mencerminkan
kehendak kedua belah pihak (baik P.T. PQ dan Q, maupun P.T. ABC
dan WX) serta alasan untuk membuat kontrak.
. Badan Kontrak
a. Klausula-ldausula Yang Bersifat Umum
1. Definisi |
Dalam setiap kontrak biasanﬁ dimuat suatue klausula
mengenai definisi atas istilah-istilah yang dipalfai dalam kontrak
yang bersangkutan. Di samping itu, definisi juga berguna untuk

menyingkat kalimat dan pasal-pasal. Hal ini dilakukan untuk

¥ {ihat : Hasil penelitian, op. cit.
“ Radjagukguk, "Konwuak’, op. dt.
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menghindarkan perselisihan penafsiran atas suatu terminologi yang
dipaiai di dalam kontrak.* |

Pada kedua kontrak TAAJPBT yang diteliti dimuat klausula
yang berisi definisi atas istilab-isdlah yang dipergunakan dalam
kontrak. Dalam hasil penelitian sebagaimana diutaralan di muka,
dapat di!fetahui bahwa dalar.n kontrak TAA/PBT kedua antara P.T.

PQ dengan Q klausula definisi dimuat dalam Pasal | ayat | sampai

" dengan ayat 6, sedangkan dalam kontrak TAA/PBT antara P.T.

' ABC -dengan WX Klausula definisi dimuat dalam Pasal | ayat |

sampai dengan ayat 7. Penempatan klausula definisi dalam pasal |
dapat dimengerti, karena semua pengertian istilah atau singkatan
yang terdapat pada pasal { tersebut berlaku untuk seluruh isi

(pasal-pasal) kontrak tersebut.

. Substansi

Klausula substansi berisi maksud para pihak mengadakan
kontrak.”? Maksud para pihak mengadakan kontrak TAA/PBT
kedua dimuat dalam Pasal 2 ayat-l kontrak yang bersangkutan |
yaitu "Q memberi P.T. PQ hak khusus (selanjutnya "ﬁak")
untuk menggunakan patent dan informasi untuk membuat,

menggunakan dan menjual produk di teritori selama masa -

* bid, hal. 5 dan (6.

“2 Ibid.
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perjanjian ini", Apa yang dimaksud dengan “produk” dan "teritori”
sudah diie!askarli pat_da klausufa definisi yang diatur dalam Pasal !
ayat | dan ayat 4 kontrak yang befnngkutan.

Sedangkan maksud diadakannya kontrak TAA/PBT antara
P.T. ABC dengan WX dimuat dalam Pasal 2 ayat | kontrak
TAA/PBT yang bersangkutan yaitu "WX dengan ini memberikan
suatu hak non-eksldusif yang ;idak dapat ditransfer dan fisensi,
_ tanpa hak memberilan sub li;ensi, untuk membuat, merakit dan
menjual produk-produk dan untuk membuat, merakit dan menjual
fasilitas-fasilias manufaktur dé% wilayah berdasarkan hak-hak
. milik industrial dan dengan menggunakan know how". Mengenai
apa yang dimaksud dengan istilah “.produkvproduk“, “fasifitas-
fasilitas manufaktur®, “wilayah", "hak-hak milik industrial®, serta
"know how" sudah dijelaskan dalam, berturut-turut, Pasal | ayat |,
ayat 6, ﬁyat 4, ayat 7 dan ayat 5 kontrak TAA/PBT yang
bersangkutan. -

" Dengan dimuatnya Kausula substansi pada Pasal 2 ayat |
korgn‘ak TWPBT_kedua antara P.T. PQ dengan Q dan Pasal 2
ayat | kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, serta hak
dan kewajiban para pihak pada pasal-pasal yang akan dibzhas
berikut ini, berarti kedua kontrak tersebut telah memenuhi syarat

sahnya kontrak yang kefiga yaitu "suatu hal tertents” (subject
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matter). Karena syarat ketiga ini mensyaratkan bahwa “apa yang

| diperjanjikan harus jelas dan mungkin untuk dilaksanakan®,*

termasuk hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul

u 44

suatu perselisihan”.

. Hak dan Kewajiban Khusus

Kiausula ini berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus
para pihak, tergantung kepada jenis kontrak yang dibuat. Hak-hak

dan kewajiban-kewajiban khusus para pihak dalam kontrak akh

Vteknologi tentunya tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban khusus para pihak dalam kontrak jual beli perusahaan.

Dalam kontrak TAA/PBT, hak pemberi bantuan teknis akan

'merupak.an kewajiban bagi penerima bantuan teknis. Sebaliknya

apa yang menjadi kewsjiban bagi pemberi bantuan teknis akan
merupakan hak bagi penerima bantuan teknis.
Menurut kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan
Q, kewajiban Q sebagai pemberi bantuan teknis adalah :
. memberi P.T. PQ hak id1|$us untuk menggunalkan patent dan
infonr;as;i untuk membuat, menggunakan dan menjuaf produk .

" di wilayah Indonesia selama masa perjanjian (Pasal 2 ayat 1},

 Marzuld, o. it., hal. 15 - 16,
“ Arie S. Hutagalung, Hukum Perjanjian Di Indonesia : Masalah-Masalah Praktis dalam Pembuatan
Petjanjian Bisnis, Komponen Pelatihan Hukum, ELIPS PROJECT, November - Desember 1993, hal. 4.

e e
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2. menyediakan informasi terbaru yang diminta P.T. PQ untuk
membuat, menggunakan dan menjual produk. (Pasal 4 ayat |
sampai dengan 3),

3. memberilan training kepada insinyur-insinyur P.T. PQ yang
dikirim ke Jepang atau mengirim insinyur-insinyur untuk
memberikan trai:;ing di P.T. PQ (Pasal 4 ayat 4 dan 5).

Sedangkan kewajiban P.T. PQ sebagai penerima bantuan
teknis adalah :
1. merahasiakan informasi yang diberi oleh Q (Pasal 5),

2. membayar royaity atas grants khusus, informasi dan bantuan ,
teknis yang diberikan Q (Pasai 7),

3. menyerahkan pernyataan yang menunjukkan jumlah dan
penjualan bersih produk yang diiml P.T. PQ dan produk yang
digunakan untuk keperfuan sendiri, atau yang dirakit menjadi
sistem yang lebih besar dan yang semacamnya sebelum
penjualan (Pasal 8),

4, membuat produk sesuai dengan kualitas standard dan bahan
yang ditentukan atau disetujui oleh Q (Pasal 1 1).

Sélain itu, sebagai pemberi bantuan teknis Q juga mempunyai hak—

hak lain, yaitu :

{. melakukan inspeksi berkala terhadap fasilitas pabr_ik,

pembukuan dan cattan P.T. PQ untuk memastikan apakah
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P.T. PQ benar-benar mematuhi Pasal 5 dan Pasal 8 kontrak
TAA/PBT (Pasal 10),

2. menginspeksi pabrik, peralatah dan teknik pembuatan P.T. PQ
serta menerima dengan ‘cuma-cuma gambar produk secara
terperinci danfatau sample prodﬁk yang dibuat P.T. PQ
(Pasai I 1).

Sedangkan hak dan kewajiban khusus P.T. ABC dan WX

terdapat dalam Pasal 2 ayat |, 3, 6, 9. [2 dan 13 kontrak

'TAA/PBT yang bersangkutan. Dari pasal-pasal tersebut dapat

diketahui bahwa kewajiban WX sebagai pemberi bantuan teknis

adalah :

. memberi P.T. ABC hak untuk membuat, merakit da.n menjual
produk-produk dan untuk membuat, merakit dan menjual
fasilitas-fasilitas manufaktur berdasarkan hak milik industrial
dan know how (Pasal 2 ayat 1),

2. memberikan bantuan teknik berupa know how, melengkapi
petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan metode operasi dari
fasilitas-fasilitas manufaktur, bimbingan teknik dengan cara
mangirim personil ke ABC dan pelatihan teknik untuk insinyur
ABC di Jepang (Pasal 3).

Sedangkan kewajiban P.T. ABC sebegai penerima bantuan teknik

adafah :

s s ey e L e e e s e TR
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. menjaga kerahasiaan know how dan informasi teknik lainnya
yang diperoleh dari WX (Pasat 6),
2. melakulan pengawasan atas kualitas produk-produk dan
komponen-komponen domestik (Pasal 9),

. 3. r;lenyerahkan laporan tertulis mengenai pembuatan, penjualan
dan inveqmﬁsasi produk dan komponen, termasuk jenis dan
jumiah komponen domestik yang dibuat danfatau diperoleh
(Pasal |12 ayat I},

4. mempersiapkan catatan-catatan rekening yang akurat dan
benar, statemen-statemen keuangan dan catatan-catatan yang
menuniuklé-n semua informasi (Pasal {2 ayat 2),

. 5. membayar royalty (Pa;al 13 ayat 1).

4. Hak dan Kewajiban Umum
Sebagaimana diketahui bahwa asas iktikad baik sangat
penting dalam membuat suatu kontrak. Yang dimaksud dengan
itikad baik di sini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik.*
Mengenai asas iktkad baik ini juga diatur di dalam Pasal
1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan
harus dilaksanz'zkan dengan iktikad baik. Ketentuan int pada

umumnya diartikan bahwa iktikad baik itu harus ;da pada saat

S Juajir Sumardi, Aspel-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional (Bandung : PT
Citra Aditya Bakd, 1995), hal. 41.
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dilaksanakannya kontrak. Padahal suatu kontrak metrupakan suatu

rangkaian dari proses hubungan timbal balik yang terjadi antara

. pihak-pihak yang terlibat di daiarhnya, sehingga saat pelaksanaan

suatu kontrak tidak dapat dipisahkan dari periode negosiasi yang
mendahuluinya dan saat pembuatan/penandatanganan kontrak.
Maka dari itu, iktikad baik tidak hanya disyaratkan ada pada saat
pelaksanaan, melainkan juga pada saat pembuatan/
penandatanganan dan bahkan pada saat negosiasi yang mendahului

 dilahirkannya suatu kontrak*

Aszs iktikad baik méﬁiadi penting karena pada saat

penyusunan kontrak, para pihak tidak selalu mempunyai

“bargaining pawer" yang sama,”’ dan asas ini ada kaitannya dengan

perfindungan hukum bagi para pihak pada saat terjadi sengketa di
pengadifan.*® Mengingat arti penting asas iktikad baik sebagaimana
dikemukakan di atas, menurut Radjagukguk dalam setiap ontak
bisnis internasional selafu ada lausula yang mengatur hak dan .
kewajiban umum yang isinya adaiah para pihak alan melaksanakan

kontrak dengan iktikad baik.”

4 Kartini Mulyadi, "Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan
Hukum Kontrak Nasional®, Pertemuan limiah Tentang Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Bisnis Di
indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman {Jakarta, 1994), hal. 20 - 21.

*7 { hat : Radjagukguk, op. at., hal. 5.

* Lihat : Surmardi, op. cit.

* Radjaguleguk, op. cit.

+ i | o e e e < s e e s s o s TR - .
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Yang menjadi pertanyaan adalah jika dalam kontrak tidak

terdapat klausula yang mengatur iktikad baik, apakah para pihak

‘akan mendapat perlindungan hukum saat terjadi sengketa di

pengadilan ? Sebagaimana diutarakan di muka, baik dalam kontrak
TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q maupun dalam kontrak
TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX tidak terdapat Kiausula
yang mengatur mengenai iktikad baik.

Berpegarig pada pendapat Radjagukguk yang menyatakan

bahwa “Prinsip ini terkandung dalam setiap perjanjian. Pihak yang

melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan dasar iktikag
baik, walaupun tidak disebutkan dalam perjanjian yang
besrsangkutan, dapat men)rakim bahwa tindakannya tersebut akan
diﬁndungi oleh hukum;"® maka walaupun dalam kontrak yang

dibuat kedua belah pihak tidak terdapat klausula yang mengatur

asas iktikad baik, para pihak akan tetap mendapatkan perfindungan

hukum apabifa bersengketa di muka pengadian,

. Wanprestasi

Dalam s-etiap kontrak pasti ada Kausula mengenai ingkar
janji (wanprestasi/default) yang dapat dijadikan dasar bagi pihak
lain untuk memutuskan kontrak. Pada kontrak TAA/PBT kedua

antara P.T. PQ dengan Q juga terdapat klausula mengenai ingkar -

* Ibid.
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janji (wanprestasi/default) yang dimuat dalam Pasal {4 ayat {.

Demikian juga pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan
WX  juga  terdapat klausula mengenai  ingkar  janji
(wanprestasi/default) yang dimuat dala;:n Pasat 19 ayat |.
Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya para pihak
yang telah mengikatkan diri dalam kontrak berkewajiban untuk
memenuhi prestasi atau melaksanakan hal-hal yang tertulis di

dalam kontrak, yang sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata dapat

'berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat

sesuatu, Apabila saiah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya

tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka ia dianggap telah

" melakukan ingkar janji (wanprestasi/defauit) yang dapat menjadi

alasan untuk memutuskan kontrak dan' karenanya bertanggung

‘jawab atas segala kerugian yang timbul, yang bisa berupa

penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 1236 dan 1239 KUH Perdata, di mana menurut Pasal 1247

. dan {248 KUH Perdata, biaya, rugi dan bunga yang dapat dituntut

adalah biaya,” rugi dan bunga yang dapat diperkirakan at:iu_

diharapkan pada waktu kontrak dibuat serta biaya, rugi dan bunga

' yang‘mérupakan akibat langsung dari pelanggaran kontrak. Untuk

menetapkan saat terjadi ingkar janji sehingga sejak saat tersebut

pihak yang mefakukan ingkar janji harus bertanggung jawab atas’

e e TR S g TR e [ e v s
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penggantian biaya, rugi dan bunga maka menurut Pasal 1238 KUH
Perdata pihak yang lain mengirimkan somasi yang berupa surat
yang memberitahukan péda saat kapankah selambat-lambatnya ia
me@h@hn pemenuhan prestasi. Apabila saat itu tiba dan pihak
yang mendapat somasi tetap tidak memenuhi prestasinya, malka
berarti pada saat itulah pihak yang mendapat somasi telah ingkar
janji dan wajib membayar seluruh kerugian yang timbul yang
berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka
rumusan klausula wanprestasi yang dimuat dalam Pasal 19 ayat |
kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX lebih lengiap
daripada rumusan rumusan klausula wanprestasi yang dimuat
dalam Pasal 14 ayat | kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ
dengan Q, karena pada Pasal 14 ayat | terebut tidak terdapat
rumusan mengenai kew;iiban mengganti biaya, rugi dan bunga
yang harus difakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Dan
hal ini dapat menimbulkan masalah apabila terjadi wanprestasi

oleh salah satu pihak.

. Keadaan darurat

Keadaan darurat’keadaan memaksa/force majeurefover-
macht adalah suatu keadaan yang berada "di luar kekuasaannya® si

berhutang dan “memaksa®, yang tidak dapat diketahui pada waktu
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perjanjiannya dibuat® Dengan demikian unsur-unsur keadaan
“darurat/ kéadaari memaksa/force majeure/overmacht adalah
peristiwa yang tidak cerbayangkén dan peristiwa tersebut tidak
tertanggungkan akibatnya, sehingga salah satu pihak tidak dapat
melaksanakan isi kontrak. Keadaan darurat/keadaan memaksa/
force mdjeurefovermacht dapat bersifat mudak (absolut) yaitu
apabila salah satu pihak sama sekali tidak mungkin melaksanakan
kontraknya. Tetapi ada juga yang bersifat tidak mutiak (relatif)

' yaitu suatu keadaan di mana para pihak masih dapat melaksanakan
kontrak meskipun harus dengan pengorbanan yang besar dari ‘
| pihakya.*
Apabila terjadi  keadaan keadaan darurat/ keadaan .
memals;ffbrce majeurefovermacht, maka 'pihak yang diluar
kemampuannya tidak dapat melaksanakan isi kontrak, tidakdapat
dikatakan telah melakukan inglar janji (wanprestasi/defautt), oleh
karena itu kepadanyadibebasian dari pembayaran ganti bzaya, rugi
dan bunga (Pasal 1245 KUH Perdata). Selain itu, pihak yang fain
* tidak fagi dapal;c menuntut pemenuhan prestasi. Dengan demikian
keadaan darurat/ keadaan memaksa/force majeurefovermacht

menghentikan bekerjanya kontrak, tetapi hal ini tidak terjadi sera

S |that : Subekd, Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata (Jakarta : P.T. intermasa, 1975), hal. 125.
52 Ihid, hal. 125 - 126,
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merta, melainkan harus ada pemberitahuan lebih dahulu dari
pihak yang tertalang pemenuhan prestasinya karena keadaan
darurat. Ha ini biasanya diatur di dalam kontrak.

Berlaitan dengan apa yang telah diutarakan di atas, rﬁaka
dalam setiap kontrak selalu terdapat klausula mengenai keadaan
darurat! keadaan memaksa/force majeure/overmacht.

- Datam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q
Wausula keadzan darurat terdapat datam Pasal 15, sedangkan

- dalam kontrak TAA/PBT antara P.T, ABC dengan WX Klausula

keadaan darurat terdapat dalam Pasal 22.-Rumusan kedua pasal
yang mengaturmengenai keadaan darurat tersebut cukup jelas dan
rinci, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan penafsiran di antara

para pihak sangat kecil.

. Pemutusan Kontrak

Dengan terjadinya ingkar janji (wanprestasi/default), maka
salah satu pihak (yaitu pihak yang dirugikan) dapat melakukan

pemutusan perjanjian. Selain karena terjadinya ingkar janii

(wanprestasi/default), perjanjian dapat juga berakhir karena alasan-

alasan lain, Alasan-alasan ini biasanya disebutian datam kontrak,
sehingga dalamseuap kontrak pasti terdapat kiausula pemutusan
kontrak. Menurut Fuady, apabila dalam kontrak dipeﬁllf:i alasan-
alasan sehingga salah satu pihak atau kedua i:elah pihak dapat

memutuskan kontrak, maka dalam hal ini tidak semua wanprestasi
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dapat menyebabkan salah satu pihak memutuskan konthknya,
tetapi hanya wanprestasi sepert yang disebutkan cialam kontrak.”

Datam kontrak TAA/PRT kedua antara P.T. PQ dengan Q,
klausuta pemutusan konu'ak-dimuat dalam Pasal 14 ayat | sampai
dengan ayat 6, di mana diatur juga akibat putusnya kontrak.
i Sedangkan dalam TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, kausula
pemutusan kontrak dimuat datamAPasal 19 ayat | dan 2. Mengenai
akibat berakhirnya kontrak diatur dalam Pasal 20 ayat | mrﬁpai
| | dengan ayat 4.

Mengacu pada pendapat Fuady di awms, berarti kontrak
TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q hanya dapat
putusﬂéemkhir karena alsan-alasan yang disebutkan dalam Pasal
i4. Demikian juga, kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan
WX hanya dapat berakhil_- karena alasan-alasan yang disebutkan -
dalam Pasal Ié.
8. Pifihan Hﬁkum
Datam kontrak bisnis interﬁasional selalu terdapat klausula
piﬁhan hukum (choice of lawlapplicable lawigoverning law) yang -
menentukan hukum mana yang berlaku atas kontrak tersebut,

mengingat dalam kontrak tersebut terkait lebih dari satu sistem

5 Munir Fuady, Hulurn Komtrak Dari Sudut Pandang Hulum Bisnis (Bandung : P.T. Citra Aditya
Baksi, 1999), hal. 87.
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hukum. Dan dicantumiannya kiausula pifihan hukum dalam
kontrak bisnis internasional merupakan manifestasi dari dianutnya
asas kebebasan berkontrak sebégai asas dasar hukum kontrak
yang bersifat universal.

Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T.‘ PQ dengan Q,
-klausula pilihan hukum dimuat dalam Pasai 18, dalam mana
ditentukan bahwa kontrak tersebut tunduk kepada Undang-
Undang Jepang. Sedangkan pada kontrak TAA/PBT antara P.T.
' ABC dengan WX, Kausula piihan hukum dimuat dalam Pasal 24,
dalam mana ditentukan bahwa ‘syarat-syarat persetujuan dan
pelaksanaannya akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum
Jf_apang“-

Dengan ditetapkannya secara tegas Hukum Jepan‘g di
dalam kedua kontrak tersebut, berarti para pihak (baik P.T. PQ
dengan Q, maupun P.T. ABC dengan WX) telah melakulan
pilihan hukum secara tegas. Hal ini sesuai dengan pendapat
Khairandy yang menyatakan bahwa "pada pemilihan hukum para
pihak yang mengadakan kontrak secara tegas dan jelas

menentukan hukum negara mana yang mereka pilih. Hal ini

oy e e S R



2
biasanya muncul dalam Wausula governing low atau applicable
law*>

Dengan demikian mala ‘hukum yang berfaku, baik pada
kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q maupun pada

i kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, adalah hukum
yang dipilih sendiri oleh para pihak dan telah ditegaskan dalam
kontrak, yaitu Hukum jepang.
9. Penyelesaian Sengketa

Selain masalah hukum mana yang akan diterapkan, maka
masalah hin yang mungkin timbul dalam sengketa bisnis
internasional adalah masalah forum mana yang berwenang untuk
mengadili sengketa tersebu-t, karena transaksi bisnis internasional
melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Untuk menghindari
munculnfa béﬁyak yurisdiksi dalam menangani suatu sengketa_
bisnis internasional, maka para pihak dalam membuat ko‘nu"ak
internasional dapat mencantumkan Idausula pifthan forum (droicé
of forum clause). Forum tersebut dapat berupa forum pengadilan
atau forum arbitrasé.

Dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q,

Klausula pilihan forum (choice of forum) dimuat dalam pasal 19, di

 Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thantowi, Pengantar Hukum Perdata

Internasional Indonesia (Yogyakarta : Gama Media, 1999), hal. 108 - [11.
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mana ditentukan bahwa forum yang dipilih untuk menyelesailan
semua pertikaian, pertentangan atau perselisihan di antara para
pihak  berkaitan de&gan kontrak TAA/PBT dan juga

pelanggarannya, yang tidak dapat diselesaikan secara damai adalh

arbitrase, yaitu Dewan Perwasitan Nasional Indonesia apabila

tergugatnya pihak Indonesia, dan Japan Commercial Arbitration
Association apabila tergugatiya adalah pihak Jepang. Sedangkan

dalam kontrak TAA/PRT antara P.T. ABC dengan WX, klausula

 pilihan forum (choice of forum) dimuat dakam Pasal 28, di mana

ditentukan bahwa forum yang dipilih untuk menyelesaikan semua
sengketa, kontroversi atau perbedaan di antara para pihak
berkaitan dengan kontrak TAAPBT adaish arbitrase, yaitu
Indonesia Commercial Arbitration Association jika tergugatnya P.T.
ABC, dan Japan Commercial Arbitration Association jika tergugatnya
WX

| Otleh karena berdasarkan pasal 19 dan pasal 28 tersebut
para pihak telah sepakat memilih arbitrase untuk menyelesaikan
sengketa yang mungkin timbul di antara mereka, mala menumt
Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk
mengadifi sengkm‘yang timbul di antara para pihak. Hal ini

disebabkan Indonesia telah terikat dalam Konvensi New York
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Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan
Asbitrase Luar Negeri (Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards) yang diratifikasi melalui
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.
" Dari bunyi pasal 19 TAA/PBT kedua antara P.T. PQ
dengan Q dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui
arbitrase bary dilakukan apabila sengketa tersebut sudah tidak

dapat diselesaikan secara damai melalui perundingan. Sedangkan

* menurut Pasal 28 kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX,

arbitrase merupakan satu-satunya forum untuk menyelesaikan

sengketa. Tetapi baik dalam pasal 19 maupun- pasal 28 tersebut

10.

sudah ditentul-an‘bahwa keputusan wasit (arbitrator) adaiah final
dan mengikat pa_m; pihak. Ini berarti bahwa terhadap keputusan
wasit (arbitrator) tidak dapat diakukan upaya hukum banding
maupun kasasi.
Bahasa

Dari ke;tehw_an Pasal 18 kontrak TAA/PBT kedua antara
P.T. PQ dengan Q serta Pasal 27 kontrak TAA/PBT antara P.T.
ABC dengan WX dapat diketahui bahwa kedua kont_rak tersebut
dibuat dalam bahasa Inggris. Ini merupakan hal yang fazim dalam

keontrak bisnis internasional.
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Kedua kontrak tersebut ada (memiliki} terjemahan resmi

dalam bahasa Indonesia. Tetapi menurut Radjagukguk, “walaupun

ada terjemahan ke dalam bahasa lain, tetapi ‘apabila terjadi
sengketa, maka yang diakui adalah teks berbahasa Inggris".*S

b. Klausula-kiausula Yang Bersifat Khusus
1. Klausula Pelatihan dan Asistensi Teknis

Dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ‘dengan Q

klausula .peiatihan dan asistensi teknis dimuat dalam Pasal 4 ayat |

sampai dengan ayat 5. Berdasarkan Pasal 4 tersebut Q akan

memberikan informasi terbaru untuk membuat, menggunakan

dan menjual produk, kepada P.T. PQ, yang jenis;jenisnya

(termasuk tapitidak terbatas pada yang) disebutkan dalam ayat 2.

Tetapi dalam ayat 2 juga ditentukan bahwa "keterangan metode

pembuatan seperti percetakan dan pengecoran materi atau bahan

tidak disertakan”. Hal ini karena pehgecoran dan pembuatan

l;)ahan mentah (raw maten'ab small diesel engine berupa cetakan '.

yang belum dipasang dilakukan oleh subkontraktor-subkontraktor

Q di jepang, yang kemudian dikirimkan kepada P.T. PQ di

indonesia melalui R* Untuk menjamin terlaksananya perakitan

dan/atau pembuatan produk secara lancar dan efektf, Q akan

% Radjagukguk, op.cit., hal. 18.
5 |ihat : Hasil Penelitian yang ditakukan di P.T. PQ.

.
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mengirimkan insinyur-insinyurnya ke P.T. PQ berdasarkan
perjanjian service yang alan dibuat secara terpisah. Selain itu, Q

akan menerima insinyur-insinyur P.T. PQ untuk rﬁemperoleh

- training di pabrik dan di kantor Q, seterimanya permohonan

terwulis dari P.T. PQ.

Klausula pefatihan dan asistensi teknis dalam kontrak
TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dimuat &afmn Pasal 3 ayat
| sampai dengan ayat 4. Berdasarkan Pasal 3 tersebut, maka
berkaitan dengan pembuatan, perakitan dan penjualan produk
oleh P.T. ABC, WX akan memberikan bantuan-bantuan teknis
kepada P.T. ABC berupa know how dan petunjuk-petunjuk yang
berkaitan den:gan metode operasi dari fasilitas-fasilitas manufaictur.
Di samping itu WX akan memberikan bimbingan teknik kepada
P.T.. ABC dengan cara mengirim personil teknik ke P.T. ABC
berdasarkan Agreement for Disp&tching of Technicians yang akan
dibuat secara terpisah. WX juga akan memberilan pelatihan
teknik untuk insin)'/ur P.T. ABC di sebuah pabrik atau pabrik-
pabrik WX di jepang berdasarkan Agreement for Accepting of
Trainees yang dibuat secara terpisah.

Dengan diberil;annya bantuan teknis (technical assistance)
dan’ pelatihan (training) berdasarkan kausula pelatihan dan

asistensi teknis (baik yang dimuat dalam Pasal 4 kontrak TAA/PBT
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kedua antara P.T. PQ dengan Q, maupun yang dimuat dalam Pasal

3 kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX) diharapkan

baik P.T. PQ maupun P.T. ABC dapat menggunakan teknologi |

yang penggunaannya dilsensikan tersebut, karena diserahkanmya
know how dan informasi teknik saja tidak cukup memadai mnpa
adanya bantuan teknis (technicaf assistance} dan pelathan
(training).” Agar ada jaminan kepastian akan diberilannya bantuan

teknis (technical assistance) dan pelatihan (training), perlu klausula

' pe!auhén dan asistensi teknis yang dimuat dalm kontrak

TAAPBT. Oleh larena itulzh dalam setiap kontrak alih teknologi
(yang dimaksud di sini adaiah TAA/PBT) selalu ada klausula
pelatihan dan asistensi teknis.

Dengan klausula ini selama jangka waktu tertentu
penerima teknologi (dalam hal ini pT. PQ dan P.T. ABC, kursif
periulis) ldiberikan kesempatan untuk memanfaatian keahlian dan
ketrampilan teknisi dari pihak pemberi teknologi (dalam hal ini Q
dan WX, kursif penulis) dengan imbalan upah yang ditentukan, di
samping itu penerima teknologi (datam hal ini P.T. PQ dan P.T.
ABC, kursif penu‘lis) berhak menerima instruksi dan informasi

khusus dari teknisi méngenai pengoperasian  peralatan,

57 {ihat : Oentoeng Soeropati, op. cit. hal. 101 - 102,
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operasionalisasi kegiatan pabrik, perawatan dan pemekharaan

permesinan dan sebagainya.”

. Klausula Improvisasi

Menurut Soeropati, klausula improvisast adalzh "klausula
yang membebankan kewajiban I_cepada penerima telmologi untuk
memberitzhukan segala perbaikan (improvement) teknologi yang
dilakulannya selama masa berlakurrya Perjanjian Alih Teknologi.”

Klausula improvisasi ini pada kontrak TAA/PBT kedua
anara P.T. PQ dengan Q ‘dimuat dalam pasal 6, di mana
ditentukan bahwa P.T. PQ boleh dengan segera membeberkan,
mengirimkan dan menyedialan mformas&. ciptzan atau perbailan
atas. produk sefama masa kontrak kepada Q. Sedangkan pada
kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, klausula
improvisasi di;nuat dalam pasal 8 aﬁ 2 di mana ditentulan bahwa
P.T. ABC harus mengajukan permintaan tertulis bersama dengan
contoh ézn gambar p_roduk-produk yang diubah jka ingin
mengadakan perubahan desain produk atas inisiatifnya sendiri, dan
perubahan desain tersebut baru dapat di_]alankan setelah

mendapat persetujuan tertulis dari WX,

# Ibid., hal. 104 - 105.

*? lbid.
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Dengan diberi informasi ciptaan atau perbaikan atas
produk kepada Q, atau rencana perubahan desain produk beserta
contoh dan gambar produk—prbduk yang diubah kepada WX
maka bank Q maupun WX sebagai pemberi teknologi dapat
mengetahui kekurangan dari teknologinya dan mendapat umpan
balik dari penerima teknologi (yaitu P.T. PQ atau P.T. ABC)
tentang cara mengatasi kesulitan selhma penggunaan teknologi
yang bersangkutan.

) Seharusnya klausula improvisasi tidak harrya membebankan
kewajiban kepada penerima teknologi untuk memberitshukan
segala perbaikan (improvement) teknologi yang ditakukannya
selama ‘masa berlakunya kontrak, tetapi juga membebankan
kewajiban yang sama pada pemberi (pemilik} teknologi untuk
memberitahukan segala perbaikan yang dilakukannya kepada
penerima  teknologi, sehingga penerima teknologi dalam
menggunakan téknologi tidak hanya memanfaatkan informasi yang
diterimanya pada saat dibuatnya kontrak, tapl juga dapat
meaﬁanfaatlan informasi terbaru yang diperoleh pemberi
(pemilik) teknologi berdasarian perbaikan yang dilakukannya
selama masa berlakunya kontrak.

Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q,

kewajiban pemberi (pemilik) teknologi untuk memberizhukan
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seg:_ila perbaikan yang dilakukannya dimuat dalam Pasal 2 ayat 3.
Sedangkan pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX
dimuat dalam Pasal 8 ayat 1.

Selain hanya membebankan kewajibarn kepada P.T. PQ
sebagai penerima teknologi untuk memberitahukan segala .
“perbaikan (improvement) teknologi yang dilakukannya selama masa
berlakunya kontrak, klausula improvisasi yang dimuat dalam Pasal
6 kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q juga memuat
rumusan ketentuan yang merugikan P.T. PQ, yaitu :

Sesuai dengan persetujuan dan kondisi yang harus disetujui

oleh kedua belah pihak, Q akan memiliki hak dan lisensi

yang tidak dapat dicabut, bebas royaity, non-eksklusif dan

tidak dapat dipindahtangankan, untuk menggunakan

informasi, ciptaan dan perbaikan untuk tujuan apapun

selama masa perjanijian ini, kecuali di teritori.
Rumusan tersebut digolongkan sebagai Exclusive Grant - Back
Provisions yaitu “klausula yang mensyaratkan penerima teknologi
untuk memberikan hasil inovasi yang dilakukan atas teknologi
tersebut kepada pemilik teknologi secara cuma-cuma’®® Dan

Exlusive Grant Back Provisions merupakan salah satu klausufa

perdagangan restriktif yang sebenarnya dilarang dimuat dalam

% United Nations Conference on Restrictive Business Practices, Multilateralty Agreed Equitable
Principles for the Control of Restrictive Business Practices, TOT/RBPFCONF/10 of May 2, 1980. Seperti
dikutip Ridwan Khairandy, “Praktik Perdagangan Restriktif Dalam Pengalihan Teknologi Melalui Perjanjian
Lisensi Paten®, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelekeual |, Ed. Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan
Nurjihad (Jogyakarta : Yayasan Klinik HAKI Jakarta dan Pusat Studi Hukum FH Ul Yogyakarta, 2000),
hal. 65. A
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suatu kontrak alih teknologi karena bersifat merugikan penerima

teknologi.

. Klausula Konfidensialitas

Menurut Soeropati, klausula konfidensialias adalah

"klausula yang membebankan kewajiban kepada penerima

~ teknologi untuk menjaga kerahasiaan informasi ‘teknologi yang

telah diberikan oleh pemberi teknologi'®’ Kewajiban menjaga

kerahasiaan teknologi yang dibebankan kepada penerima

- teknologi merupakan suatu hal yang wajar, sebab sebagaimana

diketahui teknologi ditemukan setelah melalui proses panjang
penelitian dan pengembangan (research and development) yang
memakan banyak waktu, tenaga dan pikiran serta membutuhkan
biaya yang sangat besar. Sehingga bagi penemu (pemilik)-nya,
teknologi merupakan assets dan memiliki nilai ekonomi lkarena
merupakan komodit yang bisa diperdagangkan. Karena itulah
informasi mengenai teknologi harus dijaga kerahasiaannya. Dan
kewajiban untuk merahasiakan ini berlaku selama masa kontx:ak
dan sesudah berakhirnya kontrak.

_Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q,
Klausula konfidensialitas dimuat di dalam Pasal 5, sedangkan pada

kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dimuat di dalam

¢ Soeropati, op. dt., hal. 105 - 106.
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Pasal 6. Pada kedua pasal tersebut ditentukan bahwa P.T. PQ
rmaupun P.T. ABC berkewajiban menjaga kerahasiaan know how
dan informasi teknik {ainnya selama masa berfakunya kontrak dan
sesudahnya (selanjutnya). Tetapi dalam kedua pasal tersebut tidak
ditentukan sanksi yang dapat dikenakan apabila P.T. PQ atau P.T.
ABCmembocorkan rahasia know how dan informasi teknik lainnya
tersebut. Hal ini dapat menimbulkan masalah apabila te!'iadi
pembocoran rahasia oleh P.T. PQ atau P.T. ABC. Selain itu,
| dengan dicantumkannya sanksi dalam rumusan Klausula
konfidensialitas, akan mendorong pihak penerima teknologi
(dalam hal ini P.T. PQ dan P.T. ABC) untuk lebih bersungguh-
sungguh menjag;a kerahasiaan yang diwajibkan.

Penggunaan istilah "sesudahnya” atau "selanjutnya” untuk
kewajiban merahasiakan kontrak yang pengerdaﬁnya adalah
"sesudah masa berlakunya kontrak berakhir (habis)" juga kurang
jelas. "Sesudahnya” atau "selanjutnya” itu sampai kapan. Alan lebih
jelas kalau disebutikan jangka waktunya. Dalam hai ini masa
berlakunya paten dapat dijadikan pedoman dalam menentukan
jangka waktu sesudah berakhirnya kontrak tersebut.

. Kiausula Efektivitas

Alit telmologi dapat bersifat eksklusif atau non eksklusif.
Dengan adanya kiausula efektivitas maka dapat ditentukan sifat

alih teknologi yang dilakukan melalui pembuatan kontrak tersebut.
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Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q,

' Klausula efektivitas dimuat dalam Pasal 2 ayat |. Dan berdasarkan

ketertuan Pasal 2 ayat | tersebut yang "antara hin® ditentukan
bahwa: —

Disesuaikan dengan syarat dan kondisi yang ada, dengan ini
Q memberi P.T. PQ hak khusus (selanjutnya “hak") untuk
menggunakan paten dan informasi untuk membuat,

" menggunakan dan menjual produk di teritori sefama masa
perjanjian ini. ... Q tidak boleh berjanji dengan individu
atay perusahaan hin untuk memberikan grant untuk
membuat produk;

 dapat diketahui bahwa alih teknologi yang difakukan melalui

pembuatan kontrak TAA/PBT kedua tersebut bersifat eksklusif,
karena berdasar Pasal 2 ayat ! tersebut, Q memperoleh hak
untuk mengesafnpingkan pihak manapun selain penerima lisensi
dalam penggunaan teknologi yang dilisensikan.”? Istilah "antara fain"
dipergunakan di atas, karena sekin mengatur sifat alih teknologi,
Pasal 2 ayat | juga mengatur hal lin yaitu “P.T. PQ baoleh
mengekspor produk ke luar teritori, tetapi jika ekspor produk
diminta oleh negara di mana Q mempunyai pabrik atau yang
mempunyai lisensi, agen dan distributor sendiri, ekspor hanya
boleh setchh diberi ijin tertulis oleh Q'. Meskipun larangan
ekspor ini tidak bersifat menyeluruh dalam arti merupakan -

larangan ekspor ke semua negara, tetapi ketentuan yang bersifat

< bid., hal. 106.
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membatasi ini dapat digolongkan sebagai Export Restriction yaitu
“Kausula yﬁng memuat larangan pada penerima teknologi untuk
mengekspor produksi yang dihasiflan dari teknologi yang
dialihkas".® D;.n klausufa Export Restriction merupakan salah satu
klausula yang dilarang dimuat dalam suatu kontrak alih teknologi
: karena bersifat merugikan penerima teknologi.
| Sementara itu pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC

dengan WX, kiausula efektivitas dimuat dalam Pasal 2 ayat 2. Dan
' berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 yang menyataka;: bahwa :
Jila dan bilamana WX bermaksud untuk memberikan
kepada pihak ketiga setiap lisensi untuk membuat, merakit
atau menjual produk-produk tersebut dalam wilayah ini,
WX sebelumnya harus berkonsultasi dengan ABC tentang
pemberian lisensi tersebug '
dapat diketahui bahwa alih teknologi yang dilakukan melalui
pembuatan kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX
tersebut bersifat non-eksklusif, karena berdasarkan kétentuan
‘ tersebut pemberi teknologi dapat menunjuk beberapa penerima
teknologi,** meski untuk melakukan hal itu sebelumnya WX harus
berkonsultasi dengan ABC.
Karena lisensi bersifat mn%ﬂﬁf, maka apabila rahasia dari

produk yang penggunaan teknologinya dilisensikan kepada P.T.

6 Uinited Nations Conference on Restrictive Business Practices, Multitaterally Agreed Equitable
Pringiples for the Control of Restrictive Business Practices, TOT/RBP/CONF/10 of May 2, 1980. Sepert
dikutip Khairandy, op. ¢it.

} & Soeropati, op. dit.
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ABC bocor atau dibajak baik dengan sengaja maupun tidak
sengaia, maka P.T. ABC tidak dapat langsung dituntut sebelum
benar—benarr dapat dibuktikan bahwa P.T. ABC yang
membocorkannya. Di Qmping itu, karena lisensi kepada P.T. ABC
bersifat non-eksklusif, maka WX sebagai lisensor dapat menjual
hak-haknya kepada lebih da-ri satu licensee.®®
5. Klausula Pelimpahan Hak
Menurut Soeropati, klausula pelimpahan hak gdalah
| "klausufa yang mengatur tentang boleh tidaknya pelimpahan h;lk
(assignment) dari penerima teknologi kepada pihak Iain".;56 |
Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q,
klausulz pefimpahan hak ;'limuat dalam Pasal 22. Berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ini, tidak hanya P.T. PQ sebagai penerima
teknologi yang dilarang menyerahkan perjanjian, hak-hak daq
kewajiban-kewajiban berdasarkan kontrak TAA/PBT kedua
kepada pihak- ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Q, tetapi Q
juga dilarang untuk melakukan hal yang sama tanpa persetujuan
tertulis dari PT PQ.
Pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX,

kiausula pelimpahan hak dimuat dalam Pasal 21 ayat |. Dengan

& |ihat : Amir Pamuntjak, "Pengaturan Penyelenggaraan Pengalihan Teknologi (Suatu Analisa
Tentang Tatz Kerja Pengalihan Teknologi Di Luar Dan Dalam Negeri), Aspek-Aspek Hukum, op. dt., -
hal, 214. )

% Soeropati, op. cit.
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demikian, tidak hanya P.T. ABC sebagai penerima teknologi tapi
juga WX sebagai pemilik teknologi dilarang menyerahkan,
mengalihkan atau menempatk;in dengan cara lkin kontrak
TAA/PBT baik secara keseluruhan atau sebagian atau hak-hak atau
kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya dari pihak lain (WX atau P.T. ABC). |

6. Kiausula Jaminan Kebenaran
Baik di dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ
| dengan Q maupun dalam kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC
dengan WX tidak terdapat kausula jaminan kebenaran.
7. Kiausula Pengendalian Mutu dan Tanggung Jawab Produk
Klausula pengendalian muty dan tanggung jawab produk
adalah "klausula yang membebankan kewajiban pada penerima
teknologi untuk menerapkan suatu standard kualitas tertentu
dalam upaya untuk melindungi reputasi pemberi teknologi dan
mencegah terjadinya klaim atas pertanggungjawaban produk”.*’
Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q,
klausula pengendalian mutu dan tanggung jawab produk dimuat di
dalam Pasal |1. Sedangkan pada kontrak TAA/PBT antara P.T.
ABC dengan WX, idausula pepgendalian mutu dan tanggung jawab

produk dimuat di dalam Pasal 9 ayat | sampai dengan ayat 7.

7 Ibid., hal. 107 - 108.
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Rumusan Pasal 1| kontrak TAA/PBT antarza P.T. PQ dengan Q,

meskipun isinya jelas tetapi sangat singkat. Sedangkan rumusan

Pasal 9 kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX lebih
terperinci.

Pada kedua pasal tersebut tidak diatur kemungkinan

' pembayaraﬁ ganti kerugian dari penerima teknologi (P.T. PQ atau

P.T. ABC) dalam hal penggunaan teknologi oleh penerima

teknologi yang menimbulkan kerugian pada pihak ketiga, padahal

' reputasi pemberi teknologi (Q atau WX) dipertarubkan di sini.

Klausuia Pelanggaran Hak

Menurut Soeropati, klausula pelanggaran hak adakah
“dausula yang mengatur tentang pihak mana yang harus
menggugat jika ada pelanggaran hak (infringement) yang
dilisensikan oleh pihak k»s:t:iga'f.“‘g

Berfainan dengan koatrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ

dengan Q yané tidak memuat kiausula pelanggaran hak, pada

kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dnegan WX dimuat kausula

pélanggaran‘ hak yaitu pada Pasal |1 ayat | dan 2, di mana
ditentukaﬁ bahwa apabila P.T. ABC mengetahui ada pelanggaran
atau penggunaan secara ilegal atas Hak Milik industrial atau ada

pemalsuan produk atau fasilitas manufaktur yang dilakukan oleh

 Ibid., hal. 108.
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pil;;ak ketiga, atau ada pernyataan atau tindakan yang
mempermasalahkan atau menentang kepentingan WX atas setiap
Hak Milik tndustrial yang dilakukan oleh pihak ketiga, maka P.T.
ABC akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis pada WX,

dan oleh karena itu apabila dianggap perlu WX akan meminta

'kepada P.T. ABC untuk mengambil tindakan, atas biaya WX.

' Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat | dan 2 tersebut,

dapat diketahui bahwa yang diwajibkan untuk mengambil tindakan

 apabila terjadi pefanggaran adalah P.T, ABC. Tentu sajp karena

P.T. ABC adalah suatu badan hukum, maka tidak dapat bertindak
sendiri sebagaimana halnya dengan manusia, dan harus dnuakjlz
Sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat | dan Pasal 82 UUPT,
direksilah yang bertugas mewakili perse.roan di dalam dan di luar

pengadilan.

. Klausula Batal Demi Hukum

Baik dalam kontrak TAA/PBT kedua antra PT. PQ
dengan Q maupun dalam kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC
dengan WX tidak terdapat Kausula batal demi hukum yang
mengatur konsekuensi yang timbul dari dibamlkannya demi

hukum kontrak TAA/PBT tersebut.

10. Klausula jangka Waktu Berlakunya Kontrak
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Klausula Jangka Waktu Berlakunya Kontrak mengatur
mengepai bertakunya kontrak alih teknologi, yang biasanya mulai
berlaku sejak saat dilaksanakannya kontrak oleh para pihak.
Kadang-kadang terjadi penundaan dalam pelaksanaan kontrak,
tetapi suatu k;mtrak akan terus berlaku sepanjang berlakunya
kontrak ® '
Jangka waktu berlakunya kontrak TAA/PBT adalah
famanya waktu diberikannya bantuan teknis dari pihak yang
" memberikan (pemberi) bantuan teknis kepada pihak yang
membutuhkan (penerima) bantuan teknis. Lamanya waktu
diberilannya bantuan teknis ini perly disepakad lebih dulu oleh
para pihak dan dimuat di dalam kontrak. Di san?ping itu, para -
pihak juga bisa bersepakat mengénai perpanjangan jangka waktu
berfakunya bantuan teknis apabila diar;ggap perlu, dan selama
masa berlakunya bantuan teknis masing-masing pihak tidak
mempunyai hak untuk menghentikan atau membatalkan kontrak
di Juar ketentuan-ketentuan yang dimaut dalam kontrak.
Dengan adanya ketentuan yang mengatur jangka waktu
berlakunya kontrak beserta kesempatan untuk memperpanjang
kontrak tersebut, maka kedua belah pihak (baik pemberi bantuan

teknis maupun penerima bantuan teknis) merasa lebih aman. Bagi

“ Ibid. hal. 108 - 109.
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pihak penerima bantuan teknis, keamanan tersebut menyangkut

jaminan keberhasilan memproduksi sendiri barang dengan kualitas

“yang bagus. Sedang bagi pihak pemberi bantuan teknis , keamanan

tersebut menyangkut perlindungan atas know how dan informasi
teknis yang diberikannya. Dan bagi kedua-duanya terbuka
kemungkinan ;mtuk mendapat keuntungan yang lebih besar.

.Pada kontrak TAA/PBT kedua amar;a P.T. PQ der;gan Q,

Kausula jangka waktu berlakunya kontrak dimuat dalam Pasal |

| ayat | sampai dengan ayat 4, di mana juga diatur kemungkinan

perpanjangan kontrak secara otomatis selama | (satu) tahun,
bilamana | (satu) whun sebelum berakhirnya kontrak tidak ada
pihak' yang memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri
kontrak. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kontrak TAA/PBT

kedua tersebut memiliki jangka waktu beriaku selama 10

. (sepuluh) tahun. Karena setahun sebelum berakhirnya kontrak

tidak ada pemberitahuan' tertulis dari salah satu pihak untuk
mengakhiri kontrak, maka kontrak tersebut berfaku selama [}
(sebelas) tahun, sehingga baru berakhir pada tahun 1993 |
Sementara itu, kontrak TAA/PBT antara P.T. ASC dengan
WX juga mengatur jangka waktu berfakunya kontrak pada Pasai
I8. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut, kontrak TAA/PBT

antara P.T. ABC dengan WX mempunyai jangka waktu berlaku
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selama 5 (lima) tahun, dan secara otomatis diperbaharui dan
berianjut dari tahun ke tahun kecuali apabila 3 (tiga) thun
sebelum berakhirnya periode 5 (ima) @hun atau periode
pembaharuan selanjutnya ada pemberitahuan secara tertulis dari
salah satu pihak untuk mengakhiri kontrak tersebut. Hingga saat

ini kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX masih beriaku.

. Klausula Pembayaran Fee, Lumpsum dan Royalty

Teknologi ditemukan setelah melalui proses panjang
penelitian dan pengembangan (research and development) yang
memakan banyak waktu, tenaga dan pikiran serta membutuhkan
biaya yang sangat besar. Sehingga bagi penemu (pemilik)nya
teknologi merupakan assets dan memiliki nilai ekonomi larena
merupakan komoditi yang bisa diperdagangkan. Dengan demikian
teknologi ada harganya dan pihak lain yang ingin menggunakannya
harus mau membayar harga tersebut. Oleh karena itu, pada setiap
kontrak afih teknologi selaiu dimuat klausula pembayaran fee,
lumpsum dan roydity yang mengatur besarnya dan cara
pembayaran imbalan dari penerima teknologi ke;;ada pembéﬁ
teknologi, baik yang berupa fee, lumpsum atau royalty.”

Demikian - juga hainya dengan P.T. PQ yang telah

mendapat lisensi untuk menggunakan teknologi pembuatan dan

7 ibid., hal. 109.
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perakitan small diesel engine dari Q berdasarkan kontrak
TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, juga berkewajiban
membayar harga teknologi terebut. Kewajiban tersebut terdapat

dalam klausula pembayaran fee, Jumsump dan royalty yang dimuat

dalam Pasal 7 ayat | sampai dengan ayat 8.

Menurut Pasal 7 tersebut, P.T. PQ berkewajiban
membayar royalty berupa initial payment sebesar Y4.500.00/

model setelah dipotong pajak di Indonesia dan running royalty

 sebesar |1 {satu) persen dari Penjualan Bersih Produk selama masa

kontrak, atas 'diberilcannya grants khusus, informasi dan bantuan
teknis oleh Q. Dari ketentuan Pasal 7 tersebut dapat disimpulkan
bahwa fees vaitu "pembayaran sebagai kompensasi atas jasa dan

bantuan teknis yang diberilan oleh tenaga ahti professonal" * atau

_ technical fee yang oleh Perris dikatakan sebagai "salah satu jenis

royalty yang kaitannya tdak langsung dengan pemakaian
teknologinya tapi adalah berhubungan dengan penggunaan know
how untuk mengoperasikan teknologi tersebut,” telah |
diintegrasikan dalam pembayaran berupa royaity yang merupakan

“suatu pembayaran dengan cara dihitung kemudian (post

™ World Intellectual Property Organization, Licensing Guide for Developing Countries {Geneva,

1977), p. 148,

T A Perris, "Pembahasan Kertas Kerja : Masalah Pengailhan Teknologi Dalam Penanaman
Modal®, Aspek-Aspek Hukur, op. cit., hal. 41.
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calculated) yang harus dilakukan sebagai fungsi dari manfaat
ekonomi atau hasil®.” |

Pembayaran royaity. yang diwajibkan ofeh Pasal 7 ini sudah
termasuk royafty untukr pénggunaan nama badan usaha, UMk

 dan tradename (Pasal 3 Perjanfian Lisensi Trodemark dan
Tradenamme).

Dari ketentuan Pasal 7 di mana P.T. PQ diwaijibkan

membayar royafty berupa initial payment dan running royaity
' berarti P.T. PQ telah terkena pungutan ganda.

Seperti halnya P.T. PQ, mala atas diberikannya hak-hak
dan fisensi untk pembuatan, perakitan dan penjualan brake
‘systems dan fasilitas-fasifias  manufaktur oleh WX berdasarkan
kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, P.T. ABC juga
berkewajiban membayar royalty sebesar 3 % (tiga persen) dari
nilai penjualan produk. Kewajiban ini dituangkan dalam Pasal 13
dan {4 kontrak TAA/PBT yang bézsangkutan.

Seperti hainya dengan P.T. PQ, dalam pembayaran royalty yang
harus dizkukan oleh PT. ABC juga sudsh terintegrasi fees
(imbalan jasa atas bantuan teknis yang diberikan) cﬁn technical fee

(imbaian atas diberikannya ijin untuk menggunakan know how).

7 World intellectual Property Organization, op. cit.
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1 2. Kiausula Perpajakan
Dengan dibuatnya kontrak alih teknologi dengan mana
pemilik (pemberi) teknologi memberikan lisensi kepada penerima |
teknologi untuk menggunakan teknologi, know how dan informasi
teknik lainnya disertai pemberian bantuan teknis, maka pemilik
(pemberi) teknol;ogi akan menerima penghasilan berupa royalty,
dan penerima teknologi akan dapat menghasillan produk yang
mempunyai nilai tambah. Atas penghasilan berupa royafty tersebut
dapat dikenakan paiak penghasilan, 'dan atas hasit produksi yang
mempunyai nilai tambah dapat dikenakan pajak pertambahan nilai.
Berkaitan dengan masalah pajak ini, untuk memastikan
siapa (pemberi/pemilik teknologi atau penerima teknologi) yang
bertanggung iawéb membayar suatu jenis pajak, maka pada
" kontrak alih teknologi harus dicantumkan klausula perpajakan. |
Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q
tid.ak ditemukan suatu pasal yang mengatur klausula perpajakan
secara khusus. Mengenai masalah pajak ini disinggung dalam Pasal
7 ayat |, 5 dan 7, di mana tidak disebutkan jenis pajak yang harus
dibayar dan pihak yang dibebani kewaijiban untuk membayar pajak
tersebut. Tetapi dari bunyi Pasai 7 ayat | huruf A, ayat 5 dan ayat
7 dapat disimpulkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk

membayar pajak adalah P.T. PQ.
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Hengenaj siapa yang bertanggung jawab atas biaya-biaya berkaitan
dengan persiapan dan pelaksanaan kontrak, dalam Pasal 9
ditentukan :
Q dan P.T. PQ masing-masing akan bertanggung jawab
ats biaya .masing-masing termasuk biaya hukum
sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan perjanjian
ini kecuali bagi Pasal 4 dan 5. ' '
Lain daripa.da itu, pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC
dengan WX dicantumkan Klausula perpajakan pada Pasal |7 ayat |
~ dan 2, yang mengatur masalah pajak dan biaya-biaya hinnya.
Pada Pasal |17 ayat |, meskipun tidak ditentukan secara tegas jenis
pajak dan biaya yang harus dibayar, tetapi secara tegas ditentukan
'.bihak yang berkewajiban membayar yaitu WX apabila pajak dan
bfaya tersebut ditentukan menurut Hukum jepang,-atau P.T. ABC
apabila pajak dan biaya térsebut ditentutkan menurut Hukum
Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 17 ayat 2 ditentukan bahwa
P.T. ABC berhak memotong pajak pendapatan dari setiap
pembayaran yang dibuat untuk WX dengan kewajiban
memberikan tanda terima asli pembayaran pajak tersebut
kepada WX
Dengan demikian rumusar IKausula perpajakan yang
dimuat dalam kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX

lebih jelas dan terperinci dibandingkan rumusan klausula

perpajakan yang dimuat dalam kontrak TAA/PBT kedua antara
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P.T. PQ dengan Q. Rumusan yang jelas dan terperinci dapat
" memberikan kepastian hukum kepada para pih.ak.
[3. Klausula Penerima Lisensi Yang Paling Disukai
Baik pada kontrak TAA/PBT kgdua antara P.T. PQ dengan
Q maupun pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX
tidak ditemukan kfausula penerima lisensi yang paling disukai.
il. Penutup Kontrak
~a Kiausula Pengganti

Klausula pengganti adalah kausula yang memuat pernyataan
bahwa dengan adanya koﬁtrak “tersebut, kontrak atau perjanjian
terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi. Klausula ini sangaf b.erguna
apabila terjadi sengketa.

Pada kontrai( TAA/PBT' kedua antara P.T. PQ dengan Q,
idausula pengganti dimuat di dalam Pasal 24. Sedangkan pada kontrak
TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dimuat di dalam Pasal 26.
Rumusan klausula pengganti yang terdapat dalam kedua pasal tersebut
terfaly umum, dalam arti tidak menunjuk atau menyebutkan secara
eksplisit kontrak atau perjanjian apa yang menjadi atau dianggap tidak
berfaku fagi dengan dibuatnya kontrak TAA/PBT mrsébut. Hal seperti
ini, yang sebenarnya juga merupaian kelemahan contract drafting
Indonesia pada umumnya, dapat menimbulkan ketidakpastan diantara

para pihak dan akan 'sangat menyusahkan apabiia terjadi sengketa.
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b. Alamat-Alamat

Baik pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q
maupun pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX
dicantumkan alamat-alamat yang harus dituju  beserta cam
pengirimannya apabila salah satu pihak mengirimian surat atau
pemberitahuan atau peringatan atau dokumen .sehubungan dengan
pelaksanaan konwuak, masing-masing daiam Pasal 20 dan Pasal 23.
Rumusan kedua pasal tersebut cukup jelas sehingga tidak akan

m@imbulkan kesulitan &i I;anudian hari.

. Klausula Perubahan

Klausula perubahan adalah khausula yang memuat pernyataan
tentang boleh tidaknya dilakukan perubahan atas kontrak dan syarat-
syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan perubahan.

Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q,
klausula perubahan dimuat dalam Pasal 16 ayat | dan 2 di mana
ditentukan bahwa terhadap kontrak tersebut dapat diiakukan
perubahan dengan syarat hal tersebut harus dinyatakan secara tertulis
dan ditandatangai oleh wakil yang diberi wewenang agar dapat
mengikat kedua belah pihak, di samping itu perubahan yang difakukan
pada suatu Kausula hanya_ berlaku pada klausula tersebut dan tidak
aka.n mempengaruhi klausula lain atu r.nengubah kontrak secara

keseluruhan.
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Seperti halnya di atas, pada kontrak TAA/PBT antara P.T.
ABC dengan 'WX yang dicantumkan klausula perubahan yang dimuat
dalam Pasal 25 ayat | dan 2. Substansi pasal ini sama dengan Pasal 16
kontrak TAA/PBT kedua ;1ntara P.T: PQ dengan Q.
d. Tanda Tangan
Kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, dan
kontrak TWPBT antara P.T. ABC dengan WX ditandatangani oleh
Presi;:!ent Director masing-masing pezmahaaﬁ.

Di samping memuat unsur-unsur atau klausula-idausula yang lazim
dimuat dalam suatu kontrak bisnis internasional, kontrak TAA/PBT kedua
antara P.T. PQ denganQ juga memuat beberapa klausula yang isinya berupa
pembaﬁsm bagi P.T. PQ. Selain Idausula Export Restriction yang dimuat
dalam Pasai 2 ayat | dan klausuﬁ Exclusive Grant Back Provision yang dimuat
dalam Pasal 6 sebagaimana diutarakan di muk, dalam kontrak tersebut masih
terda;pat beberapa pasal yang memuat pembatasan bagi P.T. PQ dan dapat
merugikan P.T. PQ, yaitu :

1. Pasal 2 ayat 2, yang menyatak.an :
P.T. PQ tidak boleh, kecuali dengan ijin tertulis Q yang tidak bofeh

ditahan tanpa alasan, menjual produk kepada pembeli di teritori yang
diketahui oleh P.T. PQ akan menjual kembali produk itu di luar teritori.

2. Pasal 3 ayat 3, yang menyatakan :

P.T. PQ harus membuat permohonan patent di negara manapun untuk
ciptaan dan pembaruan yang dibuat oleh P.T. PQ dalam hal produk dan
teknik yang diberikan kepada P.T. PQ sesuai dengan ifin tertuiis yang
sebelumnya diberi oleh Q dan Q tidak boleh menahan ini tanpa alasan.
Jika P.T. PQ memperoleh patent semacam itu di luar teritori, P.T. PQ
setuju untuk memberi Q hak dan lisensi yang tidak dapat dicabut, bebas
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dari royalty, tidak khusus dan tidak dapat dipindahtangankan, termasuk
hak untuk memberi sub lisensi kepada pihak kin selama berlakunya
patent-patent itu. Seandainya P.T. PQ memutuskan untuk :tidak akan
mengajukan permohonan patent tersebut, P.T. PQ harus memberitahu Q
dan memberi Q hak dan kesempatan yang layak untuk mengajukan
permohonan dan mendapat patent di luar teritori dengan nama dan biaya
Q sendiri sebelum diumumkan kepada khalayak ramai atau sebelum
penjualan ciptaan atau perbaikan oleh P.T. PQ.

Klausuia yang menyataian "persetujdan P.T. PQ untuk memberi Q hak dan
lisensi yang tidak dapat dicabut, bebas dari royafty, tidak khusus dan tidak
dapat dipindahtangankan, termasuk hak untuk memberi sub lisensi kepada

pihak lain selama berlakunya patenf-patent itu" sebagaimana dimuat dalam

" Pasal 3 ayat 3 tersebut di atas dapat digolongkan sebagai Exclusive Grant Back

Provision, yang merupakan sal#h satu Idausula perdagangan restriktif yang
dilarang dimuat dalam kontrak alih témologi.

Selain itu dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q
juga ditemukan suatu pasal yang isinya mengandung ketidakadian dan hanya
menguntungkan Q saja yaitu Pasal 12 ayat | dan 2 yang menyatakan :

(1) Q tidak bertanggung jawab kepada P.T. PQ atau siapa saja atas
kehilangan atau kerusakan milik atau luka yang diderita atau kematian
orang yang disebabkan karena tindakan baik yang-berkenaan maupun
yang tidak berkenaan dengan penyediaan informasi dan bantuan teknis Q
seperti yang dimuat di sini, kecuali jika hal-hal itu disebabkan oleh
pelanggaran atau kelalaian besar yang disengaja. '

(2) Kecuali sebagai yang secara khusus ditulis di pasal ini, Q tidak akan
bertanggungjawab atau berkewajiban dengan cara’ apapun terhadap
kehilangan, tuntutan kerusakan yang disebabkan oleh kerja atau service
yang ditaksanakannya dalam perjanjian ini. Dalam keadaan apapun Q
tidak bertanggungjawab dan berkewajiban membayar kerusakan baik
yang langsung maupun tidak langsung kepada P.T. PQ.
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Mengenai bagaimana sifat hubungan para pihak (hubungan antara

P.T. PQ dengan Q) telah diatur oleh ketentuan Pasal |7 yang menyatakan :

Tidak ada hal yang dimuat di sini bertindak atau ditafsirkan untuk

menjadikan P.T. PQ sebagai agen Q atau yang mengijinkan P.T. PQ

mewajiblan atau mengikat Q terhadap pihak ketiga.
‘Dengan demikian, P.T. PQ bulan agen dari Q, dan oleh karena itu P.T. PQ
tidak diijinkan mengikat Q dengan pihak ketiga.

Sementara itu pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX

di sainping mencantumkan unsur-unsur atau kiausula-Kausula yang lazim
dimuat dalam kontrak bisnis internasional sebagaimana diutarakan di muka,
kontrak TAA/PBT tersebut juga mengatur mengenai penyediaan fasilias
manufaktur dan perolehan komponen yang diperlukan oleh P.T. ABC dalam
menjalankan kegiatan usahanya, yaitu dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat ! dan 2.
Dalam pasal 4 ditentukan bahwa :

Atas permintaan ABC, WX akan menjual, pada harga yang wajar dan

tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam klausul |3, fasilitas-

fasilitas manufaktur yang diperuntukkan bagi ABC atau setip agen
pembelian yang ditunjuk olehnya.
Dan dalam Pasal 5 ditentukan :

(1) Komponen yang digunakan ABC dalam pembuatan atau
perakitan produk-produk tersebut akan dibagi dalam dua
kategori, yaitu komponen domestik dan komponen lainnya.

(2) Atas permintaan ABC, WX akan menjual secara langsung atau
tidak langsung kepada: ABC komponen-komponen yang telah
disetujui oleh WX dan ABC.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 5 ayat | dan 2 tersebut di

atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas-fasilitas manufaktur dan komponen-
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komponen yang digunakan P.T. ABC dalam pembuatan atau perakitan

produk-produk (yang tidak termasuk komponen domestik} akan disediakan

oleh atau dapat dibeli dari WX

Selanjutnya mengenai harga, cara pembayaran, order, kriteria

pengemasan (packing) serta cara dan syarat-syarat pengapalan telah diatur

dalam Pasal 15 di mana ditentulan bahwa:

(N

@

Q)

4)

)

Harga fasifitas-fasilitas manufaktur yang dijuat oleh WX kepada
ABC akan ditentukan berdasarkan musyawarah di antara WX
dan ABC berdasarkan daftar penentuan yang dipersiapkan oleh
WX setiap saat dan diberikan kepada ABC. Cara dan syarat-
syarat berkaitan dengan penjualan fasifitas-fasilitas manufaktur
tersebut, kecuali secara khusus ditetapkan dalam persetujuan
ini, secara terpisah akan disetujui oleh kedua pihak.

Kecuali WX dan ABC menyetujui sebaliknya, pembayaran harga
untuk fasilitas-fasilitas manufaktur akan dilakukan melalui letter
of credit yang tak dapat dibatalkan dan sudah mencakup harga
dan cara serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah disetujui
oleh WX dan ABC, di mana letter of credit akan dibuat oleh
bank yang dapat diterima oleh WX

Semua order untuk semua fasilitas-fasilitas manufaktur yang
setiap saat ditempatkan oleh ABC dan WX aian dibuat dalam
bentuk yang ditunjukkan oleh ABC dan WX alan mengapaikan
fasilitas-fasilitas manufaktur sesuai dengan cara dan syarat-syarat
yang tertuang dalam order tersebut. Dalam hal tidak mungkin
untuk dilakukan pengiriman sesuai dengan cara dan syarat-syarat
yang tertuang dalam order tersebut, WX dengan cepat akan
memberitahu ABC dan menerima instruksi dari ABC.
Fasilitas-fasilitas manufaktur yang dibeli oleh ABC dari WX akan
dikemas sesuai dengan kriteria pengemasan yang ditentukan
ofeh WX dengan konsultasi ABC. Sejauh perfu dan layak untuk
mempertemukan kriteria tersebut, fasiitas-fasilitas manufaktur
tersebut dapat dikemas dalam keadain terbongkar.

WX akan melakukan pengemasan fasilitas-fasilitas manufaktur
setelah WX cukup yakin akan kepastian kualitas dan begitu
seterusnya  fasilitas-fasilitas  manufaktur  selama  proses
pembuatan.
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Apabila terdapat kekurangan dalam lkuantitas atau cacat dalam

kisalitas fasilitas-fasifitas manufaktur yang disediakan oleh atau dibel; dari WX,

P.T. ABC alan mengirimkan suatu laporan tertulis yang mengidaim adanya

kekurangan atmu cacat tersebut kepada WX dan untuk kekurangan atau

cacat yang terjadi sebelum . dilakukan pengapalan maka WX akan

“membebaskan P.T. ABC dari biaya-biaya sejumiah yang diminta P.T. ABC.

Mengenai hal ini diatur datam Pasal 16 yang menyatakan :

aUN

o)

Dalam hal ABC menemukan kekurangan dalam kuantitas, atau
cacat dalam kualitas fasilitas-fasifitas manufaktur yang disediakan
secara langsung oleh WX atau melalui agen pembelian yang
ditunjuidan oleh ABC “fasilitas yang cacat” selama pengawasan
wajar, ABC akan mempersiapkan dan mengirim kepada WX
suatu hporan tertulis yang mengklaim adanya cacat atau
kekurangan tersebut. Laporan tersebut akan disiapkan sesuai
dengan bentuk laporan yang ditunjukkan oleh WX dan kecuali
disetujui sebalilknya oleh para pihak, akan dikirim ke WX dalam
waktu 60 hari sesudah dibayar fasilitas-fasilitas yang cacat
tersebut pada tempat pemasangan fasilitas-fasilitas yang cacat
terebut. :

Dalam ha! ada kekuranagn atau cacat pada fasilitas-fasilitas
tersebut yang dapat disebabkan sebelum dilakukan pengapalan
oleh WX, kemudian WX akan memberilkan ABC bebas biaya
atas sejumiah fasilitas-Easifitas manufaktur seperti ABC minta.

Berbeda dengan fasilitas manufaktur di mana diatur mulai dari harga,

cara pembayaran, order, kriteria pengemasan serta cara dan syarat-syarat

pengapalan sampai dengan hai-hal yang harus ditakukan apabila dijumpai

kekurangan dakm kuantitas amu cacat dalam  kualitas, maka untuk

komponen-kemponen yang disedialan oleh atau dibeli dari WX tidak ada

pengaturan mengernat hal-hat tersebut di atas,
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Selain pasal-pasal yang tefah dikemukakan di atas, pada kontrak

- TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX juga terdapat Pasal {0 dengan kepala

*Hak Milik industrial” yang memuat pmgatufan-pengammn sebagai berikut :

()

2)

€

) -

©)

Dengan mendasarkan pada setiap keadaan, ABC tidak akan
mengajukan atau menyebabkan atau mengijinkan pihak ketiga
untuk mengajukan di dalam wilayah atau di luar wilayah
daripadanya setiap pengajuan pendaftaran Hak Milik Industrial.
Bertentangan dengan klausul ini, setiap Hak Milik Industrial
harys didaftarkan atas nama ABC, pendafaran tersebut akan
dialihkan oleh ABC kepada WX atas biaya ABC.

ABC tidak akan memindahkan atau mengganti merek dagang,
merek jasa atau simbol atau singkatan daripadanya atau merek
yang terlihat pada komponen yang disediakan oleh WX, atau
membuat tambahan lainnya.

Bila diminta oleh WX, ABC tdak akan menggunalkan pada
produk setiap merek dagang atau merek yang sejenis selain
daripada merek yang dimaksud oleh WX dalam wilisan ('merek
bertanda”). ' Dalam kejadian tersebut, ABC tidak akan
menggunakan "merek bertanda® tersebut untuk tujuan sekin
daripada untuk produksi-produksi tersebut. '
Dalam kejadian-kejadian yang mengacu pada klausul 10 (3) di
atas, ABC akan menggunakan merek bertanda tersebut hanya
untuk produk-produk yang memenuhi standard kualitas yang
diatur dalam Klausul 9. |

WX akan memiliki hak dalam namanya dari hak atas biaya-biaya
untuk mengajukan pendaftaran pendaftaran "merek bertanda”
dalam wilayah yang ditetapkan dalam persetujuan tertulis oleh
dan antara WX dan ABC yang pertama diperoleh. Dalam hal

" WX mengajukan aplikasi tersebut, ABC akan memberi WX

semta bantuan yang dianggap periu atas biaya WX. Dalam hal
WX telah mendafarkan merek bertanda tersebut, merek
bertanda yang didaftarkan tersebut akan diperiakukan seperti
yang telah dimasukkan dalam Hak Milik {ndustrial,

Dalam penelitian lapangan tidak berhasil didapatkan penjelasan

mengenai apa yang dimaksud dengan Hak Milik industrial datam' Pasal 10 ayat

| tersebut, apakah itu Hak Milik Industrial yang teiah dirniliki oleh WX pada

saat dibuatnya kontrak TAA/PBT dengan P.T. ABC atau Hak Milik industrial
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yang baru akaﬁ dimiliki WX atau P.T. ABC kemudian. Karena selama jangka
waktu berlakunya kontrak TAA/PBT tersebut kemungkinan WX dan P.T.
ABC akan dapat menemukan teknologi—feknologi baru. Tapi yang jelas
kete@an yang menyatakan bahwa "seﬁap Hak Milik Industrial harus
didafarkan atas nama ABC, pendaftaran tersebut akan dialihkan oleh ABC
kepada WX atas biaya ABC', akan sangat merugikan P.T. ABC lebih-lebih
. kalau yang didaftarkan adalah Hak Milik industrial atas teknologi yang berhasil
ditemukan oleh P.T. ABC. ﬂ

Sélanjumya mengenai sifatl hubungan para. pihak (hubungan antara
P.T. ABC dengan WX) telah diatur oleh ketentuan Pasal 21 ayat 2 yang
menyatakan : |

Tiap pihak tidak akan menjadi perwakxlan atau agen dari pihak

lainAya, dan tidak mempunyai kewenangan untuk menenma atau

menciptakan kewajiban atas nama pihak lain.
Dengan demikian, WX bukan perwakﬂan (agen) dari P.T. ABC, sebahknya
P.T. ABC juga bukan perwakilan (agen) dari WX, yang mempunyai tugas
untuk melakukan pekerjaan atau jasa untuk kepentingan prinsipal, dan oleh
karena itu masing-masing pihak (baik P.T. ABC maupun WX) tidak
mempunyai kewgnangan untuk menerima atau menciptakan kewajiban atas
nama pihak lainnya.

Berkaitan dengan isi kontrak ini, patut diingat pendapat Radjagukguk
"bahwa suatu kontrak pada dasarnya adalah suatu dokumen tertulis yang
memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan

komersialnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi -
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tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut”.* Dengan
demikian, apa yang dituangkan dalamkontrak (isi kontrak) adalah keinginan-
keinginan para pihak yang membuat kontrak tersebut.

Dalam hal ini perlu diinga; bahwa meskipun asas kebebasan
berkontrak berlaku dalam pembuatan kontrak sehingga “orang bebas,
membuat atau tidak membuat, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-
syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak, .dan bebas memilih
undang-undang yang akan dipakainya untuk perjanjian itu;” tetapi asas
kebebasan berkontrak merupakan "asas yang tidak tak terbatas",” sehingga
keinginan-keinginan péra pihak yang. dituangkan dalaﬁ kontrak adalah
keinginan-keinginan ya;tg sudah disepakati bersama. Dengan demikian asas
kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi perjanjian dibatasi oleh asas dan
syarat k&sepakatzn. (konsensualisme/konsensualitas) yang ditentukan dﬁlam
Pasal 1338 dan 1320 ayat | KUH perdatzf; atau yang dalam Common Law
System disebut mutual assent.”

Maksud dari asas dan’ syarat kesepakatan adalah bahwa untuk
fahimya suatu kontrak cukup dengan dicapainya kata sepakat atau

persesuaian kehendak mengenai hal-hal pokok dari kontrak yang diadakan.

 Radjagukguk, Kontrak®, op. cit., hal. |.

75 |_EH. Rutten, Handleiding tot de be - oefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, derde
deel, Verbintenissenrecht, tweede stuk (Zwolle : W.E. Tjeenk Willink, 1952), hal. 28. Seperti dikutip
Purwahid Patrik, Asas lktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian (Semarang : Badan Penerbit UNDIP,
tth.), hal. 3.
% Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perindungan Yang Seimbang Bagi Para
Pihak Dalam Perfanjian Kredit Bank Di Indonesia (Jakarta : Institut Bankir indonesia, 1993), hal. 48 - 49.

7 ibid.

® Marzuki, op.cit., hal, 14 - 15.

g e g § e e Sy R SR T L



256
Artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh
pihak yang lain. Unfuk sampai pada sepakat atau persesuaiﬁn kehendak
ini, sesuai dengan pendapat Radjagukguk yimg menamakan asas kesepakatan
(konsensualisme/konsensualitas) sébagai *prinsip penawaran dan penerimaan”
yang mirip dengan “offer and acceptance” dalam sistem hukum Anglo Saxon,”
didahului dengan proses penawaran dan penerimaan yang diliputi oleh "the
obligation to exercise due difigence" dan ‘the obligation to provide adequate
information® dari para pihak ® Jadi masing-masing pihak mempunyai kewajiban
yang setmbang yaitu kewajiban untuk bersikap cermat dan kewajiban untuk
menbeﬁkan informasi yang cukup memadai. Di sini iktikad baik dari para
pihak memegang peran. Jadi di sini iktikad baik itu harus ada sejak saat
negos'iasi. pembuatan/penandatanganan kontrak sampai dengan pelaksanaan
kontrak. Tidak hanya pada pelaksanaan kontrak sebagaimana disyaratian
Pasal 1338 KUH Perdata.
Dengan telah ditandatanganinya kedua kontrak TAA/PBT, baik

kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q maupun kontrak

TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX oleh President Director masing-masing .

perusahaan, berarti klausula-klausula yang tertuang dalam kontrak-kontrak
tersebut merupakan hasil kesepakatan atau pers&suﬁan kehendak dari para |

pihak. Sangat sulit untuk mempersoalkan ada tidaknya iktikad baik dari para

-

? Radjagukguk, op. dit., hal. 4.
* Mutyadi, *Hukum Kontrak®, op. cit., hal. 21.
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pihak sejak negosiasi sampai dengan pembuatan/penandatanganan kontrak,
terumma dari pihak pemberi (pemilik teknologi), mengingat adanya motif
profit yang melatarbefakangi mengapa pemilik teknologi mau memberikan
fisensi penggunaan (mengalihlan) teknologi yang dimilikinya dan bantuan
teknis,” serta‘ adanya motif kebutuhan akan teknologi dan bantuan teknis
ﬁa;da pihak penerima teknologi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh di sini
(yang akan dibahas di belakang). Hal ini dapat dilihat dari ditandatanganinya
kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q padahal dalam pembuatan
kontrak tersebut tidak ada negosiasi antara para pihak karema kontrak

" tersebut berasal dari Q sebagai pemberi (pemilik) teknologi dan bentuknya
sudah standard,” yang karena pengaruh beberapa faktor (yang akan dibahas
di belakang) bagi P.T. PQ sebagai penerima teknologi hanya ada alternatif
yang berupa menerima kontrak tersebut dengan berbagai klausula yang
terdapat di dalamnya, tanpa ada kemampuan untuk menolak (Ptake it or leave

it*)." Demildan juga pada pembuatan kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC

® T, Mulya Lubis, "Alih Teknologi : Antara Harapan dan Kenyatasn”, Hukumi dan Fkonomi,

Beberapa Pifihan Masalah, £d. T. Mulya Lubis (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal. 120.
" 8 | jha ; Hasil penelitian yang dilakukan di P.T. PQ, op. dit.

% Apa yang terjadi dalam pembuatan kontrak TAAJPBT kedua antara P.T. PQ dengan Q ini
hampir sama dengan apa yang terjadi dalam Perjanjian Baku, yang menurut Mariam Darus adalsh
*perjanfian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulic”, di mana pihak yang
membutuhkan hanya ada afternatif berupa menerima perjanjian tersebut dengan klausulanya atau tidak
membuat alias menolak perjanjian itu (take it or legve it"). Lihat : Mariam Darus, "Perfindungan Terhadap
Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standard}’, Makalah disampaikan pada Pertemuan fimiah
yang diselenggarakan BPHN (jakarta, 1986), hal. 59. Lihat juga : Amrul Partomuan Pohan, “Penggunaan
Kontrak Baku (Standard Contract) Dalam Praktek Bisnis Di Indonesia®, Makalah disampaikan pada
Pertemuan limiah ‘*Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis Di Indonesia™ yang
diselenggarakan oleh BPHN (Jakarta, 1993), hal. 3.
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dengan WX juga ada beberapa ﬁhor y:;ng mempengaruhinya (yang alan
dibahas di belakang).

Di atas telsh dikemukakan bahwa untuk lahirnya suatu konwrak
cukup dengan dicapainya kata sepakat atau persesuaian i-;ehendak di antara
para pihak mengenai hal-hal pokok dari kontrak yang diadakan, tetapi agar
kontrak tersebut sah menurut hukum yang berlaku masih ada syarat-syarat
fain lagi yang harus dipenuhi yaitu kecakapan uﬁtuk membuat suatu kontrak
(dalam Common Law System disebut capacity), suatu hal tertentu (dalam
Common Law System disebut subject matter),” dan suatu sebab yang halal
(datam Common Law System, syarat keempat bukan "suatu sebab yang hafal"
tetapi ".cons.ideratfon" yaitu "prestasi dan kontrﬁ prestasi yang disanggupkan
oleh masing-masing pihak").*

Mquenai syafat ketiga yaitu "suatu hal -tertentu® (subject matter)

~ telah dibahas di muka. Sedangkan syémt keempat yaitu "suatu sebab yang
hatal", yang oieh Marzuki dinamakgn "sebab yang dibolehkan’, sebenarnya
.merupa.kan "apa yang diinginkan oleh para pihak" yang tidak lain daripada isi
perjanjian itu sendiri. Sebab yang dibolehkan artinya perjanjian itu harus
mengandung -isi yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan

" dan ketertiban umum.” Dari studi dokumen dapat diketahui bahwa isi

kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q dan kontrak TAA/PBT

8 Marzuki, op. cit.

5 Ihid.

% Ibid.

8 Marzuki, ibid., hat. 4.
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antara P.T. ABC dengan WX tidak bertentangan dengan undang-undang,

kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian kedua kontrak tersebut

memenuhi syarat sahnya kontrak yang keempat

Berkaitan| dengan syarat kecakapan untuk membuat suatu kontrak,

maka dalam hubungannya dengan kontrak TAA/PBT antara dua perusahaan

perfu diingat bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang untuk

bertindak harus

dengan perantaraan atau diwakili oleh manusia atau

seseorang. Manusia atau seseorang yang bertindak mewakili perusahaan

tersebut sekaligus harus memiliki kewenangan untuk bertindak dan

kecakapan untuk ~membuat kontrak. Mengenai siapa yang memiliki

kewenangan bertindak mewakili perusahaan dapat dilihat pada Anggaran

'Dasar masing-masing perusahaan.

Pada hasil penelitan telah dikemukakan bahwa kedua kontrak

TAA/PBT yang diteliti ditandatangani oleh President Diredo} masing-masing

 |berarti bahwa President Director-lah yang oleh Anggaran

Dasar perusahaan diberi kewenangan bertindak (dan tentunya juga memiliki

kecakapan untuk membuat kontrak).® Anehnya pada bagian Komparisi yang

dicantumkan adalah nama perusahaan (PT) masing-masing. Dengan

mengingat bahwa Komparisi adalah "baéian yang menyebutian para pihak

yang melakukan kontrak dan mereka berhak untuk bertindak, dalam arti para

® |ihat : Pasal 1320jo

Pasal 1329 jis. Pasal 1330 KUH Perdara
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pihak mempunyai kewenangan untuk bertindak’;” maka seharusnya yang
disebutkan pada| bagian-Komparisi adalah President Director masing-masing
perusahaan yang mengadakan kontrak. |

Dengan |demikian, meskipun dibuat dalam bentuk akta di bawah

tangan serta dikatakan bahwa pembuatan kontrak TAA/PBT kedua antara
P.T. PQ dengan Q tersebut untuk memenuhi persyaratan pendirian
perusahaan patungan (joint venture),” dan pembuatan kontrak TAA/PBT

antara P.T. ABC|dengan WX merupakan bagian dan pelengkap foint Yenture

Agreement,”’ seyogyanya dalam pembuatan kontrak TAA/PBT selain
Y

memenuhi asas-asas dan syamt—éyarat sahnya kontrak yang berlaku ménurut
hukum, mencém‘umkan unsur-unsur atau kiausula-kausula yang lazim dimuat
dalam kontrak| bisnis internasional mengenai alih tekologi, serta
menghindarkar; pencantuman klausula-klausula perdagangan restriktif (RBP),
juga harus memperhatikan teknik pembuatannya (termasu.k teknik
pembuatan komparisi).

Selain itu, dengan mengingat sifat kbntmk TAA/PBT tersebut sebagai
suatu kontrak bisnis internasional karena dalam kontrak tersebut terkait dua
pihak yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda, bentuk

akta di bawah tangan kurang memadai. Sebagaimana diketahui bahwa akta di

% Radjagukguk, op. dit.; hal. 16.
% | ihat : Hasil Penelitian yang dilakukan pada P.T. PQ.
% {jhat ; Hasil Peneliian yang dilakukan pada P.T. ABC.
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nya berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan

tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Sehingga aipabiia ada

penyangkalan dari pihak ketiga, para pihak atau salah satu pihak berkewajiban

untuk mengajukan bukti-bukti yang diperiukan guna membuktikan bahwa

keberatan yang

diajukan oleh pihak ketiga tersebut tidak berdasar, oleh

karena jtu tidak dapat dibenarkan. Lebih tepat apabila kontrak TAAPBT

dibuat dalam ber

yang sempurna

Apabita isi ake

1tuk akta notariel, karena akta notariel merupakan alat bukti
bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

notariel disangkat di depan pengadilan, maka pengadifan

berkewajiban menghormati dan mengakui-isi akta tersebut, kecuali apabila

pihak yang menyangial akta tersebut dapat membuktikan bahwa ada bagian

tertentu dari akta tekh diganti atau diubah atau bahwa hal tersebut bukan

yang disetujui oleh para pihak, tetapi pembuktian ini sangat berat.”

- Dengan

demikian meskipun asas kebebasan berkontrak menjadi

asas dasar dalam pembuatan kontiak, sehingga keberadaan dan penggunaan

bentuk kontrak

TAA/PBT dimnungkinkan dan mempunyai dasar hukum,

serta para pihztk mempunyai kebebasan untuk menentukan obyek dan

isi kontrak, tetapi péra pihak harus ingat bahwa “fungsi kontrak adalah

untuk mengamankan transaksi',” sehingga bentuk akta yang dipilih untuk

7 |shat : Hutagalung, hal. 5 -7.
% Marzukd, op. cit., hall L.
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menuangkan kontrak tersebut harus dapat mengamankan kepentingan para
pihak )rang fnembuatnyé.

b. Faktor Komposisi Kepemilikan Saham dalam Perusahaan

Untuk mendukung kegiatan usahanya, mala badan usaha Perseroan
Terbatas (PT) haﬁrs memiliki modal yang cukup. I‘;Iodal PT terdiri dari
saham-saham atau sero-sero.

M @i%n bahwa modal PT terdiri dari saham-saham atau sero-sero
dapat diketahui |dari pengeﬁian kata "pérseroan" {sebagaimana diketahui
bahwa istlah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu *perseroan’ dan
“terbatas”) yang mengacu kepada modal PT yang terdiri dari saham-saham
atau sero-sero (sedangkan kata terbatas mengacu kepada mhgung jawab
pemegang saham yang luasnya hamya tefbataﬁ pada nilai nominai -semua
saham yang dimilikinya),” serta dari ketentuan Pasal | Butir | UUPT yang

menyatakan :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan
hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, mefakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan
manem'xhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini

serta pe'rammn pelaksanaannya.

PT adalah badan hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal | Butir |
tersebut di atas.| Badan hukum bukan makhluk hidup seperti manusia. Karena

bukan manusia, maka PT tidak meniliki daya pikir, kehendak dan kesadaran

* HMN. Purwosutppto Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk
Perusai'laan(_ltﬁd 2, jakarta: Pener‘brtD;ambata‘l 1982), hal. 85.
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sendiri, sehinggal tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.
la harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (natuurlijke
personen), akan |tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk dirinya, aﬁu
untuk din‘hya sendiri saia,r melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan
hukum.*

Ora.ng-c rang yang bertindak untuk dan atas tanggung jamb‘ﬁlaédan
hukum ini disebut organ badan hukum. Menurut Pasal | Butir 2 UUPT,
org;m (b;dan hukum, kursif penulis) perseroan adalah Rapat l:Jmuﬁt
Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

— Organ perseroan yang bertanggungiawab peauh atas pengurusan
perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan
baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar adaiah Direksi (Pasal 1 Butir 4 UUPT). ‘Dengan dt.arnikian Direksi-lah
yang merupakan organ perseroan yang bertindak untuk dan atas nama
perseroan. Hal ini d'rtegaskén di datam Pasal 79 ayat | UUPT yang menyatakan
bahwa "kepengurusan perseroan difakukan oleh dire.ksi", dan Pasai.BZ UUPT
yang menyatakan “Direksi - bertanggungjawab penuh atas pengurusan
perséroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan

baik di dalam maupun di luar pengadilaa’.

* Soediman Kartohadilprodjo, Pengantar Tata Hukum di indonesia (Jakarta : P.T. Pembangunan,
1956), hal 39. Seperti dikutip All Rido, op. cit., hal. 23.
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Berdasarkan ketentuan Pasal | Butir 4 jo. Pasal 79 ayat | jis. Pasal 82

UUPT tersebut

di atas dapat dikatakan bahwa direksi memiliki tugas dan

wewenang ganda, yaitu melaksanakan - pengurusan dan perwakifan

perseroan.” Pengurusan perseroan yang harus dilaksanakan oleh direksi tidak
terbatas pada n.'lemimpin dan menjalankan kegiatan rutin saja, tetapi juga
mencakup pengelofaan kekayaan perseroan.” Perwakilan perseroan berarti
direksi dapat helakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan
pihak ketiga. Sumber kewenangan direksi_ dalam menjalankan tugas dan
wewenang gandé tersebut adalah Angara-n Dasar Perseroan.

Direksi adalzh Dewan Direktur (Board of Directors) yang dapat terdiri
dari satu atau beberapa orang tergantung kepada kepentingan dan kebutuhanr
perseroan yang bersangkutan.”® Hal ini bisa disimpulkan dari ketentuan Pasat
79 ayat 2 dan Pasal 83 ayat | UUPT. Dalam hal'direksi terdiri lebih dart ;satul
orang, maka salah satu menjadi Direktur Ut-ama— dan Presiden Direktur,
sedangkan yang| kinnya menjadi Wakil Direktur Utama (Wakil Presiden
Direktur) atau |Direktur. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu
tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali (Pasal 80 ayat 3 UUPT).
Pengangkatan direksi untuk pertama kali dilakukan dengan mencantumkan

susunan dan narﬁa direksi dalam akta pendirian perusahaan (Pasal 80 ayat |

UUPT). Sedang|kan pengangkatan selanjutnya harus dilakukan oleh RUPS

% Bambang Kesowo, op. it.

57 Ridwan Khairandy dkk., Pengantar Hukum Dagang Indonesia | (Yogyakarta : Gama Media,
1999), hal. 53.

% ibid., hal. 54.
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(Pasal 80 ayat II UUP‘f). Mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan,

penggantian daril pemberhentian anggota direksi, UUPT menyerahlkan

pengaturannya kepada Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan (Pasal
12 huruf h UUP‘IL).

Saham perseroan dimiliki oleh para pemegang saham perseroan yang

bersangkumn Tetap: sesungguhnya di dalam perseroan, pemegang saham

tidak mempunyal kekuasaan sama sekali Para pemegang saham baru

‘mempunya: kekuasaan apabila mereka berada dalam forum- ‘RUPS. Kehendak

bersama para pemegang saham yang dijelmakan dalam keputusan yang

diambil dalam forum RUPS merupakan kehendak perseroan yang paling '

tinggi, tidak dapét ditentang oleh siapapuﬁ, kecuali oleh undang-undang atau
karena keputus‘éan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan
perseroan sebagalmana telah ditentukan Akte Pendirian atau Anggaran
Dasar.” Hal lm sesuai dengan ketentuan Pasal .l Butir 3 UUPT yang
menyatakan bahwa " Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut
RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada

Direksi atau Komlsans
RUPS mempunyal beberapa kewenangan, diantaranya adaiah
mengubah anggaran dasar (Pasal {4 UUPT), serta mengangkat dan

memberhentikan anggota direksi (Pasal 80 jo. Pasal 92 UUPT).

¥ Erman Rad]agukguk indonesianisasi_Saham _(jakarta : Bina Aksara, 1985), hal. 36. Seperti
dlkuupRndmehairandydkk. op cit., hal. 47 - 48.
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Daiam Pasal 72 UUPT ditentukan bahwz setiap saham yang
dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentulan
lain. Menurut Radjagukguk, “pada umumnyé dengan sistem satu saham satu
suara, pemegang saham minoritas mengikuti apa saja yang diputuskan oleh
pemegang saham mayoritas’,'® sehingga *hampir selal.u» terjadi  bahwa
direktur atau presiden direktur adalah juga pemegang saham mayoritas dari
perusat-xaan tersebut”.'” Selain itu, oleh karena segala keputusan perusahaan
dibuat oleh direksi (dewan’ direktur), maka dalam perusahaan di mana para
direktur merupakan perwakilan dari pemegang saham mayoritas, dapat
dilatakan bahwa mereka akan menjadi pembuat keputusan dalam
perusahaan tersebut,'® yang tentu saja dapat melindungi kepentingan
pemegang saham mayoritas. _
Komposisi kepemilikan saham 'P.T. PQ pada saat didirikan tahun
1972 adalah : P.T. S (perusahaan Indonesia) sebanyak 21 % (dua puluh satu
persen); C.V. T (perusahaan lndonesaa) sebanyak 19 % (sembilan belas
persen); Q Ltd. (perusahaan jepang) sebanyak 35 % (tiga puluh lima persen);
dan R, Ltd. (perusahaan jepang) sebanyak 25 % (dua puluh lima persen). Dari
komposisi kepemilikan saham tersebut di atas berarti Japanese Parties
merupakan pemegang saham mayoritas karena menguasai 60 % (enam puluh

persen) saham P.T. PQ. Sedangkan Indonesia Parties yang hanya memiliki

1 Erman Radjagukguk, Indonesianisasi Saham (jakarta : Rineka Gipta, 1994), hal. 44.
19 Jbid., hal. 45.
1%2 Ibid., hal. 46.
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saham sebanyak 40 % {(empat puluh persen) menjadi pemegang saham
minoritas.

Berdasarkan ketentuan Article 6 (1) dan (2) Basic Agreement (Joint
Venture Agreement), dalam Board of Director, japanese Parties sebagai -
pemegang s#ham mayoritas mempunyai 3 (tiga) orang wakil yaitu President
Director, Vice President Director dan Director. Sedanglan Indonesian Parties
sebagai pemegang saham minoritas mempunyai 2 (dua) orang wak‘il yaitu Vice
President Director dan Director.

Dengan struktur organisasi Board of Director yang seperti itu, berar-ﬁ
apa yang dikatakan oleh Radjagukguk di atas, bahwa “hampir selalu terjadi
direktur atau presiden direktur adalah juga pemegang saham mayoritas dari
perusahaan tersebut"® benar-benar terjadi. Tempi dengan melihat bahwa
Basic Agreement (Joint Yenture Agr;eement) di mana dir.nuat Article 6 tersebut
dibuat pada saat pendirian P.T. PQ sebagéi peruszhaan patungan (joint
venture) dapat dikatakan bahwa jaéancse Parties sebagai pemegang saham
mayoritas sudah mulai menunjuldan kekuatannya atau kekuasaannya pada
saat pendirian perusahaan paiungan (joint venture), meskipun secara formal
kekuatan atau kekuasaan pemegang saham mayoritas baru :;Ican
termanifestasikan (terjelma) dalam keputusan-keputusan RUPS. Sehingga

pendapat Radjagukguk yang mengatakan bahwa “pemegang saham baru

' [bid., hal. 46.
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mempunyai kekuasaan apabila merela berada dalam forum RUPS™™ tidak
sepenuhnya dapat diberfakukan pada P.T. PQ sebagai suatu perusahaan
patungan (joint venture} di mana pihak asing {dalam hal ini Japanese Parties)
mermiliki posisi yang lebih kuat daripada Indonesian Parties karena menjadi
pemegang saham mayoritas dalam perusahaan tessebut, terbukti dalam
pembuatan Basic Agreement (Joint Venture Agreement) tersebut. Hal ini dapat
terjadi karena Q sekaligus merupakan pemilik teknologi.

Dalam suatu perusahaan joint venture di manz-n partner asing menjadi
pemegaré saham mayoritas, maka berarti pada perusahaan tersebut telah
terjadi dominasi modal asing. .Dominasi modal asing ini akan sangat

mempengaruhi jalannya perusahaan, termasuk keinginan akan terwujudnya

_alih teknologi, lebih-lebih karena di samping merupakan pemegaﬁg saham

mayoritas, partner asing juga merupakan pemilik teknologi. Mengingat yang
menjaiankan perusaha:m tersebut sehari-hari {(working director atau executive
director) adalah wakil dari pemegang saham mayoritas. Selain ity “motif profic
yang meltarbelakangi mengapa pemilik teknologi mau mengalihian
teknologinya™® juga ikut berperan di sini. .

Haf tersebut dapat dibuktikan dengan apa yang terjadi pada P.T. PQ.
Sebagaimana diutarakan dalam hasil penelitian, bahwa dalam rangka

mewujudkan alih teknologi dari Q kepada P.T. PQ, maka P.T. PQ telah

% hid, 1985, hal. 36.
%5 T, Mulya Lubis, op. dit.
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membuat kontrak TAA/PBT kedua dengan Q, dengan -m'ana Q akan memberi
hak khusus untuk menggunakan patent dan informasi untuk membuat,
menggunakan dan menjual small diesel engine di ﬁhﬁh Indonesia selama
masa berlakunya kontrakltersebut.

Setelah ditakukan studi dokumen terhadap kontrak TAA/PBT kedua
antara P.T. PQ dengan Q sebagaimana diutarakan pada hasil penelitian
mengenai faktor kontrak dapat ditemulan bahwa kontrak tersebut
mengandung beberapa Kausula yang merugikan dan memberatian P.T. PQ,
baik ]daulsuia perdagangan restriktif (RBFP) yang bersifat membatasi P.T. PQ
{seperti klausula Exclusive Grant Back Provisions yang dimuat dalam Pasal 3
ayat 3 dan Pasal 6 serta Kiausula Export Restriction yang dimuat daiam Pasal 2
ayat 1), maupun klausula yang bersifat merugilan atau memberatkan P.T. PQ
(seperti klausula pembayaran y‘ang dimuat dalam Pasal 7 di mana diterapkan
sistem pembayaran/pungutan ganda yang berupa. Initial Payment dan Running
Royalty, Pasal 2 ayat 2 serta Pas-al 12 ayat | dan 2).

Dimuaﬁlya Klausula-klausula tersebut di atas di dalam kontrak
TAA/PBT kedua ditambah dengan klausula yang dimuat dalam Article 16 Basic

Agreement {Joint Venture Agreement) yang menentukan bahwa :

Any materials, component parts, spare parts, machinery and

equipment to be imported from Japan, necessary to P.T. PQ, shall
be purchased from Q through R at competitive reasonable prices;

sehingga sampai saat ini bahan mentah {raw material) untuk pembuatan small

diesel engine berupa cetakan yang belum dipasang masih dibeli dan diimpor

SR p—— ot e mpimm g g oeaa e e R R 12 s e s
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dari jepang, dapat dikatakan sebagai upaya untuk mefindungi kepentingan
pemegang saham mayoritas yang sekaligus menjadi pemilik teknologi yang
tentunya enggan ﬁntuk mengalihian teknéloginya dan ingin mendapatian

profit yang lebth besar dari dibuatnya kontrak TAA/PBT tersebut baik dari

royalty maupun pemasaran bahan mentah (raw material). Sehingga

penggunaan kontrak TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi tidak dapat

memberikan hasi sebagaimana diharapkan. Dengan demikian dominasi modal

asing pada P.T. PQ akan berlangsung terus dan hal-ini mengakibatkan

terjadinya kétergantungan P.T. PQ baik pada modal, teknologi maupun bahan

mentah (raw materiaf) yang dimiliki Q.

Terjadinya dominasi modal asing pada perusahaan patungan (joint |

venture) ini sebenarnya sudah dianﬁsipasi oleh pemerintah indonesia dengan
dimasukkannya ketentuan mengenai kewajiban bagi pehanam modal asing
untuk memberikan kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efeksf
setelah jangka waktu tertentu menuﬁt imbangan yang ditetapkan oleh
pemerintah, di dalam Pasal 27 ayat | UU PMA, yang dikenal dengan Program
Indonesianisasi S:;ham. Sebagai tindak fanjutnya, maka berdﬁsarkan Keputusan
Sidang Kabinet tangga! 22 Januari 1974, BKPM telah mengeluarkan Surat
Edaran BKPM No. B-1195/A/BKPM/X/1974 tertangéal Il Oktober 1974
yang antara lain menyebutkan bahwa saham nasional dalam perusahaan PMA
harus meﬁiadi sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dalam

-

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
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Selanjutniya, pada tahun 1992 dikeluarkan PP No. 17 Tahun {992
tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal
Asing (yang kemudian diubah dengan PP Nomor 7 Tahun 1993 tentang
Perubahan PF; Nomor 17 Tahun {992), di mana dalam pasal 2 ditentulan
bahwal pada perusahaan PMA berbentuk usaha patungan disyaratkan

pemilikan modal saham pesérm Indonesia sekurang-kurangnya 20 % (dua

- puluh persen) dari seluruh nitai modal saham perusahaan pada saat

perusahaan didirikan, dan harus ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 51
% (lima pﬁluh satu persen) dalam waktu 20 (duz puluh) tahun. Sayang sekali
dalam kedua peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut tidak
ditentukan sanksi yang dapat diterapkan bagi yang tidak mau melaksanakan,
sehingga efektivitasnya sulit diharapkan. PP ini kemudian diganti dengan PP
Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam
Perusahaan Penanaman Modal Asing yang mencabut PP Nomor 17 Tahun
1992. |

Pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan baru di
bidang investasi yan/gdsangat mengejutkan dan sulit dipercaya karena memberi
peluang sangat luas kepada investor asing untuk menanam modalnya di
Indonesia yaitu PP Nomor 20 Tahun 1994 ﬁentang Pemilikan Saham Dalam
Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, yang

mencabut PP Nomor 50 Tahun 1993. Peluang tersebut tidak hanya

menyangkut banyaknya sektor yang terbuka bagi modal asing, tetapi juga
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dalam kepemilikan saham, yang menimbulkan kekhawatiran alan semakin
kuatnya dominasi modal asing di Indonesia.

Dalam pasal 6 ayat | PP tersebut ditentukan bahwa saham peserta
Indonesia dalam peruszhaan berbentuk usaha patungan sekurang-kurangrya
5 % (lima persén) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu
pendirian. Selanjutnya dalam pasal 7 ayat | jo. Pasal 8 ayat 2 dan 3 Surat
Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana lnvestasi/Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 15/5K/1994 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam
Rangka Penanaman Modal Asing, ditentukan bahwa penyertaan r;rodal saham
dalam perusahaan patungan ditetapkan atas dasar kesepakatan para pihak
dalam pendirian perusahaan di mana sekurang-kurangnya 5 % (lima persen)
dari jumlah modal perusahaan yang disetor dan ditempatkan tersebut dirniliki
oleh peserta Indonesia, dan perubahan pemilikan saham tidak boleh
mengakibatkan pemilikan saham peserta Indonesia menjadi lebih kecit dari
modal saham perusahaan yang disetor dan ditempatkan sebelumnya.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pémerintah yang bermaksud

mengurangi dominasi asing sebagai pelaksanaan Pasal 27 ayat i UU PMA

 yaitu SE BKPM No. B-1 195/A/BKPM/X/1974 dan PP Nomor 17 Tahun 1992

nampaknya tidak ditaksanakan oleh P.T. PQ. Terbukti, meskipun pada tahun -
1993 terjadi penambahan 400 {(empat ratus) lembar saham di mana sebanyak

{80 (seratus delapan puluh) lembar dibeli oleh Indonesian Parties dan
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sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar dibeli oleh japanese Parties,

Indonesian Parties masih tetap pada posisi pemegang saham minoritas karena

hanya menguasai 45 % (empat puluh lima persen) saham dan fapanese Parties
masih temp pada posisi pemegang saham mayoritas karena menguasai 55 %
(lima puluh fima persen) saham. Padahal mengingat usia perusahaan yang

sudah mencapai || (sebelas) tahun, maka sesuai dengan SE BKPM Nomor

B-i 195/A/BKPM/X/1974 tersebut di atas, Indonesian Parties seharusnya sudah
‘menguasai sekurang-kurangnya 50 % (ima puiuh satu persen) saham

Selanjutnya ketika tahun 1993 terjadi penambahan saham sebanyak

506 (lima ratus enam) lembar, posisi Indonesian Parties tetap sebagai

pemegang szham minoritas. dengan pemilikan saham sebanyak 33 % (tiga
puluh tiga persen) dan Japanese Parties tetap menjadi pemégang saham
mayoritzs dengan pemilikan saham sebanyak 67 % (emam puluh tujuh
persen), karena penambahan saham sebanyak 506 (fima ratus enam) lembar
tersebut dibeli oleh fapanese Parties semua. Padahal sesuai dengan PP Nomor
17 Tahun 1992, Indonesian Parties seharusnya sudah menguasai sekurang-
kura.ngn‘ya 51 % ({lima puluh satu persen) saham karena usia perusahaan (P.T.
PQ) sudah mencapai 20 (dua puluh) talun. Komposisi kepemilikan saham ini
masih berlanjut sampai sekarang. Berarti dominasi modal asing masih

berialan di P.T. PQ, bahkan makin kuat.
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Dalam SK Meninves/Ketua BKPM Nomor 15/5K/1994 tentang

Ketentuan Pefaksanaan Pemilihan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan

Dalam Rangka Penanaman Modal Asing terdapat ketentuan mengenai sanksi

yang dapat dikenakan pada perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan dalam SK tersebut, yaitu Pasal 25 yang
menyatakan :

Perusahaan yang memperoleh persetujuan penanaman modal

beserta fasilitasnya yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan

sebagaimana dipempkan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi

berupa:
a. Penghentian sementara kegiatan perusahaan, atau

b. Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas penanaman modal, |

atau
c. Pencabutan sebagian ijin-ijin, atau
d. Pembatlan atau pencabutan SP/SPPP - Presiden.
Melihat ken)'}ataan yang terjadi pada P.T. PQ di mana setelah usia

perusahaan mencapai 29 (dua puluh sembilan) tahun, pemnilikan saham

Indonesian Parties menjadi lebih kecil (yaitu 33 %) daripada ketika perusahaan .

didirikan pada tahun 1972 (vaitu 40 %), dengan demikian telah terjadi
pelaﬁggaran atas ketentuan Pasal 7 ayat | jo. Pasal 8 ayat 2 dan 3 SK
Meninves/Ketua BKPM tersebut di atas, berarti ketentuan sanksi yang dimuat
dalam Pasai 25 SK yang bersangkutan tidak efekdtif.

Masih kuatnya dominasi modal asing pada P.T. PQ dapat dibuktikan
dengan kenyataan bahwa sampai dengan tahun 1992 struktur organisasi Board
of Directors masih tetap sama dengan yang pertama kali ketika perusahaan

didirilan. Ketika RUPS yang diselenggaralan pada tahun 1993 mengambil
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keputusan untuk mengubah struktur organisasi Board of Directors sehingga
menjadi terdiri dari seorang President Director (mewakili Q), 3 (tiga) orang
Vice President Director (masing-masing mewékili R, § dan T), serta 6 (enam)
orang Directors yang lima diantaranya mewakili Q dan satu mewakili
Indonesian Parties, berarti wakil dari Indonesian Parties adalah 3 (tiga) orang.

Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang bahwa 2 (dua) orang Vice President

Director dari Indonesian Parties tersebut termasuk 3 (tdga) Vice President .

Director yang tidak ikut aktif menjalankan dan mengelola P.T. PQ sehari-hari
{non-daily directors), ha] ini menggambarkan dominasi modal asing yang makin
kuat pada P.T. PQ. Namun demikian ada satu hal posmf yang patut dicatat
yaity mulai diberikannya kesempatan kepada karyawan untuk menduduki
 jabatan Director of General and Personnel Department. |
'Pada penelitian lapangan tidak berhasil diperoleh informasi
‘mengenai penyebab tidak ditaksanakannya ketentuan-ketentuan mengenai
pemilikan saham. Mengenai hat ini Radjagukguk menyatakan bahwa “kesulian
utama yang dihadapi pengusaha (partner, kursif penulis) nasional adalah dana
untuk membeli saham-saham dari partner asing mereka, khususnya jika harga
'saham yang ditawarkan itu ditetapkan secara sepihak oleh partner asing".'®
Sementara itu yang teriadi pada P.T. ABC' tidak sama atau tidak
sesuai dengan pendapat Radjagukguk yang menyatakan bahwa “direktur atau

presiden direktur adalah juga pemegang saham mayoritas dari perusahaan

1% Racljagukguk, op. cit.. hal. 88 dan [05.
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tersebut™.'” Sebagaimana dikemukakan pada hasil penelitian, karena
masuknya para pemegang saham baru yaitu WX Co., Ltd. (sebuah perusahaan
jepang) dan P.T. YZ (sebuah perusahaan Indonesia), P.T. ABC berubah
bentuk menjadi perusahaan patﬁngan (joint venture). Sesuai dengan Pasal 4
Anggaran Dasar P.T. ABC yang telah diubah, saham P.T. ABC yang berjumiah
4.125 (empat ribu seratus dua puluh lima) lembar dibagi dalam 1.650 (seribu
enam ratus fima puluh) lembar saham seri A yang dimiliki oleh Tuan DEF dan
Tuan GH masing-masing sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima)
lembar, 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) lembar saham seri B
yang dimiliki oleh P.T. YZ, dan 1.030 (seribu tiga puluh) lembar saham seri C

yang dimiliki oleh WX Co., Lid. Dengan demikian komposisi kepemilikan

" saham pada P.T. ABC adalah Tuan DEF sebanyak 20 % (dua puluh persen).

Tuan GH sebanyak 20 % {dua puluh persen), P.T. YZ sebanyak 35 %
(tga puluh lima persen), dan WX Co., Ltd. sebanyak 25 % (dua puluh
lima persen). Sehingga perbandingan komposisi kepemilikan saham antara
Indonesian Parties dengan Japanese Parties adalah 75 % (tujuh puluh fima
persen) berbanding 25 % (dua puluh lima persen). Tetapi sesuai dengan
ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar P.T. ABC yang telh diubah, yang
menetapkan bahwa manajemen perusahaan dilakukan oleh suatu Direksi yang
terdiri dari 3 (tiga) anggota yaitu : (1) satu orang Presiden Direktur, yang

diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh (para) pemegang saham seri C;

197 Radsagukguk, bid., hal. 45.
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(2) satu orang Wakil Presiden Direktur, yang diangkat dari calon-calon yang
diajukan oleh (para) pemegang saham seri A bersama-sama; dan (3) satu
orang Direktur, yang diangkat dari azlon-'cal;:m yang diajukan oleh (para)
pemegang saham seri B, maka yang menjadi Presiden Direlctur adalah wakil
dari WX Co., Ltd.

Ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar P.T. ABC ini tidak pernah
n.mengalami pembahan sampan sekarang. Sehingga meskipun perbandingan
komposisi kepemiiikan saham antara Indonesian Parties dan japanese Parties
telah mehgalami beberapa kali perubahan karena terjadinya jual beli saham di
antara para pihak dalam perusahaan (perbandingan tahun 1989 adalah 75 % :
25 9%; thun 1995 adatah 50 9 : 50 9%:; dan tahun {998 adalah 60 % : 40
9%),'® struktur organisasi Board of Directors P.T. ABC dan siapa yang berhak
mendudukinya juga tidak berubah. |

Dimuatnya Pasal 9 dalam Aﬁgaran Dasar P.T. ABC yang dilakukan
dalm RUPS Luar Biasa tahun {987 menunjukkan bahwa japanese Parties
(datam hal ini WX Co., itd.) yang sebenarnya merupakan pemegang saham
minoritas (karena hanya menguasai 25 % saham) memiliki bargaininé position
yang lebih kuat daﬁpada Indonesian Parties yang menguasai 75% (tujuh puluh
fima persen) saham. Di samping itu, dengan melihat bahwa ketentuan pasal 9
itu sebelumnya sudah dimuat dalam Article 3 Joint Venture Agreement, berarti

bargaining position yang lebih kuat tersebut sudah dimiliki oleh WX Co., Ltd.

196 {ihat : Hasil Penelitian yang dilakukan di P.T. ABC, op. cit.
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(Japanese Parties) pada saat pendirian P.T. ABC. Hal ini bisa terjadi karena
WX Co., Ltd. merupakan pemilik teknoiogi.

Tetapi berbeda dengan posisi Q U&pancsc Parties) yang sangat kuat
dalam perusahaan (P.T. PQ) karena di samping sebagai pemilik teknologi
sekaligus juga merupakan pemegang saham mayoritas sehingga menunjukkan
adanya dominasi-modal asing yang menimbulkan ketergantungan yang terus
menerus |.:uada modal, teknologi dan bahan baku yang berasal dari Q; maka
posisi tawar (bargaining positiori) yang lebih kuat yang dimiliki oleh wX Co.,
Ltd. udak sampai menyebabkan terjadinya dominasi asing pada P.T. ABC
karena posisi sebagal pemegang saham mayoritas yang dimiiiki oleh
Indonesian Parties dapat menaikkan posisi tawar (bargaining position)
Indonesian Parties dan menjadi kekuatan penyeimbang.

Kekuatan atau posisi yang hampir sama kuatnya (seimbang) antara
P.T. ABC dengan WX ini dapat ditihat dalam pembuatan dan implementasi
konﬁ TAA/PBT. Dalam pembuatan kontrak tersebut meskipun konsep
kontrak berasal dari WX tetapi P.T. ABC diberi kesempatan untuk
mempelajari lebih dahulu dan pada akhirnya klausula-klausula yang dimuat di
datam kontrak tersebut adéia-ti hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh
melalui negosiasi. Oleh karena itu di dalam kontrak tersebut tidak dijumpai
Kausula-klausula perdagangan restriktif (RBP) dan hanya sedikit dimuat

klausula-klausula yang merugikan P.T. ABC.
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Selain itu, selama implementsi kontrak, WX bersilap sangat

terbuka dalam memberikan teknologinya sehingga kegiatan usaha P.T. ABC
berkembang. Kalau semula hanya pembuatan, perakitan dan penjualan brake
system for automobife, sekarang sudah bertam.bah dengan pembuatan,
perakitan dan penjualan brake system for motor cycle, brake system for off the
road, brake system components dan engine components. Bahkan, bahan mentah
(raw material) yang semula dibeli dari WX, sejak tahun 1995 sudah diproduksi

sendiri oleh P.T. ABC. Dengan kin perkatan, sejak tahun 1995, P.T. ABC

sudah mémpﬁ melakukan sendiri proses produksi mulai dari peleburan

sampai dengan finishing. Selain itu, P.T. ABC juga memproduksi alumunium
casting product berdasarkan teknologi dan design yang ditemukan dan dibuat
sendiri.

Berkaitan dengan penempatan tenaga-tenaga asing  untuk
menduduki jabatan dalam perusahaan sebagaimana diutarakan di muka, Pasal
9 UL PMA menyatakan bahwa :

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya  untuk

menentukan direksi perusahaan-perusahaan di mana modalnya

ditanam.
Dan sesuai dengan Pasal |1 UU PMA:

Perusahaan-perusahaan modal asing diijinkan mendatangkan atau

menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga

negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum diisi dengan tenaga
kerja warga negara Indonesa.

Sehubungan dengan itu dikeluarkaniah Keputusan Presiden Nomor

75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
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Pendatang, untuk menggantikan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1974
tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang, yang dirasa sudah tidak dapat menampung perkembangan
masalah penggunaan tenaga kerja asing.'”
Di dalam Keppres Nomor 75 Tahun 1995 tersebut diatur hal-hal sebagai
bertkut :
- Pasat3ayatli:
Jabatan Direksi dan Komisaris pada.perusahaan penanaman modal yang
didirikan dengan sefuruh atau sebagian modainya dimiliki oleh Warga
Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing, atau pada perusahaan
penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh
Warga Negara Asing danfatau Badan Hukum Indonesia, terbuka bagi -
- Pasal 3 ayat4:
Pemilik modal perusahaan penanaman modal yang didirikan dalam bentuk
patungan anara modalt asing dengan modal Warga Negara Indonesia
danfatau Badan Hukum Indonesia, atau pada perusahaan penanaman
modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara
indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, penunjukan Direksi dan
Komisaris sesuai kesepakatan para pihak.
Dengan demikian jabatan Direksi dan Komisaris pada perusahaan patungan
(joint venture) terbuka bagi TIKWNAP tetapi penunjukannya harus dengan
kesepakatan para pihak.
Meskipun demikian Pasal 2 Keppres Nomor 75 Tahun 1995

menentukan bahwa :

19 Kadua Keppres ini merupakan peraturan pefaksanaan UU Nomor 3 Tzhun 1958 tentang
Penempatan Tenaga Asing.” .
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(1) Setiap pengguna TKWNAP wajib mengutamakan penggunaan
Tenaga Kerja Indonesia di serua bidang dan jenis pekerjaan
yang tersedia.

(2) Apabila bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau
tidak sepenuhnya dapat diisi ‘oleh Tenaga Kerja Indonesia,
pengguna TKWNAP dapat menggunakan TKWNAP sampai
batas tertentu.

Dalam penggunaan tenaga kerja asing ini pihak pengusaha harus
memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari Pemerintah {(dalam hal ini
Menteri Tenaga Kerja) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat | UU No.
3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing yang menyatakan
bahwa “Maiikan dilarang mempekerjakan orang asing tanpa ijin tertulis dari
Menteri".

Menurut Pasal 3 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Keria Republik Indonesia
Nomor : KEP.473/MEN/2000 tentang jangka Waktu ljin Mempekerjakan
TKWNAP, jangka wakau ijin penggunaan TKWNAP adalah 5 (ima) tahun.
Dan Pasal 4 ayat 3 Kepmen tersebut menentukan bahwa apabila jangka

waktis jabatan yang diduduki oleh TKWNAP lebih dari 5 (lima) tahun, ijin

untuk mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Asing pada tahun

berikutnya hanya dapat diberikan setelah tenaga kerja asing Yyang
bersangkutan memperbaharui visanya. Tetapi, menurut Pasal 4 ayat 4
Kepmen tersebut, bagi TICWNAP sebagai penanam modal di indonesia dan
tercantum datam akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi

yang berwenang, ketentuan Pasal 4 ayat 3 tidak berfaku.
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Berbeda dengan jabatan Direktur dan Komisaris yang terbula bagi
TKWNAP, maka khusus untuk jabatan Direktur yang membidangi Personalia
wajib menggunalan Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini diatur dafam Pasal 5
Keppres Nomor 75 Tahun 1995.

'Dengan diberikannya kesempatan pada laryawan P.T. PQ untuk
menduduki jabatan Director of General and Personnel Department berarti P.T.
PQ telah meneraplan ketentuan Pasal 5 Keppres Nomor 75 Tahun 1995
tersebut di atas. Meskipun sebagai pemegang saham minoritas, Indonesian

Parties hanya memiliki 3 (tiga) orang wald! dalam Board of Directors.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penggunaan ‘“Technical Assistance

Agreement” (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana alih teknologi di Indonesia
Pada hasil penelitian telah dikemukakan bahwa P.T,..PQ tidak menemui
hambatan apapun dalam penggunaan kontrak TANPBT. sebagai sarana alh
teknologi mulai dari pemilihan teknologi, pembuatan kontrak TAA/PBT sampai
dengan implementasi kontrak tersebut. Karena teknologi perakitan, pembuatan
dan penjualan small diesel engine diperoleh dari Q sebagai konsekuensi dari
dibuatnya usaha patungan (joint venture), konwak TAA/PBT berasal dari Q dan
bentuknya sudah standar sehingga P.T. PQ tinggal menandatangani saja, serta
dalam implementasi kontrak TAA/PBT tersebut tidak ditemui hambatan dan
tidak pernah terjadi konflik di antara para pihak karena semua hak-hak dan

kewajiban-kewajiban para pihak telah diatur secara jelas di dalam kontrak

TAA/PBT tersebut.
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Melihat posisi Q sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai
pemifik teknologi, dapat dikatakan bahwa sebenarmya ada hambatan dalam
penggunaan kontrak TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi oleh P.T. PQ.
Hambatan tersebut bersumber pada posisi Q (Japanese Parties) sebagai
pemegang saham mayoritas dan sekaligus sebagai pemilik teknolog dan posisi
indonesian Parties sebagai pemegang saham minoritas.

Menurut Soeropati ada hambatan-hambatan yang serius yang dihadapi
oleh pihak yang membutuhkan teknologi (technology acquirer) di negara-negara
berkembang - dalam ‘berurusan dengan pihak yang menguasai teknologi
(technology hoider) di negara-negara maju, yang berupa :'"°

. Terjadiny2 konsentrasi sumber teknologi dan keengganan pemilik

teknologi untuk mengalihkan teknologi;

2. Adanya ketergantungan teknologi dan ekonomi untuk memperoleh

teknologi dari luar negeri; :

3. Kurangnya informasi dan pengalaman di negara-negara berkembang

di bidang teknologi;
4. Kelangkaan sumber daya finansial dan mahalnya biaya teknologi;

. Keuntungan tak langsung pemberi teknologi dari pasokan masukan
serlait teknologi dan dari masukan pengendali teknologi;

un

6. Tidak memadainya kerangka legal bagi transaksi alih teknologi;
7. Kurangnya ketrampilan dan informasi tentang gatra hukum transaksi
alih teknologi;

8. Tidak memadainya kontrol pemerintah dan kurangnya pemahaman
tentang gatra komersial dari alih teknologi.

Sesuai dengan pendapat Soeropati tersebut, maka P.T. PQ sebenarnya
menemui hambatan-hambatan yang dapat dikategorikan sebagai hambatan-

hambatan berupa : (1) kelangkaan sumber daya finansial dan mahalnya biaya

HS Soeropati, op- Gt., hal, 88 - 89.
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teknologi; (2) kurangnya informasi di bidang teknologi; (3) terjadinya konsentrasi
sumber teknologi; dan keengganan pemilik teknologi untuk mengalihian
teknologinya; (4) keuntungan tak langsung pemberi teknologi dari pasokan
masukan yang terkait dengan teknologi; (5) adanya ketergantungan teknologi
dan ekonomi untuk memperoleh teknologi dari luar negeri; (6) tidak
memadainya kerangka legal bagi transaksi alih telmologi; dan (7) tidak adanya
kontrof dari pemerintah dan kurangnya pemahaman tentang aspek komersial dari
gatra alih teknologi.

Méngenai hambatan-hambatan yang ditemui P.T. ABC dalam
penggunaan TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi berupa kekurangan tenaga
(sumber daya manusia) yang menguasai hukum kontrak (baik nasional maupun
internasional) dan memiliki kemampuan melakukan negosiasi, serta tidak adanya
peraturan perundang-undangan dari pemerintah ﬁng dapat dijadikan pedoman
" atau acuan dalm pembuatan kontrak alih teknologi, sa:uaj dengan pendapat
Soeropati sebagaimana dikemukalan di awms, dapat dikategorikan sebagai
hambatan-hambatan yang berupa : (1) kurangnya ketrampilan (perancangan
kontrak) dan informasi tentang aspek hukurﬁ transaksi alih teknologi; (2) tdak
memadainya kerangka legal bagi transaksi alih teknologi; dan (3) tidak
memadainya kontrol pemerintah dan kurangnya pemahaman tentang aspek
komersial dari gatra alih teknologi.

Selain hambatan-hambatan tersebut di atas, dalam penelitian lapangan

juga diperoleh informasi bahwa dalam implementasi kontrak TAA/PBT sering
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terjadi konflik di antara para pihak (P.T. ABC dan WX) tetapi konflik tersebut
diselesailan melalui negosiasi. Padahal di antara mereka telah dibuat kontrak
TAA/PBT dan di dalamnya dicantumkan klausula penyelesaian sengketa yang
dimuat di dalam Pasal 28 yang seharusnya ditaati oleh para pihak.

Apa yang terjadi pada P.T. ABC tersebut “menunjukkan adanya
diskrepansi (pertentangan, kursif penulis) am:ari yang formal dan yang dijalankan
di dalam praktek” atau "merupakan kebalikan dari kenyataan mengenai sifat
kontrak atau perianjsaﬁ yang telah mereka buat.!"' Sebagaimana diketahui bahwa |
berdasarkan ‘asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas menentukan isi
kontrak yang dibuatnya. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat I dan 2
KUH Perdata, “pada dasarnya setiap kontrak adalah mmgi& sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya, tidak boleh dirobah dengan jalan dan
cara apapun, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak"."”

Non-contractual relations (demikian Stewart Macauly menyebutnya)
sebagaimana terliadi pada P.T. ABC menunjukkan bahwa "pelak:%anaan hukum
kontrak itu tidak semata-mata tunduk atau mengikuti persetujuan yang telah
dibuat secara formal, mefainkan juga difentukan oleh pertimbangan-
pertimbangan yang‘ jebih alamiah sifatnya, seperti untung rugi, prestise,
hubungaﬁ—hubungan kepercayaan dalam dunia bisnis dan sebagainya™.'” Hal ini

terjadi karena para pihak yang terikat kontrak mempunyai keinginan untuk

i Satiipro Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung : Angkasa, 1981}, hal. 123.

U2 pyrwahid Patrik, Asas itikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian,
makalah disampaikan dalam Lokakarya Hukum Ekonomi tentang Perbandingan Hukum Perjanjian,
diselenggarakan atas kerjasarna Kantor Menko EKKU dan Wasbang, Fakultas Hukum Universitas indonesia
dan Fakultas Hulasm Universitas Diponegoro (Semarang, 1993), hal. L.

_ ' Satjipto Rahardjo, op. cit., hal. 33.
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mempertahankan hubungan bisnis mereka dan oleh karenanya berusaha
menghindari hal-hal yang dapat mengganggu pencapaian tujuan tersebut.'"
Upaya-upaya yang dijakukan agar “"Technical Assistance Agreement” (Perjanjian
Bantuan Teknis) dapat meniadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi
di Indonesia

Pada hasil penelitan telah dikemukakan bahwa untuk mengatasi
hambatan-hambatan yang dijumpai pada pembuatan kontrak TAA/PBT, P.T.
ABC berupaya mencari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada
kaitannya dengan alih teknologi dan kontrak-kontrak alih teknologi yang dimiliki
oleh pemsalﬁan—penmahaan lain. |

Mengenai peraturan perundang-undangaln yang berkaitan dengan alih
teknologi, Indonesia sebenarnya sudah punya. Sebagaimana dikemukakan dalam
tinjauan pustaka, di samping peﬁgaturan alih teknologi yang dimuat dalam Pasal
{2 UU PMA dan Pasal 16 ayat 2 UU Perindustrian, ada juga pengaturan alih
teknologi melalui perjanjian lisensi yang diatur dalam berbagai undang-undang
mengenai Hak atas Kekayaan Intelektua!.‘ yaitu UU Paten (Pasal 76 sampai
dengan Pasal 80), UU Merek (Pasai 44 sampai dengan Pasal 50), UU Rahasia
Dagang (Pasal 6 sampai dengan Pasal 9) dan UU Desain fndustri (Pasal 33 sampai
dengan Pasal 36). Tetapi ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral tersebut sampai sekarang

ini belum berhku secara efektif, karena peraturan pelaksanaannya belum dibuat.

114 {jhat : Ibid, hal. 124,
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Mengingat kesulian yang dialami perusahaan dalam pembuatan
kontrak alih teknologi sebagaimana diutarakan di atas hendaknya pemerintah
.segera membuat peraturan peilaksanaan yang diper!ukan agar berbagai ketentuan

yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang;undangan yang mengatur

mengenai alih teknologi' dapat berlaku secara efektif, sehingga dapat difadilan

pedoman atau acuan dalam pembuatan kontrak alih teknologi. Sebab bagi
perusahaan, teknologi sarfgat diperflukan untuk meningkatkan daya saing
produknya dalam persaingan perebutan pasar internasional yang semakin
kompetitif. Dan bagi pemerintah sendiri, teknologi memiliki peranan yang sangat

penting dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri.




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah
diuraikan pada bab sebelumnya, mala dapat ditarik kesimputan sebagai berikut :

. Berdasarkan pengertian alih teknologi yang merupaian alih pengetahuan

untuk menciptakan dan mempergunakan peralatan guna memproduksi

_barang-barang dan jasa-jasa, serta tolok ukur untuk menentukan terwujud

tidaknya alih teknologi yaitu tingkat penguasaan teknologi (capacity transfer),
maka u‘da!».: dapat diambil kesimpulan secara dikotomis apakah me_lalui
penggunaan sarana TAA/PBT sudah terv}uiud alih teknologi atau befum.

Di dalam implementasinya, ada perusahaan yang baru sampai pada pengalihan
material (material transfer), tetapi ada pula perusahaan yang sudah sampai
pada fase pengalihan kemampuan (capacit-y transfer). Pada pt'erusahaan yang

-sudah sampai pada fase pengalihan kemampuan (capacity transfer) inipun

kemampuan teknologi yang berhasil dikuasai baru kemampuan teknologi
untuk mempergunakan peralatan guna memproduksi barang-barang,
sedangkan kemampuan teknologi untuk menciptakan peralatan guna

memproduksi barang-barang belum berhasil dikuasai.

_Dengan demikian penggunaan kontrak TAA/PBT sebagai sarana untuk

mewuijudian alih teknologi di Indonesia belum memberikan hasil sebagaimana
yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang
mempengaruhi yaitu faktor kontrak, faktor komposisi kepemilikan saham

dalam perusahaan dan faktor posisi sebagai pemilik teknologi.
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2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses alih teknolog melalui sarana
TAA/PBT dan oleh karenanya periu mendapatkan perhatian dari pihak
indonesia adalah faktor kontrak, faktor komposisi kepemilikan saham dalam
perusahaan dan faktor posisi sebagai pemilik teknologi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa diantara ketiga faktor tersebut
yang paling berpengaruh adalah faktor posisi sebagai pemifik teknologi, yang
sudah menunjukkan kekuatannya pada saat pembuatan kontrak BA/JVA,
demildan juga pada pembuatan kontrak TAA/PBT. |

Pada perusahaan pai:ungan (joint venture) di mana partner asing di samping
merupakan pemilik teknologi sekaligus juga merupakan pemegang saham
mayoritas rﬁaka didalam kontrak BA/JVA dicantumkan (dimuat) klausula-
kiausula yang lebih bersifat menguntungkan atau mengamankan kepentingan
partner asing, yang tentunya akan merugikan pihak indonesia. Demikian juga
di dalam kontrak TAA/PBT dicantumkan (dimuat) klausula-klausula
. perdagangan rektrikdf (RPB) yang sebenarnya dilarang dimuat dalam kontrak
alih teknologi dan kausuta-klausula lain yang bersifat merugikan pihak
Indonesia. Padahal dimuatnya kausula-klausula tersebut dalam kontrak
TAA/PBT akan memperke_cil kemungkinan terwujudnya alih teknologi.
Sementara itu, pada perusahaan patungan (joint ventire) di mana pihak
indonesia merupakan pemegang saham mayoritas, klausufa-klausula yang
dicantumian (dimuat) dalam kontrak BA/[VA maupun kontrak TAA/PBT lebih
bersifat adil atau seimbang bagi kedua belah pihak. Hal ini menunjuikan
" bahwa posisi pihak Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas tefah
menaikkan posisi tawar {(bargaining position) pihak Indonesia dalam

pembuatan kontrak BA/JVA dan kontrak TAAJPBT, sehingga dalam kontrak-
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kontrak tersebut tidak banyak dicantumkan(dimuat) klausula-klausula yang
merugikan kepentingan pihak Indonesia dan hal ini akan memperbesar
kemungkinan terwujudnya alik teknologi melalui sarana TAA/PBT.
3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalm penggunaan kontrak TAA/PBT
. sebagai sarana alih eeknolog: di Indoﬁesia adalah hambatan dalam pembuatan
kontrak TAA/PBT yang disebablan oleh :

a. Tidak adanya peraturan pelaksanaan atas berbagai ketentuan pasal yang
mengatur mengenai alih teknologi melalui perjanjian lisensi yaﬁg dimuat
dalam berbagai peraturan peruhdang-undangan mengenai Hak atas
Kekayaan Intelektual, menyebablkan ketentuan-ketentuan tersebut belum
dapat diberlakukan secara efektif. Hal ini berakibat dalam kontrak
TAA/PBT dicantumkan (dimuat) berbagai klausula perdagangan restritif
(RPB) dan kiausula yang merugilan pihak indonesia sebagai penerima
teknologi, yang sebenarnya dilarang dimuat datam kontrak alih teknologi;

b. Rendahnya kualitas SDM dalam bidang hukum menyebabkan dimuatnya
klausula-klausula perdagangan restriktif (RBP) dan kiausula-klausula yang
merugikan pihak Indonesia dalam kontrak TAA/PBT. Kelemahan ini
diperparah oleh kesenjangan dalam kepemitikan saham dalam perusahaan
z;ntara pihak Indonesia dan partner asing, serta posisi partner asing sebagai
pemilik teknologi, yang menyebabkan posisi tawar (bargaining position)
pihak indonesia, femah.

4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Indonesia agar kontrak TAA/PBT
dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di indonesia

adalah mencari dan mempelajari :
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a. berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaitan dengan aiih
teknologi; serta

b. kontrak-kontrak alih teknologi yaﬁg dimiliki oleh perusahaan-pekusahaan

1ain.

B. Rekomendasi

Sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, maka

direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Sekarang ini ketentuan mengenai alih teknologi tersebar di berbagai peraturan
perundang-undangan sektoral berl?entuk undang-undang di mana belum ada
pémturan pelaksanaannya, sehingga ketentuan tersebut belum dapat
diimplementasikan secara efektif. Berkenaan dengan itu kiranya pemerintah
periu segera membuat peraturan pelaksanaanmya agar berbagaj ketentuan '
mengenai alih teknologi yang terdapat di dalam berbagai peraturan
perundang-undangan sektoral tersebut dapat diimplementasikan secara
efekdtif. -

Agar tidak terjadi inkonsistensi pada pengaturan mengenai alih teknologi yang
terdapat pada berbagai peraturan- perundang-undangan yang bersifat sektoral
tersebut, perlu kiranya segera dibuat undang-undang yang secara khusus
mengatur mengenai alih teknologi (umbreila act) yang menjadi dasar proses
alih teknologi yang diatur dalam berbagai peraturan peruqdang-undangan
yang bersifat sektoral.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa posisi pihak Indonesia sebagai
pemegang saham mayoritas dapat menaikkan posisi tawar (bargaining position)
pihak Indonesia dalam pembuatan kontrak BA/JVA dan kontrak TAA/PBT.

Untuk ite maka ketentuan mengenai pemilikan saham dalam perusahaan yang
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didirkan dalam rangka PMA yang mengatur mengénai adanya keharusan
peningkatan pemilihan saham oleh pihak Indonésia setelah jangka waktu
tertentu harus diterapkan secara konsisten. Dengan melihat bahwa substansi
yang begitu penting (ketentuan mengenai sanksi administratif) hanya diatur
dalam Keputusan Menteri maka dalam pengimplementasiannya kurang
mendapat dukungan dari sektor-sektor yang lin. Oleh karenanya substansi
pengaturannya peﬁu ditingkatkan dafam produk hukum yang lebih tinggi dari
Keputusan Menteri, misalnya Keputusan Presiden atau bahkan Peraturan

Pemerintah.

. Berkaitan dengan rendahnya kualitas SDM dalam bidang hukum yang dimiliki

oleh perusahaan, mala pc_arusahaan perlu melakukan upaya untuk
mengembangkan kualitas SDM tersebut ﬁng dapat dilakukan melalui
berbagai cara antara lain mengirim SDM untuk mengikuti studi lanjut, kursus~
kursus berkaitan dengan _hukum kontrak, dan - kursus bah;;sa asing.
Memperhatikan kelemahan kualitas SDM dalam pembuatan kontrak bisnis
internasional tersebut kiranya‘ perlu diperhatikan sebagai umpan balik bagi
pendidikan tinggi hukum dan kurikulumnya. Untuk ite direkomendasikan
supaya ada penyempurnaan dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum,
khususnya pada kelompok mata kufiah pendidikan kemahiran hukum, agar
lebih terfokus sehingga dapat memberikan bekal kemahiran dalam pembuatan
kontrak bisnis internasional, perancangan peraturan perundang-undangan dan

kemampuan non-litigasi kepada lulusan Fakultas Hukum.
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